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Prakata

Modul 1 ini menyajikan konsep mengenai Sistem dan Pemerintahan, 
dengan maksud untuk memperluas wawasan dan pengetahuan para mahasiswa 
dalam mata kuliah Sistem Pemerintahan Indonesia.

Di dalam menyajikan uraian pembahasan materi dalam modul ini, pada 
umumnya terdapat beberapa konsep yang diuraikan secara teoritis namun ada 
pula konsep yang uraiannya disertai dengan aplikasi atau contoh-contohnya.

Adapun materi selengkapnya yang dibahas dalam modul ini adalah sebagai 
berikut:

Konsep dan Teori Sistem.1. 
Dasar-dasar konsep Pemerintahan.2. 

Konsep-konsep tersebut saling mendukung dan saling berkaitan antara 
yang satu dengan lainnya. Artinya saling mengisi dan saling melengkapi, se-
hingga setelah para mahasiswa mempelajari modul 1 ini secara lengkap, maha-
siswa diharapkan dapat menjelaskan konsep dan teori sistem serta dasar-dasar 
konsep pemerintahan dan secara khusus mahasiswa diharapkan dapat:
a.  menjelaskan konsep dan teori sistem.
b.  menjelaskan dasar-dasar konsep pemerintahan.

Untuk lebih memahami materi yang dibahas dalam modul ini, disajikan 
pula antara lain:

Sejumlah soal-soal latihan, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pema-1. 
haman mahasiswa mengenai konsep-konsep utama pada setiap topik yang 
disajikan.
Petunjuk jawaban latihan, yaitu berupa arahan di dalam menjawab setiap 2. 
latihan yang disampaikan pada setiap topik pembahasan.
Rangkuman, untuk memberikan gambaran umum tentang ma3. teri yang 
dibahas dalam setiap topik pembahasan.
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Sejumlah soal-soal tes formatif, untuk mengukur tingkat penguasaan 4. 
materi pada setiap topik pembahasan.

Akhirnya penulis sampaikan kepada Anda, bahwa keberhasilan dalam 
mempelajari modul ini tergantung kepada kesungguhan Anda dalam menye-
lesaikan tugas dan soal-soal latihan serta soal-soal tes formatif, ditambah 
dengan memperkaya membaca buku-buku anjuran sebagai bahan penunjang.

Selamat belajar semoga berhasil!
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b a b  I
Sistem dan

Pemerintahan

Konsep dan Teori Sistem
Pendekatan sistem dilihat dari perkembangan awalnya, pertama kali diper-
gunakan dalam rumpun ilmu alamiah; baru kemudian dipinjam untuk dipakai 
guna menerangkan fenomena-fenomena sosial melalui analogi-analogi dan 
asumsi-asumsi serta penyesuaian tertentu hingga sifat mekanistik dan deter-
ministiknya menjadi berkurang namun tidak menghilangkan unsur kemanu-
siaannya.

Setelah melalui berbagai penyesuaian dan kritikan, antara lain yang ber-
kenaan dengan keampuhan pendekatan sistem tersebut, hanya terbatas pada 
tingkat analisis makro, maka kini dalam pendekatan sistem ini sudah sering 
dijumpai pembahasan yang menyertakan aplikasinya. Dewasa ini ditemui 
sejumlah penyebutan yang setara dengan pendekatan sistem, diantaranya ialah 
pemikiran sistem (systems thinking), teori sistem (general systems theory), 
analisis sistem (systems analysis), dan pengelolaan sistem (systems management) 
yang sudah biasa dipergunakan dalam melukiskan dan memberikan fenomena-
fenomena sosial.

Istilah pendekatan sistem merupakan cara berpikir. Di samping istilah 
pendekatan sistem ini terdapat juga istilah-istilah lainnya yang merupakan 
formulasi matematis yang sementara ini masih berada di luar kebutuhan 
penerapan ilmu-ilmu sosial.

Pendekatan sistem ini sebenarnya merupakan cara memandang, alat 
analisis dan wawasan tentang sesuatu. Di lain pihak pendekatan ini juga 
merupakan pendeskripsian sesuatu, sehingga sesuatu itu bertata, berbentuk 
utuh menyeluruh, dan lengkap berikut seluruh faktor yang turut mempe-
ngaruhinya. Pendekatan sistem menumbuhkan eksplisitasi dan pandangan 
yang jelas atas komponen-komponen suatu organisasi secara keseluruhan. Yang 
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dimaksud dengan organisasi itu baik meliputi organisasi berpikir atau konsep 
maupun sesuatu yang lebih kongkret  yang di dalamnya terdapat hubungan-
hubungan fungsional.

Dalam hal sesuatu yang akan ditinjau itu bersifat nyata dan diamati gejala-
gejalanya, pendekatan sistem akan dapat diharapkan menumbuhkan pengenalan 
akan kenyataan secara lebih baik dan cermat.

Dengan demikian, pendekatan sistem itu dapat berfungsi sebagai :
1.  Instrumen metodologis dan instrumen yang logis,
2. Instrumen riset supaya penelitian dapat mendalam dan juga dapat 

menjembatani celah-celah kosong dalam pembentukan teori serta juga 
tanggap akan kepincangan yang disebabkan oleh berbedanya tingkatan 
pandangan.

3. Instrumen koordinasi antara ilmu-ilmu yang berbeda dan kemudian 
membentuk kaidah-kaidah sistem yang berlaku umum,

4. Instrumen interdisipliner yang pertama-tama berusaha membentuk 
penggunaan “bahasa” yang berlaku umum dan pemahaman akan problema 
umum sebagai sarana komunikasi antardisiplin.

5.  Instrumen integratif supaya aneka disiplin ilmu tidak saling bertabrakan 
arah pikirannya.

Pada umumnya pendekatan sistem itu adalah titik tolak dan orientasi baru 
dalam melihat sesuatu. Dinding-dinding yang tegar antar disiplin ilmu diharap-
kan dapat dikurangi. Hal ini mengandung implikasi bahwa pendekatan-pen-
dekatan tradisional, singular, dan parsial sedapat mungkin dapat disempurnakan 
walau secara teknis pendekatan yang demikian ini tetap mempunyai arti 
penting. Sauvinisme disiplin ilmu lambat laun perlu dikurangi karena dewasa 
ini keterlibatan hanya satu ilmu saja dirasakan tidak akan mampu memecahkan 
segala hal.

Sistem itu, karena berkenaan dengan substansi tertentu (baik material 
maupun yang immaterial), juga mempunyai batas-batas dan karenanya pula 
mempunyai garis limit terluar (periphery) yang langsung berbatasan dengan 
sistem-sistem lainnya (related systems).

Pada suatu saat tertentu batas-batas sistem itu tetap (contract) dan pada 
saat lain berkembang (expanding) dan bahkan sekali-sekali dapat juga merambah 
bidang sistem lain. Kesemuanya itu tergantung pada kondisi, waktu dan juga 
kepentingan pandangan serta intensi pemakai atau pembuat sistem bersang-
kutan. Oleh karena itu pula tidak jarang terjadi tumpang tindih yang tak 
terhindarkan antara dua sistem atau lebih.
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Berikut ini penulis suguhkan pendefinian atau pengertian sistem itu 
sendiri, dari berbagai pakar yang membahasnya.

Menurut Prof. Pamudji, sistem adalah:
1.  Suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu 

himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk 
auatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh.

2.  Suatu kebulatan atau keseluruhan yang utuh, di mana di dalamnya terdapat 
komponen-komponen yang pada gilirannya merupakan sistem tersendiri 
yang mempunyai fungsi masing-masing, saling berhubungan satu sama 
lain menurut pola, tata atau norma tertentu dalam rangka mencapai tujuan.

Menurut Prof. Prajudi, sistem adalah: “Suatu jaringan daripada prosedur-
prosedur yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat 
untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dari suatu usaha atau urusan”.

Menurut W.J.S. Poerwadarminta, sistem adalah: “Sekelompok bagian-
bagian (alat dan sebagainya), yang bekerja bersama-sama untuk melakukan 
sesuatu maksud.

Menurut Prof. Sumantri, sistem adalah: “Sekelompok bagian-bagian yang 
bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Apabila salah satu 
bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maka maksud yang 
hendak dicapai tidak terpenuhi atau setidak-tidaknya sistem yang telah 
terwujud akan mendapat gangguan”.

Menurut Drs. Musanef, sistem adalah:
1.  Suatu sarana yang menguasai keadaan dan pekerjaan agar dalam menja-

lankan tugas dapat teratur.
2.  Suatu tatanan dari hal-hal yang saling berkaitan dan berhubungan, 

sehingga membentuk satu kesatuan dan satu keseluruhan.

Jadi sistem adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian yang saling kait-
mengkait satu sama lain. Bagian atau anak cabang dari suatu sistem, menjadi 
induk sistem dari rangkaian selanjutnya. Begitulah seterusnya sampai pada 
bagian yang terkecil, rusaknya salah satu bagian akan mengganggu kestabilan 
sistem itu sendiri. Pemerintahan Indonesia adalah salah satu contoh sistem 
pemerintahan dan anak cabangnya adalah sistem pemerintahan daerah, 
kemudian seterusnya adalah sistem pemerintahan desa/kelurahan.

Tidak satu juga sistem pemerintahan suatu negara, yang benar-benar sama 
dengan sistem pemerintah negara lainnya. Jadi oleh karena itu yang sering kita 
temui hanyalah perbandingan-perbandingan pemerintahan dengan patokan-



4 dr. Rahman Mulyawan

patokan perbandingan tertentu. Namun demikian juga dapat digolongkan 
beberapa sistem pemerintahan ini tidak lain untuk lebih jauh melihat perbedaan 
dan kesamaan dari beberapa sistem pemerintahan dengan mengetahui tolok 
ukur pertanggung jawaban pemerintah suatu negara terhadap rakyat yang 
diurusnya.

Berlainan dengan sistem pemerintahan, Robert Dahl memberikan penger-
tian untuk sistem politik sebagai berikut: “A political system is any persistent 
pattern of human relation ships that involves to a significant extent, power, rules 
or authority”.

Jadi sistem politik dianggap sebagai pola yang tetap dari hubungan antar 
manusia yangmelibatkan makna yang luas dari kekuasaan, aturan-aturan dan 
kewenangan.

Dengan demikian sistem politik menurut Robert Dahl mencakup dua hal 
sebagai berikut:
1.  Pola yang tetap dari pada hubungan antar manusia.
2. Melibatkan sesuatu yang luas dan berarti tentang kekuasaan aturan-aturan 

dan kewenangan.

Menurut Prof. Sumantri, sistem politik adalah: “... pelembagaan dari 
hubungan antar manusia yang berupa hubungan antar suprastruktur politik 
dan infrastruktur politik”.

Menurut David Easton, sistem politik terdiri dari:
1.  The political system allocates values
2.  Its allocationa are authoritative
3.  Its authoritative allocations are binding on the society as a whole.

Menurut Gabriel Almond, sistem politik adalah: “.... The political system is 
that system of interaction to be found in all independent societies which performs 
the functions og integration and adaption (both internally and vis-a-vis other 
societies) by means of the employment or threat of employment, of more or less 
legitimate physical compulsion”.

Jadi menurut David Easton, sistem politik yang pertama terdiri dari 
alokasi nilai-nilai tersebut  bersifat paksaan dan paksaan pengalokasian tersebut 
mengikat masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan menurut Gabriel Almond, 
sistem politik antara lain adalah merupakan sistem interaksi yang ditemui 
dalam masyarakat merdeka yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi.

Berdasarkan pengertian-pengertian sistem di atas, dapat diketahui bahwa 
sistem ternyata memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
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1.  Ketergantungan (integration)
2.  Keteraturan (regularity)
3.  Keutuhan (wholeness)
4.  Keterorganisasian (organization)
5.  Keterlekatan komponen satu sama lain (coherence)
6.  Keterhubungan komponen satu sama lain (connectedness)
7.  Ketergantungan komponen satu sama lain (interdependence)

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sistem ialah sesuatu yang berhubung-
hubungan antara satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk suatu kesatuan.

Dengan demikian di dalam sistem ada tiga unsur, yaitu:
1.  Faktor atau faktor-faktor yang dihubungkan.
2.  Hubungan yang tidak terpisahkan antara faktor-faktor itu tadi.
3.  Karena hubungannya, maka membentuk suatu kesatuan.

Jadi sistem adalah suatu tatanan dari hal-hal yang saling berkaitan dan   
berhubungan, sehingga membentuk suatu kesatuan dan satu keseluruhan. Se-
dang kan yang dimaksud dengan sistematik di sini adalah sesuatu yang teratur 
dari sesuatu obyek di mana bagian-bagian yang ada di dalamnya sudah terartur 
dan menduduki tempat sendiri-sendiri dengan jelas antara satu hubungan 
dengan hubungan yang lainnya.
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2.1  PENGERTIAN ETIMOLOGIS PEMERINTAHAN
Secara etimologis, pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut:
1.  Memerintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh.
2.  Pemerintah berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
3.  Pemerintahan berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang 

memerintah tersebut.

Di beberapa negara pemerintah dan pemerintahan tidak dibedakan: Inggris 
menyebutnya “Government” dan Perancis menyebutnya “Gouvernment”, kedua-
nya berasal dari perkataan Latin “Gubernacalum”. Dalam bahasa arab disebut 
“Hukumat”. Di Amerika Serikat disebut “Administration”, sedangkan di Belanda 
mengartikan “Regering” sebagai penggunaan kekuasaan negara oleh yang ber-
wenang untuk menentukan keputusan dan kebijaksanaan dalam rangka mewu-
jud kan tujuan negara dan sebagai penguasa menetapkan perintah-perintah.

Jadi “Regeren” digunakan untuk pemerintahan pada tingkat nasional atau 
pusat. “Bestuur” diartikan sebagai keseluruhan badan pemerintah dan kegiatan-
nya yang langsung berhubungan dengan usaha mewujudkan kesejahteraan 
rakyat. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan dikenal 
Binnenlandsbestuurs (Pemerintahan Dalam Negeri) dan Algemeenstuurs Dients 
(Pemerinatahan Umum atau Pemerintahan Pusat yang merupakan Korps 
Pamong Praja).

Untuk menyelenggarakan dan melaksanakan tujuan negara, pemerintah 
melakukan kegiatan-kegiatan pemerinatahan dalam suatu negara. Di sini 
pengertian “pemerintah” dan “pemerintahan” dipakai dalam arti yang luas.

Pemerintahan dalam arti yang luas terbagi berdasarkan ajaran Trias Politica 
dari Montesquieu yang terdiri atas:

b a b  II
Dasar-dasar

Konsep Pemerintahan
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1.  Pembentukan undang-undang (legislative power atau wetgeving).
2.  Pelaksanaan (executive power atau uitvoering).
3. Peradilan (judicial power atau rechtsprak).

C. Van Vollenhoeven menambahkan bagian ke-4, yaitu kepolisian pada 
bagian dari Montesquieu tersebut, sedang pembagian yang terakhir sekali 
dalam ilmu pengetahuan tentang Administrasi Negara telah melepaskan tripraja  
dari Montesquieu dan catur praja C. Van Vollenhoeven, tetapi memakai pem-
bagian yang termodern dalam ilmu administrasi, yaitu:
1.  Penentuan tugas dan tujuan negara, (policy making atau taak en doelsteling).
2.  Melaksanakan tugas negara (executing atau uitvoering).

Atas dasar uraian tersebut, maka dengan pengertian “pemerintah” dalam 
arti yang luas dimaksud dalam rangka ajaran tentang:

1.  Tripraja dari Montesquieu meliputi:
a.  Badan perundang-undangan
b.  Badan pelaksana undang-undang
c.  Badan peradilan

2.  Caturpraja dari C. Van Vollenhoeven meliputi:
a.  Bestuur, atau pemerintahan, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan 

tujuan negara.
b.  Politie, adalah kekuasaan kepolisian untuk menjamin keamanan dan 

ketertiban umum negara.
c.  Rechtsprak, atau peradilan adalah kekuasaan untuk menjamin keadilan 

di dalam negara.
d.  Regeling, atau pengaturan perundang-undangan yaitu kekuasaan 

untuk membuat peraturan-peraturan umum dalam negara.
3.  Pemerintah dalam arti yang luas menurut A.M. Donner  meliputi:

a.  Badan-badan pemerintahan di pusat yang menentukan haluan negara.
b.  Instansi yang melaksanakan keputusan badan-badan tersebut.

2.2  STUDI  PEMERINTAHAN
Tidak ada yang menyangkal bahwa “Pemerintah” atau “pemerintahan” telah 
dipelajari sejak kira-kira 400 S.M. Ahli-ahli pikir seperti Plato (429 - 347 S.M.) 
menulis mengenai pemerintahan dalam bukunya yang berjudul Politeia. Kata 
politeia diturunkan dari kata “polis” yang berarti kota. Dengan demikian maka 
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buku karya Plato tersebut membahas tentang kota atau kekotaan. Tetapi yang 
dibicarakan bukan kota keseluruhan dalam arti mengenai unsur-unsur negara 
yang secara tradisional terdiri dari wilayah, rakyat dan pemerintah, melainkan 
hanya mengenai unsur-unsur yang ketiga saja yaitu “pemerintah”.

Oleh karena itu tepatlah kiranya jika politeia disalin dengan “pemerintahan 
kota”. Karya lain dari Plato yang judulnya juga diturunkan dari istilah “polis” 
ialah politikos yang isinya membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan 
pemerintahan dan kepemimpinan polis. 

Murid Plato bernama Aristoteles (384-322 S.M.) meninggalkan pula buku 
yang berjudul “Politica”. Judul ini mengandung arti “polis” dan membicarakan 
masalah kepolisian. Bagi Aristoteles, “politeia merupakan suatu bentuk peme-
rintahan yang terdiri dari sejumlah orang yang sebagian berasal dari rakyat 
yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik yang tidak mementingkan pri-
ba  dinya melainkan mengabdi kepada masuyarakat dan mengurus kepentingan 
umum.

Studi “pemerintahan” atau “pemerintah” (government) telah menyangkut 
beberapa jalur utama antara lain tentang klasifikasi pemerintahan misalnya 
kerajaan dan presidential, mengenai sumber dan pembagian kekuasaan, me-
ngenai tahap-tahap pemerintahan dan lain sebagainya. Pembahasan ini tidak 
bermaksud membahas jalur-jalaur termaksud, hanya sekedar menyinggungnya 
di sana-sini.

Pada umumnya yang disebut “pemerintah” adalah sekelompok individu 
yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan. Patokan 
ini berlaku untuk pemerintah yang berdaulat (sovereign) ialah yang berdaulat. 
Pemerintah yang berdaulat mempunyai hak untuk mengurus dan mengatur 
rumah tangga nasional dan memiliki monopoli untuk melaksanakan kekuasaan 
yang bersifat memaksa. Di dalam pengurusan rumah tangga tersebut termasuk 
melindungi masyarakat dan wilayah negara, meningkatkan taraf hidup dan 
lingkungan hidup, memelihara keamanan dan ketertiban umum dan sebagainya.

Dalam perumusan pemerintah tersimpul kata-kata mempunyai wewenang. 
Jika kata-kata ini merupakan hal mengesahkan atau legalisasi atau legitimasi 
pelaksanaan monopoli kekuasaan pemerintah atau kata-kata tersebut yang 
menjadikan syahnya segala perbuatan dan tindak tanduk pemerintah, maka 
perumusan pemerintah dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut: “Peme-
rintah adalah sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan wewe-
nang yang syah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat, 
melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan”.

Keputusan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah berbentuk 
peraturan perundang-undangan untuk mengatur dan membina seluruh kehi-
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dupan masyarakat. Peraturan tersebut dapat tertulis atau tidak tertulis, tetapi 
yang pasti adalah sesuatu produk pengambilan keputusan.

Perumusan di atas ternyata menimbulkan beberapa batas bagi eksistensinya 
pemerintah. Batas termaksud misalnya kemampuan pemerintah untuk meme-
nuhi kebutuhan masyarakat untuk mengatur dan mengurus rumah tangga 
Nasional, bentuk pemerintah tidak memenuhi kehendak dan selera masyarakat 
atau susunan pemerintah dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan 
waktu. Dalam hal demikian, maka akan terjadilah perobahan pemerintahan 
yang dapat berbentuk perobahan sistem atau struktur pemerintah, misalnya 
dari sistem diktator menjadi sistem demokrasi.

Kadang-kadang timbul pemerintah dalam bentuk campuran. Dua jenis 
pemerintah diperumpamakan dua ujung yang dihubungkan dengan suatu 
garis. Pada garis itulah bergerak dan bergeser titik yang menunjukkan peme-
rintah berbentuk campuran. Terlepas di mana bentuk campuran tersebut ber-
ada, jika menghadapi suatu pemerintah tertentu, seolah-olah akan terpaksa 
menempatkannya kepada salah satu bentuk campuran tersebut.

Pembedaan yang umum diadakan antara berbagai bentuk pemerintah 
ada lah pemerintah yang monopolitis dan yang menganut persaingan bebas, 
pemerintah yang terdiri dari satu orang dan yang terdiri dari sekelompok orang, 
pemerintah yang demokratis dan yang totaliter dan sebagainya. Di antara 
pemerintah-pemerintah tersebut terdapat pula yang bentuknya tidak murni 
dalam arti bahwa pemerintah tersebut mengandung sedikit banyak bentuk 
pemerintahan lainnya.

Penggolongan dan pembedaan bentuk pemerintah tersebut didasarkan 
kepada dua ukuran, yaitu:
1.  Organisasi pemerintah
2.  Tindak kontrol yang dilakukan oleh pemerintah atas masyarakatnya.

Di dalam ukuran tersebut di atas tersimpul tiga unsur, yaitu:
1.  Moral;
2.  Struktural;
3.  Perilaku politik.

Ketiga unsur tersebut berbeda, tetapi tidak terpisah satu sama lain.
Aspek moral adalah mengenai adil, baik, bijaksana, kesamaan atau 

persamaan dan lain sebagainya. Teori moral ini dengan demikian bersangkutan 
dengan ukuran baik dan buruk, adil dan lalim dan sebagainya. Oleh karena itu 
disebut juga aspek normative. Terutama para ahli pikir, misalnya Plato, 



11

Aristoteles dan para penerusnya memasalahkan moral yang harus tersimpul 
dalam pemerintah, khususnya dalam tujuan dan aktivitas pemerintah. 

Dibahas oleh mereka mengenai pemerintah yang bagaimana yang disebut 
adil dan siapa yang sebaiknya menjadi pemerintah. Pembahasan lain untuk 
menyimpulkan keadilan dalam pemerintah ialah dengan cara mengadakan 
pembagian kekuasaan atau dengan memberikan supremasi kepada undang-
undang, karena sesuai dengan undang-undang dipandang sesuatu yang adil. 
Selanjutnya keadilan itu dipergunakan juga sebagai tujuan yang harus dicapai 
dan direalisir oleh pemerintah. Dengan demikian keadilan dipergunakan se-
bagai ukuran tujuan dan atau aktivitas pemerintah.

Menjelang abad pertengahan muncul para strukturalis yang mamasalahkan 
pengaturan dan perlengkapan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. 
Sepanjang bentuk pemerintahan dipandang sebagai antara untuk mencapai 
tujuan pemerintah atau tujuan masyarakat, maka aspek struktur ini tentu ber-
hubungan dengan aspek moral. Pikiran pokok mengenai struktur menuju 
langsung kepada penilaian bentuk pemerintahan berdasarkan pertimbangan nor-
matif mencari bentuk yang paling cocok dengan pencapaian tujuan masyarakat.

Orang-orang klasik yang memusatkan perhatiannya kepada hal-hal nor-
matif dan para strukturalis sama berpendapat bahwa aspek perilaku merupakan  
suatu konflik. Tetapi mereka sependapat pula bahwa pertentangan atau konflik 
adalah pernyataan normal dari kodrat manusia. Sebagaimana diketahui konflik 
demikian terdapat pada hasrat memisahkan diri, hasrat paguyuban dan 
hasratpatembayan dan sebagainya. Konflik ini dipergunakan pula oleh Thomas 
Hobbes dalam mencari dasar falsafah bagi kekuasaan yang absolut yang ada 
pada raja.

Thomas Hobbes (1588-1679) berpendapat bahwa keadaan alamiah manu-
sia ialah selalu dalam keadaan berjuang, manusia melawan manusia karena 
takut manusia lain akan mendahuluinya dan mendapat lebih banyak pujian 
dan penghormatan dari pada ia sendiri. Dalam keadaan permulaan ketika 
belum ada negara dinamakan oleh Thomas Hobbes sebagai keadaan alamiah, 
terdapat peperangan antara manusia melawan manusia yang tidak ada hentinya. 
Keadaanini dinamakan oleh Hobbes sebagai “bellum omnium coptra omnes”, 
yaitu peperangan manusia melawan manusia.

Dalam keadaan ini manusia menyatakan perasaannya yang egoistis. Di 
sini tidak dapat dibedakan antara adil dan tidak adil, yang berlaku hanyalah 
nafsu-nafsu manusia. Untuk keadilan diperlukan aturan atau undang-undang. 
Undang-undang diperlukan aturan-aturan atau undang-undang. Undang-
undang diperlukan untuk mengukur atau menilai perbuatan manusia. Maka 
diperlukanlah pembuat undang-undang.
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2.3  TEKNIK-TEKNIK PEMERINTAHAN
Yang dimaksud dengan teknik-teknik pemerintahan adalah berbagai pengeta-
huan, kepandaian dan keahlian tertentu yang dapat ditempuh atau digunakan 
untuk melaksanakan dan menyelenggarakan berbagai peristiwa pemerintahan.

Di Indonesia, perlu diketahui teknik-teknik sebagai berikut:

A.  Koordinasi
Menurut Prof. Terry, koordinasi adalah: Coordination is the orderly synchroni-
zation of efforts to provide the proper amount, timing and directing of execution 
resulting in harmonious and unified action to stated objective.

Menurut James D. Mooney, koordinasi adalah: Coordination, therefore is 
the ordrly arrangement of group effort, to provide unity of action in the pursuit of 
a common purpose.

Melihat pengertian-pengertian di atas, maka unsur-unsur yang diperlukan 
dalam koordinasi adalah:
a.  Pengaturan
b.  Sinkronisasi
c.  Kepentingan bersama
d.  Tujuan bersama

B.  Partisipasi
Menurut Davis, partisipasi adalah: Participation is defined as an individuals 
mental and emotional involvement in a group situation that encourages him to 
contribute to group goals and to share responsibility for them.

C.  Desentralisasi
Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Peme-
rintahan di Daerah: Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan 
dari Pemerintah Pusat atau daerah tingkat atasnya kepada daerah, menjadi 
urusan rumah tangganya.

D.  Dekonsentrasi
Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Pemerintahan di Daerah: Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang, dari 
Pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya 
kepada pejabat-pejabat di Daerah.

E.  Sentralisasi
Sentralisasi adalah pemusatan kekuasaan pada Pemerintah Pusat, dalam 
hubungan Pusat dan Daerah, pada suatu sistem pemerintahan.
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F.  Integrasi
Integrasi adalah usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi sikap rakyat 
sedemikian rupa sehingga mereka dapat memberi keputusan kepada organisasi 
atau pemerintah pusat. Misalnya, usaha Pemerintah negara Kesatuan Republik 
Indonesia terhadap Irian Jaya dan Timor-Timur (masing-masing dijadikan 
Propinsi Daerah Tingkat I), sehingga dengan hubungan antar Pusat dan Daerah 
dan tindakan disipliner yang baik kegiatan-kegiatan menjadi saling mengisi 
dan terarah dalam mencapai tugas pokok, demi perbaikan kepentingan bangsa 
dan negara.

G.  Delegasi
Delegasi adalah suatu proses di mana otoritas seseorang atasan diteruskan ke 
bawah kepada seseorang bawahan.

Kemampuan untuk mendelegasikan wewenang (the ability to delegate 
authority) adalah slah satu dari empat hal yang sangat penting dalam 
kepemimpinan. Keseluruhan empat haltersebut adalah sebagai berikut:

1)  The ability to see an enterprise as a whole
2)  The ability to delegate authority
3)  The ability to common loyality
4)  The ability to make decision.

2.4  SISTEMATIKA PEMERINTAHAN
Pemerintahan dapat digolongkan menjadi dua golongan besar, sebagai berikut:
A.  Pemerintahan Konsentratif
B.  Pemerintahan Dekonsentratif

Pemerintahan dekonsentratif dapat pula dibagi menjadi dua golongan 
besar, yaitu:
A.  Pemerintahan Dalam Negeri
B.  Pemerintahan Luar Negeri

Pemerintahan Dalam Negeri dapat pula dibagi menjadi dua golongan 
besar, yaitu:
A.  Pemerintahan Sentral
B.  Pemerintahan Desentral

Pemerintahan Sentral lebih lanjut dapat diperinci menjadi dua golongan 
besar, yaitu:
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A.  Pemerintahan Umum
B.  Bukan Pemerintahan Umum

yang dimaksud ke dalam bukan pemerintahan umum adalah:
A.  Pertahanan Keamanan
B.  Peradilan
C.  Luar Negeri
D.  Moneter, dalam arti mencetak uang, menentukan nilai mata uang dan 

sebagainya.
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a.  Pengertian Kekuasaan
Pada awal materi ini, kita akan berbicara terlebih dahulu tentang apa yang 
dimaksud dengan kekuasaan tersebut. Oleh karenanya, penulis akan mencoba 
untuk mengemukakan hal-hal yang berhubungan dengan kekuasaan, termasuk 
di dalamnya pengertian kekuasaan secara umum.

Kekuasaan berasal dari terjemahan dalam bahasa Inggris dari kata “power”. 
Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok orang untuk 
mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain agar sesuai dengan 
keinginan dari pelaku yang dalam hal ini adalah pemegang kekuasaan tersebut. 
Di dalam melaksanakan kekuasaan mencakup pula segala tindakan yang 
menjurus kepada perlawanan dalam menghadapi rintangan  atau rongrongan 
dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu yang berusaha menghalangi 
segala tindakan dari penguasa. 

Kekuasaan senantiasa ada di dalam setiap masyarakat, baik masyarakat 
yang masih bersahaja, maupun masyarakat yang sudah kompleks atau rumit 
susunannya. Walaupun kekuasaan itu ada, tetapi tidak dapat dibagi rata kepada 
semua anggota masyarakat. Justru karena kekuasaan itu tidak dapat dimiliki 
oleh semua orang, maka timbullah makna yang pokok dari kekuasaan, yaitu 
kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain agar memenuhi kehendak  dari si 
pemegang kekuasaan.

Jadi kekuasaan dapat diartikan sebagai hasil dari pengaruh yang diinginkan 
seseorang atau sekelompok orang tertentu. Dengan demikian kekuasaan dapat 
merupakan suatu konsep kuantitatif, karena dapat dihitung hasilnya. Misalnya 
berapa luas wilayah jajahan  seseorang,  berapa

banyak orang yang berhasil  dipengaruhi,  berapa lama yang  bersangkutan 
berkuasa, berapa banyak uang dan barang yang dimilikinya dan lain-lain.

b a b  III
Bentuk dan Pembagian

Kekuasaan Negara
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b.  Definisi-definisi Kekuasaan
Di atas kita telah bahas uraian tentang pengertian dari kekuasaan. Untuk mem-
perdalam wawasan kita mengenai kekuasaan ini, selanjutnya kita akan uraikan 
beberapa batasan atau definisi-definisi kekuasaan dari pendapat para ahli.

Berikut ini adalah beberapa definisi kekuasaan yang dikemukakan oleh 
beberapa ahli, yaitu sebagai berikut:

a.   Bertrand Russel
 Seorang filosof berkebangsaan Inggris ini dalam bukunya yang berjudul 

“Power” mengatakan, bahwa : “The fundamental concept in the social science 
is power in the same sense which energy is fundamental concept in physics 
that without which nothing would ever happen”.  (Konsep fundamental dalam 
ilmu sosial adalah kekuasaan, persis seperti energi dalam ilmu fisika 
merupakan konsep fundamental, bahwa tanpa energi apapun tidak mung-
kin akan terjadi).

  Kekuasaan atau “power” sendiri dalam American College Dictionary 
mengatakan bahwa: “Power” itu adalah “The possession of control or command 
over others”. Jadi kekuasaan itu mengandung arti bahwa orang yang me-
miliki kekuasaan dapat mengendalikan atau memerintah orang-orang lain.

b.   R.H. Soltau
 Di dalam bukunya “An Introduction to Politics”, ia memberikan uraian 

yang lebih jelas lagi dengan mengatakan, bahwa: “Power is the thus the 
capacity to make one’s will prevail over that of other, even againts these other 
wills ...”, sehingga menurut beliau kekuasaan merupakan suatu kemampuan 
seseorang untuk mengunggulkan kemauannya terhadap kemauan orang-
orang lain, sekalipun berlawanan dengan kehendak mereka.

c.   R.H. Tawney
 Dalam bukunya yang berjudul “The Sickness of an Acquisitive Society”, ia 

melihat kekuasaan itu sebagai: “The craving to be a cause, to see thinks and 
men move in the fulfilment or our own will; the capacity of an individual or 
group to modify the conduct of others in a manner which he desires, and to 
prevent his own conduct from being modified in manner he does not desire”.

  Jadi menurut Tawney kekuasaan itu merupakan suatu kehendak yang 
keras untuk menjadi penyebab, agar dapat melihat benda-benda dan 
orang-orang bergerak melaksanakan keinginan kita; atau suatu kemampuan 
seseorang atau sekelompok orang-orang untuk merubah tingkah laku 
orang lain sesuai dengan keinginannya dan untuk mencegah tingkah 
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lakunya sendiri diubah oleh orang atau kelompok lain menurut cara yang 
tidak diinginkannya.

  Jelaslah, menurut Tawney kekuasaan dapat menyebabkan orang-orang 
lain tunduk kepada kemauan si pemilik kekuasaan dan sebaliknya, si 
pemilik kekuasaan itu dapat mencegah orang-orang melakukan hal itu 
kepada dirinya.

d.   Marry Parker Follet
 Di dalam bukunya yang berjudul “Administrative Organisation”, ia menga-

takan bahwa: “Power may be defined as simply to make things happen”, yang 
secara sederhana terjemahannya diartikan bahwa kekuasaan dapat diberi 
definisi sebagai kemampuan untuk menyebabkan terjadinya hal-hal tertentu.

e.   L. Urwick
 Di dalam bukunya yang berjudul “The Element of Administrative” beliau 

mengatakan bahwa: “power (which) is the ability to get thinks done”, yang 
terjemahannya secara bebas bahwa: kekuasaan adalah kemampuan yang 
menjadi penyebab diselesaikannya hal-hal tertentu.            

C.  Sumber-Sumber Kekuasaan
Agar kekuasaan tersebut mempunyai makna dan dapat kita digunakan seba-
gaimana mestinya, maka kekuasaan itu harus dapat kita miliki terlebih dahulu 
dan selanjutnya baru dapat kita manfaatkan.

Ada beberapa cara supaya seseorang atau suatu kelompok orang tertentu 
dapat memiliki kekuasaan. Adapun cara-cara memiliki kekuasaan tersebut 
dapat diperoleh, yaitu dengan melalui: 
a.   Legitimate Power
b.   Coersive Power 
c.   Expert Power
d.   Reward Power
e.   Reverent Power

Untuk lebih jelasnya cara-cara memperoleh kekuasaan tersebut, berikut 
ini akan dijelaskan satu persatu pengertian dari masing-masing cara tersebut, 
yaitu sebagai berikut:

a.   Legitimate Power
 Legitimate berarti pengangkatan, jadi legitimate power adalah cara mem-

peroleh kekukasaan dengan melalui suatu pengangkatan yang biasanya 
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pengangkatan ini selalu disertai Surat Keputusan (SK). Sebagai contoh 
misalnya dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 
Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, bahwa: Kepala Wilayah 
tidak dipilih tetapi diangkat, kecuali Kepala Wilayah dalam jabatan Bupati 
dan Gubernur yang masing-masing merangkap sebagai Kepala Daerah 
Tingkat I dan II, dan masing-masing dipilih oleh DPRD Tingkat I dan II.

  Dalam contoh tersebut dapat kita umpamakan misalnya untuk peng-
angkatan seorang Camat. Jadi bagaimanapun lemahnya pribadi seorang 
Camat, apabila Surat Keputusan (SK) telah diterbitkan untuk pengangkatan 
dirinya, maka yang bersangkutan telah memiliki kekuasaan sebagai se-
orang Kepala yang berkuasa di wilayah kecamatannya.

  Hal ini juga berlaku dalam ketentaraan (kemiliteran), karena situasi 
dan kondisi yang tegas tanpa bantahan, maka untuk jabatan suatu koman-
dan tidak perlu dilakukan pemilihan umum, tetapi cukup dilaksanakan 
pengangkatan.

  Taliziduhu dan Pamudji masing-masing telah membedakan suatu hasil 
dari pengangkatan dan hasil dari pemilihan. Hasil dari suatu pengangkatan 
adalah seorang Kepala, sedangkan hasil dari pemilihan adalah seorang 
Pemimpin.

  Seorang Kepala belum tentu dapat menjadi seorang pemimpin yang 
baik, tetapi seorang pemimpin sudah barang tentu adalah juga seorang 
Kepala.

  Contoh lain untuk kekuasaan yang langsung diperoleh melalui suatu 
pengangkatan adalah penobatan seorang putra mahkota (pangeran) men-
jadi raja atau kaisar pada suatu negara kerajaan.

b.   Coercive Power
 Coercive berarti kekerasan, jadi coercive power adalah perolehan kekuasaan 

melalui cara kekerasan, bahkan mungkin bersifat perebutan atau peram-
pasan dengan menggunakan senjata yang sudah barang tentu ini di luar 
jalur konstitusional. Hal ini lazim disebut dengan istilah kudeta (coup de etat).

  Karena cara ini inkonstitusional, maka banyak kemungkinan setelah 
perebutan kekuasaan, sebagian besar peraturan perundang-undangan 
negara akan berubah dan karena perubahan tersebut dilakukan secara 
mendadak, maka disebut juga dengan istilah revolusi.
 Revolusi-revolusi besar yang menarik dunia, diantaranya yaitu: 
a)  Jatuhnya Shah Iran ditandai dengan terusirnya Shah dan keluarganya, 

setelah Imam Ayatullah Rohullah Khomeini tiba dari pengasingannya 
di Perancis 
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b)  Jatuhnya Presiden Nicolai Ceauscescu dari Rumania ditandai dengan 
demonstrasi besar-besaran dan pembantaian Ceauscescu dan 
permaisurinya.

c)  Jatuhnya kekaisaran Louis di Perancis, ditandai dengan penyerbuan 
ke penjara Bastile dan pemotongan kepala raja sekeluarga.

  Ada pula revolusi yang berjalan dengan damai tanpa banyak jatuh kor-
ban misalnya jatuhnya Presiden Ferdinand Marcos oleh penggantinya  
Ny. Corazon Aquino. Termasuk juga yang terjadi di Indonesia yaitu peng-
unduran diri Presiden Soeharto pada bulan Mei 1998.

c.   Expert Power
 Expert berarti keahlian, jadi expert power adalah perolehan kekuasaan 

melalui keahlian seseorang, maksudnya adalah pihak yang memperoleh 
kekuasaan tersebut memang memiliki keahlian dalam bidangnya. Seperti 
ini berlaku di negara demokrasi, karena sistem personalianya dalam me-
milih karyawan memakai merit sistem.

  Motto yang paling tepat untuk pengisian formasi dalam admimnistrasi 
kepegawaian seperti ini adalah menempatkan orang yang tepat pada posisi 
yang sebenarnya tepat atau lebih kita kenal dengan istilah “The right man 
in the right place”. Dengan demikian seseorang akan ditempatkan sesuai 
dengan proporsinya, apalagi mereka yang dididik khusus untuk itu.  Sebagai 
contoh misalnya sebagai berikut :
a)  Penempatan Dokter sebagai Kepala Rumah Sakit.
b)  Penempatan Insinyur atau Sarjana Teknik pada jabatan teknis.
c)  Penempatan ABRI pada jabatan keamanan.
d)  Penempatan lulusan APDN/IIP sebagai Camat.

  Jadi apabila pemegang kekuasaan pada instansi-instansi tersebut me-
man faatkan wewenangnya, maka artinya masih sesuai pada tempatnya, 
karena mereka sangat ahli dalam bidangnya tersebut. Tetapi adakalanya 
yang berlaku di suatu negara atau daerah adalah sebaliknya. Penempatannya 
pada suatu jabatan oleh karena pengaruh presure group atau pengisian 
jabatan oleh anggota keluarga pejabat yang berwenang.

  Sistem kepegawaian inilah yang disebut sebagai Spoil System, sehingga 
pada gilirannya nanti terdapat kelompok elit pemerintahan yang berbentuk 
ikatan primordial. 
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d.   Reward Power
 Reward berarti pemberian, jadi reward power adalah cara perolehan kekua-

saan melalui suatu pemberian atau karena berbagai pemberian. Sebagai 
contoh orang-orang kaya dapat memerintah orang-orang miskin untuk 
bekerja dengan patuh. Orang-orang yang melakukan pekerjaan tersebut 
hanya karena mengharapkan dan butuh sejumlah uang pembayaran (gaji 
atau upah).

  Oleh sebab itu salah satu faktor untuk memegang suatu tampuk kekua-
saan harus orang yang berada dan beruang (orang kaya). Tuan-tuan tanah 
dapat membayar centeng dan tukang pukul hanya karena adanya pemba-
yaran yang teratur. Dengan kata lain orang yang mempunyai kekayaan 
akan berkuasa atas orang miskin yang bekerja padanya.

e.   Reverent Power
 Reverent berarti daya tarik, jadi reverent power adalah cara perolehan 

kekuasaan melalui daya tarik seseorang. Di Indonesia dua kali Presiden 
yang memegang tampuk pimpinan tertinggi pemerintahan memilki 
ketampanan, Pak Harto terkenal dengan senyumnya yang kebapakan walau-
pun beliu seorang tentara, sehingga sering digelari the smilling general. 
Selain itu kita juga mengenal kehebatan daya tarik Presiden Soekarno 
terutama dalam hal berpidato yang tidak ada duanya dan memiliki 
kharimatik yang tinggi. 

D.  Pendekatan Kekuasaan
Pada materi sebelumnya kita telah bahas tentang cara-cara untuk memperoleh 
kekuasaan dan apabila kekuasaan tersebut sudah kita miliki, baru kita dapat 
menggunakan kekuasaan tersebut sesuai dengan kehendak atau keinginan kita 
sendiri dan tentunya tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.

Agar kekuasaan yang sudah dimiliki tersebut dapat kita gunakan, ada  
beberapa  cara pendekatan dalam menggunakan kekuasaan tersebut.

Menurut pendapat dari Strauss, pendekatan-pendekatan kekuasaan yang 
dimaksud adalah sebagai berikut:

a.   Be Strong Approach
 Be Strong Approach adalah suatu pendekatan dimana untuk memotivasi 

bawahan dan masyarakat dipergunakan cara paksa dengan kekerasan. Dengan 
demikian bawahan dan masyarakat melaksanakan pekerjaan atau tugasnya 
dengan rasa takut dan gentar. Seluruh tugas diikuti dengan ancaman sanksi 
bagi siapa saja yang tidak menjalankan atau yang melanggarnya.
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  Biasanya cara ini tidak langgeng dan tidak berlangsung akan lama, 
karena hanya bertahan selama sang kepala masih kuasa bertindak keras 
dan selalu berada ditempat, selain itu juga selama situasi dan kondisi masih 
mengizinkan dilaksanakannya be strong approach tersebut.

b.   Be Good Approach
 Be good approach adalah suatu pendekatan dimana untuk memotivasi 

bawahan dan masyarakat dipergunakan cara pemanjaan. Dengan demikian 
bawahan dan masyarakat menjalankan tugas dan kewajibannya karena 
baik hatinya sang pemimpin.

  Cara ini sulit untuk mempertahankan kekuasaan tersebut, karena hanya 
dapat berlangsung selama sang kepala dapat senantiasa bermanis muka 
dan selalu menyediakan hadiah dan pemberian yang menarik.

c.   Competition
 Competition adalah suatu pendekatan dimana untuk memotivasi bawahan 

dan masyarakat diperlukan usaha untuk mengadukan mereka dalam 
berbagai jenis perlombaan, baik antar individu, grup, ataupun perlombaan 
dengan organisasi lain (negara lain) di luar organiasi (negara) yang dimi-
likinya atau wilayah kekuasaannya. Perlombaan itu dapat berupa persaingan 
kerajinan, keterampilan, ketangkasan dan lain-lain dengan diberi penghar-
gaan-penghargaan  yang  menarik dan dapat dibanggakan. Dengan demikian 
bawahan dan masyarakat terpancing untuk meningkatkan prestasinya 
dalam lomba tersebut.

d.   Internalised Motivation
 Internalised motivation adalah suatu pendekatan dimana untuk memotivasi 

bawahan dan masyarakat diperlukan penanaman kesadaran kerja kepada 
mereka. Dengan demikian bawahan dan masyarakat diberikan sepenuhnya 
pengertian dan kesadaran.

  Cara ini dapat bertahan sepanjang kesadaran itu muncul dari niat yang 
tulus. Dengan demikian mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab-
nya dengan sepenuh pengertian dan kesadaran tersebut. 

e.   Implicit Bargaining
 Implicit bargaining adalah suatu pendekatan dimana untuk memotivasi 

bawahan dan masyarakat diperlukan perjanjian terlebih dahulu. Jadi ba-
wah an dan masyarakat jauh-jauh hari dengan penuh keterbukaan telah 
disampaikan apa-apa yang menjadi rencana dan tujuan organisasi (negara), 
masa depan organisasi, disertai janji bahwa mereka menjadi subyek dan 
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obyek organisasi, sepanjang mereka dapat menyeimbangkan hak dan 
kewajiban mereka.

  Cara ini dapat dilaksanakan apabila janji-janji itu memang berada 
pada tempatnya untuk diwujudkan, dalam arti memungkinkan untuk 
dicapai dan tidak abstrak.

3.2  NEGARA

a.  Pengertian Negara
Sebagai bahan awal pembahasan tentang negara, terlebih dahulu akan diuraikan 
pengertian dari negara secara umum. Negara merupakan integrasi dari 
kekuasaan politik dan negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik.

Negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk 
mengatur hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan  gejala-gejala  
kekuasaan di dalam masyarakat. Negara adalah organisasi yang dalam suatu 
wilayah yang dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua 
golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari 
kehidupan bersama. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai 
dimana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh 
individu dan golongan, maupun oleh negara itu sendiri. 

Dengan demikian ia dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-
kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama. Dalam rangka ini 
boleh dikatakan bahwa negara mempunyai dua tugas, yaitu:

Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yaitu 
yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonis yang mem-
bahayakan.

Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-
golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara 
menentukan bagaimana kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan itu disesuai-
kan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional.

Pengendalian ini dilalukan berdasarkan sistem hukum dan dengan peran-
taraan pemerintah beserta segala alat-alat perlengkapannya. (Budiardjo, 1985:39).

b.  Definisi-Definisi Negara

Di bawah ini ada beberapa definisi tentang negara yang dikemukakan oleh para 
ahli politik diantaranya adalah:

a.  Roger H. Soltau
 Miriam Budiardjo dalam bukunya yang berjudul “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, 

mengutip pendapat Soltau sebagai berikut: “Negara adalah alat (agency)  
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atau  wewenang  (authority)  yang mengatur atau mengendalikan persoalan-
persoalan bersama, atas nama masyarakat”. (The state is an agency or 
authority managing or controlling these (common) affairs on behalf of and in 
the name of the community).

b.  Harold J. Laski
 Dalam buku yang sama Laski mengatakan bahwa: “Negara adalah suatu 

masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang ber-
sifat memaksa dan yang secara sah lebih agung dari individu atau kelompok 
yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat adalah suatu 
kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mencapai terka-
bulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Masyarakat merupakan 
negara kalau cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu maupun oleh 
asosiasi-asosiasi ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa 
dan mengikat”.

c.  Max Weber
 Dalam buku yang sama Max Weber memberikan definisi tentang negara 

sebagai berikut: “Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai mono-
poli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah disuatu wilayah”.

d.  Robert M. MacIver
 Dalam buku yang sama MacIver mengemukakan definisi dari negara se-

bagai berikut: “Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban 
di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan mendasarkan 
sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk 
dimaksud diberi kekuasaan memaksa.

  Dengan demikian sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa negara 
adalah suatu daerah territorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh 
sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan 
pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (kontrol) 
monopolistis dari kekuasaan yang sah.

C.  Sifat-sifat Negara
Negara mempunyai sifat-sifat khusus yang merupakan menifestasi dari 
kedaulatan yang dimilikinya dan yang hanya terdapat pada negara saja. Artinya 
sifat-sifat tersebut tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya. Umumnya 
dianggap bahwa setiap negara mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:
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a.  Sifat Memaksa
 Agar peraturan perundang-undangan ditaati, sehingga dengan demikian 

Ketertiban dalam masyarakat dapat tercapai, serta mencegah timbulnya 
anarki, maka negara memiliki sifat memaksa dalam arti mempunyai 
kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Sarana untuk itu 
sudah ada polisi, tentara, dan sebagainya.

  Unsur memaksa dapat dilihat, misalnya dalam ketentuan pajak, bahwa 
setiap warga negara harus membayar pajak dan orang yang menghindari 
kewajiban ini akan dikenakan denda atau disita miliknya atau bahkan 
dikenakan hukuman kurungan.

b.  Sifat Monopoli
 Negara mempunyai sifat monopoli dalam menerapkan tujuan bersama 

dari masyarakat. Dalam rangka ini negara dapat menyatakan bahwa suatu 
aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan 
disebarluaskan, oleh karena dianggap bertentangan dengan tujuan 
masyarakat.

c.  Sifat Menyangkut Semua
 All-encompassing, all-embracing adalah bahwa semua peraturan perundang-

undangan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali (misalnya keharusan 
membayar pajak). Keadaan demikian memang perlu, sebab kalau seseorang 
dibiarkan berada di luar ruang-lingkup aktivitas negara, maka usaha 
negara kearah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal. 
Lagipula menjadi warga negara tidak berdasarkan kemauan sendiri 
(involuntary membership) dan hal ini berbeda dengan asosiasi lain di mana 
keanggotaan bersifat sukarela.

Dalam pustaka yang lain dikatakan bahwa sifat-sifat karakteristik negara 
itu adalah sebagai berikut:
a)  Hanya negaralah yang dapat menentukan secara unilateral (sepihak) dan 

dapat pula menuntut, bahwa semua orang yang ada di dalam negara, ke-
cuali orang asing, menjadi anggota “body politic” atau lembaga politik negara. 
Orang-orang tidak ditanya terlebih dahulu secara individual, apakah 
mereka ingin atau bersedia menjadi warga negara atau tidak?

b)  Hanya negara yang dapat menetapkan peraturan-peraturan yang bersifat 
memaksa mengenai tingkah-laku orang-orang yang berada dalam batas-
batas teritorialnya yang harus dipatuhi oleh setiap orang dan yang diper-
tahankan oleh negara. Peraturan-peraturan itu adalah peraturan hukum.
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c)  Hanya negara yang mempunyai hak untuk menuntut dan bila perlu 
memaksa orang yang ada di dalam wilayahnya untuk menyerahkan seba-
gian dari harta kekayaannya kepada negara, misalnya dalam bentuk pajak, 
retribusi, sumbangan wajib dan sebagainya ataupun untuk menuntut orang 
agar melakukan sesuatu perbuatan bagi negara. Misalnya berkewajiban 
ikut mempertahankan negara terhadap serangan dari musuh dan sebagai-
nya. Semua penetapan kewajiban-kewajiban itu disertai ancaman penggu-
naan paksaan bila tidak memenuhinya.

d)  Kekuasaan negara dalam batas-batas tertentu merupakan kekuasaan ter-
tinggi di dalam wilayah negara yang meliputi kekuasaan semua organisasi 
kemasyarakatan lainnya. 

D.  Unsur-Unsur Formal Negara
Agar suatu negara itu mempunyai kekuatan hukum, maka suatu negara harus 
memiliki syarat unsur-unsur formal negara. Adapun unsur-unsur formal  
negara yang dimaksud tersebut adalah meliputi:

a.  Penduduk, yakni sejumlah orang-orang yang kediamannya tetap di suatu 
daerah tertentu dalam suatu wilayah negara.

  Setiap negara mempunyai penduduk dan kekuasaan negara menjangkau 
semua penduduk di dlam wilayahnya. Dalam mempelajari masalah 
penduduk ini, maka perlu diperhatikan faktor-faktor seperti kepadatan 
penduduk, tingkat pembangunan, tingkat kecerdasan, homogenitas dan 
masalah-masalah nasionalisme.

b.  Wilayah atau Daerah, adalah suatu bagian tertentu dari permukaan bumi 
yang didiami secara tetap oleh penduduk suatu negara.

  Setiap negara menduduki tempat tertentu di permukaan bumi dan 
mempunyai batasan-batasan tertentu. Kekuasaan negara mencakup 
seluruh wilayah perbatasannya, tidak hanya tanah, tetapi laut di 
sekelilingnya dan angkasa di atasnya.

c.  Pemerintah, yaitu suatu organisasi politik yang menyatakan dan melak-
sanakan kehendak-kehendaknya serta melaksanakan undang-undang negara.

  Setiap negara mempunyai suatu organisasi yang berwenang untuk 
merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat 
bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Keputusan-keputusan ini 
antara lain berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. 
Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan 
kekuasaan dari negara. Bermacam-macam kebijaksanaan ke arah terca-
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painya tujuan masyarakat dilaksanakan sambil menertibkan hubungan 
manusia dalam masyarakat.

d.  Kedaulatan, adalah kekuasaan yang tertinggi negara terhadap orang-
orang dan badan-badan serta organisasi-organisasi yang berada dalam 
batas-batas wilayah negara. Di samping itu  kedaulatan merupakan pula 
kebebasan negara dari sesuatu kekuasaan lain yang berada diluar negara 
tersebut. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-
undang dan melaksanakannya dengan  semua  cara  yang  sudah  tersedia.

   Kedaulatan merupakan suatu konsep yuridis dan konsep kedaulatan 
tersebut tidak selalu sama dengan komposisi dan letak dari kekuasaan 
politik. Kedaulatan yang bersifat mutlak sebenarnya tidak ada, sebab 
pemimpin negara selalu terpengaruh oleh tekanan-tekanan dan faktor-
faktor yang membatasi penyelenggaraan kekuasaan secara mutlak.

E.  Tujuan dan Fungsi Negara
Negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama 
untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir 
dari setiap negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (bonum 
publicum, common good, common weal).

Menurut Roger H. Soltau tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya 
“berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin”. Dan 
menurut Harold J. Laski adalah “menciptakan keadaan di mana rakyatnya 
dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal”.

Tujuan negara Republik Indonesia tercantum di dalam Undang-Undang 
Dasar 1945 ialah: “Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia 
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa 
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamian abadi dan keadilan sosial” dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang 
Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan 
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan 
perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia.

Negara yang berhaluan Marxisme-Leninisme bertujuan untuk membangun 
masyarakat komunis, sehingga bonum publicum selalu ditafsirkan dalam rangka 
tercapainya masyarakat komunis. Tafsiran itu mempengaruhi fungsi-fungsi 
negara dibidang kesejahteraan dan keadilan. Negara dianggap sebagai alat 
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untuk mencapai komunisme dalam arti bahwa segala kekuasaanya harus 
diarahkan terhadap pencapaian tujuan tersebut. Begitu pula fungsi negara di 
bidang kesejahteraan dan keadilan (termasuk hak-hak azasi warga negara) 
terutama ditekankan pada aspek kolektifnya dan sering mengorbankan 
kepentingan perseorangan.

Akan tetapi setiap negara, terlepas dari ideologinya, menyelenggarakan 
beberapa minimum fungsi yang mutlak perlu yaitu:
a)  Melaksanakan penertiban (law and order); untuk mencapai tujuan bersama 

dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negara 
harus me laksanakan penertiban. Dapat dikatakan bahwa negara sebagai 
“stabilisator”.

b)  Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Dewasa ini 
fungsi ini dianggap penting, terutama bagi negara-negara baru. Pandangan 
ini di Indonesia tercermin dalam usaha pemerintah untuk membangun 
melalui suatu rentetan Repelita.

c)  Pertahanan; hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari 
pihak luar. Untuk ini negara dilengkapi dengan alat pertahanan.

d)  Menegakkan keadilan; hal ini dilaksanakan melalui badan-badan peradilan.

Sarjana lain, yaitu Charles E. Merriam menyebutkan lima fungsi negara, 
yaitu: a). Keamanan ekstern; b). Ketertiban intern; c).Keadilan; d).Kesejahteraan 
umum; dan e). Kebebasan.

Keseluruhan fungsi negara di atas, diselenggarakan oleh pemerintah untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

F.  Kedaulatan
Kedaulatan pertama kali dikemukakan oleh Jean Bodin dalam bukunya “Six 
Livres de la Republique”. Di dalam bukunya itu ia berpen-dapat bahwa kedaulatan 
itu adalah unsur yang esensial dari negara dan bahwa pemegang kekuasaan 
yang sah dalam negara adalah raja. Raja mempunyai supremasi yang mutlak 
yang tidak dapat dibagi-bagi dengan lain-lain orang.

Kedaulatan dalam arti hukum internasional disebut sebagai suatu “kemer-
dekaan”, karena didalamnya tersimpul pengertian bahwa negara itu harus 
merdeka, yakni bebas dari penguasaan oleh negara lain. Kedaulatan ini tidak 
akan hilang apabila hak-hak dan kekuasaan negara yang bersangkutan dibatasi 
oleh adanya perjanjian yang menentukan bahwa negara-negara pesertanya 
mengikat diri untuk besikap netral terhadap suatu perselisihan yang ada atau 
yang mungkin timbul antara negara-negara lain.
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Dalam kepustakaan hukum tata negara kedaulatan adalah kekuasaan 
tertinggi yang dipunyai oleh suatu negara di dalam batas-batas wilayah 
kekuasaannya saja. Dianggap berdaulat bukan saja hanya negara yang bebas 
dari kekuasaan negara lain dalam hal pengurusan urusan luar negeri saja, 
melainkan juga negara yang mempunyai sifat kedaulatan baik bersifat intern, 
yaitu mengatur urusan dalam negerinya juga memiliki kedaulatan ekstern, 
walaupun luasnya tidak begitu mutlak dibandingkan dengan kedaulatan 
intern.

Teori-teori yang menyebabkan adanya kedaulatan tersebut dapat diuraikan 
sebagai berikut:

a.  Teori Kedaulatan Tuhan
 Menurut teori ini kekuasaan di dunia merupakan kekuasaan yang datang-

nya dari Tuhan. Oleh karena itu seorang kepala negara menjalankan 
kekuasaannya hanya sebagai wakil Tuhan saja, bukan menjalankan kekua-
saan sendiri ataupun kekuasaan milik negara. Berhubungan dengan itu ia 
harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan kehendak Tuhan.

  Timbulnya faham kedaulatan ini disebabkan oleh orang-orang yang 
beragama percaya, bahwa Tuhanlah yang menjadi Maha Pencipta langit 
dan bumi beserta isinya, sehingga Tuhan pulalah yang mempunyai kekua-
saan tertinggi di seluruh alam semesta. Para penulis yang dipandang 
teokratis seperti diuraikan di atas antara lain adalah: Thomas Acquinas, 
Dante, Julius Stahl, de Savornin Lohman dan lain-lain.

b.  Teori Kedaulatan Negara
 Dalam paham ini negara dianggap seebagai suatu “badan hukum” yang 

memiliki berbagai hak dan kewajiban, serta dapat melakukan perbuatan 
atau tindakan hukum. Negara sebagai badan hukum inilah yang memiliki 
kekuasaan tertinggi di dalam kehidupan manusia sebagai anggota masya-
rakat. Jadi teori ini mengembalikan semua hukum itu kepada kekuasaan 
negara.

  Hukum adalah penjelmaan dari kemauan negara yang dinyatakan dan 
dirumuskan oleh penguasa negara dalam bentuk peraturan hukum. Tokoh-
tokoh ajaran ini diantaranya: Shang Yang dan Nicolo Machiavelli.

c.  Teori Kedaulatan Rakyat
 Menurut paham ini segala kekuasaan di dalam negara bersumber pada 

individu-individu. Individu-individu ini mula-mula merupakan orang 
bebas dan kemudian mendirikan negara demi kepentingannya sendiri. Di 
dalam negara itu mereka menjadi rakyatnya yang tunduk pada kekuasaan 
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negara. Dengan demikian kekuasaan tertinggi dari suatu negara berasal 
dari individu-individu.

  Para pemimpin negara dipilih atas kehendak rakyat. Suatu negara yang 
pemerintahannya berdasarkan atas kedaulatan rakyat seperti ini dinamakan 
negara demokrasi. Pemuka-pemuka dari teori ini antara lain: John Locke, 
J.J Rosseau, Imanuel Kant dan lain-lain.

d.  Teori Kedaulatan Hukum
 Teori ini merupakan tentangan dari teori kedaulatan negara. Teori ini ber-

anggapan bahwa bukan hukum yang ditentukan oleh negara, melainkan 
negaralah yang ditentukan oleh hukum, sehingga karenanya negara meru-
pakan suatu produk dari hukum.

  Salah satu pelopornya adalah Prof. H. Krabbe dari negeri Belanda. 
Kelemahan teori ini adalah anggapan terhadap hukum yang beranggapan 
tentang apa yang adil dan tidak adil, tidaklah mutlak atas semua orang, 
sehingga hukum itu tidaklah mutlak pada setiap tempat dan setiap waktu.   

G.  Teori-Teori Tentang Hakekat Negara
Teori-teori tentang hakekat negara ini meliputi beberapa teori, yaitu:

a.  Teori Sosiologis
 Faham ini memandang negara sebagai suatu institusi sosial yang tumbuh 

di dalam mayarakat karena diperlukan untuk mengurus, mengatur dan 
menyelenggarakan kepentingan masyarakat. Negara dapat memasuki dan 
yang paling luas mencampuri kehidupan manusia, karena mencampuri 
hampir disemua aspek kehidupan.

b.  Teori Organis
 Di dalam teori ini negara dipandang sebagai suatu organisme hidup dan 

mempunyai kehidupan sendiri yang dalam berbagai hal menunjukkan 
persamaan dengan organisme manusia, serta yang dapat bertindak seolah-
olah seperti orang, bahkan mempunyai juga kehendak sebagai orang. 
Komponen-komponennya terdiri dari individu-individu manusia yang 
seolah-olah berfungsi seperti sel-sel  dari makhluk hidup. 

  Kehendak negara ini dilaksanakan oleh organ-organ negara, seperti 
parlemen, kepala negara, Menteri-Menteri, dewan-dewan pemerintahan 
dan sebagainya. Pendukung yang paling terkemuka dari ajaran ini adalah 
Johann Kaspar Bluntschli penulis yang berkebangsaan Swiss. 
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c.  Teori Ikatan Golongan
 Negara dalam ajaran ini dianggap sebagai suatu kesatuan orang-orang 

yang terikat satu sama lain menjadi suatu “kelompok”, suatu “golongan” 
atau suatu “group” dalam usahanya untuk mengejar tujuan-tujuan bersama. 
Salah satu tokoh terkemuka dari ajaran ini adalah G. Jellinek. 

  Di dalam bukunya yang berjudul “Allgemeine Straatslehre” Jellinek 
berpendapat, bahwa substraat (lapisan bawah) dari negara terrdiri dari 
orang-orang yang memberikan perintah-perintah dan orang-orang yang 
menerima dan melaksanakan perintah-perintah itu. 

  Dalam hal ini hakekat negara nampak sebagai sejumlah besar 
kehendak-kehendak dari orang-orang yang diikat  menjadi suatu kehendak, 
karena diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu, di mana tujuan-tujuan 
tersebut merupakan tujuan yang ingin dicapai secara bersama-sama yang 
sebelumnya sudah ditentukan terlebih dahulu. 

d.  Teori Hukum Murni
 Teori lain lagi adalah apa yang disebut “Reine Rechtslehre” atau “teori 

hukum murni” dari Hans Kelsen, yang dikemukakan dalam bukunya “Das 
Wesen des Staates”.

  Dalam pandangan Hans Kelsen, negara itu merupakan suatu ketertiban 
kaidah-kaidah atau norma-norma hukum, suatu “normenordening” karena 
tersusun dari norma-norma hukum yang mengikat. Dan karena terdiri 
dari norma-norma hukum yang bersifat mengikat, maka sebagai konse-
kuensi logis dari padanya negara mempunyai kekuasaan.

  Hal ini berakibat pula bahwa hubungan antara negara dan rakyat 
bukanlah merupakan hubungan antara dua pihak yang bekedudukan sama 
tingkat atau sama derajat, melainkan merupakan hubungan dari dua pihak 
di mana satu pihak yaitu negara berkedudukan lebih tinggi, adapun dari 
pihak lainnya, yakni rakyat, kedudukannya lebih rendah dari negara. 
Hubungan antara dua pihak yang berbeda derajat seperti itu disebutnya 
hubungan “subordinasi”.

e.  Teori “Dua Sisi”
 Teori ini juga dikemukakan oleh Jellinek, dimana negara dipandang sebagai 

suatu gejala yang mempunyai sifat rangkap dua, yakni:
1)   Sebagai suatu “soziales Faktum”, suatu kenyataan sosial.
2)   Sebagai suatu “rechtliche Institution”, suatu lembaga hukum.

  Sifat dwi rangkap ini disebabkan karena negara dianggap mempunyai 
dua aspek atau dua sisi, yaitu sisi sosial (sisi yang mengatur hubungan 
antar manusia) dan sisi yuridis (yang mengatur segi hukumnya). 
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H.  bentuk-bentuk Negara
Bila kita membicarakan tentang apakah bentuk negara itu, maka kita pada 
umumnya akan berpikiran yang dimaksudkan itu adalah apakah suatu negara 
itu republik atau kerajaan. Umumnya pula akan disebut republik apabila kepala 
negaranya sorang presiden yang dipilih secara berkala oleh rakyat atau lembaga 
perwakilan dan disebut kerajaan, apabila kepala negaranya adalah seorang raja 
atau ratu yang bertahta berdasarkan keturunan.

Pada masa Yunani kuno juga diperkenalkan beberapa bentuk negara tetapi 
dalam arti berbeda yaitu bentuk ideal dan pemerosotannya. Misalnya Plato 
menyebutkan bentuk negara itu ada lima macam yang berhubungan dengan 
sifat manusia,  yaitu:

a.  Atovraschi, yaitu pemerintahan oleh para aristokrat atau cendekiawan 
untuk kepentingan seluruh warganya dengan pikiran keadilan. Karena 
sifat manusia bentuk ini merosot menjadi;

b.  Timokrasi, yaitu pemerintahan oleh para aristokrat atau cerdik pandai yang 
ingin mencapai kemashuran dan kehormatan. Bentuk ini merosot menjadi:

c.  Oligarki, yaitu pemerintahan oleh orang-orang kaya untuk kepentingan 
kelompoknya. Bentuk ini menimbulkan kebencian dari rakyat, akhirnya 
rakyat marah dan merebut kekuasaan maka muncullah bentuk ideal;

d.  Demokrasi, yaitu pemerintahan oleh seluruh rakyat untuk kepentingan 
seluruh rakyat tetapi mereka tidak mengerti sama sekali mengenai peme-
rintahan, maka timbulah anarki. Untuk mengatasi anarki muncullah seorang 
penguasa dengan tangan besi sehingga demokrasi merosot menjadi;

e.  Tirani, yaitu pemerintahan seorang penguasa yang memerintah secara absolut 
dan sewenang-wenang. Dan Apabila penguasa ini dapat mengatasi masalah 
negaranya maka ada kemungkinan penguasa ini menjadi aristokrasi. 





33

2.1  PEMBAGIAN KEKUASAAN
Secara visual nampaklah bahwa kekuasaan itu dapat dibagi dengan dua cara, 
yaitu:
A.  Secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya dan 

dalam hal ini yang dimaksud adalah pembagian kekuasaan antara beberapa 
tingkat pemerintahan. Carl J. Friedrich memakai istilah pembagian ke-
kuasaan secara teritorial (territorial division of power). Pembagian kekua-
saan seperti ini dapat dengan jelas kita lihat kalau kita membandingkan 
antara negara kesatuan, negara federal serta konfederasi.

B.  Secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Pem-
bagian kekuasaan ini menunjukkan pembedaan antara fungsi-fungsi peme-
rintahan seperti fungsi yang bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif yang 
lebih dikenal sebagai Trias Politica.

Adapun materi yang akan kita pelajari saat ini adalah pembagian kekuasaan 
yang ditinjau secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya.

Pembagian kekuasaan yang berdasarkan kepada fungsinya, pada hakekat-
nya dapat digolongkan atas:
A.  Eka Praja adalah apabila kekuasaan dipegang oleh sesuatu badan tertentu. 

Bentuk kekuasaan ini sudah tentu diktator (authokrasi), karena tidak ada 
tandingan (balance) dalam melaksanakan pemerintahannya. Jadi hanya 
ada pihak eksekutif saja dan biasanya muncul pada suatu kerajaan yang 
absolut atau pemerintahan fasisme.

B.  Dwi Praja adalah apabila kekuasaan dipegang oleh dua badan. Bentuk 
kekuasaan ini  oleh Frank J. Goodnov dikategorikan sebagai lembaga admi-

b a b  IV
Pembagian

Kekuasaan
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nis tratif (unsur penyelenggara pemerintahan) dan lembaga politik (unsur 
pengatur undang-undang).

C.  Tri Praja adalah apabila kekuasaan dipegang oleh tiga badan. Bentuk ke-
kuasaan ini banyak diusulkan oleh para pakar yang menginginkan demo-
krasi murni, yaitu dengan mengadakan pemisahan atas lembaga eksekutif, 
legislatif dan yudikatif. Tokohnya Montesquieu dan John Locke serta agak 
identik dengan Gabriel Almond.

D.  Catur Praja adalah apabila kekuasaan dipegang oleh empat badan. Bentuk 
ini baik apabila benar-benar dijalankan dengan konsekuen, bila tidak akan 
tampak kemubaziran. Van Vollenhoven pernah mengkategorikan bentuk 
ini menjadi regelling bestuur, politie dan rechtsspraak. 

E.  Panca Praja adalah apabila kekuasaan dipegang oleh lima badan. Bentuk 
ini sekarang dianut oleh Indonesia, karena walaupun dalam hitungan 
jumlah terdapat enam badan yaitu kosultatif, eksekutif,  legislatif, yudikatif, 
inspektif, konsultatif dan eksekutif, namun pada kenyataannya konsultatif 
(MPR) anggota-anggotanya terdiri dari anggota legislatif bahkan ketuanya 
sampai saat ini dipegang oleh satu orang.

Trias Politica di Indonesia. Dalam ketiga Undang-Undang Dasar yang 
pernah berlaku di Indonesia, doktrin trias politica tersebut tidak dikatakan 
secara eksplisit dianut, tetapi oleh karena ketiga Undang-Undang Dasar tersebut 
menyelami jiwa demokrasi konstitusional, maka dapat disimpulkan bahwa 
Indonesia menganut trias politica dalam arti pembagian kekuasaan.

Karena kaburnya gagasan trias politica dewasa ini, maka ada usaha untuk 
mencari peristilahan yang lebih mendekati kenyataan. Salah satu usaha kearah 
ini dapat kita lihat dalam analisa Gabriel A. Almond. Pembagian kekuasaan 
secara lengkap dari para ahli, yaitu sebagai berikut:   

Menurut Gabriel A. Almond, yaitu:
1.  Rule Making Function, untuk menggantikan fungsi legislatif.
2.  Rule Application Function, untuk menggantikan fungsi eksekutif.
3.  Rule Adjudication Function, untuk menggantikan fungsi yudikatif.

Menurut Montesquieu (1689-1755), yaitu:
1.  Kekuasaan Legislatif, yaitu kekuasaan pembuat undang-undang.
2.  Kekuasaan Eksekutif, yaitu kekuasaan pelaksana undang-undang.
3.  Kekuasaan Yudikatif, yaitu kekuasaan yang mengadili (badan peradilan)
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Menurut John Locke (1632-1704), yaitu:
1.  Kekuasaan Legislatif
2.  Kekuasaan Eksekutif
3.  Kekuasaan Federatif (untuk memimpin perserikatan) 

Menurut Lemaire, yaitu:
1.  Wetgeving, adalah kewenangan membuat undang-undang.
2.  Bestuur, adalah kewenangan pemerintahan.
3.  Politie, adalah kewenangan penertiban
4.  Rechsspraak, adalah kewenangan peradilan
5.  Bestuur Zorg, adalah kewenangan untuk mensejahterakan masyarakat.

Menurut Abdul Kadir Audah, yaitu:
1.  Sultan Tanfiziyah, adalah kekuasaan penyelenggaraan undang-undang
2.  Sultan Tashri’iyah, adalah kekuasaan pembuat undang-undang
3.  Sultan Qadhaiyah, adalah kekuasaan kehakiman
4.  Sultan Maliyah, adalah kekuasaan keuangan
5.  Sultan Muraqabah, adalah kekuasaan pengawasan masyarakat

Menurut UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia:
Majelis Permusyawaratan Rakyat, adalah pemegang kekuasaan konstitutif.1. 
Presiden, adalah pemegang kekuasaan eksekutif2. 
Dewan Perwakilan Rakyat, adalah pemegang kekuasaan legislatif3. 
Badan Pemeriksa Keuangan, adalah pemegang kekuasaan inspektif4. 
Dewan Pertimbangan Agung, adalah pemegang kekuasaan konsultatif5. 

Di Indonesia tidak terdapat pemisahan kekuasaan yang drastis (separation 
of power), melainkan hanya pembagian kekuasaan (distribution of power), 
sehingga dengan demikian antar lembaga kekuasaan masih ada hubungan 
(seperti Presiden memiliki kewenangan di luar eksekutif). Hal tersebut 
bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Anggota-anggota MPRRI terdiri dari anggota DPRRI ditambah dengan 
utusan Daerah dan golongan. Hanya saja utusan Daerah saat ini masih 
diperbolehkan diisi oleh pihak eksekutif.

Menurut Van Vollen Hoven :
1.  Regeling adalah kekuasaan membuat undang-undang
2.  Bestuur adalah kekuasaan pemerintahan
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3.  Politie adalah kekuasaan kepolisian
4.  Rechpraak adalah kekuasaan mengadili

Dalam pemerintahan Islam Madinah peninggalan Nabi Muhammad SAW, 
para Khulafaur Rasyidin  juga melaksanakan pembagian atau pemisahan 
kekuasaan untuk menciptakan demokrasi, yaitu sebagai berikut:
1.  Ulil Amri adalah pelaksana Undang-undang Syariah
2.  Qadhi Syuraih adalah pelaksana peradilan
3.  Majelis Syura adalah pelaksana Parlemen
4.  Ahlul Halli Wal Aqdi adalah pelaksana Dewan pertimbangan.

Di negara-negara liberal yang mencoba menerapkan demokrasi secara murni, 
kekuasaan dipisahkan secara drastis, konsep ini dikenal dengan separation of 
power. Masing-masing kekuasaan seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif 
dapat langsung memprotes kesalahan-kesalahan diantara mereka. Inilah yang 
disebut sebagai checking power with power.

Di Indonesia saat ini sesuai dengan demokrasi Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945, kekuasaan tersebut hanya didistribusikan (distribution of 
power), sehingga dengan demikian masing-masing pemegang kekuasaan tidak 
terpisah secara total, tetapi saling konsultasi.

Sebagai contoh misalnya pembuatan peraturan perundang-undangan mulai 
dari tingkat Pusat sampai Daerah, diajukan oleh pihak eksekutif untuk dibahas 
oleh pihak legislatif. Sebagai contoh Rancangan Undang Undang (RUU) di-
ajukan oleh Presiden bersama Dewan Menteri (kabinet) di tingkat Pusat, se-
dangkan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) diajukan oleh Pemerintah 
Tingkat I maupun Tingkat II, untuk dibahas oleh pihak legislatif, yaitu DPR RI 
di tingkat Pusat dan DPRD Tingkat I di Daerah Tingkat I dan DPRD Tingkat II 
di Daerah Tingkat II.

2.2  LEGITIMASI KEKUASAAN
Legitimasi adalah kesesuaian suatu tindakan atau perbuatan dengan hukum 
yang berlaku atau peraturan yang ada, baik peraturan hukum formal, etis, adat 
istiadat, maupun hukum kemasyarakatan yang sudah lama tercipta secara syah. 
Jadi dalam legitimasi kekuasaan, bila seorang pimpinan menduduki jabatan 
dan memiliki kekuasaan secara legitimasi (legitimate power) adalah apabila 
yang bersangkutan memperoleh posisi jabatan dengan melalui suatu pengang-
katan, sehingga dengan demikian yang bersangkutan dianggap absah memangku 
jabatannya dan menjalankan kekuasaannya.
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Secara etimologi legitimasi berasal dari bahasa latin “Lex” yang berarti 
“Hukum”. Kata legitimasi identik dengan munculnya kata-kata seperti legalitas, 
legal dan legitim. Sesuatu yang yang tidak legal (biasanya disebut dengan istilah 
ilegal) dianggap di luar peraturan yang syah, kendati peraturan itu sendiri bisa 
diciptakan oleh pembuatnya, kecuali hukum Allah (sunatullah atau syariah) 
yang sudah terpatri.

Legitimasi kekuasaan sangat penting, karena selanjutnya akan membuat 
hukum (peraturan) dan melaksanakan segala sesuatunya. Di dalam pemerin-
tahan yang demokrasi, legitimasi kekuasaan diimbangi dengan adanya  pembagian  
kekuasaan. Masyarakat  setuju  bila  sesuatu perbuatan tindakan dilakukan sesuai 
dengan peraturan, hukum, adat dan norma kebiasaan yang berlaku, di luar hal 
tersebut dianggap melanggar kodrat dan budaya yang telah ada.

Oleh karena itu diperlukan teknik revolusi. Para nabi dari setiap agama 
yang muncul di muka bumi ini, biasanya adalah merupakan orang suci yang 
melakukan terobosan dan dobrakan terhadap tatanan hidup buruk yang selama 
ini berlaku dan dianggap absah, sehingga semakin lama semakin mapan dan 
mandiri. Dengan mengatasnamakan sebagai perintah Sang Pengatur Alam 
Raya, para nabi lalu memproklamirkan peraturan hukum baru. Ini disebut 
dengan sebutan legitamasi religius.

2.3  LEMBAGA-LEMBAGA KEKUASAAN
Kekuasaan pada dasarnya dapat dibagi atau dipisahkan sesuai dengan situasi, 
kondisi, dan budaya setempat. Pembagian tersebut direalisasikan dengan 
pembentukan lembaga-lembaga pemerintah dalam arti luas. Untuk Indonesia 
lembaga-lembaga kekuasaan tersebut dapat kita klasifikasikan menjadi 7 (tujuh) 
macam lembaga kekuasaan. Adapun ketujuh lembaga kekuasaan tersebut ada-
lah sebagai berikut: 

Badan Legislatif1. 
Badan Eksekutif2. 
Badan Yudikatif3. 
Badan Konsultatif 4. 
Badan Inspektif5. 
Badan Federatif6. 
Badan Konsitutif7. 

Untuk lebih memahami lembaga-lembaga kekuasaan yang ada di Indonesia 
tersebut, maka materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah penjelasan 
tentang masing-masing lembaga kekuasaan atau badan-badan kekuasaan 
tersebut:
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a.  LEMbaGa LEGISLaTIF

1)  Pengertian Lembaga Legislatif
Lembaga legislatif adalah lembaga yang ditetapkan untuk membuat peraturan 
perundang-undangan, tetapi sudah barang tentu berbeda bentuknya untuk 
masing-masing negara. Di Indonesia disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia (DPRRI) yang berada di Tingkat Pusat, Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Tingkat I (DPRD Tk. I) yang berada di Provinsi Daerah Tingkat 
I, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II (DPRD Tk. II) yang berada di 
Kabupaten/Kotamadya  Daerah Tingkat II.

Keanggotaan Badan Legislatif terdiri atas anggota-anggota yang merupakan 
perwakilan dari rakyat. Menurut teori yang berlaku, maka rakyatlah yang 
berdaulat, rakyat mempunyai suatu kemampuan yang oleh JJ. Rousseau disebut 
Volente General atau Geeneral Will.

Dewan Perwakilan Rakyat dianggap merumuskan kemauan rakyat atau 
kemauan umum ini dengan jalan menentukan kebijaksanaan umum (publik 
policy) yang mengikat seluruh masyarakat. Undang-undang yang dibuatnya 
mencerminkan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu, sehingga dapat dikatakan 
bahwa ia merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut 
kepentingan umum.

Rousseau yang merupakan pelopor dari gagasan kedaulatan rakyat, tidak 
menyetujui adanya badan perwakilan, tetapi mencita-citakan bentuk “demokrasi 
langsung”, di mana rakyat secara langsung merundingkan serta memutuskan 
soal-soal kenegaraan dan politik.

Akan tetapi dewasa ini demokrasi langsung seperti ini dianggap tidak praktis 
dan hanya dipertahankan dalam bentuk khusus dan terbatas seperti referendum, 
plebisit, dan sebagainya. Boleh dikatakan bahwa dalam negara modern dewasa 
ini rakyat menyelenggarakan kedaulatan yang dimilikinya melalui wakil-wakil 
yang dipilihnya secara berkala.

Dewan perwakilan rakyat di negara demokratis disusun sedemikian rupa, 
sehingga mewakili mayoritas dari rakyat dan pemerintah bertanggung jawab 
kepadanya. C.F. Strong mengatakan: “Demokrasi adalah suatu sistem peme-
rintahan dalam mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut 
serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya 
mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu”.  
(A system of government in which the majority of the grown members of a political 
community participate through a method of representation which secures that the 
government is ultimately responsible for its actions to that majority). Atau dengan 
kata lain, negara demokratis didasari oleh sistem perwakilan demokrasi yang 
menjamin kedaulatan rakyat.  
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2)  Susunan Lembaga Legislatif
Jumlah anggota badan legislatif berbeda di setiap negara. Ada yang jumlahnya 
banyak ada pula yang jumlahnya sedikit, seperti Uni Soviet ± 1300 anggota dan 
Pakistan pada masa Demokrasi dasar ± 150 anggota. Begitu pula dasar ke-
anggotaan mereka beraneka ragam sifatnya:
a.  Turun-temurun (sebagian Majelis Tinggi Inggris);
b.  Ditunjuk (Senat Kanada);
c.  Dipilih, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Di dalam negara modern pada umumnya anggota badan legislatif dipilih 
dalam pemilihan umum dan berdasarkan sistem kepartaian. Perwakilan sema-
cam ini bersifat politik. Akan tetapi sistem seperti ini tidak menutup kemung-
kinan beberapa orang yang terpilih tanpa ikatan pada suatu partai, tetapi sebagai 
orang “independent”.

3)  Sistem-sistem Pemilihan
Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum, akan 
tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu:
a.  Single-member constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil, 

biasanya disebut dengan Sistem Distrik).
b.  Multi-member constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, 

biasanya dinamakan Proportional Representation atau Sistem Perwakilan 
Berimbang).

Berikut ini akan kita jelaskan satu-persatu pengertian dari sistem-sistem 
tersebut.

a.  Sistem Distrik
 Sistem ini merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan 

atas kesatuan geografis. Kesatuan geografis (yang biasanya disebut 
distrik, karena kecilnya daerah yang diliputi) mempunyai satu wakil 
dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk keperluan itu negara dibagi 
menjadi sejumlah besar distrik dan jumlah wakil rakyat dalam Dewan 
Perwakilan Rakyat ditentukan oleh jumlah distrik.

  Calon yang satu distrik dan memperoleh suara terbanyak 
itulah yang menang, sedangkan suara-suara yang ditujukan kepada 
calon-calon lainnya dianggap hilang dan tidak diperhitungkan lagi, 
bagaimanapun kecilnya selisih kekalahan perolehan suara. Sistem ini 
dipakai di Inggris, Kanada, Amerika Serikat dan India.
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     Sistem “single-member constituency” mempunyai beberapa 
kelemahan sebagai berikut:
(1) Sistem ini kurang memperhitungkan adanya partai-partai kecil 

dan golongan minoritas, apalagi jika golongan ini terpencar dalam 
beberapa distrik.

(2) Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa calon yang kalah 
dalam suatu distrik, kehilangan suara-suara yang telah mendu-
kungnya. Hal ini berarti ada sejumlah suara yang tidak diper-
hitungkan sama sekali, dan kalau ada beberapa partai yang meng-
adu kekuatan, maka sejumlah suara hilang dapat mencapai jumlah 
yang besar. Hal ini akan dianggap tidak adil oleh golongan-golongan 
yang merasa dirugikan.

  Di samping memiliki kelemahan-kelemahan, juga memiliki 
dampak positifnya, yang oleh penganut sistem ini dianggap lebih 
menguntungkan dibandingkan dengan sistem yang lainnya:

  Karena kecilnya distrik, maka wakil-wakil yang terpilih dapat 
dikenal oleh penduduk distrik, sehingga hubungannya dengan pendu-
duk distrik lebih erat. Dengan demikian ia akan lebih terdorong untuk 
memperjuangkan kepentingan distrik. Lagipula, kedudukannya ter-
hadap partainya akan lebih bebas, oleh karena dalam pemilihan 
semacam ini faktor personalitas dan kepribadian seseorang merupakan 
faktor yang penting.

  Sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai  
politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan 
hanya satu. Hal ini akan mendorong partai-partai untuk menyisihkan 
perbedaan-perbedaan yang ada dan mengadakan kerjasama. Di 
samping kecenderungan untuk membentuk partai baru dapat sekedar 
dibendung, sistem ini mendorong kerah penyederhanaan partai tanpa 
diadakannya pemaksaan. Maurice Duverger berpendapat bahwa dalam 
negara seperti Inggris dan Amerika, sistem ini telah memperkuat 
sistem dwi partai.

  Berkurangnya partai dan meningkatnya kerjasama antara 
partai-partai mempermudah terbentuknya pemerintahan yang stabil 
dan meningkatkan  stabilitas nasional.

  Sistem ini sederhana dan murah untuk dilaksanakan. 

b.  Sistem Perwakilan berimbang 
 Sistem ini dimaksudkan untuk menghilangkan beberapa kelemahan 

dari sistem distrik. Gagasan pokok ialah bahwa kursi yang diperoleh 
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oleh suatu golongan atau partai adalah sesuai dengan jumlah suara 
yang diperolehnya. Untuk keperluan itu ditentukan perimbangannya 
seperti misalnya 1 : 400.000, yang berarti bahwa sejumlah pemilih 
tertentu (dalam hal ini 400.000 pemilih) mempunyai satu wakil dalam 
Dewan Perwakilan Rakyat. 

  Jumlah total anggota dewan perwakilan rakyat ditentukan 
atas dasar perimbangan (1:400.000) itu.  Negara dianggap sebagai satu 
daerah pemilihan   yang  besar,  akan  tetapi  untuk  keperluan   teknis-
administratif dibagi lagi dalam beberapa daerah pemilihan besar 
(yang lebih besar dari distrik dalam Sistem Distrik), dimana setiap 
daerah pemilihan memilih sejumlah wakil yang sesuai dengan ba-
nyaknya penduduk dalam daerah pemilihan itu. Jumlah wakil dalam 
setiap daerah pemilihan, ditentukan oleh jumlah pemilih dalam 
daerah pemilihan tersebut.

  Dalam sistim ini setiap suara dihitung, dalam arti bahwa suara 
lebih yang diperoleh oleh suatu partai atau golongan dalam suatu 
daerah pemilihan dapat ditambahkan pada jumlah suara yang dite-
rima oleh partai atau golongan itu dalam daerah pemilihan lain, untuk 
menggenapkan jumlah suara yang diperlukan guna memperoleh kursi 
tambahan.

  Sistem Perwakilan Berimbang ini sering dikombinasikan de-
ngan beberapa prosedur lain, di antaranya dengan Sistem Daftar (List 
System). Dalam Sistem Daftar setiap partai atau golongan mengajukan 
daftar calon dan si pemilih memilih salah satu daftar darinya dan de-
ngan demikian memilih satu partai dengan semua calon yang diajukan 
oleh partai itu untuk bermacam-macam kursi yang diperebutkan. 
Sistem Perwakilan berimbang dipakai di negeri Belanda, Swedia, 
Belgia, Indonesia tahun 1955, 1971, 1976 sampai dengan 1998.

  Dalam Sistem Perwakilan Berimbang tersebut terdapat bebe-
rapa kelemahan, yaitu sebagai berikut:
(1) Sistem ini mempermudah fragmentasi partai dan timbulnya 

partai-partai baru. Sistem ini tidak menjurus ke arah integrasi ber-
macam-macam golongan di masyarakat; mereka lebih cenderung 
untuk mempertajam perbedaan-perbedaaan yang ada dan kurang 
mendorong untuk mencari dan memanfaatkan persamaan-
persamaan. Umumnya dianggap bahwa sistem ini mempunyai 
akibat memperbanyak jumlah partai.

(2) Wakil yang terpilih merasa dirinya lebih terikat kepada partai dan 
kurang loyalitas kepada daerah yang memilihnya. Hal ini disebab-
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kan karena dianggap bahwa dalam pemilihan semacam ini partai 
lebih menonjol peranannya daripada kepribadian seseorang. Hal 
ini memperkuat kedudukan pemimpin partai.

(3) Banyak partai mempersukar terbentuknya pemerintah yang stabil, 
oleh karena umumnya harus mendasarkan diri atas koalisi dari 
dua partai atau lebih.

  Disamping kelemahan tersebut, sistem ini mempunyai satu 
keuntungan besar, yaitu bahwa dia bersifat representatif dalam arti 
bahwa setiap suara turut diperhitungkan dan praktis tidak ada suara 
yang hilang. Golongan-golongan bagaimana kecil pun, dapat menem-
patkan wakilnya dalam badan perwakilan rakyat. Masyarakat yang 
heterogen sifatnya, umumnya tertarik pada sistem ini, oleh karena 
dianggap lebih menguntungkan bagi masing-masing golongan    

c.  Sistem Satu-Majelis dan Sistem Dua-Majelis 

  Di samping dua sistem pemilihan distrik dan proposional, juga di-
kenal Sistem Satu-Majelis dan Sistem Dua-Majelis. Ada beberapa 
negara dimana badan legislatif terbagi menjadi dua majelis (bi-kame-
ralisme), sedangkan dibeberapa negara lain hanya terdiri dari satu 
majelis (uni-kameralisme). Boleh dikatakan bahwa semua negara 
federal memakai sistem dua majelis oleh karena satu diantaranya 
mewakili kepentingan-kepentingan negara bagian khususnya (India, 
Amerika Serikat, Uni Sovet, Republik Indonesia Serikat).

  Negara kesatuan yang memakai sistem dua-majelis biasanya 
terdorong oleh pertimbangan bahwa satu majelis dapat mengimbangi 
dan membatasi kekuasaaan dari majelis lain. Dikhawatirkan bahwa 
sistem satu majelis mendorong penyalahgunaan kekuasaan oleh 
karena mudah dipengaruhi oleh situasi politik. Bagaimanapun juga, 
majelis tambahan biasanya disusun sedemikian rupa sehingga wewe-
nangnya kurang dari badan yang mewakili rakyat. Badan yang me-
wakili rakyat umumnya disebut Majelis Rendah (Lower House) 
sedangkan majelis lainnya disebutkan Majelis Tinggi (Upper House 
atau Senat).   
(1) Majelis Tinggi
 Anggota Majelis Tinggi dapat ditentukan atas bermacam-macam 

dasar:
a)  Turun-temurun (Inggris)
b)  Ditunjuk (Inggris dan Kanada)
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c)  Dipilih (India, Amerika Serikat, Uni Sovyet, Filiphina)

  Majelis Tinggi (House of Lords) merupakan satu-satunya majelis 
di mana sebagian anggotanya berkedudukan turun-temurun. Di 
samping itu ada anggotanya yang pada waktu tertentu ditunjuk 
berdasarkan jasanya kepada masyarakat (misalnya Ny. Churchill 
sesudah suaminya meninggal) di mana kedudukannya tidak ber-
sifat turun-temurun. Begitu pula di Kanada, penunjukkan anggota 
Senat sering berdasarkan jasanya terhadap masyarakat atau kepada 
partai yang berkuasa.

  Dalam negara yang anggota majelis tinggi dipilih, kita men-
jumpai bahwa jabatan anggota majelis tinggi lebih lama daripada 
masa jabatan anggota majelis rendah, seperti di India, Amerika 
Serikat, Filiphina. Dalam hal semacam ini tidak mustahil kedua 
majelis itu pada waktu tertentu berlainan komposisinya, dalam 
arti bahwa majelis rendah dikuasai oleh suatu partai sedangkan 
majelis lain dikuasai oleh partai lainnya. Hal ini dapat menghambat 
kelancaran pekerjaan.

  Hal ini telah menimbulkan kecaman bahwa adanya majelis 
tinggi dianggap tidak demokratis, oleh karena tidak mencerminkan 
keadaan konstelasi yang sebenarnya. Kecaman yang lainnya bahwa 
dengan adanya dua majelis akan menghambat pembahasan per-
undang-undangan. Maka dari itu sering  terdapat bahwa wewenang 
majelis rendah lebih tinggi dibandingkan dengan wewenang majelis 
tinggi. Hanya di Amerika Serikat saja  majelis tinggi (Senat) mem-
punyai wewenang lebih tinggi dari majelis rendah (House of 
Resentatif).

  Perbandingan dibeberapa negara:
a).  Inggris
 House of Lords. Jumlah anggotanya kira-kira 900. Sebagian keang-

gotaanya berdasarkan keturunan, sebagian besar lagi penunjukkan 
seumur hidup. Wewenang: rancangan undang-undang dapat 
ditangguhkan selama paling lama satu tahun, sedangkan rancangan 
undang-undang keuangan tidak boleh ditolak. Badan ini tidak 
dapat menjatuhkan eksekutif.

b).  India
 Rajya Sabha (Council of States). Jumlah anggotanya kira-kira 250, 

dengan masa jabatan 6 tahun. Mayoritas anggota dipilih oleh dewan 
perwakilan rakyat negara-negara bagian, dan kira-kira 12 orang 
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ditunjuk dari kalangan ahli kebudayaan, pekerjaan sosial, cende-
kiawan, dan sebagainya. Rajya Sabha tidak dapat menjatuhkan ka-
binet. Di bidang perundang-undangan hampir sama dengan majelis 
rendah (Lok Sabha), kecuali dalam hal rancangan undang-undang 
keuangan ia hanya mempunyai wewenang sebagai penasehat.

c).  Amerikat Serikat
 Senat. Jumlah anggotanya 100 (2 dari setiap negara-bagian) yang 

dipilih secara langsung dalam pemilihan umum dengan masa 
jabatan 6 tahun. Wewenangnya jauh lebih besar dibandingkan 
dengan majelis rendah (House of Refresentatives). Setiap perjanjian 
internasional, begitu pula pengangkatan-pengangkatan yang penting, 
seperti menteri, duta besar, hakim agung, dan sebagainya, harus 
disetujui oleh Senat dan sering merupakan batu loncatan  untuk 
menjadi presiden, seperti John F. Kennedy, Lyondon B. Johnson 
dan Gerald Ford.

d). Republik Indonesia Serikat
 Senat. Jumlahnya anggota kira-kira 32 sebagai wakil dari 16 “daerah-

daerah bagian”. Senat tidak dapat menjatuhkan badan eksekutif. 
Di bidang perundang-undangan wewenangnya kurang dibanding-
kan dengan majelis rendah (Dewan Perwakilan Rakyat). Kalau 
rancangan undang-undang telah diterima oleh badan Dewan 
Perwakilan Rakyat, tetapi ditolak Senat, maka rancangan undang-
undang dapat dibicarakan kembali dalam Dewan Perwakilan 
Rakyat, dan kalau diterima lagi dengan mayoritas 2/3 dari anggota 
yang hadir, rancangan undang-undang dianggap telah diterima.

(2) Majelis Rendah
 Biasanya semua anggota dipilih dalam pemilihan umum, dianggap 

sebagai majelis terpenting. Biasanya masa jabatan sudah ditentukan 
(Amerika Serikat 2 tahun, Filiphina 2 tahun). Di India dan Inggris 
masa jabatan maksimal 5 tahun, akan tetapi sewaktu-waktu dapat 
dibubarkan atas anjuran Perdana Menteri untuk diadakan pemi-
lihan baru.

  Wewenang majelis rendah biasanya lebih besar dibandingkan 
dengan majelis tinggi, kecuali di Amerikat Serikat. Wewenang ini 
tercermin baik di bidang legislatif maupun pengawasan (kontrol). 
Di negara-negara yang memakai sistem parlementer, seperti 
Inggris dan India majelis ini dapat menjatuhkan kabinet. Dalam 
sistem presidentil, seperti Amerika Serikat dan Filiphina, majelis 
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rendah tidak punya wewenang ini. Inggris: House of Commons. 
Jumlahnya kira-kira 630 orang, dengan masa jabatan 5 tahun. 
House of Commons dapat menjatuhkan kabinet. India: Lok  Sabha. 
Jumlahnya kira-kira 520, dengan masa jabatan maksimal 5 tahun. 
Lok Sabha dapat menjatuhkan badan eksekutif. Filiphina: National 
Assembly. Jumlah anggota kira-kira 104 orang, dengan masa 
jabatan 4 tahun.  

4)  Fungsi Badan Legislatif
Diantara fungsi-fungsi badan legislatif yang terpenting yang harus dimiliki adalah:
a.  Menentukan policy (kebijaksanaan) dan membuat undang-undang. Untuk 

itu dewan perwakilan rakyat diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan 
amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh 
pemerintah, dan hak budget.

b  Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga supaya semua tindakan 
badan eksekutif sesuai dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah 
ditetapkan. Untuk menyelenggarakan tugas ini, badan perwakilan rakyat 
diberi hak-hak kontrol khusus.

Di samping terdapat banyak badan legislatif yang menyelenggarakan bebe-
rapa fungsi lain seperti misalnya mensahkan perjanjian-perjanjian inter-
nasional yang dibuat oleh badan eksekutif.  Perlu dicatat bahwa beberapa badan 
eksekutif (antara lain Amerika Serikat) mempunyai wewenang untuk “mengimpeach” 
atau menuntut dan mengadili pejabat tinggi termasuk presiden dan para 
menteri, akan tetapi pengadilan tinggilah yang mengadili. 

5)  Hak dan Kewajiban Badan Legislatif
Pelaksanaan badan legislatif di Indonesia yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR). Untuk menjamin pelaksanaan tugasnya DPR tersebut diberi 
berbagai hak dan kewajiban.

Hak-hak DPR antara lain adalah sebagai berikut :
a.  Hak untuk mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota. (hak petisi)
b.  Hak untuk menyetujui/menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara/Daerah  (hak budget).
c.  Hak untuk meminta keterangan, terutama kepada pihak eksekutif (hak 

interpretasi)
d.  Hak untuk mengadakan perubahan (hak amandemen)
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e.  Hak untuk mengajukan pernyataan pendapat
f.  Hak untuk mengadakan penyelidikan, terutama terhadap anggota masya-

rakat yang terkena kasus, untuk diperjuangkan hak azasinya sebgai warga 
negara yang bersamaan kedudukannya di dalam hukum.

g.  Hak prakarsa 

Kewajiban-kewajiban DPR adalah sebagai berikut:
a.  Mempertahankan, mengamalkan dan mengamankan Pancasila dan 

Undang-undang Dasar 1945.
b.  Menjunjung tinggi dan melaksanakan secara konsekuen GBHN
c.  Bersama-sama pihak eksekutif menyusun Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara
d.  Memperhatikan aspirasi dan memajukan tingkat kehidupan rakyat. 

Di Amerika Serikat badan legislatif disebut dengan Congress yang terdiri 
dari dua kamar, disebut bicameral. Hal ini sama dengan negara Inggris, Perancis 
dan Belanda. Kamar-kamar tersebut adalah sebagai berikut :
a.  Senate (senat)
b.  House of Representative (badan perwakilan)

Untuk menjamin pelaksanaan tugasnya di Amerika Serikat, Congres diberi 
hak dan kewajiban antara lain sebagai berikut:
a.  Hak untuk memulai memperbincangkan sesuatu rancangan undang-

undang, kecuali undang-undang untuk menambah pendapatan negara.
b.  Hak untuk memutuskan atau menolak suatu rancangan undang-undang, 

yang telah dikirim kepada mereka, setalah diterima oleh salah satu badan 
Congres.

c.  Mencegah pengangkatan pegawai yang dipilih presiden karena suatu 
alasan (khusus hak Senat).

d.  Hak untuk menyelidiki segala dakwaan (khusus untuk Senat) dan hak 
untuk memajukan dakwaan (khusus untuk badan perwakilan).

e.  Hak untuk memberikan persetujuan atau menolak perjanjian yang dibuat 
negara (khusus untuk Senat).

f.  Hak untuk memilih presiden apabila calon presiden, memiliki suara yang 
sama jumlahnya.

Di negeri Belanda, lembaga legislatif ini bernama “Staten Generaal”, juga 
berbentuk bicameral, yang masing-masing disebut dengan :
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a.  Eerste Kamer. Dipilih oleh anggota-anggota dewan propinsi
b.  Tweede Kamer. Dipilih langsung oleh rakyat.

Di Iran sejak Syah Reza Pahlevi hengkang dari negara itu dan berdiri 
Republik Islam Iran, lembaga legislatif disebut dengan dengan Dewan Pertim-
bangan Nasional, yang bertugas mengawasi lembaga eksekutif dan membuat 
undang-undang. Tetapi lembaga ini tidak bebas begitu saja membuat undang-
undang karena harus disesuaikan dengan ajaran Islam Mashab Syi’ah. 

Di Indonesia walaupun dikenal adanya fraksi-fraksi namun bukan berati 
terdiri dari beberapa kamar. Baik DPR RI maupun DPRD Tingkat I dan II 
dikenal dengan mono kameral.

b.  LEMbaGa EKSEKUTIF

1)  Pengertian Lembaga Eksekutif
Lembaga eksekutif, adalah lembaga yang ditetapkan menjadi pelaksana dari 
peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pihak legislatif. Eksekutif 
berasal dari kata eksekusi (Execiution) yang berarti pelaksana. Kekuasaan 
eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Di negara-negara demokratis 
badan eksekutif biasanya terdiri dari kepala negara atau presiden beserta 
Menteri-Menterinya. Dalam sistem presidentil Menteri-Menteri merupakan 
pembantu presiden dan langsung dipimpin olehnya, sedangkan pada sistem 
parlementer para Menteri dipimpin oleh seorang perdana Menteri. 

Apabila dibedakan yang membuat peraturan perundang-undangan dengan 
yang melaksanakan peratuaran perundang-undangan tersebut sedikit banyak 
dapat mengurangi otoriter dalam pemerintahan. Eksekutif adalah pemerintah 
dalam arti sempit yang melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan berdasarkan perundang-undangan dan haluan negara, untuk 
mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Organisasinya adalah kabinet atau dewan Menteri-Menteri, dimana masing-
masing Menteri memimpin departemen dalam melaksanakana tugas, wewenang 
dan tanggung jawabnya. Bila kabinet dipimpin oleh seorang perdana Menteri, 
maka perdana Menteri adalah kepala pemerintahan, sehingga raja (dalam suatu 
negara kerajaaan) atau presiden (dalam suatu negara republik) hanya sebagai 
kepala negara saja. Sebaliknya apabila perdana Menteri tidak dipakai dalam 
sistem pemerintahan, maka raja atau presiden langsung memimpin kabinet, 
sehinga kepala negara ex officio adalah kepala pemerintahan.

Jumlah anggota badan eksekutif jauh lebih kecil dibandingkan dengan 
badan legislatif, biasanya berjumlah 20 s/d 30 orang, sedangkan ada badan 
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legislatif yang jumlahnya mencapai 1000 orang lebih. Badan eksekutif  yang  
bertindak  cepat dan memberikan pimpinan yang cepat dan efektif. Dalam hal 
ini ia berbeda dengan badan legislatif yang biasanya terlalu besar untuk 
mengambil keputusan secara cepat.

Tugas badan eksekutif, menurut tafsiran tradisional asas trias politika, 
hanya menjalankan kebijaksanaan-kebiijaksanaan yang telah ditetapkan oleh 
badan legislatif serta menyelenggarakan undang-undang yang dibuat oleh 
legislatif. Akan tetapi dalam pelaksanaannya eksekutif memiliki ruang gerak 
yang sangat leluasa.

 
2)   Badan Eksekutif di Zaman Modern
Zaman modern telah menimbulkan paradoks bahwa lebih banyak undang-
undang yang diterima oleh badan legislatif dan yang harus dilaksanakan oleh 
badan eksekutif, lebih luas pula ruang-lingkup kekuasaan badan eksekutifnya.

 Disamping itu jelas kelihatan dalam perkembangan negara modern 
bahwa wewenang badan eksekutif dewasa ini jauh lebih luas daripada 
melaksanakan undang-undang saja. Kadang-kadang malahan dikatakan bahwa 
dalam negara modern badan eksekutif sudah mengganti badan legislatif sebagai 
pembuat kebijaksanaan yang utama (menurut Austin Ranney).  Perkembangan 
ini terdorong  oleh banyak faktor seperti:
a.  perkembangan teknologi
b.  proses modernisasi yang sudah makin jauh
c.  terjalinnya hubungan politik dan ekonomi antar negara
d.  krisis ekonomi dan revolusi sosial.

Akan tetapi meluasnya peranan negara terutama disebabkan karena penye-
lenggaraan kesejahteraan rakyat yang merupakan tugas pokok dari setiap 
negara dewasa ini, apalagi jika ia tergolong Negara Kesejahteraan (Welfare 
State). Negara kesejahteraan menjamin bagi warga negaranya tersedianya aspek-
aspek minimal dari pendidikan, pelayanan kesehatan, perumahan, pekerjaan, 
dan sebagainya dan karena itu kegiatannya mempengaruhi hampir semua aspek  
kehidupan mayarakat.

Dalam menjalankan tugasnya badan eksekutif ditunjang oleh tenaga kerja  
yang  terampil  dan ahli serta tersedianya bermacam-macam fasilitas dan alat-
alat di masing-masing keMenterian. Sebaliknya, keahlian dan fasilitas yang 
tersedia bagi badan legislatif jauh lebih terbatas. Maka dari itu badan legislatif 
berada dalam kedudukan kurang menguntungkan dibandingkan dengan badan 
eksekutif. Dan di beberapa negara baru, keadaan ini cukup mencolok. 
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Hal ini tidak berarti bahwa peranan legislatif tidak ada artinya. Di dalam 
negara demokratis dia tetap penting untuk menjaga jangan sampai badan 
eksekutif keluar dari garis-garis yang telah ditentukan oleh badan legislatif, dan 
tetap merupakan penghalang atas kecenderungan yang terdapat hampir setiap 
badan eksekutif untuk memperluas ruang-lingkup wewenangnya. 

Akan tetapi, dalam usaha negara untuk meningkatkan tingkat penghidupan 
rakyatnya badan eksekutiflah yang mengharapkan memberi bimbingan, 
pengarahan, dan kepemimpinan yang dinamis.

3)  Wewenang Badan Eksekutif
Strong membagi kekuasaan eksekutif dalam beberapa bidang:
a.  Diplomatik adalah menyelenggarkan hubungan diplomatik dengan negara-

negara lain.
b.  Administratif adalah melaksanakan undang-undang peraturan lainnya 

dan menyelenggarakan administrasi negara.
c.  Militer adalah mengatur angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang 

serta keamanan dan pertahanan negara.
d.  Yudikatif adalah memberi grasi, amnesti dan sebagainya.
e.  Legislatif adalah merencanakan rancangan undang-undang dan membim-

bingnya dalam badan perwakilan rakyat sampai menjadi undang-undang.

Di Indonesia, presiden memegang kekuasaan pemerintahan negara 
(eksekutif) seperti:
a.  Panglima tertinggi atas angkatan bersenjata.
b.  Menyatakan perang, membuat perjanjian dan perdamaian dengan negara 

lain.
c.  Menyatakan negara dalam kedaan bahaya.
d.  Mengangkat dan menerima duta dan konsul.
e.  Memberi gelar, tanda jasa dan kehormatan lain.

Selain dari pada itu juga presiden memiliki kekuasaan kehakiman (yudi-
katif) seperti:
a.  Hak pemberian grasi yaitu hak untuk memberikan pengurangan hukuman 

atau pengampunan pembebasan hukuman sama sekali.
b.  Hak pemberian abolisi yaitu hak untuk memberikan pernyataan bahwa 

hukuman tuntutan pidana harus digugurkan atau suatu tuntutan pidana 
yang telah, dimulai harus dihentikan.
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c.  Hak pemberian amnesti yaitu hak untuk memberikan pernyataan bahwa 
hukuman tuntutan pidana yang telah diputuskan harus dijatuhkan.

d.  Hak pemberian rehabilitasi yaitu hak untuk memberikan pernyataan pe-
ngembalian nama baik seseorang.

Presiden juga memiliki kekuasaan legislatif seperti:
a.  Memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan 

DPR.
b.  Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang 

sebagaimana mestinya.
c.  Mensyahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui DPR atau 

menolaknya.
d.  Menetapkan Peraturan Pemerintah untuk pengganti undang-undang bila 

keadaan memaksa.

Bila hal ini agar para lembaga pemegang kekuasaan tersebut tetap ada 
hubungan, dengan kata lain kekuasaan hanya dibagi (distribution of power) 
dan bukan dipisah-pisahkan (separation of power). Untuk itu maka para peme-
gang lembaga kekuasaan harus taat kepada peraturan perundang-undangan, 
dalam hal ini Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan 
konsekwen.

Di Inggris kepala pemerintahan (eksekutif) adalah perdana Menteri de ngan 
kekuasaan sebagai berikut:
a.  Menghubungkan ratu/raja dengan kabinet
b.  Memegang kekuasaan penuh dalam keadaan darurat
c.  Memimpin administrasi negara dan parlemen sekaligus
d.  Tidak ada batas waktu memerintah, sepanjang masih diberi kepercayaan 

oleh parlemen

Karena Perdana Menteri adalah pimpinan partai mayoritas yang menguasai 
Parlemen, maka sulit untuk diganti kecuali yang bersangkutan digantikan 
kedudukannya sebagai pimpinan partai mayoritas.       

Di Prancis walaupun ada Perdana Menteri, presiden sangat kuat kedu-
dukannya karena dianggap sebagai pelindung konstitusi dan wasit (arbiter) 
operasi reguler lembaga-lembaga pemerintah. Presiden selain mengangkat dan 
memberhentikan Perdana Menteri, juga mengetuai sidang kabinet. Oleh karena 
itu presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, sedangkan perdana 
Menteri hanya sebagai kepala kabinet bahkan hanya orang kedua dalam 
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pemerintahan Prancis. Perdana Menteri dapat dijatuhkan oleh Parlemen tetapi 
Parlemen tidak dapat menjatuhkan presiden.

C.  LEMbaGa YUDIKaTIF

1)  Pengertian Lembaga Yudikatif 
Lembaga yudikatif adalah lembaga peradilan, memiliki kekuasaan kehakiman. 
Dalam lembaga yudikatif pada dasarnya membicarakan dua sistem hukum 
yang berbeda yaitu :
a.  Sistem Common Law
b.  Sistem Civil Law (Hukum Perdata)

Berikut ini akan kita jelaskan satu-persatu:
Sistem Common Law terdapat di negara-negara Anglo Saxon dan memulai 

pertumbuhannya di Inggris pada Abad Pertengahan. Sistem ini berdasarkan  
prinsip  bahwa  di samping  undang-undang  yang  dibuat oleh parlemen (yang 
dinamakan statute law) masih terdapat peraturan-peraturan lain yang merupa-
kan Common Law.

Common Law bukan berupa aturan-aturan yang sudah dikodifikasi (dima-
sukan ke dalam suatu Kitab Undang-Undang seperti Code Civil), tetapi meru-
pakan kumpulan keputusan yang dalam jaman yang lalu telah dirumuskan oleh 
hakim. Jadi, sesungguhnya hakim juga turut menciptakan hukum dengan 
keputusannya itu. inilah yang dinamakan case law atau pun judge-made law 
(hukum buatan hakim).

Menurut C.F. Strong prinsip judge law didasarkan atas precedent yaitu 
keputusan-keputusan para hakim terdahulu mengikat hakim-hakim berikutnya 
dalam perkara yang serupa, meskipun variasi keputusan tergantung dari waktu. 
Dalam hal ini Common Law mirip dengan Hukum Perdata Adat tak tertulis.

Azas case law merupakan karekteristik penting yang kita jumpai dalam 
negara-negara dalam negara-negara dengan sistem Common Law. Dengan kata 
lain negara-negara yang menganut sistem ini tidak ada suatu sistem hukum 
yang telah dibukukan (dikodifisir), dimana hakim sebagai suara undang-
undang (la voix de la loi) hanya tinggal menerangkan saja hukum apakah yang 
berlaku dan dihadapi suatu perkara tertentu yang diajukan kepadanya.

Di negara Eropa Barat Kontinental, kodifikasi hukum telah lama tersusun 
rapi (sistem Hukum Perdata), maka penciptaan hukum secara sengaja oleh 
hakim itu pada umumnya tidak mungkin. Di Prancis misalnya, kodifikasi 
hukum sudah ada sejak zaman Napoleon Bonaparte, hakim-hakim terlarang 
untuk menciptakan case law.
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Sistem Common Law maupun sistem Hukum Perdata secara teoritis 
berhak memberi keputusan baru, terlepas dari yurisprudensi atau dengan 
undang-undang yang biasa mengikatnya, dengan evaluasi lain atau re-evaluasi 
yurisprudensi dahulu atau intrepretasi atau re-intreprestasi baru putusan-
putusan lebih dahulu, terutama pada keputusan-keputusan pengadilan yang 
lebih tinggi, teristimewa Mahkamah Agung.

Dalam negara-negara federal kedudukan badan yudikatif, terutama peng-
adilan federal, mendapat kedudukan yang lebih istimewa dalam negara 
kesatuan.   

2)  Lembaga Yudikatif di Negara-negara Komunis
Pandangan orang komunis terhadap peranan dan wewang badan yudikatif ber-
dasarkan suatu konsep yang dinamakan Soviet Legality. Anggapan ini erat 
hubungannya dengan perkembangan komunisme di Uni Soviet melalui suatu 
masa revolusi sampai dengan tercapainya negara sosialis. Realisasi dari sosial-
isme ini merupakan unsur yang paling menentukan dalam kehidupan kene-
garaan serta menentukan pula peranan hukum di dalamnya.

Dikatakan bahwa “socialist legality” secara aktif memajukan masyarakat 
Soviet kearah komunisme, dan karenanya segala aktivitas serta semua alat ke-
ne garaan, termasuk penyelenggaraan hukum dan wewenang badan yudikatif me-
rupakan prasarana untuk memperlancar perkembangan ke arah komunisme.

Di Hongaria dapat terlihat dari pasal 41 dari Undang-Undang Dasar: “Badan 
Pengadilan Rakyat Hongaria menghukum musuh-musuh rakyat pekerja, melin-
dungi dan menjaga negara, ketertiban sosial dan ekonomi dan lembaga-lembaga 
demokrasi rakyat serta hak-hak kaum pekerja dan mendidik rakyat untuk 
mentaati tata tertib kehidupan masyarakat sosialis”.

3) Lembaga Yudikatif di Indonesia
Di Indonesia kekuasaan ini dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 
sebagai berikut: 

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) 
dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Susunan dan kekua-
saan badan-badan kehakiman diatur dengan undang-undang. Syarat-syarat  
untuk  menjadi  dan  untuk  diberhentikan  sebagai hakim ditetapkan dengan 
undang-undang.

Kekuasaan Mahkamah Agung diantaranya meliputi :
a.  Berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi, seng-

keta tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali 
keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
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b.  Dalam tingkat kasasi ia membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-
pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena alasan yang mewe-
nang kannya.

c.  Menguji secara materil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di 
bawah undang-undang.

d.  Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di 
semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuatan kehakiman.

e.  Memberikan nasehat hukum kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam 
rangka pemberian atau penolakan grasi.

f.  Memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik di-
minta ataupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain.

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa segala campur tangan 
dalam urusan pengadilan oleh pihak-pihak lain diluar kekuasaan kehakiman 
dilarang kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar.

Jadi kekuasaan Yudikatif harus merdeka, terutama dalam pengaruh pihak 
lembaga-lembaga tinggi lainnya, seperti eksekutif yang selalu menonjol. Merdeka 
adalah lepas dari campur tangan atau pengaruh lain. Ini adalah esensi peradilan 
Indonesia dewasa ini dalam usaha mewujudkan tekad menyelenggarakan “The 
Rule of Law”. 

Di Inggris kekuasaan kehakiman juga dipegang oleh lembaga peradilan 
yang ditunjuk oleh kabinet. Tidak ada hakim di Inggris yang dipilih tetapi 
dalam kenyataannya mereka jujur dan tidak memihak. Hakim tidak dapat 
dipecat kecuali ada resolusi kepada yang bersangkutan dari kedua kamar yang 
ada di Parlemen (house of commons dan house of Lords).

Di Prancis kekuasaan kehakiman juga dipegang oleh lembaga peradilan 
yang berada ditangan hakim, tetapi diangkat oleh pihak eksekutif. Lembaga 
peradilan ini dibagi dua yaitu:
a.  Common Law
b.  Court of Casation

Di Amerika Serikat kekuasaan kehakiman ini bernama Supreme Court, 
yang bebas benar-benar dari lembaga tinggi lainnya. Lembaga peradilan ini 
menjamin hak-hak kebebasan dan kemerdekaan individu demi tegaknya 
hukum di negara adikuasa tersebut.
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D.  LEMbaGa KONSULTaTIF 

1)   Pengertian Lembaga Konsultatif
Lembaga konsultatif adalah lembaga pertimbangan yang memberikan usulan 
dan tanggapan kepada Kepala Negara serta menjawab pertanyaan yang disam-
paikan Kepala Negara. Jadi sebagai konsekwensi dari berat dan luasnya kekua-
saan Kepala Negara, diperlukan suatu lembaga yang dapat dan mampu mem-
berikan pertunjuk dan pertimbangan kepada  Kepala Negara.

Di Indonesia lembaga ini diberi nama Dewan Pertimbangan Agung (DPA), 
sedangkan dalam sistem pemerintahan Islam Madinah disebut Ahlul Halli Wal 
Aqdi. Dewan ini biasanya baik ketua maupun anggota-anggotanya terdiri dari 
para sesepuh, pakar, para ulama, atau para mantan Menteri dan mantan guber-
nur yang berpengalaman dan sukses dimasa pemerintahannya.

 
2)   Fungsi Dewan Pertimbangan Agung di Indonesia
Untuk melaksanakan fungsinya DPA mempunyai badan kelengkapan sebagai 
berikut:
a.  Badan Pekerja 
b.  Komisi-komisi
c.  Panitia Rumah Tangga
d.  Panitia Ad Hoc
e.  Sekretariat

Lapangan pekerjaan komisi-komisi meliputi bidang-bidang pekerjaan pe-
me rintahan dan bidang-bidang khusus yang bersangkutan dengan masalah-
masalah kenegaraan atau kemasyarakatan yang penting. 

Adapun Fungsinya adalah:
a.  Mengajukan rencana kerja masing-masing komisi sesuai dengan lapangan 

pekerjaannya melalui Badan Pekerja kepada DPA untuk disyahkan.
b.  Melakukan sesuatu tugas atas keputusan DPA.
c.  Mendengar suara rakyat (public hearing) mengenai hal-hal yang masuk 

urusan komisi masing-masing, dengan jalan memperhatikan surat-surat 
masuk dan lain-lainnya yang diteruskan kepada komisi oleh  badan pekerja 
dan dengan sepengetahuan pimpinan DPA menerima pihak-pihak yang 
berkepentingan, mengadakan peninjauan-peninjauan dan penelitian-pene-
litian dan lain-lain kegiatan yang dianggap perlu bagi pelaksanaan kewa-
jibannya.

d.  Menyampaikan laporan dan usul-usul kepada Badan Pekerja mengenai hal-
hal yang dianggap perlu untuk dimasukkan dalam acara sidang DPA. 
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Panitia Rumah Tangga terdiri dari wakil ketua DPA sebagai ketua me-
rangkap anggota, dua orang anggota DPA sebagai anggota yang dipilih dalam 
sidang pertama setiap tahun, Sekretariat Jendral DPA sebagai Sekretaris.

Adapun Fungsinya adalah:
a.  Secara aktif memberikan pertimbangan kepada pimpinan DPA tentang kebi-

jaksanaan dan garis-garis umum yang menyangkut struktur organisasi DPA.
b.  Memeriksa Anggaran Belanja DPA yang disiapkan oleh Sekretariat DPA dan 

setelah disetujui meneruskan rancangan Anggaran Belanja tersebut melalui 
Pimpinan DPA kepada  Badan Pekerja DPA.

c.  Mengawasi penggunaan Anggaran Belanja DPA dalam garis besarnya.
d.  Mengawasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang kedudukan ke-

uangan ketua, wakil ketua, dan anggota-anggota DPA.
e.  Menetapkan garis-garis kebijaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan ang-

gota-anggota DPA dan mengawasi pelaksanaannya.

Sekretariat Jendral DPA adalah Sekretariat Badan Pekerja. Fungsinya adalah:
a.  Menetapkan program kerja DPA dan mengkoordinir komisi-komisi.
b.  Mengatur pekerjaan DPA, menetapkan waktu dan acara sidang atau rapat 

paripurna DPA.
c.  Mempelajari masalah yang tercantum dalam permintaan pertimbangan 

yang diajukan oleh presiden/ pemerintah kepada DPA.
d.  Mengikuti, mempelajari dan membahas secara aktif dan seksama suara-

suara dan pendapat-pendapat dari masyarakat serta masalah nasional dan 
internasional yang penting.

e.  Menetapkan bahan sidang dan selambat-lambat dua hari sebelum sidang 
yang bersangkutan dimulai, naskah-naskah bahan sidang tersebut sudah 
disampaikan kepada para anggota.

f.  Memperhatikan pelaksanaan dari pada pertimbangan/nasehat/usul DPA 
yang telah disampaikan kepada presiden/pemerintah dan apabila dianggap 
perlu dapat meminta keterangan kepada dan mengadakan konsultasi dengan 
presiden/pemerintah mengenai pertimbangan/nasehat atau usul DPA itu.

g.  Memeriksa rancangan sementara Anggaran Belanja DPA yang diajukan oleh 
Panitia Rumah Tangga DPA dan setelah disetujui olehnya, meneruskan 
rancangan sementara Anggaran Belanja itu kepada DPA untuk mendapat-
kan persetujuan selambat-lambatnya satu bulan sebelum ketentuan batas 
waktu penyampaian rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
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oleh Pemerintah kepada DPR sebagai mana ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

h.  Menyusun pertimbangan DPA berdasarkan pokok-pokok pikiran yang 
telah diputuskan oleh sidang DPA.

i.  Menyiapkan laporan tahunan DPA tentang pekerjaan yang telah 
dilaksanakannya.

j.  Mengangkat dan memberhentikan suatu tim ahli untuk melancarkan tugas 
kewajiban DPA.

E.  LEMbaGa INSPEKTIF
Lembaga inspektif adalah lembaga pengawasan yang mengontrol dan memeriksa 
penggunaan serta pertanggungjawaban keuangan negara. Hasil pemeriksaan 
oleh lembaga inspektif tersebut diberitahukan kepada lembaga legislatif. Ber-
lainan dengan lembaga legislatif, selain membuat undang-undang juga dapat 
meminta pertanggungjawaban lembaga eksekutif atau mengajukan pertanyaan 
pada lembaga eksekutif, maka pengawasan lembaga inspektif tidak bersifat politis.

Lembaga inspeksi ini harus terlepas dari pengaruh kekuasaan eksekutif, 
tetapi sebaliknya juga bukanlah berarti lembaga tersebut berdiri diatas lembaga 
eksekutif.

Lembaga Inspektif di Indonesia dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan 
(BPK). Menurut Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih menyimpulkan tugas 
pokok BPK menjadi tiga macam fungsi, yaitu:
1)  Fungsi operatif, yakni melakukan pemeriksaan, pengawasaan, dan pene-

litian atas penguasaan dan pengurusan keuangan negara.
2)  Fungsi Yudikatif, yakni melakukan tuntutan pembendaharaan dan tun-

tutan ganti rugi terhadap bendaharawan dan pegawai negeri bukan benda-
harawan yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan 
kewajibannya, menimbulkan kerugian besar bagi negara.

3)  Fungsi memberi Rekomendasi, yakni memberi pertimbangan kepada 
pemerintah tentang pengurusan keuangan negara.

Dan untuk melaksanakan tugas dari fungsi tersebut di atas, BPK berwenang 
antara lain:
1)  Meminta, memeriksa, meniliti pertanggungjawaban atas penguasaan dan  

pengurusan keuangan negara serta mengusahakan keseragaman baik dalam 
tatacara pemeriksaan dan pengawasaan maupun dalam penatausahaan 
keuangan negara.
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2)  Mengadakan dan menetapkan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan 
ganti rugi.

3)  Melakukan penelitian, penganalisaan terhadap pelaksanaan peraturan 
per undangan di bidang keuangan.

F.  LEMbaGa FEDERaTIF
Lembaga federatif adalah lembaga yang memiliki kewenangan dalam politik 
luar negeri suatu negara. Lembaga ini berhak menyatakan perang. Dengan 
demikian lembaga ini dapat menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Begitu 
juga kekuasaan atas angkatan bersenjata. Sebaliknya lembaga ini juga berhak 
menyatakan berdamai dengan negara yang bermusuhan, sebagai konsekuensinya 
lembaga ini berhak menentukan mengangkat duta dan konsul atau menerima 
duta dan konsul dari negara lain. Lembaga ini juga yang akan membuat 
perjanjian dengan negara lain.

Adanya lembaga federatif atau kekuasaan dan kewenangan untuk meng-
adakan perserikatan ini, dikemukan oleh John Locke dalam bukunya Two 
Treatises of Civil Goverment. Buku ini berpengaruh di hampir disemua negara 
jajahan Inggris, tetapi tidak diikuti di negara kelahiran John Locke sendiri yaitu 
Inggris. Termasuk pula Indonesia tidak menggunakan lembaga federatif.

G.  LEMbaGa KONSTITUTIF

1)  Lembaga Konstitutif di Indonesia
Lembaga konstitutif hanya berada di Indonesia saja. Lembaga ini dibentuk ber-
dasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1, 2 dan 3. Yang membedakan 
lembaga ini dengan lembaga legislatif hanyalah, selain anggota-anggotanya 
terdiri dari anggota-anggota DPR RI ditambah dengan Utusan-utusan Daerah 
yang mewakili Daerahnya masing-masing dari 27 Propinsi yang ada di negara 
Indonesia dan utusan golongan.

Lembaga yang disebut dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat ini me-
miliki kekuasaan memilih, mengangkat, melantik dan memberhentikan presiden  
dan  wakil  presiden. Di samping  berhak  pula  menetapkan  dan meng ubah 
Undang-Undang Dasar dan Garis-garis Besar Haluan negara (GBHN).

2)  Tugas dan Wewenang MPR
Berdasarkan ketetapan MPRRI No. I/MPR/1983 bersamaan dengan ketetapan 
MPRRI No. I/MPR/1988, MPR mempunyai tugas sebagai berikut:
a.  Menetapkan Undang-undang dasar
b.  Menetapakan Garis-garis Besar Haluan Negara
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c.  Memilih dan Mengangkat Presiden dan wakil Presiden

Sedangkan wewenang MPR adalah sebagai berikut:
a.  Membuat keputusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga 

negara yang lainnya, termasuk penetapan GBHN yang pelaksanaannya  
ditugaskan kepada  presiden/mandataris.

b.  Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-putusan 
majelis.

c.  Menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat presiden dan wakil 
presiden.

d. Meminta pertanggungjawaban dari presiden/mandataris mengenai pelak-
sa naan GBHN dan menilai pertanggung jawaaban tersebut.

e.  Mencabut mandat dan memberhentikan presiden dalam masa jabatannya 
apabila presiden/mandataris sunguh-sunguh melanggar Haluan Negara 
dan/atau Undang-Undang Dasar.

f.  Mengubah Undang-undang dasar.
g.  Menetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis.
h.  Menetapkan Pimpinan-pimpinan Majelis yang dipilih dari dan oleh anggota.
i.  Mengambil/memberi keputusan terhadap anggota yang melanggar sumpah 

janji/anggota.  
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5.1  DASAR-DASAR SISTEM PEMERINTAHAN
Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah sistem dan peme-
rintahan. Sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang 
mempunyai hubungan fungsionil, baik antara bagian-bagian maupun hubungan 
fungsionil terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan 
suatu ketergantungan antara bagian-bagian, akibatnya jika salah satu bagian 
tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhan organ.

Menurut Webster’s New Colligiate Dictonary, Sistem terdiri atas kata “syn” 
dan “histanai” (greek)  yang artinya menempatkan bersama, selanjutnya diberi 
penjelasan sistem adalah suatu kumpulan pendapat-pendapat, prinsip-prinsip 
yang membentuk suatu kesatuan dan berhubungan satu sama lain. Di dalamnya 
ada tiga unsur yaitu faktor-faktor yang dihubungkan, hubungan yang tidak 
dapat dipisahkan dan membentuk suatu kesatuan.

Awal terbentuknya suatu pemerintahan menurut teori kontrak adalah 
karena status setiap manusia sebagai mahluk sosial. Pemerintahan dalam arti 
luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan 
kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri, jadi tidak diartikan 
sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan 
juga meliputi tugas-tugas lainnya temasuk legislatif dan yudikatif.

Dengan kata lain membicarakan bagaimana pembagian kekuasaan serta 
hubungan antara lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara 
itu, dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat.

Seperti pernah disinggung dalam modul 2, ditinjau dari segi pembagian 
kekuasaannya, organisasi pemerintahan itu dibagi menurut garis horizontal 
dan vertikal.

b a b  V
Sistem Pemerintahan 

Menurut Undang-Undang 
Dasar 1945 (Periode I)
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Pembagian kekuasaan secara horizontal didasarkan atas sifat tugas yang 
berbeda-beda jenisnya yang menimbulkan berbagai macam lembaga di dalam 
suatu negara, sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal melahirkan dua 
garis hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem desentralisasi dan 
dekonsentrasi.

Pada garis besarnya sistem pemerintahan yang dilakukan pada negara-
negara demokrasi menganut sistem parlementer atau sistem presidensiil. Pada 
sistem parlementer, hubungan antara eksekutif dan badan perwakilan sangat 
erat. Hal ini disebabkan adanya pertanggung-jawaban para Menteri terhadap 
Parlemen, maka setiap Kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan 
kepercayaan dengan suara terbanyak dari Parlemen, yang berarti bahwa kebijak-
sanaan Pemerintah atau Kabinet tidak boleh menyimpang dari apa yang 
dikehendaki oleh Parlemen.

Jadi sistem parlementer ini lahir dari pertanggungjawaban Menteri. Dalam 
sistem pemerintahan ini, jika terjadi perselisihan antara Kepala Negara, Raja 
dengan Rakyat, maka Menterilah yang bertangungjawab terhadap segala tindakan 
raja. Selain itu, berdasarkan pertanggungjawaban politiknya, para Menteri harus 
bertanggungjawab terhadap seluruh kebijaksanaan pemerintah kepada Parlemen.

Sistem parlementer telah terjadi sejak permulaan abad ke-18 di Inggris 
(Menteri Walpde), yang akibatnya karena perselisihan yang terjadi antara 
Peme rintah dengan Parlemen, seorang Menteri yang tidak mendapat dukungan 
kepercayaan lagi dari Parlemen harus undur diri.

Dari sejarah ketatanegaraan, dapatlah dikatakan, bahwa sistem parlementer 
ini adalah kelanjutan dari bentuk negara Monarchi Konstitusionil di mana 
kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi. Karena itu dalam sistem parlementer, 
Raja atau Ratu dan Presiden, kedudukannya adalah sebagai Kepala Negara.

Yang disebut eksekutif dalam sistem parlementer adalah Kabinet yang 
terdiri dari Perdana Menteri dan Menteri-menteri bertanggungjawab sendiri 
atau bersama-sama kepada Parlemen. Kesalahan yang dilakukan oleh kabinet 
tidak dapat melibatkan Kepala Negara. Pertanggungjawaban Menteri kepada 
Parlemen tersebut dapat berakibat Kabinet meletakkan jabatan dan mengem-
balikan mandat kepada Kepala Negara manakala Parlemen tidak mempercayai 
lagi Kabinet.

Ciri sistem parlementer:
a.  Raja atau Ratu dan presiden adalah sebagai Kepala Negara.
 Kepala Negara tidak bertanggungjawab atas segala kebijaksanaan yang 

diambil oleh Kabinet.



61

b.  Eksekutif bertanggungjawab kepada legislatif 
 Yang disebut eksekutif di sini adalah Kabinet. Kabinet harus meletakkan 

atau mengembalikan mandatnya kepada Kepala Negara, manakala Parlemen 
mengeluarkan mosi tidak percaya kepada Menteri tertentu atau seluruh 
Menteri.

c.  Dalam sistem dua partai, yang ditunjuk sebagai pembentuk Kabinet dan 
sekaligus sebagai Perdana Menteri adalah Ketua Partai Politik yang meme-
nangkan pemilihan umum, sedangkan partai politik yang kalah akan duduk 
sebagai partai oposisi.

d.  Dalam sistem banyak partai, formatur Kabinet harus membentuk Kabinet 
secara koalisi, karena Kabinet harus mendapat dukungan kepercayaan dari 
Parlemen.

e.  Apabila terjadi perselisihan antara Kabinet dengan Parlemen dan Kepala 
Negara beranggapan Kabinet dalam pihak yang benar, maka Kepala Negara 
akan membubarkan Parlemen. Selanjutnya adalah tanggung jawab Kabinet 
untuk melaksanakan Pemilihan Umum dalam tempo 30 hari setelah pem-
bu baran itu. Akibatnya, apabila partai politik yang menguasai Parlemen 
menang dalam pemilihan umum tersebut, maka kabinet akan terus meme-
rintah. Sebaliknya apabila partai oposisi yang memenangkan Pemilu, maka 
dengan sendirinya Kabinet mengembalikan mandatnya dan partai politik 
yang menang akan membentuk partai baru.

Dalam negara-negara yang menganut sistem parlementer seperti tersebut 
di atas, kekuasaan kehakiman secara prinsipil tidak digantikan kepada lembaga 
eksekutif, karena tugas yang khusus serta untuk mencegah jangan sampai lem-
baga ini dipengaruhi oleh lembaga lainnya, agar ia dapat melakukan tugasnya 
dengan tidak berat sebelah.

Dalam tipe sistem Presidensiil, kedudukan eksekutif tidak tergantung ke-
pada badan perwakilan rakyat. Adapun dasar hukum dari kekuasaan eksekutif 
dikembalikan kepada pemilihan rakyat. Sebagai kepala eksekutif seorang Presiden 
menunjuk pembantu-pembantunya yang akan memimpin Departemen masing-
masing dan mereka hanya bertang-gung jawab kepada Presiden. Karena 
pembentukan Kabinet itu tidak tergantung dari badan perwakilan rakyat atau 
tidak memerlukan dukungan kepercayaan dari badan perwakilan rakyat, maka 
Menteri tidak bisa diberhentikan oleh badan perwakilan.

Sistem ini terdapat di Amerika Serikat yang mempertahankan ajaran 
Montesquieu, di mana kedudukan tiga kekuasaan negara yaitu legislatif, 
eksekutif dan yudikatif terpisah satu sama lain secara tajam dan saling menguji 
serta saling mengadakan perimbangan (check and balance).
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Kekuasaan membuat undang-undang ditangan Congress, sedangkan Presiden 
mempunyai hak veto terhadap undang-undang yang sudah dibuat. Kekuasaan 
eksekutif ada pada Presiden dan pemimpin-pemimpin Depar-temen adalah 
para Menteri yang tidak bertanggung jawab kepada Parlemen. Presiden dipilih 
oleh rakyat, maka sebagai kepala eksekutif ia hanya bertanggung jawab kepada 
para pemilih (rakyat).

Tugas peradilan dilakukan oleh badan-badan peradilan yang tidak boleh 
dipengaruhi oleh kekuasaan lain. Hakimnya diangkat seumur hidup selama 
kelakuannya tidak tercela dan ada sebagian yang dipilih oleh rakyat.

Latar belakang Amerika Serikat menganut sistem presidensiil adalah 
karena kebencian rakyat Amerika terhadap pemerintahan Raja George III, 
sehingga mereka tidak menghendaki negara Monarchie dan untuk mewujudkan 
kemerdekaannya dari pengaruh Inggris, maka mereka lebih suka mengikuti 
jejak Montesquieu dengan mengadakan pemisahan kekuasaan, sehingga tidak 
ada kemungkinan kekuasaan yang satu akan melebihi kekuasaan yang lainnya, 
karena dalam Trias Politica itu terdapat sistem Check and Balance.

Keuntungan dari sistem presidensiil ialah bahwa pemerintahan untuk 
jangka waktu yang ditentukan stabil. Namun di samping itu, sistem inipun 
memiliki kelemahan, yaitu kemungkinan terjadi apa yang ditetapkan sebagai 
tujuan negara menurut eksekutif bisa berbeda dari pendapat legislatif. Lagipula 
Pemilu yang diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat dan untuk memilih 
Presiden dilakukan untuk masa jabatan yang tidak sama, sehingga perbedaan 
pendapat yang timbul diantara para pemilih dapat mempengaruhi sikap dan 
keadaan lembaga. 

5.2  PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA
Kemerdekaan merupakan dasar bagi pembentukan suatu negara berdaulat. 
Kemerdekaan negara Republik Indonesia merupakan usaha terencana dan 
terpadu dari seluruh rakyat Indonesia serta berkat rahmat Tuhan Yang Maha 
Esa. Lahirnya negara Republik Indonesia tidak lepas dari situasi internasional 
pada masa itu, khususnya di kawasan Pasifik telah terjadi perang Pasifik antara 
pihak Sekutu dengan Jepang.

Usaha mencapai kemerdekaan dimulai puluhan tahun sebelum ada ‘Kebang-
kitan Nasional’ (1908) yang berisi kesadaran bernegara dan kehendak bersatu 
dalam satu bangsa, yaitu Indonesia. Kemudian diperkuat oleh “Sumpah Pemuda” 
28 Oktober 1928 yang berisi pengakuan untuk bersatu dalam Indonesia.

Situasi internasional secara langsung atau tidak mempengaruhi Indonesia 
pada waktu menjelang kemerdekaan, yaitu sejak pecahnya “Perang Pasifik”  
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7 Desember 1941, akibat serangan Jepang terhadap pangkalan Angkatan Laut 
Amerika di Pearl Harbour, Hawaii.

Sejak saat itu Jepang mulai mengadakan invasi atau agresi militer terhadap 
Kawasan Asia Tenggara hingga ke Indonesia yang saat itu masih dikuasai Belanda. 
Pada tanggal 10 Januari 1942 pihak Jepang menyerang kolonial Belanda di 
Indonesia. Akhirnya Belanda menerima kekalahan, maka pada tanggal 9 Maret 
1942 Jepang memulai kolonialisasi di bumi Indonesia yang meliputi seluruh 
wilayah Hindia Belanda.

Walaupun telah terjadi pergantian penguasaan pihak penjajah dari Belanda 
digantikan Jepang, tidak membuat para politisi bangsa Indonesia berhenti 
memperjuangkan untuk mendapatkan kemerdekaan.

Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, sejak tanggal 15 Agustus 1945 
terjadi kekosongan kekuasaan atau Vacuum of Power. Kekosongan tersebut oleh 
para pemimpin pergerakan digunakan untuk menyatakan kemerdekaan bangsa 
Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945 di depan gedung di Jl. Proklamasi 56 
Jakarta, bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan dan mengumumkan 
kepada dunia bahwa Indonesia merdeka.

5.3  ARTI PROKLAMASI KEMERDEKAAN BAGI BANGSA INDONESIA
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 adalah Sumber Hukum 
bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi Kemer-
dekaan itu telah mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang 
sampai Merauke. Namun negara yang diprokla-masikan kemerdekaannya itu 
bukanlah merupakan tujuan semata-mata, melainkan hanyalah alat untuk 
mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara, yakni membentuk masyarakat 
adil makmur berdasarkan Pancasila.

Adapun arti proklamasi secara garis besarnya adalah:
a.  Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia
b.  Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan, karena perjuangan telah 

banyak menghabiskan korban.
c.  Titik tolak dari pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat dan dimulainya 

pembangunan bagi seluruh rakyat.

Semenjak hari Proklamasi Kemerdekaan tersebut, sejarah bangsa Indonesia 
adalah sejarah suatu bangsa yang merdeka dan bernegara, juga sejarah bangsa 
Indonesia menyusun pemerintahannya.

Dasar-dasar pemerintahan suatu negara pada umumnya tercantum dalam 
Undang-Undang Dasar dari bangsa yang bersangkutan. Bangsa Indonesia 
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selama perkembangan sejarahnya pernah mengalami dua bentuk sistem 
pemerintahan, yaitu Sistem Parlementer (masa Konstitusi RIS dan masa Kons-
titusi UUDS 1950) dan Sistem Presidensiil (masa Konstitusi UUD 1945) . Bagi 
bangsa Indonesia, sejarah pemerintahannya dimulai sejak berlakunya UUD 
pertama, yaitu UUD Proklamasi 1945 (UUD 1945) pada tanggal 18 Agustus 1945.

Kita tidak dapat berbicara tentang organisasi negara tanpa ada peraturan 
yang menjadi landasan dasar negara. Karena bagi suatu negara yang tidak mem-
punyai peraturan yang dijadikan landasan atau dasar, tentu akan menimbulkan 
kekacauan di dalam negara tersebut, berarti apa yang menjadi cita-cita negara 
menuju masyarakat adil dan makmur, kiranya sulit untuk diwujudkan.

Hal ini dapat kita ibaratkan seperti kapal tanpa kemudi, tentu akan meng-
alami kesukaran dalam mencapai dermaga atau pelabuhan yang mereka tuju 
dan kemungkinan besar kapal tersebut akan tenggelam atau membentur batu 
karang di tengah lautan.

Peraturan yang menjadi landasan suatu negara itu, biasanya disebut Kons-
titusi atau Undang-Undang Dasar. Kita sebagai orang awam tentang hukum, 
tentu pemakaian kedua istilah tersebut akan menimbulkan pertanyaan pula 
bagi kita. Mengapa tidak dipakai atau ditetapkan salah satu saja diantaranya? 
Tentu hal ini ada alasannya.

Konstitusi (istilah Latin: Constitutio, Perancis dan Inggris Constitution dan 
Belanda: constitutie), berarti aturan-aturan pokok dan dasar tentang negara, 
bangunan negara dan tata negara, demikian pula aturan-aturan dasar lainnya 
yang mengatur kehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan suatu negara. 
(Simorangkir, 1983:2).

Hal ini ditegaskan oleh Prof. Wirjono Prodjodikoro yang mengatakan 
bahwa konstitusi memuat peraturan-peraturan pokok (fundamental) mengenai 
soko-soko guru atau sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar 
yang bernama negara.

Dilihat dari bentuknya, konstitusi ini ada yang tertulis dan adapula yang 
tidak tertulis. Yang tertulis adalah Undang-Undang Dasar, misalnya Undang-
Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Amerika Serikat dan lain seba-
gainya. Sedang yang tidak tertulis ialah kebiasaan-kebiasaan yang sering timbul 
dalam ketatanegaraan atau dapat juga disebut konvensi ketatanegaraan. Misal-
nya di Indonesia setiap tanggal 16 Agustus, Presiden Republik Indonesia 
menyampaikan pidato kenegaraan di muka sidang DPR, walaupun hal ini tidak 
diatur secara tegas di dalam UUD 1945.

Jika kita amati pada saat ini, hampir semua negara yang ada di dunia 
memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar. Umumnya penyusunan 
Undang-Undang Dasar tersebut dilakukan sebelum suatu negara dibentuk. 
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Selain itu biasanya di dalam Undang-Undang Dasar ditentukan juga tentang 
bagaimana cara penyelenggaraan negara untuk mencapai tujuannya. Jadi 
kehadiran suatu UUD sangat penting artinya bagi suatu negara.

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 
1945 disaksikan juga oleh PPKI, yang bertugas menyusun suatu konstitusi baru, 
bukan sebagai hasil peninggalan kolonialisme. Pada tanggal 18 Agustus 1945, 
PPKI mengadakan sidang dan menetapkan:
a.  Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
b.  Undang-Undang Dasar 1945
c.  Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Drs. 

Mohamad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
d.  Pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh komite nasional.

Sejak saat itu, secara formil sempurnalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Dengan terpenuhinya syarat-syarat pembentukan negara, maka  terbentuknya 
negara Indonesia sudah syah secara yuridis.

Namun demikian, ada kalanya yang ditetapkan di dalam Undang-Undang 
Dasar itu pada kenyataannya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal itu 
dapat timbul karena beberapa sebab, diantaranya:
a.  Karena situasi politik tertentu sehingga pemerintah sengaja menyimpang 

dari Undang-Undang Dasar.
b.  Karena ada perubahan nilai, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalam 

UUD itu tidak sesuai lagi dengan kebutuhan.

Kedua hal itu dapat berkembang ke arah yang lebih baik atau sebaliknya, 
itulah yang kita namakan dengan Dinamika Ketatanegaraan. Di Indonesia 
khususnya, perkembangan ketatanegaraan dapat dibagi dalam beberapa periode 
yaitu dimulai sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai sekarang. 
Walaupun demikian perlu diingat bahwa sebenarnya tonggak sejarah ketata-
negaraan Indonesia itu telah dipancang-kan jauh sebelum Proklamasi.

Periode perkembangan ketatanegaraan itu dapat dirinci:
a.  Periode berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945 - 27 

Desember 1949).
b.  Periode berlakunya Konstitusi Republik Indonesia serikat 1949 (27 

Desember 1949 - 17 Agustus 1950).
c.  Periode berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (17 Agustus 

1950 - 5 juli 1959).
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d.  Periode berlakunya kembali Undang-Undang Dasar  1945 ( 5 Juli 1959 - 
Sekarang). Pada periode ini terbagi lagi dalam:
1)  Periode Orde Lama (5 Juli 1959  - 11 Maret 1966)
2)  Periode Orde Baru (11 Maret 1966 - 20 Mei 1998)
3)  Periode Reformasi (20 Mei 1998 - sekarang).

Untuk lebih jelasnya, masing-masing periode tersebut di atas akan 
diuraikan pada pembahasan selanjutnya.

5.4  MASA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PERIODE I  
         (18 AGUSTUS 1945 -  27  DESEMBER 1949)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau lebih dikenal dengan 
UUD 1945 telah ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 
(PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan 
Republik Indonesia diumumkan.

Walaupun UUD 1945 ditetapkan sehari setelah Proklamasi Kemer-dekaan, 
namun perencanaan penyusunan Rancangan UUD 1945 sudah jauh hari sebelum 
diproklamasikan kemerdekaan negara. Hal itu terlihat dengan dilantiknya para 
anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 
(BPUPKI atau Dokuritsu Zyumbi Choosakai) pada tanggal 29 Mei 1945. Badan 
ini dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang atas desakan bangsa Indonesia.

Pembentukan susunan keanggotaan badan ini, semula dimaksudkan hanya 
untuk menyelidiki segala sesuatu yang bersangkutan dengan persiapan kemer-
dekaan Indonesia. Tetapi dalam sidang pertama (29 Mei - 1 Juni 1945) badan 
itu langsung membicarakan dasar Negara Indonesia merdeka dan Rancangan 
UUD Indonesia yang akan dibentuk.

Setelah sidang pertama selesai, dibentuklah panitia kecil atau Panitia Sem-
bilan, bertugas merumuskan hasil pembicaraan dalam sidang pertama, yaitu 
mengenai Rancangan UUD. Tepat pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia itu berhasil 
merumuskan rancangan yang akan dijadikan Pembukaan UUD. Rumusan 
Panitia itu diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter.

Pada sidang berikutnya (10-16 Juli 1945), BPUPKI membahas dan mene-
rima Piagam Jakarta sebagai Rancangan UUD negara yang akan dibentuk. 
Dengan selesainya sidang kedua ini berarti berakhir pulalah tugas BPUPKI. 
Pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 
(PPKI) atau Dokuritsu Zyumbi Iinkai, bertugas mempersiapkan segala sesuatu 
tentang kemerdekaan bangsa terutama UUD negaranya.

Sehari setelah diproklamasikan kemerdekaan negara RI, PPKI mengadakan 
sidang. Dalam sidang tersebut ditetapkanlah Piagam Jakarta hasil BPUPKI 
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(setelah diadakan perubahan dan penyempurnaan di sana sini) menjadi UUD 
Negara RI dengan nama UUD 1945.

Sebagai bahan perbandingan diadakannya perubahan-perubahan oleh PPKI 
antara Piagam Jakarta hasil BPUPKI menjadi Undang-Undang Dasar 1945, 
perubahan tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel Perbandingan Perubahan antara Piagam Jakarta  
dan Undang-Undang Dasar 1945

Perubahan 
Pada

Piagam  Jakarta Undang-Undang Dasar 1945

Bagian 
Pembukaan

a. Mukadimah
b. ... dalam suatu Hukum
    Dasar Negara Indonesia
c. ....dengan berdasarkan
    kepada Ketuhanan dengan
    kewajiban menjalankan
    syariat Islam bagi
    pemeluk-pemeluknya
d. Menurut dasar kemanusia-
    an yang adil dan beradab

a. Pembukaan
b. ...dalam suatu UUD 
    Negara Indonesia
c. ...dengan berdasarkan 
   kepada Ketuhanan Yang 
   Maha Esa

d. Kemanusiaan yang adil 
    dan beradab

Bagian 
Batang 
Tubuh:

a. Dua orang Wakil Presiden
b. Presiden harus seorang
    warga Indonesia asli dan
    beragama Islam 
c. Selama perang, pimpinan
    perang dipegang oleh 
    Jepang dengan persetujuan 
    pemerintah Indonesia.

a. Seorang wakil Presiden
b. Presiden harus seorang 
    Indonesia asli

c. Dihapuskan 

 
Dengan ditetapkan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, berarti sejak 

itu resmilah Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, sebab di dalam 
pembukaan UUD 1945 tepatnya pada alinea IV terkandung sila-sila dari 
Pancasila.

UUD 1945 dikatakan juga sebagai UUD yang tersingkat di dunia, karena 
selain terdiri dari 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan, 2 ayat Aturan Tambahan, 
juga hanya memuat aturan-aturan pokok atau aturan-aturan dasar saja, yang 
pelaksanaannya diserahkan kepada Undang-undang Organik yaitu undang-
undang yang melaksanakan setiap ketentuan yang terdapat dalam UUD.

Walaupun demikian UUD 1945 mempunyai sifat yang supel (fleksibel) 
artinya UUD ini tidak mudah ketinggalan jaman dan sekaligus dapat menye-
suaikan diri dengan perkembangan keadaan.
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Melihat kenyataan pada waktu itu, apalagi negara kita baru mempro-
klamasikan kemerdekaannya, berarti sejak itu mulai berlaku tata hukum yang 
berlaku, yaitu tata hukum Indonesia yang bersumber pada Pancasila dan UUD 
1945. Namun demikian untuk mengganti seluruh tata hukum tersebut diper-
lukan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu untuk menghindarkan terjadi 
suatu kekosongan hukum, maka UUD 1945 memuat pula Aturan Peralihan, 
yang dinyatakan pada pasal II bahwa “Segala badan negara dan peraturan yang 
ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD 
ini”, maksudnya adalah UUD 1945. 

a.  bentuk Negara
Kita mengenal dua istilah yang berbeda maknanya, yaitu bentuk negara dan 
bentuk pemerintahan. Bentuk negara dipergunakan untuk membedakan antara 
kesatuan dengan serikat atau federasi, sedangkan bentuk pemerintahan kita 
pergunakan untuk membedakan antara republik dengan kerajaan.

Salah satu ciri negara kesatuan adalah kedaulatan negara tidak terbagi, 
artinya kekuasaan untuk mengatur seluruh wilayah negara terletak pada satu 
tangan, yaitu pemerintah pusat. Walaupun pemerintah pusat mempunyai wewe-
nang untuk menyerahkan sebagian dari kekuasaannya pada pemerintah daerah, 
tetapi pada tahap akhir kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan pemerintah 
pusat.

Menurut pasal 1 ayat (1) UUD 1945 dikatakan bahwa Negara Indonesia 
adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Berdasarkan ketentuan itu 
kita mendapat kesan seolah-olah istilah republik itu bentuk negara. Memang 
pada masa UUD 1945 dibuat ada Sarjana Hukum Belanda yang menggunakan 
istilah republik untuk menyatakan bentuk negara. Mungkin para pembentuk 
UUD tersebut terpengaruh oleh pendapat Sarjana Hukum Belanda itu. Saat ini 
pada umumnya para ahli sepakat untuk membedakan kedua istilah tersebut 
seperti yang  dipergunakan di atas.

UUD 1945 menghendaki suatu bentuk negara kesatuan dengan sistem 
desentralisasi. Hal ini dapat disimak pada penjelasan pasal 18 UUD 1945, 
berbunyi sebagai berikut: “Oleh karena negara Indonesia itu suatu enheidsataats 
(negara kesatuan), maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah di lingkung-
annya bersifat staats juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi 
dan daerah-daerah yang bersifat otonom (streek dan local rechts gemeenschappen) 
atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya ini menurut aturan yang akan 
ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom 
akan diadakan badan perwakilan rakyat daerah, oleh karena di daerah pun 
akan bersendi atas dasar permusyawaratan”.
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Penjelasan pasal 18 tersebut di atas mengandung petunjuk-petunjuk bahwa:
a.  Negara Indonesia berbentuk negara kesatuan
b.  Daerah-daerah tidak bersifat negara
c.  Daerah bisa bersifat otonom atau administratif
d.  Di daerah otonom akan dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat

Untuk melaksanakan pasal 18 itu, pada tanggal 23 November 1945 telah 
dikeluarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah. 
Undang-undang itu merupakan peraturan pertama yang dikeluarkan oleh 
pembuat undang-undang nasional kita. Akan tetapi undang-undang itu masih 
sangat sederhana karena tidak mengatur pemerintahan daerah secara lengkap. 
Oleh karena itu pada tanggal 10 Juli 1948 diberlakukan undang-undang yang 
baru tentang pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 1948. 
Kemudian undang-undang ini telah diganti secara berturut-turut dengan 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1957, Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 dan 
Undang-Undang No. 5 Tahun 1974.

Adapun mengenai bentuk pemerintahan negara kita telah dinyatakan 
secara tegas yaitu Republik. Ada beberapa macam tolok ukur yang dipergunakan 
untuk membedakan apakah bentuk pemerintahan itu termasuk republik atau 
kerajaan. Salah satu diantaranya, yaitu cara pengisian jabatan Kepala Negara.

Kita sebut monarki atau kerajaan apabila jabatan Kepala Negara itu diisi 
menurut aturan-aturan tertentu melalui pewarisan dan kita nyatakan sebagai 
republik apabila jabatan Kepala Negara itu diisi dengan cara lain misalnya 
dengan Pemilu (dipilih).

b.  Sistem Pemerintahan
Sistem Pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang  Dasar 
1945, ialah:
a.  Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (Rechstaat), tidak ber-

dasarkan kekuasaan belaka.
b.  Sistem Konstitusional. Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum 

dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).
c.  Kekuasaan Negara yang tertinggi berada di tangan Majelis Permusya-

waratan Rakyat (Die gesamte Staatsgewalt liegt allein bei der majelis).

UUD 1945 menganut Sistem Pemerintahan Kabinet Presidensiil. Namun 
demikian, apa-apa yang ditetapkan di dalam UUD 1945, menurut kenyataan 
pada masa itu belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Mengingat pada 
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masa-masa setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia masih berada dalam 
suasana peralihan, karena itu sistem pemerintahan negara kita mempunyai corak 
tersendiri, yaitu dengan memberikan kekuasaan yang sangat luas pada Presiden.

Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan bernama “Majelis Permu-
syawaratan Rakyat”, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Majelis ini 
menetapkan Undang-Undang Dasar dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan 
Negara yang tertinggi. Presiden yang diangkat oleh Majelis tunduk dan 
bertanggungjawab kepada Majelis dan wajib menjalankan putusan-putusan.

Menurut pasal IV Aturan Peralihan bahwa sebelum MPR, DPR, dan DPA 
dibentuk menurut UUD ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan 
bantuan sebuah Komite Nasional. Dengan demikian kekuasaan Presiden pada 
saat itu dapat dirinci sebagai berikut:
a.  Presiden adalah pelaksana kedaulatan rakyat 
b.  Presiden berwenang menetapkan dan mengubah UUD
c.  Presiden melaksanakan kekuasaan pemerinatahan
d.  Presiden berwenang menetapkan GBHN
e.  Presiden membuat segala bentuk peraturan perundang-undangan
f.  Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR.

Selain itu juga Presiden dibantu oleh Menteri-menteri, Menteri Negara tidak 
bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden mengangkat dan 
memberhentikan Menteri-menteri Negara. Menteri-menteri tidak bertanggung-
jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukannya tidak tergantung pada 
Dewan tetapi pada Presiden.

Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Meskipun kepala negara ber-
tang gungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Ia bukan diktator, artinya 
kekuasaan tidak tak terbatas. Presiden juga harus memperhatikan mekanisme 
kerja Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat 
senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden.

Menteri-menteri Negara bukan pegawai biasa, meskipun kedudukan Men-
teri tergantung dari Presiden. Menteri mempunyai pengaruh besar terhadap 
Presiden dalam menentukan politik negara.

Di samping jabatan Presiden, yang ada pada saat itu hanyalah jabatan 
Wakil Presiden dan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). Baik Wakil 
Presiden maupun KNIP adalah pembantu Presiden. Jadi Presiden dapat melak-
sanakan kekuasaan dengan seluas-luasnya tanpa ada suatu imbangan dan 
pengawasan dari badan yang lain. Keadaan seperti ini berlangsung sampai 16 
Oktober 1945, yaitu dengan dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden Nomor  X.
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Maklumat Wakil Presiden tersebut menetapkan bahwa sebelum terben-
tuknya MPR dan DPR, maka KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut mene-
tapkan GBHN. Dengan adanya Maklumat tersebut, maka kekuasaan Presiden 
yang sangat luas (berdasarkan pasal IV Aturan Peralihan) menjadi berkurang. 
Kekuasaan tersebut kemudian beralih kepada Komite Nasional Indonesia Pusat, 
sekaligus mengubah kedudukan KNIP. Semula KNIP hanya sebagai pembantu 
Presiden kemudian menjadi suatu badan yang berkedudukan sebagai Parlemen.

C.  Munculnya Sistem Pemerintahan Parlementer
Pada tanggal 11 Nopember 1945 Badan Pekerja KNIP mengusulkan kepada 
Presiden tentang sistem pertanggungjawaban Menteri-menteri kepada Parlemen. 
KNIP mengusulkan  hal tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain:
a.  Bahwa dalam UUD 1945 tidak terdapat pasal baik yang mewajibkan atau-

pun melarang para Menteri bertanggung jawab kepada Badan Perwa kilan 
Rakyat (Parlemen).

b.  Meletakkan pertanggungjawaban Menteri kepada Badan Perwakilan Rakyat 
itu adalah suatu jalan untuk memberlakukan kedaulatan rakyat. 

Presiden kemudian menerima usul tersebut, terbukti dengan dikeluarkan 
Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945, yang menjelaskan bahwa 
prinsip pertanggungjawaban Menteri-menteri secara resmi diakui. Menteri-
menteri kemudian menjadi anggota Kabinet yang dipimpin oleh seorang 
Perdana Menteri. Kabinet atau Dewan Menteri tersebut tidak lagi bertanggung 
jawab kepada Presiden, tetapi bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan 
Rakyat, yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Hal ini berarti telah terjadi perubahan sistem pemerintahan, yaitu dari 
sistem pemerintahan Kabinet Presindensiil menjadi Parlementer. Sebagai akibat 
perubahan itu maka Kabinet yang dipimpin oleh Presiden Soekarno meletakkan 
jabatan dan diganti oleh Kabinet yang baru yaitu Kabinet yang dipimpin oleh 
Sutan Syahrir (sebagai Perdana Menteri).

Namun demikian selama periode itu sekurang-kurangnya pernah dua kali 
terjadi perpindahan kekuasaan pemerintah dari tangan Perdana Menteri 
kepada Presiden, yaitu: 

Tanggal 29 Juni 1946 melalui Maklumat Presiden No. 1 Tahun 1946, isinya 
antara lain bahwa berhubung dengan kejadian-kejadian di dalam negeri yang 
membahayakan negara, maka Presiden dengan persetujuan Kabinet di dalam 
sidang tanggal 28 Juni 1946 mengambil alih kukuasaan pemerintahan sepenuh-
nya untuk sementara waktu. Hal itu berlangsung sampai tanggal 2 Oktober 1946. 
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Setelah keadaan dianggap normal, maka Presiden menunjuk kembali Sutan 
Syahrir untuk memimpin Kabinet. 

Terjadi pada tanggal 27 Juni 1947 yaitu ketika tersiar berita tentang rencana 
Jenderal Spoor hendak melancarkan serangan umum terhadap negara Republik 
Indonesia. oleh karena itu Presiden mengambil alih kekuasaan pemerintah 
sepenuhnya untuk sementara waktu. Tindakan ini disetujui oleh Kabinet dan 
kemudian ditetapkan dengan Maklumat Presiden No. 6 tahun 1947. Keadaan 
ini hanya berlangsung selama satu minggu. 



73

SepeRti diketahui bahwa kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
diproklamasikan pada saat menyerahnya Jepang kepada sekutu. Belanda yang 
masih berniat menjajah Indonesia menggunakan kesempatan untuk membon-
ceng tentara sekutu yang bertugas melucuti senjata tentara Jepang di Indonesia.

Dengan siasatnya itu ternyata Belanda berhasil menduduki beberapa 
daerah di Indonesia dan berusaha untuk mengembalikan pemerintahan seperti 
halnya pada jaman Hindia Belanda. Kemudian Belanda mendirikan beberapa 
negara boneka seperti:
1.  Negara Indonesia Timur
2.  Negara Sumatra Timur
3.  Negara Sumatra Selatan
4.  Negara Pasundan
5.  Negara Madura dan beberapa daerah lain yang masih dalam persiapan.

Pada tanggal 5  Juli 1946 di kota Ujungpandang, diadakan upacara penye-
rahan tanggungjawab atas Kalimantan, Timur Besar, Bangka dan Belitung dari 
pimpinan Angkatan Perang Negara Sekutu kepada pemerintah Hindia Belanda 
di bawah pimpinan Dr. J. Van Mook. Pada tanggal 16 Juli 1946 mulailah dibuka 
Konferensi Malino yang berlangsung hingga tanggal 25 Juli 1946. Disusul 
Konferensi Pangkal Pinang yang berlangsung dari tanggal 1 - 12 Oktober 1946 
khusus untuk mendengar pendapat golongan minoritas dalam wilayah yang 
diketuai Belanda.

Dengan politik federalisme ini Belanda bermaksud memperlemah kedu-
dukan Republik Indonesia. Politik ini dipertahankannya terus dalam semua 
perundingan yang diadakan dengan Republik Indonesia.

b a b  VI
Sistem Pemerintahan 

Menurut Konstitusi Republik 
Indonesia Serikat (RIS) 1949
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Negara-negara tersebut bergabung dengan Belanda dalam Bijeenkomst 
voor Federal Overleig (BFO), atau Pertemuan  untuk Permusyawaratan Federal. 
Di samping itu, Belanda juga berusaha mempersempit wilayah dan kekuasaan 
Pemerintah Republik Indonesia melalui tekanan-tekanan politik, seperti dalam 
Persetujuan Linggarjati dan Persetujuan Renville.

Tetapi usaha-usaha Belanda tersebut pada kenyataan tidak dapat menia-
dakan keberadaan Pemerintah Negara Republik Indonesia, sehingga akhirnya 
Belanda melancarkan kekerasan bersenjata. Agresi militer Belanda itu justru 
makin meningkatkan kedudukan politis dan militer Republik Indonesia, sehingga 
mengundang PBB ikut campur tangan untuk penyelesaian perselisihan tersebut.

Untuk itu pada tanggal 23 Agustus 1949 - 2 Nopember 1949 diadakan 
Konferensi Meja Bundar di Den Haag, yaitu antara pihak Indonesia dengan 
Belanda.

Hasil pokok konferensi tersebut adalah:
Didirikannya Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). 1. 
Penyerahan (pengakuan) kedaulatan Pemerintah Belanda kepada 2. 
Republik Indonesia Serikat
Didirikannya Uni antara RIS dan Belanda3. 

Di samping itu, delegasi Republik Indonesia bersama delegasi negara-negara 
yang tergabung dalam BFO telah membuat Rancangan Undang-Undang Dasar 
untuk Negara Republik Indonesia Serikat yang akan dibentuk. Setelah mendapat 
pengesahan dari badan-badan perwakilan rakyat dan pemerintah daerah bagian 
masing-masing di Indonesia, maka pada tanggal 14 Desember 1949 Piagam 
Undang-Undang Dasar atau Konstitusi ditandatangani oleh Pemerintah masing-
masing.

Kemudian diberlakukanlah Undang-Undang Dasar atau Konstitusi RIS 
pada tanggal 27 Desember 1949, bertepatan saatnya penyerahan (pengakuan) 
kedaulatan. Maka sejak tanggal 27 Desember 1949, Negara Republik Indonesia 
menjadi salah satu dari 16 negara bagian Negara Republik Indonesia Serikat.

6.1  BENTUK NEGARA
Bentuk Negara RIS ialah Negara Serikat (Federasi) dan bentuk pemerintahannya 
ialah Republik. Kedaulatan negara dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama 
dengan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Konstitusi RIS terdiri atas Mukadimah, 197 pasal dan sebuah Lampiran. 
Konstitusi ini masih bersifat sementara, hal itu terlihat dalam pasal 186 yang 
menetapkan bahwa Konstituante (sidang pembuat konstitusi) bersama-sama 
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dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Konstitusi Republik Indonesia 
Serikat yang akan menggantikan konstitusi sementara ini. Menurut pasal 1 ayat  
(1) menyatakan bahwa RIS adalah suatu negara hukum yang demokratis dan 
berbentuk Federasi. Atas bunyi pasal tersebut dapat dipahami bahwa Indonesia 
berbentuk Negara Federasi (Serikat) dan Pemerintahannya berbentuk Republik. 
Dalam ayat berikutnya, disebutkan bahwa “Kedaulatan RIS adalah ditangan 
rakyat dan dikakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwa-
kilan Rakyat dan Senat”. Hal ini berarti bahwa RIS juga merupakan suatu Negara 
Demokrasi.

Selanjutnya pasal 2 Konstitusi RIS menetapkan bahwa Republik Indonesia 
Serikat meliputi:

A.   Tujuh negara bagian, yaitu:
1)  Negara Republik Indonesia
2)  Negara Indonesia Timur
3)  Negara Pasundan, termasuk distrik federal Jakarta
4)  Negara Jawa Timur
5)  Negara Madura
6)  Negara Sumatra Selatan
7)  Negara Sumatra Timur

B.   Sembilan satuan kenegaraan yang tegak sendiri, yaitu:
1)  Jawa Tengah 4)  Riau   7)  Kalimantan Timur 
2)  Bangka  5)  Kalimantan Barat 8)  Dayak Besar
3)  Belitung  6)  Kalimantan Tenggara 9)  Daerah Banjar

C.  Daerah-daerah Indonesia selebihnya yang bukan daerah-daerah bagian.

Yang dimaksud dalam point B adalah daerah-daerah yang masih dalam 
per siapan untuk dibentuk suatu negara, belum mempunyai Undang-Undang 
Dasar dan pemerintahan sendiri. Baik point A maupun point B adalah daerah-
daerah bagian yang berhak untuk menentukan nasibnya sendiri untuk 
bergabung dalam ikatan RIS, sedangkan yang dimaksud dalam point C, adalah 
daerah bekas keresidenan Irian Barat. 

Seperti diketahui, pada Konferensi Meja Bundar (KMB) ditentukan antara 
lain bahwa status Irian Barat akan ditentukan selambat-lambatnya dalam waktu 
satu tahun setelah ditandatanganinya Persetujuan KMB tersebut. Tetapi pada 
kenyataannya Irian Barat baru resmi masuk ke dalam wilayah Negara Republik 
Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963, setelah melalui perjuangan Trikora.
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6.2  SISTEM PEMERINTAHAN
Menurut ketentuan pasal-pasal yang tercantum dalam Konstitusi RIS, sistem 
pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan Kabinet Parlementer.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam sistem ini, Kabinet 
bertanggungjawab kepada Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat dan 
apabila pertanggungjawaban itu tidak diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat, 
maka Dewan Perwakilan Rakyat dapat membubarkan Kabinet tersebut.

Sebaliknya untuk mengimbangi hal itu, Pemerintah dapat membubarkan 
Dewan Perwakilan Rakyat, apabila dianggap tidak memenuhi pertanggung-
jawaban yang diberikan atau tidak mewakili kehendak rakyat. Pembubaran itu 
biasanya diikuti dengan Pemilihan Umum untuk mengisi dan membentuk 
Dewan Perwakilan Rakyat yang baru. Apabila DPR yang baru tidak dapat 
menerima kebijaksanaan Kabinet atau Pemerintah, maka Kabinet bubar.

Jadi dalam sistem pemerintahan Kabinet Parlementer terdapat hubungan 
yang sangat erat antara Dewan Perwakilan Rakyat disatu pihak dengan Peme-
rintah dilain pihak, yang masing-masing sebagai bagian badan legislatif dan 
badan eksekutif. Adapun pertanggungjawaban ini tidak berarti bahwa badan 
eksekutif harus mengikuti seluruh kemauan badan legislatif, tetapi harus mem-
punyai kebebasan untuk menentukan kebijaksanaan pemerintahannya. Pada 
waktu itu badan legislatif setiap waktu dapat meminta pertanggungjawaban 
terhadap pemerintah atau badan eksekutif, begitu juga dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat.

Tugas Pemerintah ialah menyelenggarakan kesejahteraan Indonesia dan 
teristimewa mengurus konstitusi Undang-Undang Federal dan peraturan-per-
aturan yang lain. Presiden RIS ialah Kepala Negara dan dipilih oleh orang-orang 
yang dikuasakan oleh Pemerintah Daerah bagian. Pemilihan Presiden RIS yang 
pertama telah dilangsungkan di Yogyakarta pada tanggal 16 Dsember 1949, 
yang terpilih yaitu Presiden Soekarno.

Sistem Kabinet RIS ialah Kabinet yang bertanggungjawab. Salah satu ciri-
nya ialah bahwa Presiden merupakan unsur dari pemerintah, namun ia tidak 
dapat diganggu gugat. Kabinet RIS tidak dapat dipaksa meletakkan  jabatannya 
oleh DPR Sementara RIS yang dibentuk berdasarkan pasal 109 dan 110. 
Menurut ketentuan ini penunjukan anggota-anggota untuk DPR pertama dari 
daerah-daerah bagian di luar daerah-daerah RI, diatur dan diselenggarakan 
dengan perundingan bersama oleh daerah yang  bersangkutan.

Senat adalah perwakilan-perwakilan daerah. Setiap daerah bagian mem-
punyai dua anggota senat, yang berhak mengeluarkan masing-masing satu suara  
dalam senat. Penunjukan anggota-anggota senat dilakukan oleh pemerintah 
daerah bagian dari daftar yang diajukan oleh masing-masing Perwakilan Rakyat.
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DPR adalah perwakilan seluruh rakyat Indonesia dan terdiri dari 150 
anggota, yang terbagi atas 50 anggota dari negara bagian RI dan 100 anggota 
dari daerah-daerah selebihnya, yang ditentukan atas dasar perundingan bersama. 
Kewenangan utama DPR adalah dalam bidang pembuatan UU. Larangan 
merangkap bagi anggota DPR adalah sama dengan yang ditentukan terhadap 
para anggota senat.

Konstituante bersama-sama dengan pemerintah secepatnya menetapkan 
Konstitusi RIS yang akan menggantikan konstitusi sementara tersebut. Konsti-
tuante dibentuk dengan jalan memperbesar DPR dan Senat baru yang ditunjuk 
dengan anggota-anggota luar biasa sebanyak jumlah anggota Majelis itu. 
Masing-masing anggota luar biasa dipilih atau ditunjuk atau diangkat oleh rapat 
gabungan DPR dan Senat, keduanya dengan jumlah anggota dua kali lipat, 
itulah Konstituante.

Ciri-ciri pemerintahan Kabinet Parlementer dapat diuraikan sebagai 
berikut:
1)  Kedudukan Kepala Negara tidak dapat diganggu gugat
2)  Kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri dan bertanggungjawab kepada 

Parlemen
3)  Susunan anggota dan program Kabinet didasarkan atas suara terbanyak 

dalam Parlemen
4)  Masa jabatan Kabinet tidak ditentukan lamanya
5)  Kabinet dapat dijatuhkan setiap waktu oleh Parlemen, dan sebaliknya 

Pemerintah dapat membubarkan Parlemen.

Dengan demikian yang membedakan sistem pemerintahan Kabinet Pre-
sidensiil dengan Kabinet Parlementer adalah:
1)  Dalam sistem pemerintahan parlementer, Presiden tunduk dan berada 

dibawah pengawasan Parlemen, sedangkan dalam sistem pemerintahan 
presidensiil, pemerintah tidak tunduk kepada Parlemen atau DPR.

2)  Dalam sistem pemerintahan presidensiil, yang menjadi Kepala Negara 
pasti seorang Presiden, sedangkan dalam sistem pemerintahan parlementer 
yang menjadi kepala negara bisa Presiden, Raja, Kaisar dan sebagainya.

Sejarah sistem pemerintahan kabinet parlementer di Indonesia telah dimulai 
sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 periode pertama.  Tepatnya sejak 
dikeluarkan Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945. Akibatnya 
kekuasaan pemerintahan bergeser dari tangan Presiden kepada Menteri atau 
Menteri-menteri. Setiap undang-undang yang dikeluarkan harus terdapat tanda 
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tangan serta Menteri (Contra Seign Menteri). Dengan demikian Presiden tidak 
dapat diganggu gugat. Oleh karena itu yang bertanggung jawab dalam penetapan 
suatu undang-undang adalah para menteri, baik sendiri-sendiri maupun secara 
bersama-sama. 

Pada masa berlakunya Undang-undang Dasar 1945 periode pertama, yang 
dimaksud dengan badan legislatif adalah Komite Nasional Indonesia Pusat 
(KNIP).  Sedangkan pada masa Konstitusi RIS, badan legislatif adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat dan senat.

Senat adalah suatu badan perwakilan yang mewakili negara-negara bagian.  
Untuk setiap negara bagian, hanya boleh diwakili oleh dua orang. Namun demi-
kian tidak semua penetapan undang-undang melibatkan Senat,  sebab Senat 
hanya bertugas membentuk peraturan-peraturan tentang hal-hal yang khusus, 
mengenai satu, beberapa atau semua daerah bagian atau bagian-bagiannya, 
ataupun yang khusus mengenai hubungan antara Republik Indonesia Serikat 
dengan daerah-daerah bagiannya.  Hal-hal yang tidak merupakan pengaturan 
di atas, ditetapkan oleh Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Alat-alat perlengkapan negara yang ada menurut Konstitusi RIS dapat 
dirinci sebagai berikut:
1)  Presiden/Wakil Presiden
2)  Menteri-menteri (Kabinet)
3)  Senat
4)  Dewan Perwakilan Rakyat
5)  Mahkamah Agung

Meskipun Konstitusi RIS menganut sistem pemerintahan Kabinet Parle-
menter, namun tidak samua ciri-ciri parlementer terdapat di dalamnya.  Misal-
nya, mengenai sebuah pembubaran Parlemen atau Dewan Perwakilan rakyat. 
Dalam Konstitusi RIS tidak terdapat ketentuan yang memberikan kekuasaan 
kepada Presiden untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.  Berlainan 
halnya dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang akan dibahas 
nanti.
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SebenaRnya sejak semula rakyat Indonesia memang menghendaki 
kesatuan yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. 
Pembentukan RIS tetap dipandang sebagai hasil politik Belanda. Hal ini terbukti 
pada masa RIS timbul  demonstrasi dan tuntutan-tuntutan untuk kembali kepada 
bentuk negara kesatuan. Rakyat berpen-dapat bahwa timbulnya federalisme di 
Indonesia adalah akibat strategi Belanda untuk memecah belah dan memper-
lemah kedudukan Republik yang masih muda ini.

Oleh karena itu Negara Jawa Timur mengusulkan untuk penyerahan tugas-
tugas pemerintahannya kepada pemerintah federal berdasarkan pasal 44 
Konstitusi RIS. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Perubahan daerah suatu 
daerah bagian, termasuk menggabungkan diri kepada suatu daerah menurut 
aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang Federal”.  Berdasarkan usulan 
Negara Jawa Timur tersebut, maka Pemerintah Federal mengeluarkan Undang-
Undang Darurat yang mengatur penyerahan tugas-tugas Pemerintahan Jawa 
Timur kepada Pemerintah Federal.

Tindakan Negara Jawa Timur tersebut kemudian diikuti oleh Pemerintah 
Negara Pasundan dan Negara Sumatera Selatan, sementara itu tuntutan rakyat 
menghapuskan daerah-daerah bagian yang didirikan di daerah-daerah bekas 
pendudukan Belanda itu semakin mendesak. Mereka menuntut untuk bergabung 
dengan Pemerintah Negara Republik Indonesia.  Atas desakan-desakan tersebut, 
maka pada tanggal 8 Maret 1950 Pemerintah mengatur tentang cara-cara per-
ubahan susunan kenegaraan bagi wilayah Negara Republik Indonesia Serikat. 
Berdasarkan Undang-Undang Darurat tersebut, praktis daerah-daerah bagian 
lainnya meng-gabungkan diri. 

Penggabungan itu memerlukan UU Federal. Terdesak oleh pergolakan-
pergolakan yang terjadi di negara bagian, maka Pemerintah RIS akhirnya 

b a b  VII
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menetapkan Undang-Undang Darurat  No. 11 tanggal 8 Maret 1950 tentang 
Cara Perubahan Susunan Kenegaraan Wilayah RIS.

Selain ditentukan melalui Pemilihan Umum, Undang-undang Darurat ini 
memungkinkan perubahan melalui prosedur, sehingga pada akhirnya Republik 
Indonesia Serikat hanya terdiri atas tiga negara bagian saja, yaitu:
1)  Negara Republik Indonesia
2)  Negara Indonesia Timur
3)  Negara Sumatera Timur

Tetapi akhirnya kedua negara bagian inipun masih memberikan mandat 
penuh kepada Pemerintah Federal untuk mengadakan perundingan dengan 
Pemerintah Republik Indonesia atas nama mereka. Pada tanggal 19 Mei 1950 
dicapai kesepakatan, kemudian ditandatangani dan dituangkan dalam sebuah 
piagam persetujuan. Piagam Persetujuan Pemerintah RIS dan Pemerintah RI 
yang menetapkan antara lain bahwa Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan 
Republik Indonesia  diperoleh dengan menggubah Konstitusi RIS, sedemikian 
rupa sehingga esensi UUD 1945 ditambah dengan bagian-bagian yang baik 
dari konstitusi RIS.

Piagam Persetujuan itu antara lain menyatakan bahwa kedua belah pihak 
menyetujui dalam waktu sesingkat-singkatnya akan melaksanakan Negara 
Kesatuan, sebagai penyamaan dari Republik Indonesia berdasar-kan Proklamasi 
17 Agustus 1945. Dinyatakan bahwa Undang-undang Dasar Negara Kesatuan 
yang akan dibentuk itu diperoleh dengan cara memasuk-kan unsur-unsur 
Undang-Undang Dasar 1945, ditambah bagian-bagian yang baik dari Konstitusi 
Republik Indonesia Serikat.

Piagam di atas juga memuat prinsip-prinsip yang akan dicantumkan di 
dalam Undang-Undang Dasar Sementara, antara lain sebagai berikut:
1)  Penghapusan Senat
2)  Dewan Perwakilan Rakyat Sementara terdiri atas gabungan Dewan Perwa-

kilan Rakyat RIS dan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-
KNIP). Tambahan anggota atas petunjuk Presiden dipertim-bangkan lebih 
jauh oleh kedua pemerintah.

3)  Dewan Perwakilan Rakyat Sementara bersama-sama dengan Komite 
Nasional Indonesia Pusat, dinamakan Majelis Perubahan Undang-Undang 
Dasar, mempunyai hak mengadakan perubahan-perubahan dalam Undang-
Undang Dasar baru.

4)  Konstituante  terdiri dari anggota-anggota yang dipilih dengan mengadakan 
pemilihan umum berdasarkan atas satu orang anggota untuk tiap-tiap 
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300.000 penduduk, dengan memperhatikan perwakilan yang pantas bagi 
golongan minoritas.

5)  Presiden ialah Presiden Soekarno.
6)  Dewan Menteri harus bersifat Kabinet Parlementer.
7)  Tentang jabatan Wakil  Presiden  dalam  negara kesatuan selama masa 

sebelum Konstituante terbentuk, Pemerintah RIS akan mengadakan tukar 
pikiran lebih lanjut.

Berdasarkan persetujuan tersebut di atas, kemudian dibentuk bersama 
antara Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Republik Indonesia (RI) untuk me-
nyusun Rancangan Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan.

Pada tanggal 30 Juni 1950 hasil pekerjaan Panitia Bersama itu disampaikan 
kepada Pemerintah RIS dan Pemerintah RI. Setelah diadakan perubahan ter-
hadap hasil pekerjaan Panitia tersebut oleh kedua pemerintah, lalu dijadikan 
Rancangan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan diajukan 
kepada DPR dan Senat, serta BP-KNIP. 

Undang-Undang Federal yang memuat naskah UUDS RI ialah Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1950 dan mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950.

UUDS RI adalah formil sebuah perubahan konstitusi RIS. Perubahan itu 
sedemikian rupa sehingga struktur RI yang menurut Konstitusi RIS bersifat 
federal, berubah menjadi Negara Kesatuan. Prosedur yang ditempuh ialah 
prosedur perubahan konstitusi seperti yang ditetapkan dalam pasal 190 dan 
191 Konstitusi RIS.

Oleh karena itu menurut pasal 190 Konstitusi RIS bahwa perubahan 
Konstitusi RIS hanyalah dapat dilakukan oleh Undang-Undang Federal. Untuk 
memenuhi ketentuan ini, maka pada tanggal 15 Agustus 1950, Presiden dan 
Menteri Kehakiman RIS menandatangani Undang-undang Federal Nomor 7 
Tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 No. 56).

Dua hari kemudian tepatnya tanggal 17 Agustus 1950 diberlakukanlah 
Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia, ber-
isikan mukadimah dan 146 pasal.

Apabila dibandingkan dengan konstitusi RIS dan UUD 1945 periode per-
tama, maka ternyata UUDS ini tidak mengenal adanya Senat dan Dewan 
Pertimbangan Agung. Selain itu juga UUDS tidak mengenal adanya MPR. 
Berbeda dengan konstitusi RIS dalam UUDS RI tidak ada pasal yang menegaskan 
siapakah yang dimaksud dengan Pemerintah.
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7.1  BENTUK NEGARA
Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menyatakan 
bahwa “Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara 
hukum yang demokrasi dan berbentuk negara kesatuan”.

Berdasarkan bunyi ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa Indonesia 
berbentuk negara kesatuan dan pemerintahannya berbentuk republik. Di situ 
disebutkan pula negara yang demokrasi, berarti mengakui kedaulatan berada 
di tangan rakyat. Hal itu ditegaskan pada ayat berikutnya, bahwa “Kedaulatan 
Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh Pemerintah 
bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Ketentuan ini agaknya berbeda daripada umumnya, sebab biasanya hanya 
Dewan Perwakilan Rakyat yang dinyatakan sebagai pemegang kedaulatan 
rakyat.

7.2  SISTEM PEMERINTAHAN
Sama halnya dengan Konstitusi RIS, maka Undang-Undang Dasar Sementara 
1950 juga menganut Sistem Pemerintahan Kabinet  Parlementer  Hal tersebut 
dapat dilihat dari ketentuan sebagai berikut :

Pasal 83
(1)   Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat 
(2) Menteri-menteri bertanggung jawab atas keseluruhan kebijaksanaan peme-

rintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk 
bagian-bagiannya sendiri.

Pasal 84
Presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat, keputusan Presiden 
yang menyatakan pembubaran itu, memerintahkan pula untuk mengadakan 
pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat baru dalam 30 hari.

Mengenai alat-alat perlengkapan negara yang ada menurut UUDS 1950, 
selengkapnya adalah sebagai berikut:
1)  Presiden dan Wakil Presiden 
2)  Menteri-menteri
3)  Dewan Perwakilan Rakyat
4)  Mahkamah Agung
5)  Dewan Pengawas Keuangan
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Menurut ketentuan pasal 45 ayat 4 UUDS 1950, maka untuk pertama kali 
Wakil Presiden diangkat oleh Presiden atas anjuran yang diusulkan oleh DPR. 
Atas dasar ketentuan ini, maka anjuran DPR dengan keputusan Presiden RI 
tanggal 16 Oktober 1950 No. 27 telah diangkat Drs. Mohammad Hatta sebagai 
Wakil Presiden. 

Tugas Wakil Presiden:
1.  Membantu Presiden (pasal 45 ayat 2 UUDS RI)
2.  Menggantikan Presiden sampai habis waktunya, jika Presiden mangkat, 

berhenti atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya. 

Jelaslah menurut UUDS, Wakil Presiden adalah pejabat yang menja-lankan 
tugas Presiden, jika Presiden mangkat, berhenti atau berhalangan. 

Kekuasaan untuk membuat perundang-undangan atau legislatif dilaksa-
nakan Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (pasal 89). 
Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak untuk mengajukan Rancangan 
Undang-Undang. Selama masa berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 
1950, hak tersebut pernah digunakan oleh DPR sebanyak delapan kali. Setiap 
Rancangan Undang-Undang yang telah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
baru mempunyai kekuatan sebagai undang-undang, apabila telah disahkan 
oleh Presiden.

Dalam negara yang menganut paham demokrasi, penyelenggaraan Pemi-
lihan Umum, merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditawar lagi. Dalam 
Pemilihan Umum, rakyat sebagai pemegang kedaulatan memilih wakil-wakil-
nya untuk memperjuangkan aspirasi dan kehendak lembaga Dewan Perwakilan 
Rakyat.

Berdasarkan pasal 58 dikatakan bahwa Pemilihan Umum tersebut diatur 
dengan undang-undang. Oleh karena pada masa itu belum ada undang-undang 
yang mengaturnya, maka untuk pertama kali keanggotaan Dewan Perwakilan 
Rakyat tersusun atas:
1)  Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat RIS
2)  Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota Senat
3)  Ketua, Waklil Ketua dan Anggota-anggota Badan Pekerja Komite Nasional 

Indonesia Pusat
4)  Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota Dewan Pertimbangan Agung.

Keseluruhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada waktu itu berjumlah 
236 orang. Dengan demikian, sukar untuk mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat 
yang keanggotaannya tidak diisi melalui pemilihan umum dapat mencerminkan 
aspirasi politik rakyat. Unsur-unsur Dewan Perwakilan Rakyat yang beraneka 



84 dr. Rahman Mulyawan

ragam itu, mempengaruhi pula kedudukan Kabinet  sebagai akibat dianutnya 
sistem pemerintahan Kabinet Parlementer. Pada saat itu pembubaran Dewan 
Perwakilan Rakyat oleh Presiden belum dimungkinkan, karena belum ada 
undang-undang tentang Pemilihan Umum. Baru pada tanggal 1 April 1953 
dapat diumumkan Undang-undang tentang Pemilihan Umum, yaitu Undang-
undang No. 7 Tahun 1953.

Pada tanggal 29 September 1955 diselenggarakan Pemilihan Umum untuk 
yang pertama kali di Indonesia. Dengan demikian diharapkan jumlah partai 
politik akan mengecil, karena partai-partai kecil akan tenggelam dalam per-
saingan. Tetapi pada kenyataan, setelah Pemilihan Umum jumlah partai-partai 
politik semakin banyak. Akibatnya kedudukan kabinet sama buruknya dengan 
sebelum diselenggarakannya Pemilihan Umum. 

Sama halnya dengan Konstitusi RIS, maka sistem Kabinet ialah Kabinet 
Parlementer yang bertanggung jawab kepada Presiden. Adapun perbedaannya 
adalah:
1)  DPR RI pertama dapat memaksa kabinet atau masing-masing menteri 

meletakkan jabatannya. Sebagai imbangannya, maka Presiden berhak 
membubarkan DPR (pasal 84 UUDS RI)

2) Kabinet UUDS RI tidak mengenal adanya Menteri-menteri yang berke-
dudukan khusus. Untuk merundingkan bersama-sama kepentingan umum, 
Menteri-menteri bersidang dalam Dewan Menteri atau dalam hal Perdana 
Menteri berhalangan.

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Menteri adalah sama dengan 
syarat-syarat bagi jabatan Presiden dan Wakil Presiden, hanya batas umur 
ditetapkan 25 tahun. Larangan  merangkap jabatan bagi Presiden dan Wakil 
Presiden serta Menteri ditetapkan dalam pasal 55 UUDS RI. 

Mengenai Pemilihan Umum yang pertama yang diselenggarakan di 
Indonesia untuk pemilihan anggota DPR dan Konstituante telah diadakan pada 
tanggal 21 September 1955 untuk memilih anggota DPR RI.
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Sejak diberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dengan tegas 
menyatakan dirinya masih bersifat sementara, setelah itu akan muncul suatu 
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang tetap. Mengenai konstitusi 
baru ini, pasal 134 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menyatakan bahwa: 
“Konstituante bersama-sama Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-undang 
Dasar Sementara ini”.

Dalam penentuan anggota Konstituante, akan dipilih melalui pemilihan 
umum. Dan pemilihan umum untuk Konstituante itu diadakan pada bulan 
Desember 1955, yaitu dua bulan setelah pemilihan umum untuk Dewan 
Perwakilan Rakyat selesai. Pada tanggal 10 Nopember 1956 sidang pertama 
Konstituante dibuka oleh Presiden Soekarno di Bandung, disertai harapan 
Konstituante dapat menyelesaikan tugasnya dengan cepat.

Tetapi semenjak itu Konstituante justru menjadi tempat perdebatan yang 
tidak berkesudahan, karena hasil kerja Konstituante sangat sulit diselesaikan. 
Hal-hal tersebut di atas makin mendorong Presiden Soekarno untuk merealisir 
konsepnya mengenai Demokrasi Terpimpin. Pemunculan konsep demokrasi  
terpimpin itu disebabkan oleh perkembangan politik di Indonesia sejak tahun 
1949 yang menunjukkan kelemahan-kelemahan, antara lain karena terlalu 
banyak partai politik dan fraksi-fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat, Kabinet 
tidak stabil dan banyak terjadi penyelewengan di bidang sosial dan ekonomi. 

Sehubungan dengan itu, pada tanggal 2 Maret 1959 Pemerintah membe-
rikan keterangan dalam sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat mengenai 
demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. 
Perdana Menteri Djuanda menegaskan bahwa usaha untuk kembali ke Undang-
Undang Dasar 1945 harus dilakukan secara konstitusionil, artinya harus 

b a b  VIII
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berdasarkan pada pasal 134 Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Oleh 
karena itu pemerintah akan menyampaikan kepada Konstituante Undang-
Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 

Tetapi rupanya usaha kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 secara 
konstitusionil sangat sulit dilakukan, karena dalam Konstituante justru timbul 
perdebatan baru mengenai paham kenegaraan yang diambil. Sebagian meng-
inginkan digunakannya Piagam Jakarta, dan yang lain menginginkan Pancasila 
sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu dalam rangka kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, 
Presiden Soekarno menempuh cara lain, yaitu apa yang kita kenal dengan nama 
“Dekrit Presiden” tanggal 5 Juli 1959.

8.1  DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959
Sebagaimana diketahui, pada tahun 1955 telah diselenggarakan Pemilihan Umum 
yang pertama di Indonesia untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk 
dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan memilih anggota-anggota  Konstituante 
yang bertugas membuat dan menetapkan undang-undang dasar baru untuk 
menggantikan UUDS 1950.

Walaupun Kostituante telah dibentuk, ternyata Konstituante gagal menen-
tukan atau menetapkan suatu undang-undang dasar yang tetap untuk meng-
gantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kegagalan Konstituante ini 
ternyata akibat timbulnya dua paham yang berbeda dalam badan Konstituante, 
yaitu tentang paham kenegaraan yang diletakkan dalam konstitusi. Kedua 
paham ini tidak dapat menemukan suatu jalan ke luar atas perbedaan tersebut, 
karena masing-masing berpegang pada paham yang dianutnya. Akibatnya 
badan Konstituante mengalami kegagalan dalam menetapkan suatu undang-
undang dasar yang tetap yang hendak dipakai di negara kita.

Oleh karena Konstituante menemukan jalan buntu dalam menyelesaikan 
tugasnya, maka untuk mengatasi hal itu Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 
1959 mengeluarkan sebuah dekrit, yaitu suatu keputusan atau ketetapan Kepala 
Negara dalam keadaaan luar biasa, untuk mengatasi sesuatu persoalan yang 
penting dan harus segera diatasi.

Adapun Dekrit Presiden tersebut berisi:
1)  Membubarkan Konstituante
2)  Memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945
3)  Membentuk MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) dan 

DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara)
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Dengan keluarnya Dekrit Presiden ini, maka berakhirlah pertentangan 
kedua paham kenegaraan yang ada dalam Konstituante dan berakhir pula sistem 
pemerintahan parlementer di Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang 
Dasar Sementara 1950.

8.2  SISTEM PEMERINTAHAN
Dengan kembalinya kepada Undang-Undang Dasar 1945, maka sistem peme-
rintahan parlementer yang sudah menjadi kebiasaan ditinggalkan dan kembali 
kepada sistem pemerintahan presidensiil. Sebagai konsekuensinya, maka kekua-
saan eksekutif yang semula dipegang oleh Perdana Menteri atau kabinet beralih 
kepada Presiden.

Adapun mengenai kedudukan Presiden menurut Undang-Undang Dasar 
1945 dalam penjelasannya adalah sebagai berikut:
1)  Sebagai Kepala Negara (berdasarkan penjelasan Undang-Undang Dasar 

1945, mengenai “Sistem Pemerintahan Negara” angka III).
2)  Sebagai Kepala Eksekutif (angka IV).
3)  Tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
4) Tunduk dan bertanggungjawab kepada MPR

Sedangkan mengenai tugas dan wewenang Presiden berdasarkan pasal-pasal 
yang terdapat dalam Undag-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut:
1)  Memegang kekuasaan Pemerintah (pasal 4 ayat (1)).
2)  Membentuk undang-undang bersama-sama dengan Dewan Perwakilan 

Rakyat (pasal 5 ayat(1)).
3)  Menetapkan  Peraturan  Pemerintah  untuk   menjalankan  undang-undang  

(pasal 5 ayat (2)).
4)  Memegang kekausaan tertinggi atas angkatan darat, laut dan udara (pasal 

10).
5)  Menyatakan  perang, membuat  perdamaian  dan   perjanjian  dengan  negara 

lain (pasal 11).
6)  Menyatakan negara dalam keadaan bahaya menurut syarat-syarat  dan 

ketentuan-ketentuan tertentu yang ditetapkan undang-undang (pasal 12).
7)  Mengangkat dan menerima duta atau konsul (pasal 13).
8)  Menerima grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitas (pasal 14).
9)  Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain (pasal 15).
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Meskipun kekuasaan Presiden itu sangat luas, namun demikian kekuasan 
itu tidak tak terbatas (lihat penjelasan ‘Sistem pemerintahan Negara” Angka VII).

Hal tersebut berlainan dengan pada saat berlakunya Undang-Undang Dasar 
1945 periode pertama, kekuasaan terpusat pada Presiden (berdasarkan pasal 
IV Peraturan Peralihan).

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menetapkan pula tentang pembentukan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara.

Adapun Dewan Perwakilan Rakyat sudah ada berdasarkan hasil Pemilihan 
Umum 1955 (ketika masih berada di bawah Undang-Undang Dasar Sementara 
1950) yang kemudian disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong (DPRGR).

Akibat dari alat-alat perlengkapan negara tersebut, maka pasal IV Aturan 
Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 tidak berlaku lagi.

Walaupun alat-alat perlengkapan negara tersebut di atas masih bersifat 
sementara, hal tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 telah 
dilaksanakan dan tidak terjadi seperti pada periode pertama dulu.

8.3  DEMOKRASI TERPIMPIN
Di muka telah disebutkan bahwa dengan kembali kepada Undang-Undang 
Dasar 1945, maka kekuasaan eksekutif  yang semula dipegang oleh Perdana 
Menteri dan kabinet beralih kepada Presiden.

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno ini, Presiden dalam melak-
sanakan roda pemerintahan telah meletakkan dasar-dasar kepemimpinan yang 
disebut sebagai Demokrasi Terpimpin.

Istilah demokrasi terpimpin diperkenalkan pertama kali oleh Presiden 
Soekarno, sewaktu membuka sidang Konstituante pada tanggal 10 Nopember 
1956.

Adapun yang dimaksud dengan paham demokrasi terpimpin adalah suatu 
paham demokrasi yang bukan didasarkan pada paham liberalisme, sosalisme-
nasional, facisme dan komunisme, tetapi didasarkan pada keinginan luhur 
bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 
1945, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur yang penuh kebahagiaan 
materiil dan spirituil, sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Dengan demikian yang menjadi pimpinan bagi demokrasi terpimpin itu 
adalah Pancasila. Dalam prakteknya yang dinamakan demokrasi terpimpin itu 
tidak pernah dapat terlaksana. Pelaksanaan demokrasi terpimpin itu dalam 
kenyataan sangat jauh menyimpang dari arti yang sebenarnya, sebab ternyata 
yang memimpin demokrasi terpimpin itu bukan Pancasila melainkan orang, 
yaitu sang pemimpin (Presiden).
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Akibatnya demokrasi yang dijalankan tidak berdasar lagi pada keinginan 
bangsa Indonesia, akan tetapi didasarkan pada keinginan Presiden. Hal ini 
dapat kita lihat pada kebijaksanaan-kebijaksanaan Presiden Soekarno dalam 
bidang politik dan pemerintahan. Yang diambil Presiden tidak lama sesudah 
keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yaitu:
1)  Mengadakan penyederhanaan kehidupan partai politik dengan mengeluar-

kan Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959. Dalam penetapan tersebut di-
ten  tukan syarat-syarat yang harus dipenuhi setiap partai politik. Akibatnya 
banyak partai-partai politik yang berdiri pada waktu itu harus membu-
barkan diri, karena tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan 
oleh presiden.

2)  Membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan umum tahun 
1955, kemudian melalui Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960 membentuk 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR), yang para anggotanya 
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

3)  Membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). 

Anggota-anggota MPRS seluruhnya diangkat dan diberhentikan oleh 
Presiden, anggotanya terdiri atas:
1)  Anggota-anggota DPRGR
2)  Utusan-utusan Daerah 
3)  Utusan-utusan golongan 
4)  Membentuk Front Nasional melalui Penetapan Presiden No. 13 tahun 

1959 yang anggota-anggotanya terdiri atas orang-orang yang tergabung 
dalam organisasi-organisasi golongan karya, golongan politik dan orang-
orang yang tidak tergabung dalam organisasi apapun serta partai politik.

Tujuan Front Nasional tersebut adalah:
1)  Menyelesaikan Revolusi Nasional Indonesia
2)  Pembangunan Semesta untuk mencapai masyarakat adil dan makmur
3)  Mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia

Tugas dari Front Nasional tersebut adalah:
1)  Menghimpun dan mempersatukan kekuatan-kekuatan revolusioner dalam 

masyarakat yang memimpin gerakan masyarakat untuk menyelesaikan 
revolusi nasional dalam pembangunan semesta, kesejahteraan sosial, 
keamanan dan pertahanan.
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2)  Menyelenggarakan kerjasama yang seerat-eratnya dengan pemerintah dan 
lembaga-lembaga lainnya.

Apa yang dilakukan oleh Presiden Soekarno dalam kebijaksanaannya itu 
bukanlah didasarkan pada ketentuan yang dikehendaki dalam Undang-Undang 
Dasar 1945 sebagai undang-undang yang tertinggi dalam Negara Republik 
Indonesia. Tetapi tindakan tersebut didasarkan semata-mata pada keinginan 
Presiden yang justru bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Disamping itu, pembentukan MPRS oleh Presiden yang anggota-anggota-
nya terdiri atas angota DPRGR ditambah deengan utusan daerah dan utusan 
golongan yang seluruhnya diangkat dan diberhentikan Presiden, juga merupa-
kan tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, di mana 
tidak terdapat satu pasalpun yang memberikan wewenang kepada Presiden 
untuk membentuk MPR serta mengangkat dan memberhentikan MPR serta 
seluruh anggotanya.

Selain itu di samping Presiden telah mengangkat seluruh anggota DPRGR 
dan MPRS juga mengangkat ketua MPRS dan DPRGR, serta mendudukannya 
sebagai menteri yang bertanggungjawab kepada presiden.

Sebagai akibat tindakan-tindakan tersebut, maka terjadilah kesimpang-
siuran batas-batas wewenang antara badan legislatif dan badan eksekutif, 
sehingga fungsi dan peranan MPRS dan DPRGR hilang.

Kedua lembaga tersebut seharusnya  menjadi lembaga perwakilan rakyat 
yang bertugas sebagai lembaga negara yang mengawasi jalannya pemerintahan, 
pada akhirnya malah tunduk pada kebijaksanaan-kebijaksanaan Presiden 
Soekarno.

Bahkan MPRS yang merupakan lembaga tertinggi telah ikut pula melaku-
kan tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 
mengeluarkan Ketetapan  MPRS No.III/MPRS/1963 yang mengangkat Presiden 
Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Tindakan MPRS itu telah melanggar 
Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, “Presiden dan 
Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun dan setelah itu 
dapat dipilih kembali”.

Sebagai akibat dari pengangkatan presiden seumur hidup itu, maka me-
nyebabkan kekuasaan presiden menjadi semakin besar dan tidak terbatas, yang 
seolah-olah dapat dianggap sebagai diktator. Dengan kata lain hampir semua 
kekuasaan negara berada di tangan Presiden. Akibatnya semua lembaga negara 
yang telah dibentuk menjadi lumpuh dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Keadaan seperti itu kemudian dimanfaatkan oleh Partai Komunis Indonesia 
(PKI) untuk menyusun strategi. Hal tersebut dibuktikan dengan keberhasilan 
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PKI dalam memperkokoh kedudukannya sebagai partai politik yang mempunyai 
pengaruh besar dan sebagai salah satu partai politik terbesar saat itu.

Setelah merasa kuat, PKI mengadakan aksi atau gerakan berdarah untuk 
mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah. Gerakan itu terkenal 
dengan nama “Gerakan G 30 S/PKI”. Akan tetapi gerakan ini segera dapat 
ditumpas oleh ABRI bersama rakyat.

Atas dasar peristiwa G 30 S/PKI tersebut, maka rakyat menuntut dibubar-
kannya PKI. Namun para pemimpin negara tidak mau mendengar dan meme-
nuhi tuntutan rakyat, sehingga timbullah apa yang disebut “situasi konflik” 
antara rakyat di satu pihak dan presiden di lain pihak. Keadaan semakin 
meruncing, ekonomi rakyat dan keamanan semakin tidak terkendali.

Dengan dipelopori oleh para pemuda dan mahasiswa, maka rakyat secara 
berani menyampaikan  “Tri Tuntutan Rakyat” (TRITURA), yaitu:
1)  Bubarkan PKI
2)  Bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI
3)  Turunkan harga barang dan perbaikan ekonomi

Kendati pemberontakan itu dengan segera dapat dihancurkan, tetapi akibat 
yang ditimbulkan telah menyebabkan kekacauan dalam masyarakat. Begitu 
pula dalam bidang politik dan pemerintahan. Untuk mengatasi keadaan, maka 
Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966 telah mengeluarkan Surat 
Perintah kepada Jenderal Soeharto untuk mengambil alih segala tindakan yang 
diangap perlu untuk memulihkan keamanan dalam masyarakat serta menjaga 
kestabilan pemerintahan. Surat Perintah ini kemudian dikenal sebagai 
“SUPERSEMAR” (Surat Perintah Sebelas Maret). Lahirnya SUPERSEMAR ini 
dianggap oleh rakyat sebagai lahirnya Orde Baru.

Melalui kekuasaan yang didasarkan pada Surat Perintah itu, pada tanggal 
12 Maret 1966 Jenderal Soeharto mengeluarkan Keputusan No. 13 Tahun 1966 
tentang pembubaran PKI dan menyatakannya sebagai partai terlarang di 
Indonesia. Kemudian keputusan itu dikuatkan menjadi Ketetapan MPRS No. 
XXV/MPRS/1966. 

Di samping itu, di dalam tubuh MPRS dan DPRGR serta lembaga-lembaga 
negara lainnya dibersihkan dari komunis. Antara lain dengan memberhentikan 
angota-angota lembaga negara yang telah dipengaruhi oleh PKI ataupun yang 
terlibat  G30S/PKI, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Setelah  mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu sebagai akibat 
pemberontakan tersebut, kepemimpinan Jenderal Soeharto berhasil memulih-
kan kembali ketertiban dan keamanan sehingga jalannya pemerintahan kembali 
lancar dan dapat dilaksanakan dengan baik.
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8.4  PERIODE 11 MARET 1966 SAMPAI SEKARANG
Tanggal 11 Maret 1966 yang kita kenal sebagai tonggak pelaksanaan Orde Baru, 
lahir sebagai reaksi terhadap timbulnya penyelewengan-penyelewengan yang 
dilakukan oleh rezim orde lama, di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. 
Pada waktu itu Sokarno dengan demokrasi terpimpinnya memusatkan kekuasa-
an negara pada satu kekuasaan, yaitu Presiden, sehingga lembaga-lembaga 
negara tidak berfungsi.

Orde baru adalah tatanan seluruh peri kehidupan rakyat, bangsa dan 
negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan kemurnian Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945 dan segala konsekuensinya. Orde baru juga 
disebut sebagai orde konstitusional dan orde pembangunan.

Istilah Orde baru  timbul pada waktu diselenggarakan Seminar Ke II TNI 
Angkatan Darat di SESKOAD Bandung pada tanggal 25-31 Agustus 1966. 
Istilah ini dipergunakan sebagai pemisah antara kepemimpinan sebelum tahun 
1966 (demokrasi terpimpin) dengan kepemimpinan nasional sesudah 11 Maret 
1966 (demokrasi Pancasila).

Masa kepemimpinan Orde baru merupakan masa kepemimpinan nasional 
yang bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konse-
kuen dan bertujuan untuk keadilan dan kebenaran dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Adapun pelaksanaan orde baru ini telah dimulai sejak 
tahun-tahun pertama kelahirannya. Hal ini dapat kita lihat pada Sidang Umum 
MPRS ataupun Sidang Istimewa MPRS yang diadakan tahun 1966.

Pada Sidang Umum tersebut, MPRS telah mengambil beberapa kebijak-
sanaan penting dalam bidang politik dan pemerintahan yang dituangkan dalam 
bentuk Ketetapan-ketetapan MPRS, di antaranya adalah:
1)  TAP MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang pengukuhan Surat Perintah Sebelas 

Maret (SUPERSEMAR) dan mengesahkan kekuasaan politik Jenderal 
Soeharto sebagaimana yang terkandung di dalam SUPERSEMAR tersebut 
sampai dibentuknya MPR dan DPR hasil Pemilu.

2)  TAP MPRS No. XIII/MPRS/1966, memberikan kekuasaan kepada Jenderal 
Soeharto untuk membentuk Kabinet baru sebagai pengganti Kabinet Dwikora, 
dengan tugas pokok membina perekonomian dan pembangunan.

  Kabinet itu kemudian dibentuk pada tanggal 25 Juli 1966 dan diberi 
nama “Kabinet Ampera”, yang terdiri atas 24 orang Menteri dan 5 orang 
menteri utama yang merupakan anggota kabinet dan diketuai oleh Jenderal 
Soeharto.

  Di dalam perjuangan Kabinet Ampera ini tercermin strategi dan 
perjuangan orde baru yang disebut dengan istilah “Dwi Darma” dan “Catur 
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Karya”. Dwi Darma yaitu menciptakan stabilitas politik dan stabilitas 
ekonomi.  Catur Karya yaitu:
a.  Memperbaiki peri kehidupan rakyat, terutama dalam bidang sandang 

dan pangan.
b.  Melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu selambat-lambat-

nya bulan Juli 1968. (Pemilu baru terlaksana pada bulan Juli 1971).
c.  Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk menunjang 

kepentingan nasional.
d.  Melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam 

segala bentuk manifestasinya.
3)  Tap MPRS No. XV/MPRS/1966, tentang pemberian kekuasaan kepada 

Jenderal Soeharto untuk memegang jabatan Presiden apabila sewaktu-
waktu Presiden berhalangan.

4)  Tap MPRS No. XVIII/ MPRS/1966, tentang  pencabutan TAP MPRS No. 
III/MPRS/1966 yang mengangkat Presiden Soekarno menjadi Presiden 
seumur hidup.

5)  Tap MPRS No. XX/MPRS/1966, tentang Sumber Tertib Hukum RI dan 
Tata Urutan Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia, yaitu:
a.  Undang-Undang Dasar 1945
b.  Ketetapan MPR
c. Undang-Undang atau PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-undang)
d.  Peraturan Pemerintah
e.  Keputusan Presiden
f.  Peraturan pelaksanaan lainnya.

6)  TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967, tentang pencabutan kekuasaan 
pemerintahan negara dari Presiden Soekarno dan mengangkat Jenderal 
Soeharto sebagai Pejabat Presiden.

7)  Tap MPRS. No. XLIV/MPRS/1968, tentang pengangkatan Jenderal Soeharto 
sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan  Presiden Soekarno.

Dari berbagai ketetapan MPRS tersebut dapat kita lihat MPRS dalam rangka 
menjamin terwujudnya pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen 
telah berusaha dengan cara-cara yang kostitusional untuk mengalihkan kekua-
saan negara dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto. Pengalihan 
kekuasaan ini dapat diartikan sebagai peralihan kekuasaan dari orde lama 
kepada orde baru melalui cara-cara sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-
Undang Dasar 1945.
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Pada tahap perkembangan berikutnya, pemerintah orde baru telah meng-
hapuskan demokrasi terpimpin dan menggantikan dengan Demokrasi Pancasila, 
yaitu demokrasi yang merupakan perwujudan kerakyatan yang dipimpin oleh 
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan berdasarkan Ketuhanan 
Yang Masa Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia 
untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Sebagai perwujudan secara langsung atas pelaksanaan demokrasi Pancasila, 
maka lahirnya pemerintahan orde baru. Pemerintahan orde baru telah menye-
lenggarakan pemilihan umum, tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. 
Pemilihan umum yang di selenggarakan pada masa orde baru ini telah berhasil 
mendapatkan wakil-wakil rakyat yang berkualitas dan mempunyai kemampuan, 
sehingga mereka benar-benar dapat diandalkan sebagai penyalur aspirasi rakyat 
di dalam MPR dan DPR.

Di samping itu dalam rangka memantapkan perwujudan demokrasi 
Pancasila serta memantapkan stabilitas kehidupan politik yang dinamis, telah 
pula diadakan penyempurnaan dan penyederhanaan terhadap sistem kepartaian 
di Indonesia.

Sebagai hasil penyederhanaan terhadap kepartaian itu, maka sistem 
kepartaian di Indonesia terdiri atas dua partai politik, yaitu Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Golongan Karya 
(GOLKAR). Ketiga organisai kekuatan politik tersebut mempunyai asas yang 
sama yaitu Pancasila.

Dengan terwujudnya kehidupan politik yang dinamis serta terselenggaranya 
pemilihan umum sebagai sarana demokrasi Pancasila, maka pendidikan politik 
rakyat dapat diarahkan menuju ke arah yang sempurna.

Sehubungan dengan itu dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pancasila 
secara murni dan konsekuen, maka lembaga-lembaga negara seperti yang diatur 
dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat 
(MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pertimbangan Agung 
(DPA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Mahkama Agung (MA), dapat 
berfungsi sesuai tugasnya masing-masing.

Jadi  melalui pelaksanaan demokrasi Pancasila telah dapat diciptakan suatu 
sistem pembagian tugas dan wewenang dari masing-masing lembaga negara 
dengan jelas.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa pemerintahan orde 
baru sejak masa kelahirannya sampai sekarang telah melaksanakan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen serta berhasil 
menyelenggarakan pemerintahan yang stabil berlandaskan demokrasi Pancasila. 
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9.1  DASAR-DASAR SISTEM PEMERINTAHAN
Sistem Pemerintahan dapat terbagi menjadi tiga konsep, yaitu konsep sistem, 
konsep pemerintahan dan konsep sistem pemerintahan itu sendiri. Pengertian 
sistem menurut Musanef adalah sebagai berikut: “Sistem merupakan suatu 
sarana untuk menguasai keadaan dan pekerjaan, agar dalam menjalankan tugas 
dapat teratur”.

Sistem merupakan jaringan daripada prosedur-prosedur yang berhubungan 
satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakan suatu 
fungsi yang utama dari suatu usaha atau urusan.

Tiap-tiap sistem merupakan suatu kelompok aktivitas-aktivitas usaha yang 
diikat satu sama lain melalui cara kerja yang tertentu (metode) dan melalui tata 
urutan untuk mengerjakan sesuatu atau menjalankan aktivitas-aktivitas tertentu.

Jadi sistem adalah suatu tatanan dari hal-hal yang saling berkaitan dan 
berhubungan, sehingga membentuk satu kesatuan dan satu keseluruhan. 
Sedangkan yang dimaksud dengan sistematik di sini adalah sesuatu yang teratur 
dari sesuatu obyek dimana bagian-bagian yang ada di dalamnya sudah teratur 
dan menduduki tempat sendiri-sendiri, sehingga jelas hubungan yang satu 
dengan yang lainnya (Musanef, 1983:7).

Sedangkan pengertian sistem menurut Rusadi Kantaprawira: “Sistem 
adalah suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur atau elemen”. 
(Kantaprawira 1988:2).

Kemudian jika diadakan pedekatan dari segi bahasa atau secara etimologi, 
pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut:
a.  Memerintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh.
b.  Pemerintah berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.

b a b  Ix
Penyelenggaran Sistem

Pemerintahan Indonesia
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c.  Pemerintahan berarti perbuatan, cara , hal atau urusan dari badan yang 
memerintah tersebut. (Kencana Syafiie, 1992:13).

Kata pemerintah atau pemerintahan berasal dari suku kata perintah yang 
berarti dalam kata tersebut tersimpul beberapa unsur yang menjadi ciri khas 
dari perintah:
a.  Adanya keharusan menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang 

diperintahkan.
b.  Adanya dua pihak, yaitu yang memberi dan yang menerima perintah.
c.  Adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan yang menerima 

perintah.
d.  Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah.

Pemerintah atau pemerintahan dalam bahasa Inggris dipergunakan kata 
government kata mana berasal dari kata to govern. Tetapi perintah disalin dengan 
to order atau to command dengan lain kata to command tidak diturunkan dari 
to govern.

Keharusan yang tersimpul dari kata pemerintah pada umumnya dituangkan 
dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Adanya wewenang menunjuk-
kan syahnya perintah, tanpa adanya wewenang perintah dianggap tidak syah 
dan hilanglah kekuatan hukum dari perintah itu. Dengan demikian perintah 
tidak memiliki daya laku lagi.

Yang menjadi masalah, perintah bukan wewenang termaksud di atas, mela-
inkan asal atau sumbernya wewenang tersebut. Memerintah diartikan se bagai 
menguasai atau mengurus negara atau daerah sebagai bagian dari negara. 
Dengan demikian maka kata pemerintah berarti kekuasaan untuk memerintah 
suatu negara, misalnya dalam kalimat negara memerlukan pemerintah yang 
kuat dan bijaksana. Pemerintah dapat pula diartikan sebagai badan yang ter-
tinggi yang memerintah suatu negara, misalnya dalam kalimat: “Masyarakat 
meminta perhatian pemerintah agar turun tangan dalam pemecahan keku-
rangan air untuk sawah-sawah di suatu kabupaten”.

Pemerintahan adalah perbuatan atau cara atau urusan memerintah, misal-
nya pemerintahan yang adil, pemerintahan demokratis, pemerintahan diktator 
dan lain sebagainya, yang menarik tetapi harus berhati-hati ialah jika kata 
pemerintah atau pemerintahan dijumpai dalam bahasa asing misalnya bahasa 
Inggris “Government” yang diturunkan dari kata kerja to govern yang artinya:
a.  Melaksanakan wewenang pemerintahan
b.  Cara atau sistem memerintah
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c.  Fungsi atau kekuasaan untuk memerintah
d.  Wilayah atau negara yang diperintah
e.  Badan yang terdiri dari orang-orang yang melaksanakan wewenang dan 

administrasi hukum dalam suatu negara.

Ada beberapa kata bahasa Belanda yang masing-masing biasa diterjemahkan 
dengan istilah pemerintah misalnya Regering, bestuur, overheid dan sebagainya. 
Perbedaan terletak pada ruang lingkup atau tingkat dan tidak dalam arti 
dasarnya. Regering mempunyai arti nama yang lebih luas karena ruang lingkup-
nya meliputi seluruh wilayah negara, pengertiannya mendekati istilah peme-
rintah negara. Bestuur adalah pemerintah wilayah tertentu dari negara dan 
karenanya mempunyai batas yang lebih sempit. Overheid dipergunakan sebagai 
sebutan untuk pemerintah atau pula pejabat-pejabat tinggi dari suatu negara.

Jadi, dengan melihat pengertian dari sistem dan pengertian dari peme-
rintahan, Sistem Pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu prosedur atau 
pola yang saling berhubungan dalam rangka mengatur kegiatan memerintah. 
Dalam konteks Indonesia hal tersebut dapat diartikan pula sebagai prosedur 
dalam rangka mengatur kegiatan memerintah di Indonesia.

Secara garis besarnya kami coba uraikan sedikit mengenai sejarah dari 
pemerintahan Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945 pemerintah Jepang mem-
bentuk BPUPKI yang bertugas menyelidiki segala sesuatu mengenai persiapan 
kemerdekaan Indonesia. BPUPKI kemudian membentuk suatu panitia kecil 
yang terdiri dari 9 orang. Di mana keanggotaan BPUPKI ini telah pula berhasil 
menyusun sebuah rancangan Undang-Undang Dasar Indonesia Merdeka pada 
tanggal 16 Juli 1945. Setelah selesai menyusun Rancangan Undang-Undang 
Dasar Indonesia, BPUPKI kemudian dibubarkan dan sebagai gantinya pada 
tanggal 9 Agustus 1945 dibentuk sebuah badan baru yang disebut PPKI. Pada 
waktu itu PPKI dianggap sebagai “Badan Perwakilan” seluruh rakyat Indonesia. 
Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidangnya dan menetapkan:
a.  Pembukaan Undang-undang Dasar 1945
b.  Undang-Undang Dasar 1945
c.  Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Moh Hatta sebagai Wakil 

Presiden Republik Indonesia.
d.  Pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah Komite 

Nasional.

Dengan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden atas dasar UUD 1945 itu, 
maka secara formal sempurnalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak 
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saat itu semua syarat yang lazim diperlukan oleh setiap organisasi negara telah 
ada, yaitu adanya rakyat negara tertentu, adanya wilayah negara tertentu, 
adanya kedaulatan, adanya pemerintahan dan tujuan tertentu:
a.  Rakyat negara Indonesia yaitu Bangsa Indonesia
b.  Wilayah negara Indonesia yaitu tanah air Indonesia yang terdiri dari 

±13.500 buah pulau besar dan kecil.
c.  Kedaulatan Negara Indonesia telah ada sejak pengucapan Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia.
d.  Pemerintahan Negara Indonesia telah ada semenjak terpilihnya Presiden 

dan Wakil Presiden atas dasar UUD 1945 sebagai pucuk pimpinan 
pemerintahan dalam negara.

e.  Tujuan negara ialah mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan 
makmur berdasarkan Pancasila.

f.  Bentuk negara Indonesia menurut pasal 1 ayat (1) UUD 1945 ialah negara 
kesatuan.

UUD 1945 seluruhnya terdiri dari 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 
ayat Aturan Tambahan beserta Penjelasan dari pada UUD 1945, sehingga 
banyak yang berpendapat bahwa UUD 1945 itu merupakan UUD yang ter-
singkat di dunia. Hal tersebut disebabkan UUD 1945 hanya memuat hal-hal 
yang pokok saja, sedangkan penjabarannya dibuat dalam suatu undang-undang 
tersendiri. Dengan demikian UUD 1945 bersifat supel (fleksibel atau elastis) 
dan tidak mudah ketinggalan jaman.

9.2 SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
Sistem pemerintahan negara yang diterapkan di Indonesia dijelaskan dalam 
Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya adalah demokrasi, baik 
demokrasi langsung maupun perwakilan. Hal ini terlihat dari adanya hal-hal 
sebagai berikut:
a.  Adanya keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan, dari Pemerintah Pusat 

sampai Pemerintah paling bawah.
b.  Adanya DPRRI, DPRD I, DPRD II yang dipilih melalui Pemilu, serta 

Lembaga Musyawarah Desa (LMD).
c.  Pasal 5 ayat 1 UUD 1945 “Presiden memegang kekuasaan membentuk 

undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan rakyat”.
d.  Pasal 11 UUD 1945 “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan 
negara lain”.
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e.  Pasal 20 ayat 1 dan 2 UUD 1945
(1)  Tiap-tiap undang-undang meghendaki persetujuan DPR.
(2)  Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan 

Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimaju-
kan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

f.  Pasal 21 ayat 1 UUD 1945 “Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
berhak memajukan rancangan undang-undang”.

g.  Pasal 23 ayat 1 dan 5 UUD 1945
(1)  Anggaran pendapatan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-

undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran 
yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran 
tahun yang lalu.

(2)  Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan 
suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan de-
ngan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat.

Adapun aliran atau faham demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia 
berdasarkan kurun waktu tertentu adalah sebagai berikut:
a.  Demokrasi Sosialis Rusia, berakhir dengan adanya Pemberontakan PKI di 

Madiun yang disponsori oleh Rusia.
b.  Demokrasi Liberal Amerika Serikat, sejak tahun 1950 sampai dengan 

tanggal 5 Juli 1959.
c.  Demokrasi Terpimpin (China), sejak tahun 1960 dan berakhir dengan 

adanya Pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dispon-
sori oleh China.

d.  Demokrasi Permufakatan yang di Indonesia dikenal dengan istilah Demo-
krasi Pancasila, yaitu sejak lahirnya Orde Baru pada tanggal 11 Maret 1966 
sampai sekarang.

Adapun dalam pelaksanaannya, Demokrasi Pancasila ini sesuai dan 
didasarkan pada ketentuan-ketentuan UUD 1945, serta peraturan-peraturan 
hukum yang berlaku di Indonesia.

Sistem Pemerintahan Indonesia dijelaskan dengan terang dan sistematis 
dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Penjelasan tersebut 
dikenal dengan sebutan 7 (tujuh) buah kunci pokok:
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a.  Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum 
       (Rechtsstaat)
Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan atas 
kekuasaan belaka (Machtsstaat).

Ini mengandung arti bahwa negara, termasuk di dalamnya pemerin-tah 
dan lembaga-lembaga negara yang lain dalam melaksanakan tindakan-tindakan 
apapun, harus dilandasi oleh hukum atau dapat dipertanggung jawabkan secara 
hukum. Tekanan pada hukum (recht) di sini dihadapkan sebagai lawan dari 
kekuasaan (macht).

Prinsip dari sistem ini di samping akan tampak dalam rumusan pasal-
pasalnya, jelas sejalan dan merupakan pelaksanakan dari pokok-pokok pikiran 
yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diwu-
judkan oleh cita-cita hukum (rechtsidee) yang menjiwai Undang-Undang Dasar 
1945 dan hukum dasar yang tidak tertulis.

Sesuai dengan semangat dan ketegasan Pembukaan Undang-Undang 
Dasar 1945, jelas bahwa negara hukum yang dimaksud bukanlah sebagai negara 
hukum dalam arti formal, lebih-lebih bukanlah negara dalam arti polisi lalu 
lintas atau penjaga malam, yang menjaga jangan sampai terjadi pelanggaran 
dan harus dapat menindak para pelanggar hukum yang sedang ditegakkan.

Pengertian negara hukum menurut  Undang-Undang Dasar 1945 adalah 
negara hukum dalam arti luas, yaitu negara hukum dalam arti material. Negara 
bukan saja “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia”, tetapi harus juga “memajukan kesejah-teraan umum dan mencer-
daskan kehidupan bangsa”.

Dengan landasan dan semangat negara hukum dalam arti material  itu, 
setiap tindakan negara haruslah mempertimbangkan dua kepentingan ataupun 
landasan, ialah kegunaannya (doelmatigheid) dan landasan hukum-nya (recht-
ma tigheid). Harus selalu diusahakan agar setiap tindakan negara (pemerintah) 
itu selalu memenuhi dua kepentingan atau landasan tersebut.

Adalah suatu seni tersendiri untuk mengambil keputusan yang tepat 
apabila ada pertentangan kepentingan atau salah satu kepentingan atau landasan 
itu tidak terpenuhi.

b.  Sistem Konstitusional
Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat  
absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Sistem ini memberikan ketegasan bahwa cara pengendalian peme-rintahan 
dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi yang dengan sendirinya juga 
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dengan ketentuan-ketentuan dan hukum lain yang merupakan produk kons-
titusional, seperti Garis-Garis Besar  daripada Haluan Negara, Undang-Undang, 
dan sebagainya. Dengan demikian sistem ini memperkuat dan menegaskan 
sistem negara hukum yang dikemukakan dimuka.

Dengan landasan kedua sistem tersebut, sistem negara hukum dan sistem 
konstitusional diciptakanlah sistem mekanisme  hubungan tugas dan  hukum 
antara lembaga-lembaga negara, yang dapat menjamin terlaksana-nya sistem 
itu sendiri dan dengan sendirinya juga dapat memperlancar pelaksanaan 
pencapaian cita-cita nasional.

C.  Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan Majelis 
      Permusyawaratan Rakyat (Die gezamte Staatsgewalt  
       liegt allein bei der Majelis)
Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (vertretungsorgan des 
willens des staatsvolkes). Majelis ini mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan 
Wakil Kepala Negara (Wakil Presiden). Majelis inilah yang memegang kekua-
saan negara yang tertinggi, sedang Presiden harus menjalankan haluan negara 
menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis.

Presiden yang diangkat oleh Majelis, tunduk dan bertanggung jawab 
kepada Majelis. Presiden adalah “Mandataris” dari Majelis, ia berkewajiban 
men jalankan putusan-putusan Majelis. Presiden tidak “neben”, akan tetapi 
“untergeordnet” kepada “Majelis”. Demikian diuraikan dalam Penjelasan 
Undang-Undang Dasar 1945.

Di sinilah terjelmanya pokok pikiran kedaulatan rakyat yang terkan-dung 
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai pemegang kekuasaan 
yang tertinggi, MPR mempunyai tugas dan wewenang yang sangat menentukan 
jalannya negara dan bangsa, yaitu berupa:
1)  Menetapkan Undang-Undang Dasar
2)  Menetapkan Garis-Garis Besar dari Haluan Negara
3)  Mengangkat Presiden dan Wakil Presiden

Dengan kewenangan yang demikian, menetapkan Undang-Undang Dasar 
dan Garis-Garis Besar dari Haluan Negara, maka kekuasaan MPR luas sekali. 
Ini adalah logis, karena MPR adalah pemegang kedaulatan Negara. Sebagai 
badan yang merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat, maka segala keputusan 
yang diambil haruslah mencerminkan keinginan dan aspirasi seluruh rakyat.
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D.  Presiden ialah penyelenggara Pemerintah Negara  
      yang Tertinggi di bawah Majelis
Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “Di bawah Majelis Permu-
sya waratan Rakyat, Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang ter-
tinggi. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung 
jawab adalah di tangan Presiden (concentration of power and responsibility upon 
the President)”.

Sistem ini logis, karena Presiden diangkat oleh Majelis. Presiden bukan 
saja diangkat oleh Majelis, tetapi ia dipercaya dan diberi tugas untuk melak-
sanakan kebijaksanaan rakyat yang berupa Garis-garis Besar Haluan Negara 
ataupun ketetapan lainnya. Oleh karena itu Presiden adalah Mandataris Majelis. 
Presidenlah yang memegang tanggung jawab atas jalannya pemerintahan yang 
dipercayakan kepadanya dan tanggung jawab itu adalah kepada Majelis, bukan 
kepada badan lain.

E.  Presiden Tidak bertanggung Jawab Kepada  
      Dewan Perwakilan Rakyat
Juga dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut: 
“Di samping Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden harus men-
dapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk Undang-
Undang (Gesetzgebung) dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja 
negara (staatsbegrooting). Oleh karena itu, Presiden harus bekerja bersama-
sama dengan Dewan, akan tetapi Presiden tidak bertanggung jawab kepada 
Dewan, artinya kedudukan Presiden tidak tergantung dari Dewan”.

Menurut sistem pemerintahan Indonesia, Presiden tidak bertanggung 
jawab kepada DPR, tetapi Presiden bekerja sama dengan Dewan. Dalam hal 
pembuatan undang-undang dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara, Presiden harus mendapat persetujuan dari DPR.

Presiden tidak dapat membubarkan DPR seperti pada sistem parlementer; 
namun DPR pun tidak dapat menjatuhkan Presiden, karena Presiden tidak 
bertanggung jawab kepada DPR.

F.  Menteri Negara ialah Pembantu Presiden, Menteri Negara 
     tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “Presiden mengangkat dan 
memberhentikan menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu tidak bertang-
gung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukannya tidak tergantung 
dari Dewan, akan tetapi tergantung dari Presiden. Mereka ialah pembantu 
Presiden.”
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Pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri negara adalah sepe-
nuh nya wewenang Presiden. Menteri-menteri tersebut tidak bertanggung jawab 
kepada DPR, tetapi bertanggung jawab kepada Presiden.

Oleh karenanya status mereka adalah sebagai Pembantu Presiden. Meski-
pun demikian tidak dapat dikatakan bahwa menteri-menteri negara itu adalah 
pegawai tinggi biasa, oleh karena dengan petunjuk dan persetujuan presiden, 
Menteri-menteri inilah yang pada kenyataannya menjalankan kekuasaan 
pemerintahan di bidangnya masing-masing. Inilah yang disebut sistem Kabinet 
Presidensial.

G.  Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas
Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “Meskipun Kepala Negara 
tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ia bukan “diktator”, 
artinya kekuasaannya tidak tak terbatas”.

Di atas telah ditegaskan bahwa ia bertanggung jawab kepada Majelis Per-
musyawaratan Rakyat. Kecuali itu ia harus memperhatikan sungguh-sungguh 
suara Dewan Perwakilan Rakyat”.

Kunci sistem ini, yaitu kekuasaan Presiden tidak tak terbatas, ditekankan 
lagi. Di samping sudah tegas dalam kunci sistem yang kedua, yaitu Sistem 
Pemerintahan Konstitusional bukan bersifat absolut.

Dengan menunjukkan fungsi atau peranan Dewan Perwakilan Rakyat de-
ngan fungsi atau peranan para Menteri sebagai pembantu Presiden, yang dapat 
mencegah kemungkinan kemerosotan kekuasaan pemerintahan ditangan Pre-
siden ke arah kekuasaan mutlak (absolutisme).

Sesuai dengan isitem ini maka kedudukan dan peranan DPR adalah kuat. 
Bukan saja ia tidak dapat dibubarkan oleh Presiden (seperti halnya dalam 
sistem Parlementer) dan juga bukan saja ia memegang wewenang memberikan 
persetujuan kepada Presiden dalam membentuk Undang-Undang dan mene-
tapkan APBN, tetapi DPR adalah juga badan yang memegang pengawasan 
terhadap pemerintah (Presiden) yang efektif.

Dewan Perwakilan Rakyat yang anggota-anggotanya adalah anggota 
Majelis Permusyawaratan Rakyat mempunyai wewenang memanggil MPR 
untuk mengadakan persidangan istimewa untuk meminta pertanggungjawaban 
Presiden, apabila DPR menganggap Presiden sungguh melanggar haluan negara 
yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau Majelis Permusyawaratan 
Rakyat.

Jadi sesuai dengan sistem ini, maka kabijaksanaan atau tindakan Presiden 
dibatasi pula oleh adanya pengawasan yang efektif oleh DPR. Sistem atau 
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mekanisme ini merupakan sarana preventif untuk mencegah pemerosotan 
sistem Konstitusional menjadi absolutisme.

Demikian juga sistem “kekuasaan Presiden tidak tak terbatas” itu, 
ditunjukkan dengan adanya fungsi dan peranan para Menteri Negara sebagai 
pembantu Presiden yang cukup besar pula.

Seperti dijelaskan di muka Menteri bukan pegawai tinggi biasa, tetapi 
Menteri-menteri adalah yang terutama menjalankan kekuasaan atau pemerin-
tahan di bidangnya. Di bidangnya, Menteri dianggap mengetahui seluk-beluk 
masalah yang dihadapinya, sehingga Menteri mempunyai pengaruh besar ter-
hadap Presiden dalam menentukan politik negara mengenai departemennya.

Dengan penjelasan yang demikian itu tidaklah berarti mengurangi we-
wenang dan tanggung jawab Presiden dan juga tidak berarti bahwa dengan 
demikian Presiden hanya didikte saja oleh Menteri-menterinya.

Dengan sistem ini yang ingin ditonjolkan adalah bahwa Menteri-menteri 
itu adalah juga “Pemimpin Negara”, yang membantu Presiden agar dalam 
penye lenggaraan kekuasaan pemerintahan itu tetap dipegang teguh sistem 
peme rintahan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 (Negara Hukum, 
Pemerintahan Konstitusional dan sebagainya), sehingga dapat dicegah agar 
jalannya pemerintahan negara yang terletak pada satu orang (Presiden) tidak 
cenderung menjurus ke absolutisme.

Dalam sistem ini sekaligus juga ingin ditekankan perlunya daya guna dan 
hasil guna kerja pemerintah, dengan menyatakan dalam penjelasan sebagai 
berikut: “Untuk menetapkan politik pemerintah dan koordinasi dalam peme-
rintahan negara para Menteri bekerjasama satu sama lain seerat-eratnya di 
bawah pimpinan Presiden.” Dalam kerangka  inilah sistem pemerintahan 
Indonesia memiliki kabinet yang dipimpin oleh Presiden.

Dengan uraian sistem pemerintahan seperti tersebut di atas, maka telah 
tampak jelas kerangka mekanisme penyelenggaraan negara serta mekanisme 
hubungan kelembagaan antara MPR, Presiden dan DPR. Ditinjau dari segi 
kelembagaan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, masih terdapat 
lembaga-lembaga lainnya yang belum diuraikan dalam sistem pemerintahan 
tadi ialah Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) dan Mahkamah Agung (MA).

Perubahan keadaan berlangsung sepanjang zaman. Demikian pula dengan 
pemerintah dan pemerintahan. Masyarakat bertambah banyak, kebutuhannya 
makin rumit. Ini merupakan tantangan bagi setiap pemerintah yang hanya bisa 
dijawab dengan pemberian pelayanan yang lebih baik.

Salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan yaitu menciptakan effisiensi 
dengan melaksanakan administrasi ilmiah. Jalan, jembatan dan wahana yang 
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dapat dipergunakan banyak ragamnya. Lahirlah berbagai cita tentang cara 
menyelenggarakan pemerintahan. Dalam mengejar tujuan yang sama untuk 
men ciptakan kebahagiaan dan kemakmuran masyarakat, kadang-kadang 
dibarengi gesrekan atau tabrakan cita dan pelaksanaannya. Akibatnya perebutan 
kekuasaan terjadi, yang menyebabkan robahnya pemerintahan disertai sedikit 
banyak perkembangan atau perbedaaan penuh dalam kebijaksanaan meme-
rintah.

Tidak satupun sistem pemerintahan suatu negara, yang benar-benar sama 
dengan sistem pemerintahan negara lainnya. Jadi oleh karena itu yang sering 
kita temui hanyalah perbandingan pemerintahan dengan patokan-patokan 
perbandingan tertentu. Namun demikian dapat juga digolongkan beberapa 
sistem pemerintahan yang ada di dunia sekarang ini.

Pengelompokan sistem pemerintahan ini tidak lain untuk lebih jauh me-
lihat perbedaan dan kesamaan dari berbagai sistem pemerintahan, dengan 
mengetahui tolok ukur pertanggungan jawab pemerintah suatu negara terhadap 
rakyat yang diurusnya.

Adapun sistem-sistem pemerintahan yang dimaksud adalah sebagai 
berikut:

1)  Sistem Pemerintahan Parlementer
 Dalam sistem ini dilakukan pengawasan terhadap eksekutif oleh legislatif. 

Jadi kekuasaan parlemen yang besar dimaksudkan untuk memberikan 
kesejahteraan kepada rakyat, maka pengawasan atas jalannya pemerintahan 
dilakukan wakil rakyat yang duduk dalam parlemen.

  Dengan begitu Dewan Menteri (kabinet) bersama Perdana Menteri (PM) 
bertanggung jawab kepada parlemen (legislatif). Dapat dijadikan contoh 
untuk sistem ini adalah Kerajaan Inggris, karena raja atau ratu hanya se-
bagai kepala negara saja, sedangkan yang menyelenggarakan pemerintahan 
adalah Perdana Menteri bersama Kabinetnya.

  Keadaan dimana lembaga eksekutif bertanggung jawab kepada lem-
baga legislatif seperti ini dapat membuat lembaga eksekutif tersebut dija-
tuhkan oleh lembaga legislatif melalui mosi tidak percayanya. Akan tetapi, 
karena PM Inggris kuat kedudukannya dalam arti memimpin partai yang 
dominan, maka sulit dijatuhkan oleh parlemen. Andaikata posisi dominan 
itu tidak dimiliki, maka akan sering terjadi pergantian PM dalam waktu 
yang relatif singkat, sehingga menimbulkan ekses pada pembangunan 
ekonomi. Sebenarnya dalam sistem ini, bila PM memiliki posisi dominan, 
dapat saja ia bersama kabinetnya menggeser kedudukan raja atau ratu, 
yang selama ini hanya memimpin acara seremonial. Akan tetapi hal ini 
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sulit terjadi di Inggris karena raja bagi mereka merupakan lambang per-
satuan dan sejak zaman nenek moyangnya dibanggakan sebagai identitas 
bangsa.

2)  Sistem Pemerintahan Presidensil
 Dalam sistem ini presiden memiliki kekuasaan yang kuat, karena selain 

sebagai Kepala Negara juga sebagai Kepala Pemerintahan yang mengetuai 
Kabinet (dewan menteri). Oleh karena itu, agar tidak menjurus kepada 
diktatorisme, maka diperlukan check and balance, antara lembaga tinggi 
negara; inilah yang disebut checking power with power.

  S.L. Witman dan J.J. Wuest juga mengemukakan 4 ciri dan syarat 
sistem pemerintahan presidensil, yaitu:
a)  It is based upon the separation of power principle.
b)  The executive has no power to dissolve the legislature nor must he 

resign when he loses the support of the majority of its membership.
c)  There is no mutual responsibility between the President and his 

Cabinet, the latter is wholly responsible to the chief executive.
d)  The executive is chosen by the electorate.

  Sebagai contoh untuk sistem ini adalah negara Amerika Serikat (United 
States of America), karena memang Witman dan Wuest memberikan 
keempat kriteria tersebut di atas dengan patokan Amerika Serikat.

  Jadi menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden, karena 
Presiden merupakan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Untuk 
mengatasi kekakuan pemerintahan, maka lembaga legislatif (parlemen) 
benar-benar diberi hak protes seperti hak untuk menolak atau menerima 
rancangan undang-undang, menolak atau menerima baik perjanjian 
maupun pernyataan perang terhadap negara lain, dan lain-lain.

  Dengan demikian terlepas dari bentuk negara Amerika Serikat ini se-
bagai Republik Serikat, namun sistem pemerintahannya adalah presidensil.

3) Sistem Pemerintahan Campuran
 Dalam sistem ini diusahakan hal-hal yang terbaik dari sistem pemerintahan 

parlementer dan sistem pemerintahan presidensil. Sistem ini terbentuk 
dari penelaahan sejarah pemerintahan suatu negara.

  Jadi  sistem pemerintahan ini, selain memiliki presiden sebagai kepala 
negara, juga memiliki Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, 
untuk memimpin Kabinet yang bertanggung jawab kepada Parlemen.

  Bila Presiden tidak diberi posisi dominan dalam sistem pemerintahan 
ini, presiden tidak lebih sekedar lambang dalam pemerintahan dan Kabinet 
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goyah kedudukannya. Untuk itu Prancis pada Orde Barunya ini, mengubah 
konstitusi negaranya sedemikian rupa sehingga Presiden tidak dapat dija-
tuhkan oleh Parlemen bahkan Presiden dapat membubarkan Parlemen.

  Hal ini pernah terjadi di Indonesia, pada waktu memakai Undang-
Undang Dasar Sementara 1950. Yang menjadi persoalan adalah, apakah 
Wakil Presiden dapat diberi posisi dominan sebagaimana layaknya Presiden. 
Jika tidak, maka Wakil Presiden tidak akan berdaya guna dan berhasil guna. 
Itulah salah satu sebab keretakan antara Presiden Ir. Soekarno dengan Wakil 
Presiden Drs. Moh. Hatta pada awal perpecahan Dwi Tunggal tersebut.

  Jadi Republik Prancis memang dapat dijadikan contoh untuk sistem 
pemerintahan campuran ini. Di mana sistem pemerintahannya memiliki 
Presiden sebagai kepala negara dan memiliki Perdana Menteri sebagai 
kepala pemerintahan, untuk memimpin Kabinet yang bertanggung jawab 
kepada Parlemen.

4)  Sistem Kediktatoran Proletariat
 Dalam sistem ini, usaha pertama mereka sebenarnya juga ditujukan untuk 

kemakmuran rakyat banyak (kaum proletar). Akan tetapi, karena kemudian 
rakyat banyak dihimpun dalam suatu organisasi kepartaian tunggal (buruh, 
tani, pemuda dan wanita), akhirnya terjadi dominansi mutlak partai 
tunggal tersebut. Partai tunggal tersebut adalah Partai Komunis.

  Membicarakan komunis berarti membicarakan Marxisme dan Leninisme, 
karena memang ajaran mereka berdualah yang menjadi titik pangkalnya.

  Karl Marx (1818-1883) adalah seorang pelopor sosialisme ilmiah. Ia 
mendapat kesarjanaan ilmu hukum dan Doktor dalam ilmu filsafat. 
Bersama Friederich Engels ia membuahkan bukku “Communist Manifesto” 
dan “Das Capital” yang terkenal itu dan kemudian menjadi dasar teoritis 
komunis.

  Kemudian Vladimir Ilyich Ulyanov atau lebih dikenal sebagai Lenin 
(1870-1924) mendirikan pemerintahan komunis di Rusia. Ia memang 
penganut ajaran Karl Marx yang fanatik dan menerjemahkannya dalam 
bentuk tindakan politik praktis yang nyata. Lenin menjadi kepala peme-
rintahan pada tahun 1917.

  Di samping itu Joseph Stalin (1879-1935) mempunyai peranan penting 
dalam menyebarluaskan komunis, karena Stalin yang menjadi Sekretaris 
Jenderal Partai Komunis pada tahun 1922, partai tersebut tertancap kuat di 
Uni Sovyet, kemudian menyebar ke negara-negara Eropa Timur seperti 
Cekoslovakia, Yugoslavia, Jerman Timur, Polandia, Hongaria, Rumania 
dan lain-lain.
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  Marx, Lenin, dan Stalin yang disebut di atas, ketiganya berasal dari 
daratan Eropa, sedangkan dari daratan Asia negarawan Cina Mao Tse Tung 
(1893-1976) merupakan faktor kuat pula dalam menyuburkan komunisme 
ke seluruh dunia. Mao menjadi ketua Partai Komunis di Cina pada tahun 1935.

  Marxisme dan Leninisme telah memilih satu jalan yang pada hake-
katnya memerangi fitrah manusia; mereka menghapuskan hak individu 
untuk kemudian menjadi pelayan-pelayan partai. Namun mereka lupa 
bahwa dalam diri manusia terdapat kecintaan pada diri sendiri yang 
mendalam untuk mendahulukan kepentingan pribadi, sehingga antara 
pemuka-pemuka partai terdapat perbedaan yang menyolok dan perbedaan 
kelas yang semula dihapuskan akhirnya terjadi juga.

  Begitu juga diktator Tsar di Rusia dan dinasti Ching di Cina, yang 
semula dihapuskan akhirnya dilaksanakan juga, dengan hanya berganti 
kulit saja, yaitu diktator partai komunis, suatu sistem pemerintahan yang 
diktator proletariat.

  Namun hal ini hanya berlangsung setengah abad. Pengekstriman sis-
tem pemerintahan ini mencapai titik jenuh, bersamaan waktunya dengan 
Gorbachev mengumumkan Glasnot (keterbukaan) dan Perestroika (restruk-
turisasi) dalam proses Demokrati zatsiya (demokrasi)nya di Uni Sovyet. 
Dunia menyaksikan runtuhnya komunis di daratan Eropa secara berangsur-
angsur.

  Rusia yang merupakan republik terbesar di Uni Sovyet, benar-benar 
kehilangan seterunya setelah negara-negara bagian seterunya menarik diri 
walaupun di segi ekonomi masih sangat mengharapkan sebenarnya, ke-
mudian Polandia, Hongaria, Jerman Timur yang ingin bersatu kembali 
dengan saudaranya, serta yang paling tragis Rumania berakhir dengan 
pembantaian Nicollai Coucesscu.

  Telah kita lihat bahwa dengan sistem pemerintahan masing-masing, 
pemerintahan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh 
rakyatnya. Namun usaha tersebut sering juga diimbangi dengan sistem 
yang cenderung totaliter, seperti terjadi di negara yang dalam sistem 
pemerintahannya berkehendak demokratis, tetapi dikuasai oleh kelompok 
penekan (pressure group) yang menguasai elit birokrasi, kendatipun kekua-
saan sudah dipisah-pisahkan.

  Akan halnya pengaruh partai-partai politik terhadap sistem pemerin-
tahan, khususnya di negara-negara berkembang (yang biasa disebut negara 
dunia ketiga), ada beberapa sistem pemerintahan yang dapat digolongkan, 
yaitu:
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1)  Traditional Autocratic System
2)  Bureaucratic Elite System
3)  Polyarchaic Competitive System
4)  Dominant Party Semi Competitive System
5)  Dominant Party Mobilization System
6)  Communist Totalitarian System

  Pembagian di atas ini biasanya digabung lagi menjadi dua corak besar, 
yaitu totaliter dengan segala versinya di salah satu pihak, dan kebebasan 
kapitalis dan liberalis di pihak yang lain.

  Kapitalis atau komunisme menekankan diri pada pemilikan pribadi 
atau negara, dengan konsepsi kesejahteraan yang tertuang pada dalil his 
deed bagi kapitalisme dan his need bagi komunisme.

9.3  LIMA BIDANG KEKUASAAN PEMERINTAHAN INDONESIA
Peranan Aparatur Negara Republik Indonesia meliputi Lima Bidang Kekuasaan 
Pemerintahan (Pancapraja) dalam menjalankan tugas pekerjaan (Karya Dharma) 
ataupun tugas dan wewenangnya yang diamanatkan oleh UUD 1945 untuk 
mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Adapun Lima Bidang Kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (pemerintah dalam arti luas) menurut UUD 1945 adalah:
A.  Kekuasaan menjalankan perundang-undangan negara atau kekuasaan 

Eksekutif, yang dilakukan oleh Pemerintah (dalam arti sempit);
B.  Kekuasaan memberikan pertimbangan kenegaraan kepada Pemerintah 

atau Kekuasaan Konsultatif dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Agung;
C.  Kekuasaan membentuk perundang-undangan negara atau Kekuasaan 

Legislatif, yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
D.  Kekuasaan mengadakan pemeriksaan keuangan negara atau Kekuasaan 

Eksaminatif atau Kekuasaan Inspektif, yang dilakukan oleh Badan Peme-
riksa Keuangan;

E.  Kekuasaan mempertahankan perundang-undangan negara atau Kekuasaan 
Yudikatif yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Lembaga-lembaga Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam 
UUD 1945 pasal 1 sampai dengan pasal 16, pasal 19 sampai dengan pasal 23 
ayat (1) dan ayat (5), serta pasal 24.

Tingkat kedudukan Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia 
menurut Ketetapan MPR No.VI/MPR/1973 tentang Kedudukan dan Hubungan 
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Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan atau Antar Lembaga-Lembaga 
Tinggi Negara  ialah sebagai berikut:

a.  Lembaga Tertinggi Negara, ialah Majelis Permusyawaratan 
      Rakyat disingkat MPR.
MPR sebagai penjelmaan seluruh Rakyat Indonesia  adalah pemegang kekuasaan 
tertinggi dalam negara dan Pelaksana dari Kedaulatan Rakyat. MPR memilih 
dan mengangkat Presiden/Mandataris dan Wakil  Presiden untuk membantu 
Presiden. MPR memberikan mandat kepada Presiden untuk melaksanakan 
Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan putusan-putusan lainnya.

MPR dapat pula memberhentikan Presiden sebelum masa jabatannya, 
yaitu karena:
1)  Atas permintan sendiri
2)  Berhalangan tetap (mangkat, berhenti atau tidak dapat melaksanakan kewa-

jiban dalam masa jabatannya, sesuai dengan ketentuan pasal 8 UUD 1945)
3)  Sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara yang ditetapkan oleh MPR.

Presiden  tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR dan pada akhir masa 
jabatannya (5 tahun) memberikan pertanggungan jawab atas pelaksanaan Haluan 
Negara yang ditetapkan oleh UUD 1945 dan MPR dihadapan sidang MPR.

Selain itu Presiden wajib memberikan pertanggungan  jawab dihadapan 
Sidang Istimewa MPR yang khusus diadakan untuk  meminta pertanggungan 
jawab Presiden dalam pelaksanaan Haluan Negara yang ditetapkan oleh UUD 
1945 dan MPR.

Apabila Wakil Presiden berhalangan tetap, maka Presiden dan /atau Dewan 
Perwakilan Rakyat ( DPR ) dapat meminta MPR untuk mengadakan Sidang 
Istimewa untuk memilih Wakil Presiden.

Susunan dan kedudukan MPR diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 
1969 telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1975 dan dalam 
Ketetapan MPR No.I/MPR/1973 tentang Peraturan Tata Tertib MPR.

Dalam Pidato Pertanggungan jawab Presiden/Mandataris MPR pada da-
hulu maupuan MPR hasil Pemilihan Umum (tahun 1971) adalah Lembaga 
Tertinggi  Negara, penjelmaan seluruh Rakyat Indonesia.

Penegasan Presiden RI ini perlu dan amat penting artinya, mengingat banyak 
produk-produk MPRS yang berbentuk Ketetapan-Ketetapan MPRS (seluruhnya 
berjumlah 44 Ketatapan MPRS yang ditetapkan  MPRS guna mengatur pe-
nyelenggaraan negara sejak 1960 sampai dengan 1968).
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b.  Lembaga-Lembaga Tinggi Negara
Yang sesuai dengan urut-urutan yang terdapat dalam UUD 1945 ialah Presiden 
(pasal 4 sampai dengan 15), Dewan Pertimbangan Agung (pasal 16), Dewan 
Perwakilan Rakyat (pasal 19 sampai dengan 22), Badan Pemeriksa Keuangan 
(pasal 23) dan Mahkamah Agung (pasal 24).

a.  Presiden
Presiden ialah penyelenggara kekuasaan Pemerintahan Negara Tertinggi di 
bawah MPR, yang dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh satu orang 
Wakil Presiden (pasal 4 UUD 1945).

UUD 1945 tidak menentukan lebih lanjut tugas Wakil Presiden demikian 
juga dalam  Ketetapan MPR No. II/MPR/1973 tentang Tata  Cara Pemilihan 
Presiden dan Wakil Presiden, dalam pasal 2 hanya disebutkan bahwa:
1)  Presiden dan Wakil Presiden harus dapat bekerja sama.
2)  Calon Wakil Presiden selain memenuhi persyaratan tertentu yang dite-

tapkan MPR, harus juga menyatakan sanggup dan dapat bekerja sama 
dengan Presiden.

Berhubung dengan itu, maka dalam Pengumuman Presiden pada pem-
bentukan Kabinet Pembangunan II tanggal 27 Maret 1973, Presiden RI men-
jelaskan atau menegaskan tugas Wakil Presiden sebagai berikut:
1)  Tugas Umum. Sesuai dengan pasal 4 ayat (2) UUD-1945, tugas wakil 

presiden ialah membantu presiden dalam melaksanakan tugasnya;
2)  Tugas Khusus. Memperhatikan secara khusus, menampung masalah-

masalah dan mengusahakan pemecahan masalah-masalah yang perlu, 
yang menyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat.

3) Melakukan pengawasan operasional pembangunan dengan bantuan 
departemen-departemen, dalam hal ini Inspektur-Inspektur Jenderal dari 
Departemen yang bersangkutan.
 
Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat membentu 

Undang-Undang termasuk menetapkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN). Presiden juga dengan persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian 
dengan negara lain.

Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan 
juga tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.
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b.  Dewan Pertimbangan Agung disingkat DPA
DPA ialah sebuah Badan penasehat pemerintah, yang berkewajiban memberikan 
jawaban atas pertanyaan Presiden. Di samping itu DPA berhak mengajukan 
usul dan wajib memajukan pertimbangan kepada Presiden. Susunan dan 
kedudukan DPA diatur dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1967.

c.  Dewan Perwakilan Rakyat disingkat DPR
DPR yang seluruh anggotanya adalah anggota MPR berkewajiban senantiasa 
mengawasi tindakan-tindakan Presiden dalam rangka pelaksanaan Haluan 
Negara.

Apabila DPR menganggap Presiden sungguh-sungguh melanggar Haluan 
Negara, maka DPR menyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presiden. 
Dan jika dalam waktu tiga bulan Presiden tidak memperhatikan memorandum 
DPR tersebut, maka DPR menyampaikan memorandum yang kedua.

Apabila dalam waktu satu bulan memorandum yang kedua itu tidak 
diindahkan oleh Presiden, maka DPR dapat meminta MPR mengadakan Sidang 
Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden.

Susunan dan kedudukan DPR diatur dalam Undang-Undang no.16 tahun 
1969 dan dalam Keputusan DPR No.7/ DPR/ RI/ III/ 71-72 tentang peraturan 
Tata Tertib DPR.

d.  Badan Pemeriksa Keuangan disingkat BPK
Badan Pemeriksa Keuangan ialah badan yang memeriksa tanggung jawab 
tentang keuangan negara, yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari 
pengaruh kekuasaan pemerintah, akan tetapi tidak berdiri di atas pemerintah.

BPK memeriksa semua pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara. Hasil pemeriksaan BPK diberitahukan kepada DPR. Susunan dan 
kedudukan BPK diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1973.

e.  Mahkamah Agung disingkat MA
Mahkamah Agung ialah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang 
dalam pelaksanaan tugasnya, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah 
dan pengaruh-pengaruh lainnya. Mahkamah Agung dapat memberikan pertim-
bangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak kepaa 
Lembaga-lembaga tinggi negara.

Mahkamah Agung juga memberikan nasehat hukum kepada presiden/ 
Kepala negara untuk pemberian atau penolakan grasi. Di samping itu Mahkamah 
Agung mempunyai wewenang menguji seorang menteri hanya terhadap 
peraturan-peraturan perundangan di bawah undang-undang.
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Adapun pokok-pokok kekuasaan kehakiman di Indonesia ditetapkan 
dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1970.

Dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 dan perundang-
undangan pelaksanaannya, maka dapatlah dirangkaikan secara pokok-pokok 
Karya Dharma dari pada Pancapraja Negara Republik Indonesia dalam uraian 
yang di bawah ini.

f.  Kekuasaan Eksekutif (Badan Pemerintahan) 
Adapun kekuasaan Eksekutif atau kekuasaan pemerintahan negara Kesatuan 
Republik Indonesia diatur dalam UUD 1945 Bab III pasal 4 sampai dengan 15.

Pemerintahan Republik Indonesia ini dijalankan oleh Pemerintah Republik 
Indonesia yang meliputi lembaga Pemerintahan (Government) yang berikut:
a.  Aparatur Pemerintahan Pusat yang terdiri dari:

1)  Kepresidenan beserta aparatur utamanya, yang terdiri dari :
a) Presiden selaku Kepala Negara merangkap Kepala Pemerintah 

(Eksekutif) Indonesia, Presiden/ Perdana Menteri.
b)  Wakil presiden
c)  Menteri-menteri Negara non departement
d)  Kejaksaan Agung
e)  Sekretariat Negara
f)  Dewan-dewan Nasional :
 (1)  Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional
 (2)  Dewan Pertahanan Nasional
 (3)  Dewan Telekomunikasi
 (4)  Dewan Tenaga Atom
 (5)  Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional
 g)  Lembaga-lembaga non departemen:
 (1)   BAPPENAS
 (2)   Bank  Indonesia
 (3)   Kantor Urusan Pegawai (sekarang Badan Administrasi  

        Kepegawaian Negara).
 (4)   Lembaga Administrasi Negara
 (5)   Biro Pusat Statistik
 (6)   Lembaga Sandi Negara
 (7)   Badan Urusan Logistik
 (8)   Badan Koordinasi Intelejen Negara
 (9)   Badan Tenaga Atom Nasional
 (10) Lembaga Penerbangan dan Angkasa Luar Nasional
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 (11) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
 (12) Arsip Nasional
 (13) Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional

2)  Kabinet (Dewan Menteri) yang meliputi Departemen-departemen.
 Menurut Keputusan Presidium Kabinet No. 75/U/KEP/11/1966 Depar-

temen tersusun sebagai berikut:
a)  Menteri Negara/ Kepala Departemen, sebagai unsur pimpinan.
b)  Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal yang masing-masing 

dipimpin oleh seorang Sekretaris Jendral dan Inspektur Jenderal, 
sebagai unsur-unsur staf.

c)  Direktorat-Direktorat Jenderal yang masing-masing dipimpin oleh 
seorang Direktur Jenderal sebagai unsur pelaksana.

b.  Aparatur Pemerintahan Daerah yang terdiri dari :
1)  Badan-badan Pemerintahan Pusat di Daerah
 Pada pokoknya Badan-Badan ini berbentuk Perwakilan tiap Depar-

temen di Daerah, yang pengendalian operasionalnya dikoordinasikan 
oleh Gubernur, sebagai wakil Pemerintahan Pusat di Daerah Pengen-
dalian Tekhnis terhadap Perwakilan Departemen tersebut tetap ada 
dalam wewenang Menteri/ Kepala Departemen yang bersangkutan.

2)  Badan-badan Aparatur Pemerintahan Otonomi Daerah
 Yang dipimpin oleh seorang Kepala Daerah Tingkat I atau II dan 

DPRD tingkat I dan II. Jabatan Kepala Daerah Tingkat I dirangkap 
oleh Gubernur, sehingga sebutannya menjadi Gubernur/ Kepala Dae-
rah; sedangkan untuk tingkat II dirangkap oleh Bupati atau Walikota, 
dengan sebutan Bupati/Kepala Daerah atau Wali Kota/Kepala Daerah.

3)  Desa Praja yang disusun atas alat-alat kelengkapan sebagai berikut:
        a).  Kepala Desa Praja
        b).  Badan Musyawarah Desa Praja
        c).  Pamong Desa Praja
        d).  Panitera Desa Praja
        e).  Petugas Desa Praja
        f).  Badan Pertimbangan Desa Praja

c.  Usaha-usaha Negara yang meliputi:
1).  Perusahaan Jawatan (PERJAN)
2).  Perusahaan Umum (PERUM)
3).  Perusahaan Perseroan (PERSERO)
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Pemerintah negara RI mempunyai tugas pokok yang tercantum dalam 
Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:
a.  Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia.
b.  Memajukan kesejahteraan umum
c.  Mencerdaskan kehidupan bangsa
d.  Ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok pemerintah negara secara umum 
tersebut, maka tugas pokok Kabinet Pembangunan sebagai Pemerintah Negara 
Republik Indonesia tercantum dalam Ketetapan MPRS No.XLI/ MPRS/1968 
sebagai berikut (disebut  juga Panca-Krida):
a.  Menciptakan stabilisasi politik dan ekonomi sebagai syarat untuk berha-

silnya Rencana Pembangunan Lima Tahun.
b.  Menyusun dan melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun.
c.  Melaksanakan Pemilihan Umum sesuai dengan Ketetapan MPRS No.XLII/

MPRS/1968.
d.  Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis 

habis sisa-sisa G-30-S/PKI dan setiap perongrongan, penyelewengan serta 
peng khianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945.

e.  Melanjutkan penyempurnaan pembersihan secara menyeluruh Aparatur 
Negara dari tingkat Pusat sampai Daerah.
Pada tahun 1973 diubah menjadi Sapta Krida.

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan pemerintahan negara yang ter-
tinggi ialah menjalankan pemerintahan secara luas yang merupakan tugas pe-
nyelenggaraan sesungguhnya dari kepentingan negara, yaitu merealisir tujuan 
negara sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan (Preambule) UUD 1945 
yang berbunyi :

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.
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10.1  TUJUAN PEMERINTAHAN INDONESIA
Walaupun pemerintahan itu dapat berbeda-beda, tergantung pada ideologi yang 
hidup di dalam masyarakatnya dan falsafah hidup yang mendasarinya, namun 
dapat pula kita menemukan beberapa hal yang dapat kita anggap mempunyai 
sifat essensial, yang karenanya harus menjadi tujuan dari setiap pemerintahan. 
Hal tersebut terlepas dari ideologi yang dianut rakyat negara itu. Tujuan yang 
essensial ini mempunyai sifat mutlak dan secara minimal harus terdapat di 
dalam setiap negara.

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan oleh rakyat tentunya mengandung 
pengertian, bahwa demokrasi itu juga merupakan sistem pemerintahan untuk 
rakyat. Dengan demikian tujuan dan tugas pemerintahan dalam demokrasi 
pada pokoknya harus diarahkan kepada terpenuhinya kepentingan rakyat pada 
umumnya. Ini lazim dinamakan “kepentingan umum” atau “kepentingan nasional”, 
jadi bukan kepentingan pribadi dari para pemegang kekuasaan pemerintahan.

Perumusan tujuan dan tugas pemerintah secara luas ini memerlukan 
perincian dari Ilmu Negara dalam bidang politik.

Mengingat kedudukan suatu Negara dalam keseluruhannya maka perhatian 
pertama-tama layak ditujukan kepada hal mempertahankan Negara itu terhadap 
gangguan dari luar. Ini dapat dikatakan mengenai “kepastian extern” (external 
security).

Kemudian ke dalam harus ada ketentraman dan keamanan diantara para 
anggota masyarakat dari Negara. Ini dapat dikatakan “ketertiban intern” (internal 
order).

Ketertiban intern ini perlu, agar terpenuhi kepentingan konkrit dari para 
anggota masyarakat, agar mereka sehari-hari hidup berbahagia, baik jasmaniah 
maupun rohaniah. Ini dapat dikatakan mengenai “Kesejahteraan Rakyat”.

b a b  x
Tujuan dan Asas Sistem 

Pemerintahan Indonesia
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Dalam hal mengejar Kesejahteraan Rakyat ini perlu ada usaha agar diurut 
suatu garis yang tidak menyimpang dari “kebenaran dan keadilan”.  Landasan 
filosofis tujuan Sistem Pemerintahan Indonesia adalah Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945. Adapun landasan segi politisnya adalah Garis-Garis Besar 
daripada Haluan Negara (GBHN), sebagai arah dan strategi pembangunan 
bangsa, serta menjadi kepentingan seluruh rakyat Indonesia dan keberhasilan 
pelaksanaannya sangat tergantung kepada partisipasi seluruh masyarakat.

Pemerintahan Indonesia didirikan bukan tanpa tujuan. Dari sejak 
permulaan tujuan itu telah ada dan jelas tercantum di dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi cita-cita Kemerdekaan.

Untuk mencapai tujuan itu perlu ada kejelasan arah dan usaha, serta 
ukuran-ukuran, yang dapat dijadikan pedoman oleh bangsa Indonesia dalam 
perjuangannya dari masa ke masa untuk mewujudkan tujuan yang diidam-
idamkan tersebut. Para pendiri republik ini pagi-pagi telah menyadari akan 
perlunya hal itu. Pedoman yang berisikan arah, tujuan dan cara-cara yang perlu 
diperhatikan dalam perjuangan mencapai tujuan yang di dalam UUD 1945 
disebut Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara (GBHN).

Adapun tujuan dari sistem pemerintahan Indonesia itu adalah sebagai 
berikut:

a.  Ketertiban Intern (Internal Order)
Tidak kurang penting bagi hidupnya suatu negara ialah ketertiban intern yang 
harus ada di dalam wilayah negara. Hal ini menjadikan setiap orang dapat 
merasa aman dan tenteram hidup di dalam negara, serta merasa terjamin kese-
lamatan dirinya. Bilamana tujuan ini tidak tercapai, maka eksistensi atau 
kelangsungan hidup negara itu tidak mempunyai dasar lagi, sebab ia tidak 
mampu menyelenggarakan tujuan primer yang paling utama dari eksistensinya 
itu. Lagi pula, dapat tercapai tidaknya tujuan-tujuan negara yang lainnya 
bergantung sepenuhnya kepada kemampuan negara untuk menunaikan tujuan 
utama tadi.

Sekalipun demikian, bilamana yang menjadi tujuan negara itu hanyalah 
penyelenggaraan dan pengawasan ketertiban belaka maka negara tiada lain 
dari pada suatu alat penertiban semata-mata. Dalam negara modern, tujuan 
negara itu tidak terbatas pada pemeliharaan ketertiban saja, tapi juga tercapainya 
kesejahteraan bagi semua warga negara dan tingkat peradaban yang lebih tinggi.

Berbicara tentang ketertiban intern dalam suatu negara, adalah mengenai 
tata-tertib yang harus ada dalam hidup kenegaraan antara para anggota masya-
rakat, antara mereka di satu pihak dan alat-alat perlengkapan dari pemerintah 
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di pihak lain, antara alat-alat perlengkapan itu sendiri dalam perhubungan 
mereka satu sama lain.

Ketertiban itu dalam negara erat hubungannya dengan keamanan dalam 
masyarakat. Ada suatu instansi yang khusus ditugaskan untuk menjaga adanya 
ketertiban dan keamanan dalam negeri ini, yaitu instansi Kepolisian.

Keperluan akan adanya ketertiban ini baru benar-benar dirasakan apabila 
orang mengalami suatu kekacauan dalam masyarakat. Kemudian timbul 
kesibukan untuk mengatasi kekacauan itu dan ini tidak selalu mudah. Oleh 
karenanya diusahakan sejauh mungkin, jangan sampai ada kekacauan atau hal 
sesuatu diatur sedemikian rupa sehinggga, kalau timbul kekacauan, akan 
mudah untuk mengatasinya.

Memang benarlah pepatah “Guverner c’est prevoir” yang berarti bahwa, 
meme rintah adalah memikirkan di muka, agar hal sesuatu yang tidak baik, 
jangan sampai terjadi. Lebih baik untuk menjaga, agar terhindar dari suatu 
penyakit dari pada membiarkan suatu penyakit timbul dan baru kemudian 
berusaha menyembuhkannya.

Justru disinilah nampak pentingnya keterampilan dalam menjalankan 
pemerintahan dan keterampilan ini dapat lebih mendekati sifat seorang seniman 
dari pada sifat seorang cendekiawan. Inilah yang dinamakan “regeerkunst” atau 
kesenian memerintah. 

Dengan demikian sekiranya tidak benar, apabila di jaman Yunani kuno 
dikatakan, bahwa orang-orang ahli filsafatlah yang paling pandai memegang 
kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara.

b.  Kesejahteraan Rakyat
Dalam hal mengejar tujuan ini ada faham yang berpendapat, bahwa keputusan-
keputusan adalah cara untuk menentukan berbagai usaha untuk mengejar 
tujuan dan dapat dibuat pula untuk kepentingan individu oleh orang lain. Jadi 
keputusan itu dapat “made by him self ” atau “made for him”.  Paham yang pertama 
menimbulkan “teori demokrasi” dan paham yang kedua menumbuhkan “teori 
otokrasi” dan “teori totaliter”.

Tetapi walaupun kepentingan dan kesejahteraan individu sangat dipen-
tingkan, dalam teori-teori kenegaraan modern kepentingan dan kesejahteraan 
seluruh masyarakat atau kesejahteraan umum ini tidak boleh diabaikan pula. 
Ini berarti, bahwa negara di samping menyelenggarakan kesejahteraan dan 
kepentingan individu harus juga berdaya upaya untuk meningkatkan usaha 
bersama untuk mencapai tujuan yang tidak mungkin dapat dicapai individu 
atau kelompok-kelompok individu masing-masing.
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Tujuan dan tugas pemerintah mengenai kesejahteraan rakyat ialah untuk 
memajukan baik kesejahteraan para oknum maupun kesejahteraan masyarakat 
dalam keseluruhannya dan dalam arti yang seluas-luasnya.

Kepada orang-orang tani harus diberi kesempatan untuk sebanyak mung-
kin mendapat untung dari hasil pertanian, misalnya jangan sampai mereka 
kekurangan bibit dan pupuk serta diberi penerangan tentang tekhnik baru 
untuk mengolah tanah.

Kepada para pedagang harus diberi kesempatan mengangkut barang-
barang dagangannya dari satu tempat ke lain tempat dengan disediakan jalan-
jalan yang baik  dan alat-alat pengangkutan yang tidak memerlukan banyak 
biaya.

Kepada para usahawan harus diberi cukup luang untuk  memperkembangkan 
perusahaannya dengan menghilangkan hambatan-hambatan yang mungkin 
diderita oleh mereka.

Para kaum buruh dan tenaga kerja pada umumnya harus mendapat upah 
yang pantas. Para penduduk pada umumnya harus dihindarkan dari kekurangan 
sandang dan pangan, dari pengangguran, dari epidemi pelbagai penyakit dan 
lain-lain malapetaka.

Kesejahteraan rakyat juga meliputi kebutuhan rakyat dalam bidang ke-
sehatan, pendidikan, kebudayaan, hiburan dan lain-lain sebagainya.

Pada jaman modern ada perumusan “freedom from fear and want” atau 
“bebas dari ketakutan dan keinginan”, yang berarti bahwa rakyat dalam peng-
hidupannya sehari-hari jangan selalu takut akan menderita sesuatu dan supaya 
keinginan-keinginannya seberapa boleh dipenuhi.

Tugas-tugas semua ini oleh pemerintah dapat dibebankan juga pada para 
golongan swasta dari masyarakat, yang mampu dan terorganisasi untuk itu. 
Tetapi pemerintahlah yang menampung segala sesuatu yang masih terlantar 
atau kurang cukup mendapat perhatian.

C.  Kebenaran dan Keadilan
Apakah keadilan itu? Pertanyaan ini sangat sukar untuk dijawab. Antara lain 
Aristoteles mengemukakan bahwa “keadilan” tidak berarti bahwa setiap orang 
memperoleh bagian yang sama banyaknya atau sama besarnya dari sesuatu. 
Konsepsi tentang keadilan seperti dikemukakan Aristoteles, teramat sukar 
untuk dipraktekan apalagi untuk dijadikan ketentuan atau peraturan yang 
dibuat oleh negara. Sebabnya ialah negara tidak mungkin untuk berlaku adil 
dengan cara membuat ketentuan-ketentuan ataupun peraturan hukum yang 
khusus untuk setiap orang, melainkan hanya dapat membuat ketentuan atau 
peraturan yang bersifat umum saja.
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Oleh karena itu peraturan hukum tidak dibuat secara khusus untuk 
mengadili suatu peristiwa tertentu yang secara kongkrit telah terjadi, melainkan 
diadakan untuk menyelesaikan peristiwa yang mungkin terjadi, sehingga 
peristiwa yang diatur peraturan hukum itu bersifat abstrak dan hipotesis. 
Sedangkan penerapannya secara khusus diserahkan kepada para fungsionaris 
negara yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas tersebut.

Kesejahteraan para anggota masyarakat, apabila tercapai, belumlah cukup 
bagi pemerintahan yang baik. Di samping kesejahteraan ini dirasakan perlu 
adanya “kebenaran dan keadilan”.

Pemberian kesejahteraan harus berdasar atas kebenaran, yaitu atas hal 
yang benar, tidak atas hal yang tidak benar. Seorang pemalas misalnya tidak 
pantas diberi kesejahteraan. Orang itu harus merubah sikapnya dulu menjadi 
orang yang rajin bekerja.

Apabila seorang menjadi kaya raya sebagai akibat dari pada menipu orang-
orang lain atau akibat dari menyelewengkan kepercayaan yang diberikan ke-
padanya, maka gejala semacam ini tidak boleh dibiarkan begitu saja oleh pe-
merintah.

Kekayaan yang diperoleh dengan jalan korupsi, tidak pantas mendapat 
perlindungan, bahkan kalau perlu, harus dikembalikan kepada yang lebih 
berhak atas itu.

Janganlah sampai hal yang benar, tidak dibenarkan dan hal yang tidak 
benar dibenarkan. Kebenaran ini selalu didampingi dengan keadilan sebagai 
hal yang juga harus dikejar.

Kalau seorang mendapat kesejahteraan sebagai akibat pekerjaan yang 
cukup rajin dan jujur, maka seorang tetangga yang kurang rajin dan tidak jujur 
dalam pekerjaannya, sepantasnya juga diberikan kesempatan untuk mendapat 
kesejahteraan yang setimpal.

Jangan sampai dalam hal ini diadakan diskriminasi, berdasar atas per-
bedaan suku-bangsa, perbedaan agama, perbedaan daerah, perbedaan hubungan 
kekeluargaan, perbedaan warna kulit dan lain-lain sebagainya.

Tiap negara mempunyai instansi khusus yang resmi ditugaskan memberi 
peradilan diantara para anggota masyarakat yang saling bertengkar, yaitu 
Instansi Kehakiman dengan Badan-badan Pengadilan dan Hakim-hakimnya.

Orang tidak boleh menghakimi sendiri suatu sengketa dengan orang lain. 
Kalau ini diperbolehkan, akan timbul apa yang dinamakan “anarchie” atau 
ketiadaan ketertiban.

Di luar Badan-badan Pengadilan, Badan-badan Pemerintahan dan orang-
orang penguasa pun harus mengejar keadilan dalam perintah-perintah dan 
tindakan-tindakannya atau barangkali lebih konkrit, janganlah mereka dalam 
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menjalankan tugas masing-masing memperlakukan suatu pihak secara tidak 
adil dan secara berat sebelah.

Badan-badan Legislatif dalam merancangkan dan membikin undang-
undang harus memperhatikan keadilan. Jangan sampai, suatu undang-undang 
mengandung peraturan yang bersifat diskriminatif dan menguntungkan satu 
pihak saja yang tidak seimbang dengan apa yang dibagikan kepada pihak lain.

Kebenaran dan keadilan ini tidak hanya diharapkan dari badan-badan 
pemerintah saja, melainkan juga dari kalangan swasta. Organisasi-organisasi 
swasta dalam bidang agama, kesenian, perdagangan, perindustrian, pertanian  
dan lain-lain sebagainya, meliputi sejumlah besar anggota-anggota, yang ke-
pentingan-kepentingannya harus diperhatikan oleh para pengurus secara sesuai 
dengan kebenaran dan keadilan.

Kalau ini tidak diperhatikan, pada suatu waktu akan meletus suatu per-
pecahan di antara para anggota organisasi-organisasi tersebut, yang mungkin 
menghebat sampai saling menyerang secara fisik. Apabila sampai demikian 
adanya, maka pemerintahlah yang wajib turun tangan untuk menenangkan 
mereka yang bertengkar, melalui jalan yang benar dan adil.

Dalam mengejar kebenaran dan keadilan ini, pemerintah harus tidak buta 
pada realitas, bahwa dalam masyarakat, sering saling berpihak atau dua pihak, 
yang tidak sama kekuatannya dalam hal perekonomian. Dalam hal ini tidak 
boleh dibiarkan saja pihak yang lemah diganyang mentah-mentah oleh pihak 
yang kuat. Pemerintah harus mencari jalan agar ada “fair play” antara kedua 
belah pihak itu. Misalnya kepada pihak yang lemah diberi bantuan gratis dari 
seorang pengacara yang ditunjuk oleh pemerintah.

Keharusan adanya kebenaran dan keadilan ini tidak terbatas pada wilayah 
suatu negara tertentu. Di antara perbagai negara pun diharapkan suatu keadaan, 
di mana kebenaran dan keadilan diperhatikan secukupnya. Oleh karena sampai 
sekarang belum saja ada suatu Badan Internasional, yang dapat memaksa suatu 
negara tertentu untuk melakukan sesuatu, maka dalam perhubungan inter-
nasional ini masih tergantung pada goodwill masing-masing negara, sampai 
dimana kebenaran dan keadilan itu diperhatikan.

Dalam hal ini harus diingat oleh masing-masing negara, bahwa tindakan 
yang mereka lakukan dengan menyimpang dari kebenaran dan keadilan, akan 
dibalas dengan tindakan serupa dari negara lain. Maka dapat diharapkan, bahwa 
untuk kepentingannya sendiri, mereka akan sedapat mungkin menghindarkan 
diri dari sikap dan laku, yang mengingkari kebenaran dan keadilan.

Dan resiprositas atau saling memperlakukan secara timbal balik ini, dunia 
akan menemukan perimbangan kekuatan dalam perhubungan internasional 
sebagai syarat mutlak untuk mencapai koeksistensi dalam menciptakan perdamaian. 
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D.  Pertahanan
Tujuan penting lainnya adalah mempertahankan eksistensi manusia atau warga 
negara dengan jalan memelihara kelangsungan hidup negara, terutama me-
lindungi warga negara dan pemerintahan dari ancaman-ancaman dan gang-
guan-gangguan yang datang dari luar yang bertujuan untuk menganggu, 
merongrong atau bahkan menghancurkan eksistensi pemerintahan.

Tujuan pertahanan ini merupakan tujuan  ekstern, yakni tercapainya suatu 
“external security”, karena ditujukan khusus terhadap serangan-serangan yang 
mungkin datang dari musuh yang berada atau berasal dari luar wilayah negara. 

Dengan perkataan lain: kemungkinan datangnya gangguan keamanan dari 
luar negeri yang harus dihadapi dan ditanggulangi adalah ancaman perang 
yang datang dari negara lain. Untuk melaksanakan tujuan ini mau tidak mau 
negara harus menyusun angkatan perang, suatu kekuatan bersenjata yang 
seharusnya dipergunakan terutama bukan untuk menyerang musuh melainkan 
untuk membela diri dan mempertahankan eksistensinya bilamana datang 
serangan musuh dari luar itu.

Ucapan klasik Julius Caesar: “Si vis pacem para bellum”, yang berarti lebih 
kurang: “Bilamana kita menginginkan perdamaian, kita harus mempersiapkan 
diri untuk berperang”. Kiranya kebenarannya dari dulu hingga sekarang masih 
tetap berlaku.

Sistem pemerintahan yang kita anut dan kita selenggarakan atau yang 
berlaku di Indonesia ini, ditujukan dalam usaha untuk meningkatkan:
1.  Bidang Ekonomi, yang meliputi:

a.  Pertanian g.  Perdagangan
b.  Industri  h.  Koperasi
c.  Pertambangan i.   Usaha swasta dan golongan ekonomi lemah
d.  Energi  j.   Tenaga Kerja
e.  Prasarana k.  Transmigrasi
f.   Pariwisata l.   Pembangunan Daerah dan lingkungan hidup

2.  Bidang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan 
Sosial Budaya
a.  Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha esa
b.  Pendidikan
c.  Kebudayaan
d.  Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Penelitian
e.  Kesehatan
f.   Keluarga Berencana
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g.  Kependudukan
h.  Perumahan
i.   Kesejahteraan Sosial
 j.  Generasi Muda
k.  Peranan Wanita dalam Pembangunan dan Pembinaan Bangsa

3.  Bidang Politik, Aparatur Pemerintah, Hukum, Penerangan dan Pers, serta 
Hubungan Luar Negeri
a.  Politik
b.  Aparatur Pemerintah
c.  Hukum
d.  Penerangan dan Pers
e.  Hubungan Luar Negeri

4.  Bidang Pertahanan dan Keamanan Nasional
 Dengan memupuk rasa kesadaran dan tanggung jawab seluruh bangsa 

atas keamanan dan kedaulatan negara dan bangsa dengan kekuatan Ang-
katan Bersenjata sebagai pelopornya.

Kebutuhan-kebutuhan yang kita uraikan di atas itulah, yakni kebutuhan 
akan keamanan dan ketertiban, pertahanan, kemakmuran dan kesejahteraan, 
keadilan dan akhirnya kebebasan yang kesemuanya merupakan kebutuhan yang 
paling fundamental serta essensial bagi umat manusia, yang diharapkan dapat 
tercapai dengan usaha manusia melalui pembentukan proses pemerintahan. 

Tegasnya, terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut bagi para warga 
negaranya harus menjadi tujuan dari setiap negara, walau apapun ideologi yang 
dijadikan dasar pemerintahan. Akan tetapi, seperti telah dikatakan pula di atas, 
penyelenggaraan kebutuhan-kebutuhan tadi, tidak bisa tidak, tentu akan di-
pengaruhi oleh ideologi yang dianut oleh rakyat sesuatu negara dan yang 
menjadi dasar dari negara itu. Dan ideologi ini dapat berbeda-beda di antara 
berbagai-bagai bangsa di dunia ini.

   

10.2  ASAS-ASAS SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

a.  asas-asas Pemerintahan
Asas adalah dasar, pedoman atau sesuatu yang dianggap kebenaran yang 
menjadi tujuan berpikir dan prinsip yang menjadi pegangan. Dengan demikian 
yang menjadi asas pemerintahan adalah dasar dari suatu sistem pemerintahan 
seperti ideologi suatu bangsa, falsafah hidup, dan konstitusi yang membentuk 
sistem pemerintahannya.
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Untuk itu dalam membahas asas suatu pemerintahan, kita perlu melihat 
berbagai prinsip, pokok pikiran, tujuan, struktur organisasi, faktor kekuatan, 
dan proses pembentukan suatu negara. Hal ini perlu, karena sebagaimana sifat 
dari Ilmu Pemerintahan itu sendiri, maka dalam menentukan asas pemerintahan 
ini yang diselidiki hanyalah asas pemerintahan dari suatu negara tertentu, 
bukan pemerintahan pada umumnya.

Berbagai pemerintahan negara memang memiliki sistem pemerintahan 
yang berbeda sama sekali dengan negara lain, yang berkembang sesuai dengan 
situasi dan kondisi setempat. Bahkan satu negara akan berkembang sesuai 
ruang dan waktu; misalnya pemerintahan era orde lama cukup berbeda 
dibandingkan dengan era orde baru di Indonesia.

Adapun beberapa asas pemerintahan yang perlu diketahui tersebut, antara 
lain adalah sebagai berikut:

1).  Asas Aktif
 Pemerintahan memiliki sumber utama pembangunan, seperti keahlian, 

dana, kewenangan, organisasi dan lain-lain. Di negara-negara berkembang 
pemerintah senantiasa berada pada posisi sentaral. Oleh karena itu 
pemerintah memegang peranan inovatif dan inventif. Bahkan pemerintah 
mengurus seluruh permasalahan pembangunan, pemerintahan dan kema-
syarakatan, mulai dari orang-orang yang belum lahir ke dunia (dengan 
Keluarga Berencana) sampai pada orang-orang yang sudah meninggal 
dunia (dengan Dinas pemakamannya). Jadi pemerintah itu di mana pun 
selalu aktif.

2).  Asas Vrij Bestuur
 “Vrij” berarti kosong, sedangkan “Bestuur” berarti pemerintahan. Jadi vrij 

bestuur adalah kekosongan pemerintahan. Hal ini timbul karena tidak se-
mua penjabaran setiap departemen dan non departemen sampai ke keca-
matan-kecamatan, apalagi ke kelurahan-kelurahan dan desa-desa.

  Sebagai contoh, disuatu tempat dapat saja terjadi ketidakhadiran 
jajaran Departemen Parpostel, sehingga surat menyurat menumpuk di keca-
matan tersebut, baik surat-surat dinas maupun surat-surat pribadi terbeng-
kalai, karena aparat pelaksananya kosong. Oleh karena itu, pekerjaan 
tersebut dibebankan kepada aparat kecamatan. Inilah yang dimaksud dengan 
Vrij Bestuur. Asas ini biasanya disebut juga asas mengisi kekosongan.

3).  Asas Freies Ermessen
 Berlainan dengan asas vrij bestuur tersebut di atas, di mana pekerjaan itu 

ada tetapi aparat pelaksananya tidak ada. Pada asas Freies Ermessen, peker-
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jaan itu memang belum ada dan musti dicari dan ditemukan sendiri. Jadi 
terlepas dari hanya sekedar mengurus hal-hak yang secara tegas telah 
digariskan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah tingkat yang lebih atas, 
untuk pertangggungan jawab hasilnya. Dalam hal ini pemerintah bebas 
mengurus dan menemukan inisiatif pekerjaan beru, sepanjang tidak ber-
tentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun 
ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan norma suatu tempat.

4).  Asas Historik
 Asas historis adalah asas dalam penyelengaraan pemerintahan, bila terjadi 

suatu peristiwa pemerintahan, untuk menanggulanginya pemerintah ber-
pedoman kepada penanggulangan dan pemecahan peristiwa yang lalu, 
yang pernah terjadi.

5).  Asas Etis
 Asas etis adalah asas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah 

tidak lepas memperhatikan kaidah moral. Oleh karenanya di negara Indonesia 
pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila senantiasa 
digalakkan, di samping setiap agama berlomba menyampaikan, bahwa peme-
rintahan bukan masalah sekuler yang terpisah jauh dari etika dan moral.

6).  Asas otomatis
 Asas otomatis adalah asas dengan sendirinya, yaitu bila ada suatu kegiatan 

baru yang di luar tanggung jawab suatu departemen maupun non depar-
temen, baik sifatnya rutin maupun sewaktu-waktu, maka dengan sendirinya 
pekerjaan itu dipimpin oleh aparat Departemen Dalam Negeri sebagai poros 
pemerintahan dalam negeri, walaupun dengan melibatkan aparat-aparat 
lain. Misalnya kepentingan hari-hari besar nasional, penyambutan tamu-
tamu negara, dan lain-lain. Di daerah, kegiatan-kegiatan tersebut dikelola 
oleh Pemerintah Daerah.

7).  Asas Detournement de Pauvoir
 Apabila dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan, tidak dilaksanakan 

salah satu atau keseluruhan dari asas-asas tersebut di atas, maka penyeleng-
garaan pemerintahan tersebut disebut memakai asas Detournement de 
Pauvoir.

b.  asas-asas Pemerintahan Indonesia
Tentang asas-asas pemerintahan yang berlaku di Indonesia Taliziduhu meng-
uraikan sebagai berikut: “Pengertian asas dalam   hubungan ini adalah dalam 
arti khusus. Secara umum dapat dikatakan bahwa asas-asas pemerintahan ter-
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cantum dalam pedoman-pedoman, peraturan-peraturan, dan jika diusut 
sampai ke tingkat, tibalah pada Pancasila”.

Dalam menjalankan pemerintahan secara luas itu Pemerintah berpegang 
pada dua macam asas, yaitu asas keahlian atau asas fungsional dan asas 
kedaerahan ke dua asas ini didasarkan pada ideologi bangsa dan cita-cita bangsa 
yaitu berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

1).  Asas Keahlian (Asas Fungsional)
 Yang dimaksud dengan asas keahlian atau asas funsional adalah suatu asas 

yang menghendaki tiap urutan kepentingan umum diserahkan kepada 
para ahli untuk diselenggarakan secara fungsional dan hal ini terdapat 
pada susunan Pemerintah pusat, yaitu Departemen-departemen.

2).  Asas Kedaerahan
 Dengan berkembangnya tugas-tugasnya serta kepentingan-kepentingan 

yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, maka demi kebaikan 
serta kelancaran jalannya pemerintahan di samping asas di atas juga ber-
pegang pada asas kedaerahan, di mana asas ini ditempuh dengan sistem 
dekonsentrasi dan desentralisasi.

Adapun asas-asas penyelenggaraan Pemerintah menurut UU. No. 5 Tahun 
1974, dijelaskan sebagai berikut: “Sebagai konsekuensi dari pasal 18 UUD 1945 
yang kemudian diperjelas dalam GBHN, Pemerintah diwajibkan melaksanakan 
asas desentralisasi dan dekonsentrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan 
di daerah. Tetapi di samping asas desentralisasi dan dekonsentrasi, UU ini juga 
memberikan dasar-dasar bagi penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan 
di daerah menurut asas tugas pembantuan”.

Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang dimaksud adalah sebagai 
berikut:

a.  Desentralisasi
 Urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada Daerah dalam 

rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang 
dan tanggung jawab Daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa 
sepenuhnya diserahkan kepada Daerah, baik yang menyangkut penentuan 
kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, maupun yang menyakut segi-
segi pembiayaannya.

b.  Dekonsentrasi
 Oleh karena tidak semua urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada 

Daerah menurut asas desentralisasi, maka penyelenggaraan berbagai 
urusan pemerintahan di Daerah dilaksanakan oleh perangkat Pemerintah 
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di Daerah berdasarkan asas dekonsentrasi. Urusan-urusan yang dilim-
pahkan oleh Pemerintah kepada pejabat-pejabatnya di daerah menurut 
asas dekonsentrasi ini tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, 
baik mengenai perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaannya.

  Unsur pelaksananya adalah terutama Instansi-instansi vertikal, yang 
dikoordinasikan oleh Kepala Daerah dalam kedudukannya selaku perangkat 
Pemerintah pusat, tetapi kebijaksanaan terhadap pelaksanaan urusan 
dekonsentrasi tersebut sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

c.  Tugas Pembantuan 
        Tidak semua urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada Daerah men-

jadi urusan rumah tangganya. Jadi beberapa urusan pemerintah masih 
tetap merupakan urusan pemerintah pusat. Akan tetapi adalah berat sekali 
bagi Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan seluruh urusan peme-
rintahan di daerah yang masih menjadi wewenang dan tanggung jawabnya 
itu dasar dekonsentrasi, mengingat terbatasnya kemampuan perangkat 
Pemerintah Pusat di daerah.

  Ditinjau dari segi daya guna dan hasil guna adalah kurang dapat diper-
tanggungjawabkan apabila semua urusan Pemerintah Pusat di daerah 
harus dilaksanakan sendiri oleh perangkatnya di daerah karena hal itu 
akan memerlukan tenaga dan biaya yang sangat besar jumlahnya. Lagi 
pula mengingat sifatnya, berbagai urusan sulit untuk dapat dilaksanakan 
dengan baik tanpa ikut sertanya Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 
Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka UU ini memberikan 
kemungkinan untuk dilaksanakannya berbagai urusan pemerintahan di 
daerah menurut asas tugas pembantuan.

  Selanjutnya berdasarkan asas-asas tersebut maka dalam proses penye-
lenggaraan pemerintahan di dalam praktek terdapat beberapa asas lagi 
yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1).  Asas Kepastian Hukum
 Artinya pemerintah apabila akan menetapkan keputusan harus me-

me nuhi syarat-syarat material dan syarat-syarat formal. Syarat material 
yang dimaksud disini adalah menuntut adanya kewenangan dalam 
bertindak, sedangkan persyaratan formal mengenai bentuk dari pada 
keputusan yang telah ditetapkan.

  Sehingga di dalam membuat keputusan-keputusan, persya-
ratan formal dan material tersebut harus dipegang teguh agar dalam 
membuat keputusan jangan sampai terjadi kesalahan yang akan ber-
akibat merugikan masyarakat.
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2).  Asas Kesamaan
 Artinya pejabat-pejabat instansi pemerintah atau departemen dalam 

mengambil tindakan terhadap penyelesaian kasus-kasus yang sifatnya 
sama harus sama dan tidak boleh bertentangan yang berdasarkan 
prinsip-prinsip keadilan. Pada pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 
dikatakan bahwa setiap warga negara atau bangsa Indonesia mem-
punyai kesamaan hak dan kewajiban.

3).  Asas Bertindak Cermat
 Artinya bahwa pemerintah berkewajiban memberikan petunjuk dan 

pengarahan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi 
di masa yang akan datang, seandainya hal tersebut telah diketahui 
secara pasti berdasarkan hasil penelitian. Apabila hal tersebut tidak 
diumumkan dan diberitahukan kepada masyarakat yang bersangkutan 
maka pemerintahlah yang harus menanggung resiko.

  Misalnya: masalah kemungkinan akan terjadinya krisis energi 
khususnya air pada tahun 1980/1981.

4).  Asas Keseimbangan
 Artinya bahwa pemerintah dalam menetapkan keputusan hendaknya 

mempertimbangkan benar-benar terhadap keseimbangan antara hu-
kum an jabatan dan kelalaian (kesalahan yang diperbuat oleh seorang 
pegawai).

  Contoh: Apabila seseorang pegawai atau pejabat telah mela-
kukan perbuatan hukum dan telah melanggar Peraturan Pemerintah 
No.6 Tahun 1974 atau Keputusan Presiden No.10 Tahun 1974 atau 
Keputusan Presiden No.9 Tahun 1977, maka dalam penyelesaian 
kasus tersebut harus benar-benar ada keseimbangan keputusan hukum 
yang telah dilangggar, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 
Tahun 1980.

5).  Asas Motivasi Untuk Setiap Keputusan
 Artinya bahwa setiap keputusan instansi-instansi pemerintah dan 

lembaga-lembaga negara non departemen harus didasarkan atas suatu 
penelitian yang benar-benar obyektif, sehingga setiap keputusan yang 
ditetapkan dapat dimengerti dan diterima oleh semua pihak untuk 
mengurangi kemungkinan terjadinya naik banding akibat keputusan 
yang telah ditetapkan bagi pihak-pihak yang dirugikan.

6).  Asas Keadilan dan Kewajaran
 Artinya adalah sesuatu yang terlarang dan apabila instansi dan badan-

badan pemerintahan bertindak bertentangan dengan asas ini, maka 
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tindakan itu dapat dibatalkan berdasarkan atas peraturan perundangan 
yang berlaku.

7).  Asas Permainan yang Layak
   Artinya bahwa instansi-instansi pemerintah harus memberikan ke-

sempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat dalam mencari kebenaran 
dan keadilan sebagaimana mestinya. Asas ini memungkinkan bagi 
rakyat untuk naik banding terhadap adanya keputusan yang tidak adil 
melalui badan-badan peradilan, sehingga seseorang diberikan kesem-
patan yang seluas-luasnya untuk membela diri dan memberikan argu-
mentasi-argumentasi sebelum dijatuhkan sesuatu keputusan terhadap 
diri yang bersangkutan.

8).  Asas Pengharapan yang Wajar
 Artinya bahwa penetapan suatu keputusan hendaknya didasarkan 

pada standar persyaratan yang jelas dan tegas serta berlaku bagi setiap 
warga negara yang memenuhi persyaratan menurut perundang-
undangan yang berlaku.

9).  Asas Kebijaksanaan
 Artinya pemerintah dalam menentukan kebijaksanaan untuk menye-

lenggarakan kepentingan umum (public service) hendaknya berimpli-
kasikan kepada:
a.  Pengetahuan yang tandas berdasarkan pada analisa situasi yang   

dihadapi.
b.  Rencana dan program penyelesaian UUD 1945 serta peraturan 

perundangan yang berlaku.
c.  Mewujudkan rencana dan pelaksanaan program penyelesaian untuk 

mengatasi situasi dengan tindakan-tindakan perbuatan dan penje-
lasan yang tepat dan cepat sesuai dengan kebutuhan yang dituntut 
oleh situasi yang dihadapi.

10).  Asas Perlindungan terhadap Pandangan Hidup
 Artinya bahwa setiap keputusan hendaknya didasarkan pada moral 

Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

11).  Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum
 Artinya kepentingan umum mengatasi segala kepentingan individu 

sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak mengakui 
kepentingan individu sebagai hakekat pribadi manusia, sehingga 
kepentingan umum berada di tempat teratas.
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12).  Asas Koordinasi dan Asas Kesatuan Arah
 Artinya bahwa asas koordinasi dan unity of direction itu menjadi 

pelengkap dan keharusan setelah dilaksanakannya sebelas asas tersebut, 
sehingga proses penyelenggaraan pemerintahan benar-benar terarah 
kepada suatu sasaran yang hendak dicapai sebagaimana tersebut 
dalam Mukadimah UUD 1945.

10.3  DEKONSENTRASI, DESENTRALISASI DAN  
            TUGAS PEMBANTUAN

a.  Dekonsentrasi
Dekonsentrasi berarti delegasi kewenangan kepada pejabat-pejabat pemerintah 
pusat kepada bawahan yang berada di daerah (di luar pusat) dan masing-masing 
mempunyai daerah jabatan atau wilayah jabatan menurut tingkat-tingkat  
hirarkhi yaitu tingkat-tingkat kewenangan atau hak untuk bertindak dan 
mengambil keputusan-keputusan atas inisiatif sendiri (delegation of authority) 
mengenai wilayah-wilayahnya.

Jadi yang diserahkan ke bawah hanyalah wewenang untuk bertindak dan 
wewenang untuk mengambil keputusan, sedang tanggung jawab terhadap 
masyarakat (Dewan Perwakilan Rakyat) tetap berada pada tangan pejabat yang 
tertinggi.

Dekonsentrasi ini dahulu disebut desentralisasi jabatan (ambteleijke desen-
tralisatie). Sekedar untuk perbandingan dapatlah disini dikemukakan beberapa 
perumusan sebagai berikut :

1).  A.M. Donner
 Dekonsentrasi adalah pengarahan pada pengumpulan semua kekuasaan 

memutuskan pada satu atau sejumlah jabatan yang sedikit-sedikitnya. 
Sebaliknya desentralisasi menunjuk pada gejala bahwa kekuasaan itu 
makin dibagi-bagikan pada berbagai jabatan-jabatan. Dekonsentrasi dan 
desentralisasi itu dapat dibedakan antara yang vertikal dan horizontal.

2).  Amrah Muslim S.H
 “Dekonsentrasi ialah penyerahan sebagian dari kekuasaan pemerintah 

pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah.”

3).  S.L.S. Danoeredjo S.H.
 Dekonsentrasi secara tidak teknis adalah tindakan mengambil atau 

melepaskan dari suatu pusat yang sama.
  Dekonsentrasi secara teknis berarti pelimpahan wewenang dari organ-

organ lebih tinggi kepada organ-organ bawahan setempat dan administratif.
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Menurut sendi dekonsentrasi seluruh wilayah negara dibagi dalam daerah-
daerah administratif atau daerah jabatan yang masing-masing dikepalai oleh 
wakil pemerintah pusat.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 telah dijelaskan bahwa bentuk dan 
susunan  pemerintah daerah itu harus mengingat dasar permusyawaratan dalam 
sistem pemerintahan negara serta hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang 
bersifat istimewa.

Dalam Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 telah disebutkan atau di-
tunjukkan bahwa:
a.  Daerah tidaklah bersifat sebagai negara (staat).
b.  Wilayah Indonesia mula-mula akan dibagi dalam propinsi-propinsi yang 

kemudian dibagi lagi dalam daerah-daerah yang lebih kecil.
c.  Daerah itu bersifat bisa otonom dan bisa pula bersifat administratif.
d.  Daerah otonom di bawah perwakilan daerah sesuai dengan dasar permu-

syawaratan dalam sistem permufakatan negara.
e.  Ketentuan-ketentuan tersebut tidak berlaku bagi daerah-daerah yang ber-

sifat istimewa yakni daerah-daerah swapraja.

Jadi dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah, Kepala 
Wilayah atau kepala Instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya 
di daerah.

Oleh karena tidak  semua urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada 
daerah menurut asas desentralisasi, maka penyelenggaraan berbagai urusan pe-
merintahan di daerah dilaksanakan oleh perangkat pemerintah di daerah ber-
dasarkan asas dekonsentrasi.

Urusan-urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah ini tetap menjadi tang-
gung jawab pemerintah pusat baik mengenai perencanaan, pelaksanaan mau-
pun pembiayaannya. Unsur pelaksananya terutama instansi-instansi vertikal 
yang dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku perangkat 
pemerintah pusat, tetapi kebijaksanaan terhadap pelaksanaan urusan dekon-
sentrasi tersebut sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat.

b.  Desentralisasi
Desentralisasi adalah “menunjuk pada proses pendelegasian dari pada tanggung 
jawab terhadap sebagian dari administrasi negara kepada badan-badan (korporasi-
korporasi) otonom (bukan kepada jabatan) dan tidak hanya mengenai kewe-
nangan dari sesuatu urusan tertentu.”
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Sekedar untuk perbandingan dapat pula dikemukakan perumusan yang  
berikut:
1).  Amrah Muslim S.H.
 “Desentralisasi adalah pembagian kekuasaan kepada badan-badan dan 

golongan dalam masyarakat untuk mengurusi rumah tangganya  sendiri”.
2).  S.L.S. Danoeredjo S.H.
 “Desentralisasi berarti pelimpahan wewenang dalam otonomi dari organ-

organ lebih tinggi (pemerintah pusat) kepada organ-organ otonom (Kepala 
Daerah Swatantra atau Daerah Istimewa Tingkat I dan II serta Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerahnya)”.

Dengan mengemukakan kutipan perumusan-perumusan di atas jelas kira-
nya bahwa arti dekonsentrasi dan desentralisasi dengan catatan bahwa rumusan 
Danoeredjo itu kurang tepat: pelimpahan itu kepada daerah sebagai badan 
hukum dan tidak kepada organ-organnya.

Jadi desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pusat atau 
daerah tingkat atas kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya.

Urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah dalam 
rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan 
tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya di-
serahkan kepada daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, 
perencanaan, pelaksanaan, maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaannya.

Dengan mengemukakan hal desentralisasi itu berarti bahwa pemba-hasan 
sistem pemerintahan disini telah memasuki administrasi pemerintahan taraf 
pusat. Jadi administrasi pemerintahan di Indonesia dapat dilihat pada taraf 
pusat dan daerah, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan oleh karena admi-
nistrasi pemerintahan daerah merupakan kelanjutan daripada administrasi 
pemerintahan pusat, sehingga merupakan sebagian dari administrasi negara 
secara keseluruhan.

Dalam usaha untuk mengadakan suatu pembagian kerja, pemerintah pusat 
mendelegasikan wewenangnya kepada pemerintah daerah yang bertindak atas 
nama daerah sebagai badan otonom. Jadi administrasi pemerintahan daerah 
timbul melalui pelimpahan wewenang yang dilaksanakan melalui sistem 
desentralisasi.

Menurut Prof. Dr. Selo Sumardjan, sistem desentralisasi adalah sistem 
pemerintahan yang paling sesuai dengan kondisi geografis dan politis di 
Indonesia. Dengan penggunaan sistem desentralisasi tersebut dimaksudkan:
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1).  Untuk meringankan beban dan tugas pemerintah pusat.
 Tugas pemerintah dari suatu negara yang sedang dalam taraf pertama 

mengadakan pembangunan di segala bidang kegiatan, memerlukan keca-
kapan dan pengalaman yang melampaui batas kemampuan pemerintah 
pusat, apabila tidak dibantu oleh pemerintah daerah untuk menanggapi 
kepentingan dan aspirasi masyarakat di derah. Keadaan ini memerlukan 
desentralisasi yang bersifat fungsional dan desentralisasi yang bersifat 
teritorial.

2).  Untuk meratakan tanggung jawab.
 Sesuai dengan sistem demokrasi, maka tanggung jawab pemerintahan dapat 

dipikul rata oleh seluruh masyarakat yang diikut sertakan melalui desen-
tralisasi fungsional dan desentralisasi teritorial, hal mana dapat memper-
besar stabilitas pemerintahan pada umumnya.

3).  Untuk mobilisasi potensi masyarakat banyak buat kepentingan umum.
 Melalui desentralisasi diberikan kesempatan kepada kekuatan-kekuatan di 

dalam masyarakat untuk ikut serta mengembangkan diri buat kepentingan 
umum di dalam daerah mereka masing-masing dan juga buat kepentingan 
nasional. Dengan demikian dapat pula ditimbulkan persaingan yang sehat 
untuk membangun tiap-tiap daerah dengan kekuatan masyarakat di daerah-
daerah itu sendiri.

4). Untuk mempertinggi efektifitas dan efisiensi dalam pengurusan 
kepentingan daerah.

 Sudah barang tentu masyarakat di daerahlah yang lebih mengetahui kepen-
tingan dan aspirasi mereka dan oleh karena itu maka mereka itulah yang 
dapat mengatur dan mengurusi kepentingannya secara efektif dan efisien. 
Di dalam hal ini pemerintah pusat cukup memberikan dorongan, bim-
bingan, bantuan apabila diperlukan.

Sedangkan faktor-faktor yang memperkuat dilaksanakannya sistem 
desentralisasi itu adalah:
1)  Adanya suku-suku bangsa yang berbeda dalam bahasa, adat istiadat dan 

kebudayaan.
2)  Komunikasi dan transpor yang belum memenuhi syarat. 
 Tanpa menyinggung sebab-sebabnya maka harus diakui bahwa komunikasi 

lewat radio, telepon dan pos antar kota dan antar pulau di Indonesia tidak 
memenuhi syarat-syarat komunikasi yang cepat dan murah. Hal ini 
dijumpai pula dalam perhubungan darat, laut dan udara. Oleh karena itu 
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tidak mungkin lagi pemerintah pusat untuk menjalankan pemerintahan 
dengan cepat dan efisien sampai pelosok-pelosok daerah. Yang demikian 
itu memaksa pemerintah pusat untuk mengadakan pemerintah daerah.

3)  Keadaan politik yang tidak stabil di tingkat pusat, yang menyebabkan 
penggantian kabinet berkali-kali.

 Setiap kali suatu kabinet menjadi demisioner, maka pemerintah pusat di 
luar  bidang routine terhenti dan pimpinan kepada daerah menjadi lemah 
sekali. Karena itu pemerintah daerah acapkali memberanikan diri untuk 
menentukan kebijaksanaan dan mengambil tindakan sendiri-sendiri untuk 
memecahkan persoalan, khususnya hal-hal teknis yang perlu segera men-
dapatkan penyelesaian.

4)  Kekurangmampuan pemerintah pusat untuk membimbing dan 
memecahkan persoalan-persoalan daerah.

 Pada umumnya pemerintah daerah cukup setia dan bersedia untuk meng-
ikuti keputusan-keputusan dan pedoman-pedoman dari pemerintah pusat. 
Akan tetapi pemerintah pusat seringkali terlambat dalam memberikan ke-
putusan dan pedoman-pedoman yang sangat diperlukan oleh pemerintah 
daerah. Lagi pula kerap kali kejadian pemerintah pusat tidak dapat men-
cukupi keperluan-keperluan yang sangat dirasakan oleh pemerintah dae-
rah. Di dalam keadaan darurat yang kerap kali terjadi, maka pemerintah 
daerah terpaksa mengambil keputusan dan menjalankan tindakan-
tindakan sendiri tanpa menunggu ijin dari pemerintah pusat.

5)  Perbedaan paham antara masyarakat Jakarta dan masyarakat di luar 
daerah Jawa Barat.

 Setiap pemerintah daerah tidak dapat menghindarkan diri dari pengaruh 
politik yang hidup di dalam masyarakat daerahnya dan merupakan suatu 
gejala yang tidak dapat diingkari lagi. Bahwa perbedaan paham politik 
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Sipil atau Militer) dapat 
mengakibatkan pertentangan politik dan phisik, di mana sudah beberapa 
kali menjadi kenyataan di dalam sejarah Republik Indonesia.

Dari pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa pertimbangan 
utama yang mengharuskan dilaksanakannya desentralisasi adalah untuk dapat 
memenuhi kebutuhan masyarakat-masyarakat setempat dengan lebih baik lagi. 
Jadi, desentralisasi adalah suatu cara untuk mengadakan pembagian serta pemi-
lihan tugas kewajiban yang dibebankan kepada Pusat dan Daerah agar kebu-
tuhan masyarakat dapat dipenuhi, sehingga desentralisasi merupakan sistem 
Pemerintahan yang paling sesuai dengan kondisi geografis dan politis di Indonesia 
pada dewasa ini.
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C.  Tugas Pembantuan (Medebewind)
Selain itu terdapat pula tugas lain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah 
yang lazim disebut dengan istilah medebewind (tugas pembantuan).

Medebewind adalah pemerintahan di mana pelaksanaan undang-undang 
dan peraturan-peraturan Pemerintah Pusat diserahkan kepada Daerah. Segala 
sesuatu yang di-medebewind-kan itu ialah peraturan-peraturan yang berasal 
dari Pemerintah Pusat atau Daerah yang lebih tinggi tingkatannya kepada Daerah 
di bawahnya, sehinga dengan demikian pelaksanaannya ditugaskan kepada 
Daerah.

Dengan demikian pemerintahan di daerah dapat dibedakan menjadi: 
pertama, Pemerintah Daerah itu sendiri sebagai daerah otonom yang mempu-
nyai hak-hak otonomi dan penyelenggaraan pemerintahan untuk melaksanakan 
peraturan dari Pemerintah Pusat atau Daerah yang lebih tinggi tingkatannya 
yang bersifat pembantuan. Kedua, Pemerintah Daerah dalam rangka dekon-
sentrasi biasa. 
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11.1  KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DEPARTEMEN
Departemen dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia, selanjutnya 
disebut Departemen, berkedudukan sebagai bagian dari Pemerintahan Negara 
yang dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada 
Presiden.

Tugas pokok Departemen adalah menyelenggarakan sebagian dari tugas 
umum pemerintahan dan pembangunan. Setiap Departemen menyelenggarakan 
fungsi-fungsi sebagai berikut:
a)  Fungsi kegiatan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan teknis, pembe-

rian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan, sesuai dengan 
kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden dan berdasarkan per-
aturan perundang-undangan yang berlaku.

b)  Fungsi pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya.
c)  Fungsi pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijak-
sanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden dan berdasarkan perturan per-
undang-undangan yang berlaku.

 
11.2  KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI MENTERI
Menteri adalah pembantu Presiden dalam bidang yang menjadi tugas kewajib-
annya di samping kedudukannya selaku pimpinan Departemen berhubung 
dengan itu Menteri mempunyai tugas:

b a b  xI
Kedudukan dan Fungsi

Menteri-Menteri Negara
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a)  Memimpin Departemennya sesuai dengan tugas pokok yang telah di-
gariskan oleh Pemerintah dan membina aparatur Departemennya agar 
berdaya guna dan berhasil guna.

b)  Menentukan kebijaksanaan pelaksanaan bidang pemerintahan yang secara 
fungsional menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijaksanaan umum 
yang ditetapkan oleh Presiden.

c)  Membina dan melaksanakan kerjasama dengan Departemen, Instansi dan 
Organisasi lainya untuk memecahkan persoalan yang timbul terutama 
yang menyangkut bidang tanggung jawabnya.

a.  Organisasi Menteri Koordinator
Untuk melaksanakan keputusan Presiden R.I. No. 59/M Tahun 1978 tentang 
Pembentukan Kabinet Pembangunan III, maka tanggal 15 Mei 1978 telah 
dikeluarkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas 
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Koordinator serta Susunan Organisasi 
Staf Menteri Koordinator, yang menetapkan sebagai berikut:

a.  Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Menteri Koordinator
 Menteri Koordinator dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia, 

selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Menko, adalah Menteri 
Negara pembantu Presiden dengan tugas pokok mengkoordinasikan pe-
nyiapan dan penyusunan kebijaksanaan serta pelaksanaan dibidang ter-
tentu dalam kegiatan Pemerintah Negara; Menteri Koordinator yang 
dimaksud adalah:
1)  Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, disingkat dengan 

MENKO POLKAM, dengan tugas mengkoordinir penyusunan dan 
penyiapan kebijaksanaan serta pelaksanaan di lapangan politik, baik 
dalam negeri maupun luar negeri dan keamanan.

2)  Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, dising-
kat MENKO EKUIN, dengan tugas mengkoordinir penyusunan  dan 
penyiapan kebijaksanaan serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan di bidang 
ekonomi, keuangan dan industri, merangkap sebagai Ketua BAPPENAS.

3)  Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, disingkat MENKO 
KESRA, dengan tugas mengkoordinir penyusunan  dan penyiapan 
kebi jaksanaan serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan di bidang kesejah-
teraan rakyat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, masing-masing menko 
menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
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1)  Melakukan koordinasi sehari-hari dalam penyusunan dan penyiapan 
kebijaksanaan dan pelaksanaan di bidangnya masing-masing, meliputi baik 
bidang masalah yang timbul, maupun secara rutin meliputi departemen 
dan Instansi dianggap fungsional;
a)  MENKO POLKAM mengkoordinasikan Menteri-menteri Dalam 

Negeri, Luar Negeri, Pertahanan Keamanan, Kehakiman, Penerangan, 
PANGKOPKAMTIB, Kejaksaan Agung, Kepala BAKIN dan lain-lain 
yang dianggap perlu;

b)  MENKO EKUIN mengkoordinasikan Menteri-menteri Keuangan,  
Perdangan dan Koperasi, Pertanian, Perindustrian, Pertambangan 
dan Energi, Pekerjaan Umum, Perhubungan, tenaga Kerja dan Trans-
migrasi, Riset dan Teknologi, Gubernur Bank Sentral, Ketua Badan 
koordinasi Penanaman Modal dan Kepala BULOG.

c)  MENKO KESRA mengkoordinasikan Menteri-menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan, Kesehatan, Agama, Sosial dan Kepala Badan Koor-
dinasi Keluarga Berencana Nasional.  

2) Menampung dan mengusahakan penyelesaian masalah-masalah yang tim-
bul dalam bidang yang dikoordinasikan serta mengikuti perkem-bangan 
keadaan di bidang masing-masing dalam sehari-harinya.

3)  Melakukan koordinasi seerat-eratnya antar Menko mengenai penanganan 
masalah-masalah yang mempunyai sangkut paut antar bidang koordinasi 
Menko;

4)  Menyampaikan laporan dan bahan keterangan saran-saran dan pertim-
bangan di bidang tanggung jawabnya kepada Presiden.

b.  Susunan Organisasi Staf Menteri Koordinator
Menteri Koordinator dibantu oleh Staf yang terdiri dari dari unsur-unsur 
sebagai berikut:
1)  Sekretaris Menko;
2)  Asisten Menko, sebanyak-banyaknya lima orang asisten;
3)  Staf Ahli, sebanyak-banyaknya lima orang.

Sekretaris Menko bertugas membantu Menko dalam melaksanakan tugas-
nya dengan melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
1)  Mengkoordinasikan kegiatan Staf Menko
2) Menyelenggrakan pelayanan administrasi yang diperlukan untuk mendu-

kung kelancaran pelaksanaan tugas Menko;
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3)  Mengadakan hubungan kerja dengan Departemen, Instansi dan Organisasi 
lainya yang dianggap perlu atas petunjuk Menko.

4)  Lain-lain atas petunjuk Menko.

Sekretaris menko membawahi Biro Umum dan beberapa Pembantu Sekre-
taris menurut kebutuhan, sebanyak-banyaknya tiga orang. Dalam melaksanakan 
tugasnya Sekretaris Menko bertanggung jawab kepada Menko.

Asisten Menko bertugas membantu Menko dalam melaksanakan  tugasnya 
dengan melaksanakan fungsi-fungsi:
1)  Menyiapkan telaahan staf serta mengikuti perkembangan masalah atau 

bidang kegiatan tertentu dalam bidang tugas yang bersangkutan.
2)  Mengadakan hubungan kerja dengan Departemen, Instansi dan Organisasi 

lainnya yang diangap perlu atas petunjuk Menko;
3)  Lain-lain  tugas atas petunjuk Menko;

Untuk kelancaran tugasnya, Asisten Menko dapat dibantu oleh beberapa 
Pembantu Asisten menurut kebutuhan, sebanyak-banyaknya lima orang. Dalam 
melaksanakan tugasnya Asisten Menko bertanggung jawab kepada Menko dan 
dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dikoordinasi oleh Sekretaris Menko.

Staf Ahli bertugas membantu Menko dengan memberikan pemikiran-
pemikiran atau nasehat teknis mengenai masalah tertentu yang diperlukan 
Menko. Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli bertanggung jawab kepada 
Menko dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dikoordinasi oleh Sekretaris 
Menko.

Perincian dan perumusan tugas, tata kerja dan susunan organsasi Staf 
Menko diatur dengan keputusan tersendiri oleh Menko, setelah terlebih dahulu 
mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dalam 
bidang penertiban dan pendayagunaan aparatur Negara.

Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris menko, Asisten Menko dan 
Staf Ahli Menko sepanjang eselonnya 1B dilakukan dengan Keputusan Presiden, 
sedangkan pengangkatan dan pemberhentian dari pejabat dan tenaga lainnya 
dilakukan dengan Keputusan Menteri atau Sekretaris Negara berdasarkan 
pertimbangan Menko yang bersangkutan.

Sekretaris Menko dan Asisten Menko adalah jabatan eselon 1A; Staf Ahli 
Menko adalah jabatan eselon setinggi-tingginya 1B; Pembantu Sekretaris Menko 
dan dan Pembantu Asisten Menko adalah jabatan eselon 2A.
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c.  Tata Kerja Menko
Untuk koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam menyiapkan kebijaksanaan 
atau mengenai masalah-masalah yang timbul dalam melaksanakan kebijak-
sanaan tersebut dalam pasal 2, masing-masing Menko mengadakan rapat-rapat 
koordinasi berkala dan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan. Rapat-rapat 
semacam itu diikuti juga oleh Menko-menko lainnya atau pejabat yang ditunjuk 
untuk mewakilinya.

Koordinasi dibidang POLKAM, EKUIN, DAN KESRA meliputi:
Penyusunan kebijaksanaan dan1. 
Pelaksanaan kebijaksanaan, baik yang bersifat rutin maupun yang berke-2. 
naan dengan masalah-masalah yang timbul.

Pelaksanaan koordinasi diselenggarakan melalui:
Rapat-rapat koordinasi Menko;1. 
Rapat-rapat kelompok kerja yang dibentuk oleh Menko sesuai dengan 2. 
kebutuhan;
Forum-forum koordinasi yang sudah ada sesuai dengan peraturan yang 3. 
berlaku;
Konsultasi langsung antara para Menteri.4. 

Rapat koordinasi Menko membahas masalah-masalah penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan di bidang POLKAM, EKUIN dan KESRA yang menyang-
kut lebih dari satu Departemen atau Lembaga atau yang mempunyai pengaruh 
bersifat menyeluruh.

Kesimpulan Rapat Koordinasi Menko yang menyangkut kebijaksanaan 
atau langkah yang prinsipil dilaporkan kepada Presiden sebagai bahan pertim-
bangan untuk Keputusan Presiden, yang kemudian dituangkan dalam bentuk 
KEPPRES, INPRES, Petunjuk dan sebagainya.

Atas dasar kesepakatan yang dicapai dalam rapat Koordinasi para Menteri 
atau Pimpinan Lembaga mengambil tindak lanjut, baik secara sendiri dalam 
bentuk Surat Keputuasan Menteri atau Pimpinan Lembaga atau lain-lain maupun, 
secara bersama-sama dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama.

Para Menko mengusahakan agar Menteri atau Pimpinan Lembaga di ling-
kungan koordinasinya senantiasa memelihara adanya kesatuan bahasa dan 
penafsiran mengenai Kebijaksanaan Pemerintah, sehingga pelaksana-annya di 
Pusat maupun di daerah selalu terpadu.

Dalam hal ada masalah yang perlu dikoordinasikan antara Menteri atau 
Pimpinan Lembaga, maka diusahakan melalui konsultasi langsung di antara 
para Menteri atau Pimpinan Lembaga yang bersangkutan.
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Dalam hal tidak diperoleh kata sepakat di antara para Menteri atau Pim-
pinan Lembaga tersebut maka diusahakan pemecahan secara bersama Menko 
yang bersangkutan atau dapat langsung dilaporkan kepada Presiden, dalam hal 
usaha pemecahan masalah bersama Menko belum dapat diperoleh  pemecahan-
nya, maka Menko melaporkan kepada Presiden dengan disertai pertimbangan-
pertimbangannya untuk mendapatkan keputusan atau petunjuk-petunjuk.

Kebijaksanaan dan langkah yang prinsipil diputuskan oleh Presiden me-
lalui Sidang-sidang Kabinet Terbatas yang diadakan secara berkala maupun 
dalam kesempatan-kesempatan lainnya yang dianggap perlu.

Selain melakukan koordinasi dalam bidang masing-masing, maka para 
Menko mengadakan koordinasi satu dengan yang lainnya. Dalam rapat koor-
dinasi yang dipimpinnya, apabila dipandanng perlu Menko mengundang 
Menteri lain di luar bidang Koordinasi Menko yang bersangkutan untuk hadir.

Dalam melaksanakan fungsi koordinasi sehari-hari, Menko membina dan 
melakukan kerjasama dengan departemen dan Instansi lainya yang berada 
dalam lingkup koordinasinya.

Menko dapat meminta laporan dari Menteri yang berada di bawah koor-
dinasinya serta meneruskan petunjuk-petunjuk pelaksanaan dari Presiden 
kepada Menteri-menteri yang bersangkutan demi kelancaran pelaksanaan 
kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

b.  Organisasi Menteri Muda
Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden No. 70/M Tahun 1978 tentang 
pengangkatan Menteri-menteri Muda dalam Kabinet Pembangunan III, maka 
telah dikeluarkan pula Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1978 tentang Kedu-
dukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Muda serta Susunan 
Organisasi Staf Menteri Muda.

a.  Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Menteri Muda
Menteri Muda dalam Pemerintahan Republik Indonesia, yang tercantum dalam 
Keputusan Presiden tersebut, adalah Menteri Negara pembantu Presiden yang 
diperbantukan kepada Menteri Koordinator atau Menteri Pimpinan Departemen 
tertentu, dengan tugas pokok mengikuti dan melakukan koordinasi pelaksanaan 
kebijaksanaan dan program di bidang tertentu dalam kegiatan Pemerintah 
Negara yang dianggap mendesak sifatnya dan harus ditangani lebih intensif 
dalam pelaksanaan Repelita, Mentri Muda (MenMuda) yang dimaksud adalah:

1)  Menteri Muda Urusan Produksi Pangan dengan tugas untuk membantu 
Menteri Pertanian dalam mengikuti dan membantu Menteri Perdagangan 
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dan Koperasi dalam mengikuti dan mengkoordinasikan pelaksanaan 
program dan kebijaksanaan di bidang peningkatan produksi pangan.

2)  Menteri Muda Urusan Koperasi dengan tugas untuk membantu Menteri 
Perdangan dan Koperasi dalam mengikuti dan mengkoordinasikan pelak-
sa naan program dan kebijaksanaan di bidang koperasi, di samping jabatan-
nya sebagai Kepala Badan Urusan Logistik.

3)  Menteri Muda Urusan Transmigrasi dengan tugas untuk membantu Men-
teri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mengikuti dan mengkoordinasikan 
pelaksanaan program dan kebijaksanaan dibidang transmigrasi.

4)  Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat dengan tugas membantu Men-
teri Pekerjaan Umum dengan mengikuti dan mengkoordinasikan pelaksa-
naan program dan kebijaksanaan di bidang perumahan rakyat.

5)  Menteri Muda Urusan Pemuda dengan tugas membantu Menteri Pendi-
dikan dan Kebudayaan dalam mengikuti dan mengkoordinasikan pelaksa-
naan program dan kebijaksanaan yang berhubungan dengan pembinaan 
pemuda.

6)  Menteri Muda Urusan Peranan dan Wanita dengan tugas membantu Men-
teri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dalam mengikuti dan mengkoor-
dinasikan pelaksanaan program dan kebijaksanaan yang berhubungan 
dengan Peranan Wanita.

Menteri Muda berada langsung di bawah dan bertanggung jawab atas 
pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut dalam Pasal 1 Keputusan Presiden 
ini, masing-masing Menteri Muda menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1)  Mengikuti dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijaksanaan dan 

program yang telah ditetapkan di bidang tertentu yang menjadi tanggung 
jawabnya.

2)  Menampung dan mengusahakan penyelesaian masalah-masalah yang 
timbul serta mengikuti perkembangan keadaan dalam bidang yang di-
koordinasikan sehari-hari.

3)  Melakukan koordinasi seerat-eratnya antara berbagai Direktur Jenderal 
dan Pimpinan Lembaga lainnya dalam penanganan masalah-masalah yang 
mempunyai sangkut-paut dengan bidang koordinasi Menteri Muda yang 
bersangkutan.

4)  Membina dan melakukan koordinasi dengan atau antar Departemen dan 
instansi lainnya baik dalam rangka pengumpulan bahan, pembahasan 



144 dr. Rahman Mulyawan

masalah yang diperlukan bagi perumusan kebijaksanaan dan program 
yang menyangkut bidang yang menjadi tanggung jawab, ataupun dalam 
menampung dan memecahkan masalah yang timbul dalam pelaksanaan 
kebijaksanaan dan program tersebut.

5)  Menyampaikan laporan dan bahan keterangan serta saran-saran dan per-
tim bangan di bidang tanggung jawabnya kepada Menteri Pimpinan 
Departemen, Menteri Koordinator yang dibantunya dan kepada Presiden.

b.  Susunan Organisasi Staf Menteri Muda
Menteri Muda dibantu oleh staf yang terdiri dari unsur-unsur:

1)  Staf ahli sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang.
2)  Sekretaris Menteri Muda.

Staf ahli bertugas membantu Menteri Muda dengan memberikan pemi-
kiran-pemikiran atau nasihat teknis mengenai masalah tertentu yang diperlukan 
oleh Menteri Muda. Dalam melaksanakan tugasnya Staf ahli bertanggung jawab 
kepada Menteri Muda.

Sekretaris Menteri Muda bertugas membantu Menteri Muda dalam melak-
sanakan tugasnya dengan menyelenggarakan fungsi pelayanan administrasi 
yang diperlukan untuk mendukung kelancaran tugas Menteri Muda dan Staf 
Ahli Menteri Muda. Sekretaris Menteri Muda membawahi satu Biro Tata Usaha.

Sekretaris Menteri Muda mempunyai kesatuan administrasi pangkal pada 
Departemen atau Menteri Koordinator yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut:
1)  Sekretaris Menteri Muda Urusan Produksi Pangan berkesatuan administrasi 

pangkal pada Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian.
2)  Sekretaris Menteri Muda Urusan Koperasi berkesatuan administrasi pangkal 

pada Sekretariat Jenderal Departemen Perdagangan dan Koperasi.
3)  Sekretaris Menteri Muda Urusan Transmigrasi berkesatuan administrasi 

pangkal pada Sekretariat Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
4)  Sekretaris Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat berkesatuan admi-

nistrasi pangkal pada Sekretariat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum.
5)  Sekretaris Menteri Muda Urusan Pemuda berkesatuan administrasi pangkal 

pada Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
6)  Sekretaris Menteri Muda Urusan Peranan Wanita berkesatuan adminstrasi 

pangkal pada Sekretariat Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat.

Perincian dan perumusan tugas, tata kerja dan susunan organisasi Staf 
Menteri Muda diatur dengan keputusan tersendiri oleh Menteri Koordinator 
atau Menteri Pimpinan Departemen yang bersangkutan setelah terlebih dahulu 
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mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dalam 
bidang penertiban dan pendayagunaan aparatur negara.

Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris dan Staf Ahli Menteri Muda 
sepanjang eselonnya IB dilakukan dengan Keputusan Presiden, sedangkan 
pengangkatan dan pemberhentian Kepala Biro Tata Usaha dan pejabat lainnya 
dilakukan dengan Keputusan Menteri Pimpinan Departemen yang bersangkutan 
atau Menteri Sekretaris Negara berdasarkan pertimbangan Menteri Muda yang 
bersangkutan.

Staf Ahli Menteri Muda adalah jabatan eselon setinggi-tingginya IB: 
Sekretaris Menteri Muda adalah jabatan eselon IB; Kepala Biro Tata Usaha 
adalah jabatan eselon IIB.

C.  Menteri Negara Pemimpin Departemen

a.  Departemen Dalam Negeri
1)  Merupakan bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang 

Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
2)  Tugas pokok Departemen Dalam Negeri adalah menyelenggarakan 

se bagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pe-
merintahan umum, otonomi daerah, pembangunan masyarakat desa 
dan agraria.

b.  Departemen Luar Negeri
1)  Departemen Luar Negeri sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, 

dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung 
kepada Presiden.

2)  Tugas pokok Departemen Luar Negeri adalah menyelenggarakan se-
ba gian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang politik 
dan hubungan Luar Negeri.

c.  Departemen Kehakiman
1)  Departemen Kehakiman sebagai bagian dari Pemerintahan Negara 

dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung 
kepada Presiden.

2)  Tugas pokok Departemen Kehakiman adalah menyelenggarakan seba-
gian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum.

d.  Departemen Penerangan
1)  Departemen Penerangan sebagai bagian dari Pemerintahan Negara 

dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung ke-
pada Presiden.
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2)  Tugas pokok Departemen Penerangan adalah menyelenggarakan 
sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang 
penerangan.

e.  Departemen Keuangan
1)  Departemen Keuangan sebagai bagian dari Pemerintahan Negara yang 

dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung 
kepada Presiden.

2)  Tugas pokok Departemen Keuangan adalah menyelenggarakan seba-
gian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang keuangan.

f.  Departemen Perdagangan
1)  Departemen Perdagangan sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, 

dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung 
kepada Presiden.

2)  Tugas pokok Departemen Perdagangan adalah menyelenggarakan 
sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang 
perdagangan.

g.  Departemen Pertanian
1)  Departemen Pertanian sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, di-

pimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung 
kepada Presiden.

2)  Tugas pokok Departemen Pertanian adalah menyelenggarakan seba-
gian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanian

h.  Departemen Perindustrian
1)  Departemen Perindustrian sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, 

dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung 
kepada Presiden.

2)  Tugas pokok Departemen Perindustrian adalah menyelenggarakan 
sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang 
perindustrian.

i.  Departemen Pertambangan dan Energi
1)  Departemen Pertambangan dan Energi sebagai bagian dari Pemerin-

tahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab 
langsung kepada Presiden.

2) Tugas pokok Departemen Pertambangan dan Energi adalah menye-
leng garakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan 
di bidang pertambangan dan energi.
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j.  Departemen Pekerjaan Umum
1)  Departemen Pekerjaan Umum sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, 

dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada 
Presiden.

2)  Tugas pokok Departemen Pekerjaan umum adalah menyelenggarakan seba-
gian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pekerjaan 
umum.

k.  Departemen Perhubungan
1)  Departemen Perhubungan sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, 

dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung 
kepada Presiden.

2)  Tugas pokok Departemen Perhubungan adalah menyelenggarakan 
sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang 
perhubungan.

l.   Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
1)  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bagian dari Peme-

rintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung 
jawab langsung kepada Presiden.

2)  Tugas pokok Departemen Pendidikan adalah menyelenggarakan seba-
gian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pendi-
dikan dan kebudayaan. 

m.  Departemen Kesehatan
1)  Departemen Kesehatan sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, 

dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung ke-
pada Presiden.

2)  Tugas pokok Departemen Kesehatan adalah menyelenggarakan seba-
gian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kesehatan.

n.  Departemen Agama
1)  Departemen Agama sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipim-

pin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada 
Presiden.

2)  Tugas pokok Departemen Agama adalah menyelenggarakan sebagian 
tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Agama.

o.  Departemen Tenaga Kerja
1)  Departemen Tenaga Kerja sebagai bagian dari Pemerintahan Negara 

yang dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung 
kepada Presiden.
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2)  Tugas pokok Departemen Tenaga Kerja adalah menyelenggarakan 
sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang 
Tenaga Kerja.

p.  Departemen Sosial
1)  Departemen Sosial sebagai bagian dari Pemerintahan Negara yang di-

pimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung 
kepada Presiden.

2)  Tugas pokok Departemen Sosial adalah menyelenggarakan sebagian 
tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Sosial.

q.  Departemen Koperasi
1)  Departemen Koperasi sebagai bagian dari Pemerintahan Negara yang 

dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung 
kepada Presiden.

2)  Tugas pokok Departemen Koperasi adalah menyelenggarakan seba-
gian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang koperasi.

r.  Departemen Kehutanan
1)  Departemen Kehutanan sebagai bagian dari Pemerintahan Negara 

yang dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung 
kepada Presiden.

2)  Tugas pokok Departemen Kehutanan adalah menyelenggarakan seba-
gian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kehutanan.

s.  Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi
1)  Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi sebagai bagian dari 

Pemerintahan Negara yang dipimpin oleh seorang Menteri yang 
bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

2)  Tugas pokok Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi adalah 
menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pemba-
ngunan di bidang pariwisata, pos dan telekomunikasi.

t.  Departemen Transmigrasi
1)  Departemen Transmigrasi sebagai bagian dari Pemerintahan Negara 

yang dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung 
kepada Presiden.

2)  Tugas pokok Departemen Transmigrasi adalah menyelenggarakan se-
bagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang 
transmigrasi.
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11.3   HUBUNGAN ANTAR MENTERI
Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Presiden dibantu oleh 
para Menteri dalam melaksanakan tugasnya. Masing-masing Menteri memiliki 
tugas, wewenang dan kewajiban yang berbeda satu sama lain sesuai dengan 
bidangnya. Namun sangatlah naif, apabila kemudian dikatakan bahwa antara 
menteri tidak mengadakan kerja sama atau hubungan. Mengingat persoalan 
negara ini tidaklah parsial, namun terbentuk sebagai sebuah sistem, maka telah 
menjadi keharusan terjadinya hubungan kerja sama yang saling mendukung 
diantara para Menteri tersebut.

Pada pembahasan sebelumnya telah disinggung proses dan terjadinya 
hubungan kerja sama diantara para Menteri. Namun perlu ditegaskan kembali 
mengenai hal tersebut dalam bagian ini, bahwa kerja sama diantara para Men-
teri merupakan hal yang urgen dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, 
dengan tujuan agar kebijaksanaan yang dilakukan atau dikeluarkan oleh 
pemerintah pusat dapat dilaksanakan secara terpadu.

Kerja sama yang dilakukan oleh para Menteri, terutama untuk meng-
hindarkan kebijaksanaan Pemerintah yang tumpang tindih ataupun berten-
tangan satu sama lain. Adapun dalam hal ini, proses awal yang dapat ditempuh 
adalah melalui jalur konsultasi di antara para menteri. Perlu dihilangkan sikap 
arogan dan primordial departemen demi lancarnya proses konsultasi ini. Yang 
diperlukan di sini adalah sikap keterbukaan diantara mereka, sehingga kebijakan 
yang satu dapat mendukung dan memperlancar kebijakan yang lain.

Apabila dalam hal ini tidak tercapai kata sepakat, maka pemecahan akan 
diusahakan bersama Menteri Koordinator (Menko) yang bersang-kutan. Untuk 
koordinasi yang dilaksanakan oleh Menko ini, ada beberapa hal yang perlu 
ditegaskan mengenai “jaringan” kerja sama diantara Menteri-menteri tertentu 
dalam koordinasi Menko tertentu pula.

Di bawah ini dapat disebutkan, Menteri Koordinator yang mengkoor-
dinasikan para Menteri, antara lain:
1.  Kerja sama di antara para Menteri yang dikoordinasikan oleh Menteri 

Koordinasi Politik dan Keamanan (Menko Polkam), yaitu:
a)  Menteri Dalam Negeri
b)  Menteri Luar Negeri
c)  Menteri Pertahanan dan Keamanan
d)  Menteri Kehakiman
e)  Menteri Penerangan
f)  Kejaksaan Agung
g)  Kepala Bakin
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h)  PANGKOPKAMTIB
i)  Lain-lain yang dianggap perlu.

2.  Kerja sama di antara para Menteri yang dikoordinasikan oleh Menteri 
Ekonomi, Keuangan dan industri (Menko Ekuin), yaitu:
a)  Menteri Keuangan
b)  Menteri Perdagangan dan Perindustrian
c)  Menteri Koperasi
d)  Menteri Pertambangan dan Energi
e)  Menteri Pekerjaan Umum
f)  Menteri Perhubungan
g)  Menteri Tenaga Kerja
h)  Menteri Transmigrasi
i)  Menteri Riset dan Teknologi
j)  Gubernur Bank Sentral
k)  Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kepala Badan 

Urusan Logistik.
3.  Kerja sama di antara para Menteri yang dikoordinasikan oleh Menteri 

Koordinasi Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), yaitu:
a)  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
b)  Menteri Kesehatan
c)  Menteri Agama
d)  Menteri Sosial
e)  Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.

Ada satu hal yang menjadi catatan, bahwa tidak menutup kemungkinan 
terjadinya koordinasi yang dilakukan dengan mengundang Menteri-Menteri 
lain (yang berada di luar garis koordinasinya), selama hal tersebut dianggap 
perlu dan akan menunjang terselenggaranya pemerintahan yang baik. 

Apabila dalam koordinasi yang dilakukan oleh  masing-masing Menko 
juga tidak tercapai kata sepakat, maka Menko melaporkan hal-hal tersebut 
kepada Presiden dengan disertai pertimbangan-pertimbangannya untuk 
mendapatkan keputusan atau petunjuk-petunjuk. Kemudian dalam sidang-
sidang Kabinet Terbatas yang diadakan secara berkala atau dalam kesempatan 
lain yang dianggap perlu, Presiden memutuskan kebijaksanaan dan langkah 
yang prinsipil.

Sebagai tindak lanjutnya, para Menteri kemudian mengambil tindakan-
tindakannya, baik secara personal dalam bentuk Surat Keputusan Menteri atau 
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Pimpinan Lembaga atau lain-lain, maupun secara bersama-sama dengan 
mengeluarkan Surat Keputusan bersama.

Demikianlah pembahasan secara singkat tentang garis besar hubungan 
yang terjadi diantara para Menteri Negara sebagai pembantu Presiden dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. Diharapkan hubungan yang terjadi adalah 
hubungan yang saling mendukung kinerja pemerintahan. Dan bukan hubungan 
yang lebih menonjolkan kekuatan dan arogansi dari masing-masing departemen.

Sebagai bahan perbandingan untuk menambah pengetahuan tentang 
susunan kabinet, berikut ini akan penulis kemukakan tentang susunan Kabinet 
Pembangunan VI, Kabinet Pembangunan VII dan Kabinet Reformasi 
Pembangunan.
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12.1  PENDAHULUAN
Sistem pemerintahan Republik Indonesia, merupakan sebuah jaringan yang 
kompleks yang terdiri dari berbagai macam organ dan lembaga kenegaraan 
yang melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam suatu proses tertentu dalam 
rangka melaksanakan kegiatan pemerintahan yang terarah kepada tujuan 
nasional.

Secara umum sistem pemerintahan Republik Indonesia adalah perbuatan 
memerintah yang dilakukan oleh organ-organ pemerintah (dalam arti luas) 
yang dengan bekerja sama hendak mencapai suatu maksud atau tujuan tertentu. 
Jadi sistem pemerintahan Republik Indonesia itu sendiri adalah suatu perbuatan 
menjalankan kekuasaan memerintah yang dijalankan oleh pemerintah 
Indonesia yang secara luas meliputi MPR, DPR dan Presiden, sedang secara 
sempit meliputi eksekutif atau Presiden yang hendak mencapai tujuan nasional 
Indonesia, yaitu mencapai masyarakat yang sejahtera lahir dan bathin.

Sistem pemerintahan Republik Indonesia didasarkan pada landasan idiil, 
yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar falsafah negara, 
merupakan kesadaran cita-cita hukum dan moral luhur yang meliputi suasana 
kejiwaan dan kepribadian bangsa Indonesia. Landasan konstitusional yang 
berlaku di Indonesia berupa UUD 1945 sebagai perwujudan dan tujuan 
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan terdiri dari Pembukaan dan 
Batang Tubuhnya.

Dalam melaksanakan sistem pemerintahan Republik Indonesia tersebut, 
ternyata lembaga kenegaraan yang berfungsi melaksanakan kegiatan pemerin-
tahan selain berbentuk Departemen, juga terdapat Lembaga-lembaga Pemerin-
tahan Non Departemen.

b a b  xII
Lembaga Non Departemen

Di Indonesia
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Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen adalah suatu lembaga 
yang merupakan unsur Pemerintah Pusat sebagai suatu badan khusus (special 
agency) yang membantu Presiden dibidang tugasnya masing-masing.

Lembaga Pemerintahan Non Departemen ini melakukan tugas staf di bidang 
spesialisasinya (spesial staff) dalam menangani persoalan-persoalan khusus 
yang bersifat nasional yang tidak dilakukan oleh Departemen Pemerintahan 
Pusat. Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen mendapatkan pimpinan, 
petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Presiden. Karena badan-
badan pemerintahan ini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung 
kepada Presiden, dengan kedudukan yang lebih rendah dari Departemen.

Struktur organisasi Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen se-
baik nya disesuaikan dengan pola dasar struktur organisasi yang mengandung 
adanya unsur-unsur pimpinan, pembantu pimpinan dan unsur pelaksana.

Untuk sementara dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemerintah Non 
Departemen adalah badan atau institusi pemerintahan yang berada ditingkat 
Pusat yang memiliki fungsi sebagai pembantu Presiden dan mempunyai 
wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk menyeleng-garakan pemerintahan 
(dibidang eksekutif).

Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen membantu Presiden 
dalam penyelenggaraan bidang-bidang khusus dalam pemerintahan. Walaupun 
Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen berada di bawah Departemen 
terutama dalam protokoler dan hak keuangannya, kecuali Lembaga Pemerintah 
Non Departemen tertentu yang karena pertimbangan-pertimbangan tertentu 
kedudukan pimpinannya sejajar dengan Menteri Negara. 

Lembaga Pemerintah Non Departemen ini dari waktu ke waktu selalu 
berubah dan bertambah, disesuaikan dengan kebutuhan atau perkembangan 
kegiatan pemerintahan yang dipegang oleh eksekutif atau Presiden.

12.2  DASAR PEMBENTUKAN
Undang-Undang Dasar 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya 
tidak mengatur secara tegas tentang dasar pembentukan Lembaga-lembaga 
Pemerintah Non Departemen. Sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya, 
Presiden mempunyai wewenang untuk membentuk Lembaga Pemerintah Non 
Departemen.

Sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 4 ayat (1) bahwa demi 
kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, Presiden berwenang 
mengadakan atau membentuk satuan-satuan pelaksana pemerintahan di luar 
Departemen. Sebagai realisasi dari perintah Undang-undang Dasar, maka 
Presiden melalui Peraturan Pemerintah membuat satuan-satuan pelaksanan 
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tersebut. Tetapi pengaturan mengenai Lembaga Pemerintah Non Departemen 
diatur dengan Keputusan Presiden.

Ada Lembaga Pemerintah Non Departemen yang dibentuk dengan undang-
undang misalnya Bank Indonesia, melalui Peraturan Pemerintah misalnya 
BATAN dan BAKN, melalui Keputusan Presiden misalnya Dewan Stabilitas 
Ekonomi Nasional, BULOG dan sebagainya.

12.3  STUKTUR ORGANISASI
Pimpinan organisasi atau Lembaga Pemerintah Non Departemen menggunakan 
istilah yang beragam dari mulai Kepala/Wakil Kepala seperti Badan Administrasi 
Kepegawaian Negara (BAKN), sebagian ada yang menggunakan istilah Ketua/
Wakil Ketua seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 
Ada pula yang menggunakan istilah Direktur Jenderal seperti Badan Atom 
Nasional (BATAN).

Kewenangan dalam pengangkatan pejabat dalam lingkungan Lembaga 
Pemerintah Non Departemen, khususnya pengangkatan Ketua/Wakil Ketua 
(Kepala/Wakil Kepala) tidak terdapat perbedaan. Ada yang sepenuhnya dilaku-
kan oleh Presiden, ada pula yang dilakukan Presiden atas usul Ketua atau Kepala.

Di tempat lain, jabatan yang lebih rendah sepenuhnya wewenang Menteri 
Sekretaris Negara atas usul Ketua/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen 
yang bersangkutan. Ada pula wewenang Menteri Sekretaris Negara harus 
dikonsultasikan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Dibagian 
lain sepenuhnya wewenang Ketua/Kepala yang disetujui Menteri Sekretaris 
Negara dan atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Mengenai keuangan, juga diatur berbeda-beda. Ada yang langsung pada 
APBN, ada yang dilekatkan pada Anggaran Sekretariat Negara (sebagian besar) 
dan ada yang tidak mengatur sama sekali seperti BKPM.

Tentang susunan Lembaga Pemerintah Non Departemen secara vertikal 
dapat disebutkan bahwa Lembaga Pemerintah Non Departemen hanya ada 
pada Tingkat Pusat. Tetapi ada beberapa yang mempunyai susunan di daerah 
seperti BULOG, BPS, BP-7.

Susunan di daerah ada dua macam, pertama sebagai instansi vertikal dari 
lembaga yang ada di Pusat. Kantor-kantor atau susunan di daerah sebagai per-
wakilan di daerah seperti perwakilan BPS Propinsi, Depot Logistik Daerah 
sebagai instansi vertikal BULOG. Tetapi BP-7 daerah bukan merupakan instansi 
vertikal, melainkan badan di bawah Gubernur atau Bupati atau Walikotamadya.

Kedudukan Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam struktur alat 
kelembagaan negara seperti yang disebutkan dalam UUD 1945, bukan termasuk 
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dalam lembaga tertinggi negara, yaitu MPR dan juga bukan lembaga tinggi 
negara, yaitu Presiden, DPR, DPA, BPK dan MA.

Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen adalah pembantu Presiden 
dalam menyelenggarakan pemerintahan dibidang yang menjadi tugas masing-
masing. Sebagian besar diantaranya berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab langsung kepada Presiden dan sebagian lainnya kepada Menteri yang 
disetujui oleh Presiden.

Alat kelengkapan organisasi yang dipunyai Lembaga Pemerintah Non 
Departemen adalah Ketua, Deputi dan sebagainya. Kesemua alat atau struktur  
organisasi  Lembaga  Pemerintah  Non  Departemen   disesuaikan

dengan kebutuhan dan kemampuan Lembaga Pemerintah Non Departemen 
dalam menentukan jumlah organ atau aparat yang dimiliki.

Perlu juga ditambahkan bahwa walaupun Ketua Lembaga diangkat dengan 
Keputusan Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden, namun ia tetap 
di bawah Menteri, Kecuali beberapa lembaga seperti Jaksa Agung, Gubernur BI 
dan Panglima ABRI.

12.4  TUGAS  DAN  FUNGSI  LEMBAGA  PEMERINTAH   
           NON DEPARTEMEN
Kalau diamati di dalam rumusan tugas dan fungsi tersirat wewenang. Dalam 
hubungan dengan fungsi dan tugas, peraturan-peraturan tersebut membedakan 
antara fungsi lembaga dan tugas lembaga (sebagai badan) dengan fungsi dan 
tugas alat kelengkapan organisasi seperti tugas dan fungsi Ketua, Deputi dan 
sebagainya.

Kesulitannya adalah bahwa pada dasarnya fungsi dan tugas alat kelengkapan 
organisasi untuk sebagian sukar dibedakan dengan tugas dan fungsi badan. Di 
manakah batas bahwa suatu fungsi dan tugas itu adalah fungsi dan tugas badan 
serta fungsi dan tugas alat kelengkapan organisasi pemerintah lainnya.

Mengenai hubungan antara fungsi dan tugas dijumpai keaneka-ragaman. 
Adakalanya tugas itu bersifat umum dan fungsi dirumuskan sebagai cara me-
laksanakan tugas. Sebaliknya ada pula ketentuan yang memuat tugas sebagai 
cara melaksanakan fungsi. Ketidakseragaman pengaturan ini, tidak terlepas 
dari kerancuan pengertian tugas dan fungsi.

Namun secara umum dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemerintah Non 
Departemen mempunyai tugas untuk menangani masalah-masalah khusus. 
Dalam menjalankan tugasnya Lembaga Pemerintah Non Departemen langsung 
bertanggung jawab pada Menteri atau Dirjen.
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Adapun fungsi Lembaga Pemerintah Non Departemen secara umum se-
jalan dengan amanat UUD 1945, yaitu melaksanakan kegiatan pemerintahan 
secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Demikian uraian tentang tugas dan fungsi dari Lembaga Pemerintah Non 
Departemen di Indonesia secara umum, sedang penjelasan setiap lembaga-
lembaganya akan disampaikan pada pembahasan selanjutnya.

12.5  LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN DI INDONESIA
Berikut ini adalah Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen di Indonesia, 
yaitu:
A.  Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (BAKORSURTANA)
B.  Lembaga Administrasi Negara (LAN)
C.  Lembaga Sandi Nasional
D.  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
E.  Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
F.  Arsip Nasional
G.  Dewan Pertahanan dan Keamana Nasional
H.  Badan Urusan Logistik (BULOG)
I.  Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan 

Pengamalan Pancasila (BP-7)
J.  Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN)
K.  Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
L.  Dewan Tenaga Atom 
M.  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
N.  Biro Pusat Statistik (BPS)
O.  Lembaga Ilmu Pengetahuan Nasional (LIPI)
P.  Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Q.  Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
R.  Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN)
S.  Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional
T.  Kejaksaan Republik Indonesia
U.  Bank Indonesia
V.  Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN)
W.  Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional 
X.  Badan Pertanahan Nasional (BPN)
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13.1  BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL 
           (BAKORSURTANAL)
A.   Dasar Hukum
Dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 
1969.

B.   Kedudukan
Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional disingkat BAKORSURTANAL 
adalah aparatur pembantu pimpinan Pemerintah yang berkedudukan langsung 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.

C.  Tugas dan Wewenang
Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional mempunyai tugas dan we-
wenang sebagai berikut:
1)  Memberikan pertimbangan kepada Presiden (diminta atau tidak diminta) 

mengenai kegiatan survey dasar sumber alam dan pemetaan.
2)  Mengusahakan data dasar dan segala jenis peta dengan metode yang me-

menuhi syarat-syarat.
3)  Membina data dasar dan perpetaan wilayah nasional.

D.  Fungsi
Untuk dapat melaksanakan tugas pokoknya, Badan Koordinasi Survey dan 
Pemetaan Nasional menyelenggarakan fungsi-fungsi:
1)  Perumusan kebijakan umum tentang perencanaan dan pelaksanaan survey 

dan pemetaan yang bersifat nasional.
2)  Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan survey dasar dan pemetaan 

yang bersifat nasional dengan ketentuan sebagai berikut:

b a b  xIII
Kedudukan, Tugas, Fungsi

dan Peranan Lembaga  
Non Departemen
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a.  Untuk keperluan pembangunan ekonomi dilakukan kerja sama yang 
erat dengan Badan Perencanaan Nasional.

b.   Untuk memenuhi aspek pertahanan, keamanan dan security dilakukan 
kerja sama yang erat dengan Departemen Pertahanan dan Keamanan.

c.  Untuk tujuan penelitian dan pengembangan dilakukan kerja sama 
yang erat dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

d.  Untuk tugas lainnya di luar point di atas, dilakukan kerja sama yang 
erat dengan badan-badan pemerintah, swasta nasional maupun 
swasta asing yang melakukan kegiatan dibidang survey dan pemetaan 
yang bersifat nasional.

3)  Pengawasan administratif atas segala kegiatan survey sumber alam dan 
pemetaan wilayah Indonesia

4)  Penyusunan, pemeliharaan dan pengamanan perbendaharaan data-data 
dasar dan pemetaan wilayah Indonesia.

E.  Struktur Organisasi
Susunan organisasi BAKORSURTANAL terdiri dari:
1)  Pimpinan

a.  Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional dipimpin oleh 
seorang Ketua.

b.  Ketua dibantu oleh beberapa Deputi dan sebuah Sekretariat.
2)  Susunan

a.  Ketua
b.  Deputi
c.  Sekretariat
d.  Team Kerja
e.  Badan Penasihat

13.2  LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (LAN)
A.  Dasar Hukum
1)  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1971 tanggal 8 

Pebruari 1971 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 
1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 74) tentang Lembaga 
Administrasi Negara.

2)  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1971 tanggal 8 
Pebruari 1971 tentang Organisasi Lembaga Administrasi Negara.

B.  Kedudukan
Lembaga Administrasi Negara (LAN) adalah sebuah badan Pusat yang 
berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
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C.  Tugas dan Wewenang
1)  Menyampaikan pertimbangan-pertimbangan dari segi ilmiah kepada Presiden 

mengenai penyempurnaan pembagian tugas, struktur organisasi dan tata 
kerja Departemen-departemen dan Badan-badan Pemerintah lainnya.

2)  Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penelitian dan 
pengembangan Administrasi Negara.

3)  Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendidikan dan 
latihan bagi pegawai negeri, termasuk memberi petunjuk serta melakukan 
pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan dan latihan dalam ling-
kungan Departemen dan Badan-badan Pemerintah lainnya.

4)  Memberikan pertimbangan dibidang administrasi negara kepada instansi 
pemerintah dan instansi lainnya yang memerlukan dan dipandang perlu 
oleh lembaga.

5)  Menyelenggarakan hubungan dan kerja sama dibidang administrasi negara 
dengan instansi-instansi di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan 
kebijaksanaan pemerintah menurut peraturan yang berlaku.

6)  Mengembangkan serta memajukan ilmu Administrasi Negara di Indonesia 
termasuk dalam hal mengeluarkan buku-buku pedoman yang bersifat 
teknis administrasi pemerintahan.

D.  Fungsi
Lembaga Administrasi Negara mempunyai fungsi membantu Presiden dalam 
menyempurnakan, memelihara, meningkatkan dan mengembangkan daya 
guna dan hasil guna administrasi negara, sehingga tercapai kelancaran jalannya 
pemerintahan dalam arti yang seluas-luasnya.

E.  Struktur Organisasi
1)  Pimpinan

a.  Ketua Lembaga Administrasi Negara dalam melaksanakan tugasnya 
bertanggung jawab langsung kepada Presiden

b.  Apabila Ketua berhalangan, ditunjuk salah seorang Deputi Ketua untuk 
mewakilinya.

2)  Susunan
a.  Ketua
b.  Deputi-deputi Ketua
c.  Sekretariat Lembaga
d.  Staf Ahli
e.  Perwakilan-perwakilan Lembaga di daerah-daerah
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13.3  LEMBAGA SANDI NASIONAL
A.  Dasar Hukum
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1972 tanggal 22 
Pebruari 1972 tentang Organisasi Lembaga Sandi Negara.

B.  Kedudukan
Lembaga Sandi Negara merupakan suatu badan pusat persandian yang 
berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden 
Republik Indonesia.

C.  Tugas dan Wewenang
Lembaga Sandi Negara mempunyai tugas sebagai berikut:
1)  Menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan dibidang persandian negara 

berdasarkan kebijaksanaan umum pemerintah.
2)  Mengatur, mengkoordinasikan dan pengendalian hubungan persandian 

dan kegiatan-kegiatan badan persandian terutama dalam pengamanan 
pemberitaan rahasia negara.

3)  Menyelenggarakan pendidikan khusus dibidang persandian.
4)  Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan persandian.
5)  Menyelenggarakan koordinasi penggunaan personil maupun material 

persandian.

Dalam hal-hal yang bersangkutan dengan penentuan kebijaksanaan pelak-
sanaan bidang persandian yang berhubungan dengan bidang intelijen, termasuk 
dalam hal ini pengamanan personil, material dan keterangan-keterangan, 
Kepala Lembaga Sandi Negara mengadakan konsultasi terlebih dahulu dengan 
Kepala BAKIN.

D.  Fungsi
Lembaga Sandi Negara mempunyai fungsi untuk mengkoordinir, mengatur 
dan menyelenggarakan hubungan persandian secara tertutup dan rahasia 
antara aparatur negara, baik di Pusat maupun di Daerah dan hubungan 
persandian ke luar negeri.

E.  Struktur Organisasi
1)  Pimpinan
a.  pimpinan Lembaga Sandi Negara ialah seorang Ketua Lembaga yang 

dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada 
Presiden.

b.  Ketua Lembaga Sandi Negara adalah sekurang-kurangnya seorang 
Ahli Sandi yang telah berpengalaman dalam bidang persandian.
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c.  Dalam memimpin Lembaga Sandi Negara, Ketua Lembaga berwenang 
melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan fungsi dan tugas 
pokok Lembaga Sandi Negara, serta peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.

d.  Apabila Ketua Lembaga Sandi Negara berhalangan, ditunjuk salah 
seorang Kepala Biro/Sekretaris untuk mewakilinya.

2)  Susunan
a.  Pimpinan lembaga
b.  Biro-biro
c.  Sekretariat Lembaga
d.  Staf Ahli

13.4  BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 
           (BAPPENAS)
A.  Dasar Hukum
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1973 tanggal 24 
September 1973 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

B.  Kedudukan
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) adalah aparatur 
pembantu Pimpinan Pemerintah untuk melakukan perencanaan pembangunan 
nasional. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berkedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Presiden.

C.  Tugas dan Wewenang
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai tugas dan wewenang 
sebagai berikut:
1)  Menyusun rencana-rencana pembangunan nasional untuk jangka panjang, 

jangka menengah dan jangka pendek.
2)  Melakukan koordinasi perencanaan dan mengusahakan keserasian di 

antara rencana-rencana bagian sektoral maupun regional dan mengadakan 
pengintegrasian rencana-rencana tersebut ke dalam suatu rencana pem-
bangunan nasional.

3)  Menyusun Rancangan Anggaran dan Belanja Negara bersama-sama de-
ngan Departemen Keuangan.

4)  Menyusun kebijaksanaan perkreditan dan kebijaksanaan penanaman modal 
bersama-sama dengan lembaga-lembaga yang bersangkutan.

5)  Menyusun kebijaksanaan penerimaan dan penggunaan kredit dan bantuan 
luar negeri untuk pembangunan bersama-sama dengan lembaga-lembaga 
yang bersangkutan.
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6)  Mengamati persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pemba-
ngunan nasional, serta mengusahakan sinkronisasi di antara program-
program serta proyek-proyeknya.

7)  Melakukan penilaian pelaksanaan rencana pembangunan nasional dengan 
mempertimbangkan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan pada 
program-program dan proyek-proyeknya.

8)  Melakukan usaha-usaha survey dan penelitian yang diperlukan di dalam 
rangka pelaksanaan tugas-tugas perencanaan serta penilaian pembangunan 
nasional.

9)  Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang ditugaskan oleh Presiden.

D.  Fungsi
Membantu Presiden dalam menetapkan kebijaksanaan dibidang perencanaan 
pembangunan nasional, serta penilaian atas pelaksanaannya.

E.  Struktur Organisasi
1)  Unsur Pimpinan

a.   Ketua
b.   Wakil Ketua

2)  Unsur Pembantu Pimpinan
a.   Deputi Bidang Administrasi

(1) Biro Administrasi Pembangunan
(2) Biro Administrasi Umum

b.  Staf Ahli, apabila dipandang perlu Ketua BAPPENAS dapat mengangkat 
beberapa Penasihat, sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan 
tugasnya.

3)  Unsur Pelaksana
a.  Deputi Pelaksana

(1) Biro Pertanian dan Pengairan
(2) Biro Industri, Pembangunan dan Tenaga Listrik
(3) Biro Perhubungan dan Pariwisata
(4) Biro Pemasaran dan Koperasi
(5) Biro Kerjasama Ekonomi Luar Negeri

b.  Deputi Bidang Sosial Budaya
(1) Biro Tenaga kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
(2) Biro Pendidikan, Hukum dan Agama
(3) Biro Kesejahteraan Sosial, Perumahan Rakyat dan Kesehatan
(4) Biro Penerangan, Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan

c.  Deputi Bidang Fiskal dan Moneter
(1) Biro Moneter dan Keuangan Dalam Negeri
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(2) Biro Pendayagunaan dan Keuangan Luar Negeri
(3) Biro Pembiayaan
(4) Biro Analisa Ekonomi dan Statistik

d.  Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan
(1) Biro Pelaksana Proyek-proyek Pembangunan
(2) Biro Pengembangan Dunia usaha
(3) Biro Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

e.  Deputi Bidang Regional dan Daerah
(1) Biro Regional I
(2) Biro Regional II
(3) Biro Fisik dan Tata Ruang
(4) Biro Ekonomi dan Sosial Daerah
(5) Biro Bantuan Pembangunan Daerah

13.5  LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKA NASIONAL (LAPAN)
Merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan ilmu dan tek-
nologi kedirgantaraan termasuk teknologi pengindraan jarak jauh, serta me-
man faatkannya untuk penelitian antariksa. Lembaga non Departemen ini ber-
ada di bawah Presiden dan telah menjalin hubungan dengan lebih dari 14 badan 
antariksa negara lain.

Pada Pelita IV dengan fasilitas tujuh stasiun bumi dan pengamat termasuk 
stasiun peluncuran roket, serta lima laboratorium termasuk tiga terowongan 
angin pada laboratorium aerodinamika. LAPAN ditunjang anggaran lebih dari 
28 milyar rupiah. Ditunjang oleh fasilitas yang dimilikinya, LAPAN mampu 
mengembangkan teknologi roket, teknologi satelit, meneliti perubahan angin, 
serta melakukan program penelitian di atmosfer, ionosfer dan matahari.

Aktivitas nautika dan peroketan di Indonesia yang diawali dengan terben-
tuknya Panitia Astronautika pada 31 Mei 1962, dipercepat oleh digolong kannya 
Indonesia sebagai daerah hitam dalam penelitian lingkungan alam sedunia 
pada saat diadakan Tahun Geofisika Internasional, antara tahun 1967-1958.

Ketua Dewan Penerbangan Ir. H. Djuanda, mengepalai panitia ini. Meski-
pun LAPAN belum terbentuk, afiliasi AURI-ITB pada tanggal 22 September 
1962 mengadakan kerja sama untuk membuat roket Kartika I. Roket yang 
berhasil diluncurkan di Garut  pada tanggal 14 Agustus 1964 ini merupakan 
roket pertama buatan LAPAN dan menjadi roket kedua negara-negara se-Asia 
Afrika setelah Jepang. LAPAN terbentuk pada tanggal 27 Nopember 1963 dan 
diketuai Komodor Udara Nurtanio Pringgoadisuryo.
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Perkembangan teknologi peroketan juga diimbangi oleh perkem-bangan 
sistem pengindraan jarak jauh dari teknologi satelit. Pengindraan jarak jauh 
telah dilakukan LAPAN sejak tahun 1972 melalui Landsat I untuk keperluan 
bidang pertanian, kehutanan, pemetaan, geologi dan kelautan. LAPAN juga 
mengembangkan satelit uji rekayasa berorbit rendah. LAPAN juga meneliti 
polusi udara, terutama gas kabondioksida dan berkurangnya lapisan ozon di 
khatulistiwa. Bekerja sama dengan Universitas Kyoto Jepang, LAPAN mem-
bangun stasiun RADAR atmosfer menengah dan atas di Pontianak. Radar berke-
kuatan 2352 antena ini mampu meneliti atmosfer hingga ketinggian 1000 Km.

Kantor pusat LAPAN beralamat di jalan Pemuda Persil no.1 Jakarta 13220 
dan kini dilengkapi berbagai perangkat penunjang yang tersebar di seluruh 
Indonesia di antaranya stasiun bumi satelit cuaca di Cijantung Jakarta dan Biak 
Irian Jaya yang menerima data dari satelit NOAA, stasiun pengamat matahari 
di Sumedang dan Mojokerto, stasiun peluncuran roket di Garut, stasiun 
peluncuran balon di Mojokerto.

A.  Dasar Hukum
1)  Undang-undang Nomor 83 Tahun 1958 tanggal 27 Desember 1958 tentang 

Penerbangan.
2)  Undang-undang Nomor 24 Tahun 1963 tanggal 27 Nopember 1963 tentang 

Dewan Penerbangan dan Angkasa Luar Nasional Republik Indonesia.
3)  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1974 tanggal 9 

April 1974 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

B.  Kedudukan
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional disingkat LAPAN adalah suatu 
Badan Pelaksana Nasional untuk memajukan penerbangan dan antariksa 
nasional dengan jalan melakukan penelitian dan pengembangan serta cara-cara 
lainnya.

C.  Tugas dan Wewenang
Untuk dapat menyelenggarakan kewajibannya, Lembaga Penerbangan dan 
Antariksa Nasional mempunyai tugas sebagai berikut:
1)  Menyampaikan pertimbangan-pertimbangan kepada Presiden mengenai 

penyelesaian masalah-masalah kedirgantaraan yang dapat mempe-ngaruhi 
kebijaksanaan nasional.

2)  Menunjang pembangunan nasional dengan jalan merintis, membina, 
mengembangkan dan mengkoordinir kegiatan pemanfaatan antariksa.
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3)  Menunjang kegiatan-kegiatan pemanfaatan antariksa di dalam pemeliha-
raan, perbaikan, perombakan dan pengembangan sarana fisik yang diper-
lukan dengan jalan merintis, membina, mengembangkan dan mengkoor-
dinir kegiatan-kegiatan teknologi dirgantara.

4)  Memperluas pengetahuan manusia tentang lingkungan dan lapisan-lapisan 
dirgantara yang perlu untuk menunjang kegiatan-kegiatan pemanfaatan 
antariksa dan teknologi dirgantara dengan jalan merintis, membina, me-
ngembangkan dan mengkoordinir penelitian dirgantara.

5)  Menunjang kegiatan pemanfaatan antariksa, teknologi dirgantara dan 
penelitian dirgantara agar dapat diperkirakan jauh sebelumnya, direncana-
kan, dipersiapkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan jalan 
merintis, membina, mengembangkan dan mengkoordinir kegiatan-kegi-
atan penelaahan dirgantara.

6)  Menggunakan sumber ilmiah, teknologi dan pengalaman secara efisien, 
dengan jalan memupuk kerja sama yang erat dengan badan-badan peme-
rintah yang bersangkut paut dengan bidang kedirgantaraan untuk men-
cegah adanya duplikasi yang tidak perlu dalam usaha, fasilitas dan per-
lengkapan.

7)  Memupuk kerja sama dengan negara lain atas dasar saling menguntung-
kan dengan dilandasi semangat penggunaan antariksa damai.

8)  Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Pemerintah.

D.  Fungsi
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mempunyai fungsi:
1)  Membantu Presiden di dalam penyelesaian masalah-masalah kedirgantaraan 

yang dapat mempengaruhi kebijaksanaan nasional.
2)  Merintis, membina, memajukan dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan 

pengembangan dirgantara untuk kepentingan-kepentingan pembangunan 
khususnya dan nasional umumnya.

E.  Struktur Organisasi
1)  Unsur Pimpinan

a.  Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dipimpin oleh seorang 
Ketua yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab lang-
sung kepada Presiden.

b.  Dalam menjalankan tugasnya, Ketua dibantu oleh seorang Wakil 
Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua.

c.  Apabila Ketua berhalangan ia diwakili oleh Wakil Ketua.
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2)  Susunan
a.  Ketua
b.  Wakil Ketua
c.  Kepala-kepala Pusat
d.  Sekretariat
e.  Staf Ahli

13.6  ARSIP  NASIONAL
A.  Dasar Hukum
1)  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tanggal 18 Mei 1971 tentang Keten-

tuan-ketentuan Pokok Kearsipan.
2)  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1974 tanggal 24 

April 1974 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia.
3)  Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor A6/1/2 

Tahun 1976 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Arsip 
Nasional Republik Indonesia.

4)  Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor A6/229 
Tahun 1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Arsip 
Nasional di Daerah Tingkat I.

B.  Tujuan
Bahwa untuk kepentingan generasi yang akan datang perlu diselamatkan bahan-
bahan bukti yang nyata, benar dan lengkap, mengenai kehidupan bangsa 
Indonesia dimasa yang lampau, sekarang dan masa yang akan datang, dalam 
rangka meningkatkan penyempurnaan admi-nistrasi aparatur negara, khususnya 
dibidang kearsipan, telah ditetapkan pengaturan tentang kearsipan dan lembaga 
yang diserahi tanggung jawab dibidang kearsipan.

C.  Tugas dan Wewenang
Arsip Nasional Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan pe-
ngem bangan dan pembinaan seluruh kearsipan nasional untuk menjamin peme-
liharaan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban nasional dan sebagai bahan 
bukti sejarah perjuangan bangsa.

D.  Fungsi
Dalam rangka pelaksanaan tugas pokoknya, Arsip Nasional Republik Indonesia 
mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:
1)  Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penelitian dalam rangka usaha 

pengembangan kearsipan nasional.
2)  Mengembangkan dan membina tata kearsipan dinamis.
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3)  Menyelenggarakan pembinaan tenaga kerja dan keahlian kearsipan melalui 
pendidikan dan latihan.

4)  Menampung, menyimpan dan merawat arsip-arsip statis yang diserahkan 
oleh lembaga-lembaga negara, badan-badan pemerintahan dan badan-
badan lainnya.

5)  Mengusahakan untuk mengamankan dan menampung arsip-arsip statis 
dari badan-badan swasta dan perorangan dalam rangka pelaksanaan kehi-
dupan kebangsaan mempunyai nilai dan arti penting sebagai bahan bukti 
sejarah dan bahan pertanggungjawaban nasional.

6)  Mengelola dan mengatur arsip-arsip statis yang telah diserahkan untuk 
dapat disediakan dan digunakan bagi badan-badan kegiatan pemerintahan, 
penelitian dan kepentingan umum.

7) Menyelenggarakan hubungan dan kerja sama dengan badan-badan di 
dalam dan di luar negeri sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah menurut 
peraturan-peraturan yang berlaku.

E.  Struktur Organisasi
1)  Susunan

a.  Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
b.  Pusat Konservasi Kearsipan
c.  Pusat Penelitian dan Pengembangan Kearsipan
d.  Pusat Pendidikan dan Latihan Kearsipan
e.  Sekretariat
f.  Staf Ahli
g.  Perwakilan-perwakilan Arsip Nasional Republik Indonesia di daerah-

daerah
2)  Pusat-pusat

a.  Pusat Konservasi Kearsipan mempunyai tugas untuk melaksanakan 
penyimpanan, perawatan, penataan, pengolahan dan pengaturan arsip-
arsip statis yang telah diserahkan kepadanya, menyelenggarakan pene-
litian untuk keperluan pelayanan informasi dan melayani penelitian 
ilmiah dan umum.

b.  Pusat Penelitian dan Pengembangan Kearsipan, mempunyai tugas 
untuk menyelenggarakan penelitian dalam rangka usaha mengem-
bangkan dan memajukan teknik dan tata kearsipan, memberikan 
bimbingan dan melaksanakan pengawasan teknis terhadap pelaksa-
naan tata kearsipan dan ketentuan-ketentuan peraturan dibidang 
kearsipan.
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c.  Pusat Pendidikan dan Latihan Kearsipan mempunyai tugas untuk 
merencanakan, menyelenggarakan pendidikan dan latihan tenaga-
tenaga kerja dan ahli kearsipan, serta melaksanakan koordinasi 
kegiatan-kegiatan dibidang pendidikan dan latihan kearsipan.

d.  Tiap pusat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

e.  Tiap pusat terdiri dari sebanyak-banyaknya lima bidang dan tiap 
bidang terdiri dari sebanyak-banyaknya tiga sub bidang yang susunan 
dan tugasnya diatur oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, 
setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Menteri Negara Pener-
tiban Aparatur Negara.

13.7  DEWAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL 
           (WANHANKAMNAS)

A.  Dasar Hukum
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1975 tanggal 10 
September 1975 tentang Penyempurnaan Sekretriat Jenderal Dewan Pertahanan 
dan Keamanan Nasional.

B.  Kedudukan
Untuk membantu Presiden dalam menetapkan kebijaksanaan tertinggi Perta-
hanan dan Keamanan Nasional, serta pengerahan sumber kekuatan bangsa dan 
negara bagi Pertahanan dan Keamanan Nasional, sesuai dengan tujuan bangsa 
dan haluan negara, dibentuk sebuah lembaga negara berbentuk dewan dengan 
nama Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional Republik Indonesia disingkat 
WANHANKAMNAS. 

C.  Tugas dan Wewenang
1)  Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan bahan pengolahan dan analisa 

yang menjamin tersedianya materi pokok untuk Dewan Pertahanan dan 
Keamanan Nasional dalam rangka penyelenggaraan kegiatan perumusan 
dan penyusunan rancangan kebijaksanaan tertinggi Pertahanan dan 
Keamanan Nasional.

2)  Menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi dan ketatalaksana-
an, serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unsur 
di lingkungan Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional.

D.  Fungsi
Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional 
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
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1)  Mengumpulkan dan mengolah bahan yang bersifat strategis sesuai dengan 
perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2)  Mengumpulkan dan mengolah bahan tentang masyarakat dan daerah 
Indonesia yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan militer.

3)  Menyusun konsep perkiraan strategis yang mempunyai ruang lingkup 
nasional.

4)  Menyusun konsep kebijakan yang bersifat dasar dan strategis yang ber-
keseimbangan antara kesejahteraan dan pertahanan keamanan.

5)  Melaksanakan pengkajian strategis dengan ruang lingkup nasional, regi-
onal dan Internasional.

6)  Menyelenggarakan administrasi dan logistik yang menjamin kelancaran 
pelaksanaan tugas Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional.

7)  Menyelenggarakan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada Dewan 
Pertahanan dan Keamanan Nasional.

E.  Struktur Organisasi
1)  Pimpinan

a.  Sekretaris Jenderal dijabat oleh seorang Perwira Tinggi ABRI atau 
Pegawai Negeri Sipil yang sederajat.

b.  Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Jenderal dibantu oleh se-
orang Wakil Sekretaris Jenderal.

2)  Susunan
a.  Sekretaris Jenderal Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional
b.  Wakil Sekretaris Jenderal Dewan
c.  Deputi Sekretariat Jenderal Dewan

(1)  Deputi Pengumpulan dan Pengolahan Sarana Strategis
(2)  Deputi Penelitian dan Pengkajian
(3)  Deputi Perencanaan
(4)  Deputi Pengembangan

d.  Pembantu-pembantu Deputi

13.8  BADAN URUSAN LOGISTIK (BULOG)
A.   Dasar Hukum
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1978 tanggal 6 
Nopember 1978 tentang Badan Urusan Logistik.

B.  Kedudukan
BULOG adalah lembaga pemerintah non departemen atau badan yang khusus 
mengelola cadangan pangan nasional, khususnya beras.
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Badan Urusan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

C.  Tugas dan Wewenang
Badan Urusan Logistik mempunyai tugas melaksanakan pengendalian harga 
beras, gabah, gula, gandum dan bahan pokok lainnya guna menjaga kestabilan 
harga baik bagi produsen maupun bagi konsumen sesuai dengan kebijaksanaan 
umum pemerintah.

Dalam pengadaan beras, Badan Urusan Logistik mempunyai tugas:
1)  Menyediakan beras untuk Pegawai Negeri Sipil dan ABRI dengan harga 

terjangkau.
2)  Membeli beras atau gabah di pasaran domestik, terutama pada masa panen 

besar, untuk mendukung harga dasar beras demi menjamin pendapatan 
petani.

3)  Siap melemparkan beras ke pasaran untuk mencegah melonjaknya harga 
beras melebihi harga maksimum pada masa paceklik

D.  Fungsi
Badan Urusan Logistik menyelenggarakan fungsi:
1)  Melaksanakan pengadaan beras dan gabah di dalam negeri sesuai dengan 

ketentuan pemerintah.
2)  Melaksanakan penyebaran beras dan gabah ke seluruh wilayah negara RI 

guna meratakan persediaan dan menstabilkan harga beras.
3)  Melakukan pengimporan beras, gula, gandum dan bahan pokok lainnya 

guna memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan menunggu kestabilan 
harga baik harga produsen maupun harga konsumen.

4)  Melakukan atau mengkoordinasikan penjualan bahan pokok untuk 
memperoleh tingkat harga yang tidak melampaui harga tertinggi dalam 
rangka melindungi konsumen.

5)  Memelihara persediaan penyangga (buffer stock) dari bahan-bahan pokok 
secara nasional agar pengaruh dari perkembangan harga bahan pokok di 
luar negeri dapat ditekan guna kestabilan ekonomi.

E.  Struktur Organisasi
Organisasi Badan Urusan Logistik terdiri dari:
1)  Kepala
2)  Wakil Kepala
3)  Sekretariat
4)  Deputi Administrasi dan Keuangan
5)  Deputi Pengadaan dan Penyaluran
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6)  Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian
7)  Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Logistik
8)  Depot-depot Logistik di Daerah

13.9  BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN PEDOMAN 
            PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA (BP-7)
A.  Dasar Hukum
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1979 tanggal 26 Maret 
1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan 
dan Pengamalan Pancasila.

B.  Kedudukan
Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Penga-
malan Pancasila (BP-7) adalah suatu lembaga pemerintah non departemen yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

C.  Tugas dan Wewenang
BP-7 mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan pendidikan pelaksa-
naan P-4 di kalangan masyarakat berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan 
oleh pemerintah.

D.  Fungsi
1)  Perumusan kebijaksanaan dan program nasional mengenai pendidikan pe-

laksanaan P-4 di kalangan masyarakat dan lingkungan lembaga-lembaga 
pemerintah.

2)  Penyelenggaraan pendidikan atau penataran pelaksanaan P-4 bagi calon-calon 
penatar yang diperlukan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga pemerintah.

3)  Pembinaan, pengawasan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pendi-
dikan atau penataran yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat 
dan lembaga-lembaga pemerintah..

E.  Struktur Organisasi
Organisasi BP-7 terdiri dari:
1)  Kepala
2)  Wakil Kepala
3)  Sekretariat
4)  Deputi Bidang Umum

a.  Biro Tata Usaha
b.  Biro Perbekalan
c.  Biro Dokumentasi dan Penerangan
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5)  Deputi Bidang Pengkajian dan Pengembangan
a.  Biro Pengolahan Data dan Evaluasi
b.  Pusat Penelitian dan Pengembangan

6)  Deputi Bidang Pendidikan
a.  Biro Administrasi Pendidikan
b.  Pusat Pendidikan dan Penataran P-4

7)  BP-7 Daerah

13.10  BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA (BAKN)
A.  Dasar Hukum
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1984 tentang Kedu-
dukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Administrasi Kepegawaian 
Negara.

B.  Kedudukan
1)  Badan Administrasi Kepegawaian Negara disingkat BAKN adalah lembaga 

pemerintah non departemen yang berkedudukan langsung di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Presiden.

2)  BAKN dipimpin oleh seorang Kepala.

C.  Tugas dan Wewenang
Tugas BAKN adalah membantu Presiden dalam menyempurnakan, memelihara 
dan mengembangkan administrasi negara dibidang kepegawaian untuk 
menjamin kelancaran jalannya pemerintahan.

D.  Fungsi
1)  Melaksanakan pembinaan kepegawaian sesuai dengan kebijaksanaan 

Presiden.
2)  Merencanakan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.
3)  Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian dan tata usaha pensiun.
4)  Menyelenggarakan pengawasan, koordinasi dan bimbingan terhadap pelak-

sanaan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian dan pensiun 
oleh departemen, kesekretariatan lembaga tertinggi/tinggi negara, lembaga 
pemerintah non departemen, pemerintah daerah dan instansi pemerintah 
lainnya.

E.  Struktur Organisasi
1)  Kepala
2)  Wakil Kepala
3)  Deputi Administrasi

a.  Biro Kepegawaian dan Organisasi
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b.  Biro Keuangan
c.  Biro Perlengkapan

4)  Deputi Pembinaan
a.  Biro Perencanaan
b.  Biro Kepegawaian Umum
c.  Pusat Pendidikan dan Latihan

5)  Deputi Mutasi Kepegawaian
a.  Biro Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
b.  Biro Pengangkatan dan Penggajian
c.  Biro Pensiun

6)  Deputi Tata Usaha Kepegawaian
a.  Biro Tata Usaha Kepegawaian I
b.  Biro Tata Usaha Kepegawaian II
c.  Biro Tata Usaha Kepegawaian III

7)  Deputi Pengawasan
a.  Inspektur I
b.  Inspektur II
c.  Inspektur III
d.  Inspektur IV

8)  Staf Ahli
9)  Kantor Wilayah BAKN

13.11  BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)

A.  Dasar Hukum
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1982 tanggal 28 
Agustus 1982 tentang Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

B.  Kedudukan
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi adalah suatu lembaga pemerintah 
non departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada 
Presiden. BPPT dipimpin oleh seorang Ketua.

C.  Tugas dan Wewenang
1)  Mempersiapkan perumusan kebijaksanaan umum program pengkajian 

dan penerapan teknologi sebagai bahan pertimbangan bagi Presiden dalam 
menetapkan pokok-pokok kebijaksanaan nasional yang menyang-kut 
pengembangan dan penerapan teknologi bagi pembangunan.

2)  Melakukan koordinasi pelaksanaan program pengkajian dan penerapan 
teknologi secara menyeluruh dan terpadu.
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3)  Memberikan pelayanan kepada instansi pemerintah maupun swasta dalam 
penerapan teknologi.

4)  Melaksanakan kegiatan-kegiatan pengkajian dan penerapan teknologi 
yang menunjang kebijaksanaan pemerintah dibidang pengembangan dan 
penerapan teknologi bagi pembangunan.

D.  Fungsi
1)  Pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan program, pengkajian 

dan penerapan teknologi, serta membina kegiatan alih teknologi.
2)  Pembinaan kegiatan kerja sama dengan instansi pemerintah dan organisasi 

lainnya baik di dalam maupun di luar negeri, dalam bidang pengkajian 
dan penerapan teknologi.

3)  Pengembangan dan pembinaan ilmu dasar dan terapan dalam rangka 
pengkajian teknologi serta mengkoordinasikan program yang mendu-
kung keberhasilan penerapannya dalam bidang teknologi dan industri.

4)  Pengkajian, penerapan dan pengembangan teknologi dalam rangka 
peningkatan kualitas pemukiman kehidupan rakyat, menyelenggarakan 
pengkajian, penerapan dan pengembangan teknologi proses industri, 
teknologi konservasi dan konservasi energi, teknologi elektronika dan 
informatika serta membina sarana fisik dan laboratorium.

5)  Pengkajian dan penerapan teknologi dalam bidang industri, serta dalam 
bidang pengembangan dan pemanfaatan kekayaan alam untuk menunjang 
program pembangunan.

6)  Pengkajian, penerapan dan pengembangan riset operasi dan manajemen, 
analisa sistem, sistem regulasi teknologi serta simulasi dan model untuk 
menunjang program pembangunan.

7)  Pengembangan kemampuan dan keterampilan tenaga peneliti, serta 
mengelola dan membina sarana untuk menunjang tugas pokok BPPT.

E.  Struktur Organisasi
Susunan organisasi BPPT terdiri dari:

Ketua1. 
Wakil Ketua2. 
Deputi Bidang Pengkajian Ilmu Dasar dan Terapan3. 
Deputi Bidang Pengembangan dan Teknologi4. 
Deputi Bidang Pengkajian Industri5. 
Deputi Bidang Pengembangan Kekayaan Alam6. 
Deputi Bidang Analisis Sistem7. 
Deputi Bidang Administrasi8. 
Unit Pelaksana Teknis9. 
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13.12  DEWAN TENAGA ATOM
A.  Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 31 Tahun 19641. 
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 19682. 
Peraturan Pemerintah nomor 33 Tahun 19653. 

B.  Tugas dan Wewenang
Memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Presiden dalam soal-1. 
soal yang berhubungan dengan penggunaan tenaga atom dilihat dari segi 
politis, ekonomis, sosiologis dan kemanfaatannya bagi kesejah-teraan umat 
manusia.
Mengadakan penelaahan pada tingkat terakhir dan mengesahkan 2. 
perumusan kegiatan-kegiatan dalam bidang tenaga atom nasional.
Mengolah konsep-konsep pokok di bidang tenaga atom yang diajukan oleh 3. 
Badan Atom Nasional
Mengadakan penelitian kembali atas hasil dan laporan pelaksanaan 4. 
kebijaksanaan dibidang tenaga atom.

Adapun wewenangnya adalah:
Menghubungi instansi pemerintah atau swasta guna mendapatkan 1. 
keterangan-keterangan mengenai bahan-bahan dibidang atom, instansi-
instansi mana berkewajiban untuk memberikan keterangan-keterangan 
yang diperlukan.
Menghubungi instansi-instansi atau badan-badan asing maupun inter-2. 
nasional, sesuai ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku.

C.  Fungsi
Dewan Tenaga Atom mempunyai fungsi sebagai suatu badan dari Presiden 
mengenai garis-garis besar kebijaksanaan pemerintah dalam bidang tenaga 
atom demi kepentingan nasional.

D.  Struktur Organisasi
Dewan Tenaga Atom diketuai oleh Presiden dengan anggota-anggota yang 
terdiri atas:
1)  Anggota Tetap

a. Menteri Negara Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri
b. Menteri Pertahanan dan keamanan
c. Menteri Luar Negeri
d. Menteri Keuangan
e. Menteri Pertambangan
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f. Menteri Dalam Negeri
g. Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional

2)  Anggota Tidak Tetap
a. Menteri Perindustrian
b. Menteri Pertanian
c. Menteri Pekerjaan Umum
d. Menteri Kesehatan
e. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
f. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
g. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
h. Kepala Staf Pertahanan dan Keamanan
i. Panglima Angkatan Darat
j. Panglima Angkatan Udara
k. Panglima Angkatan Laut
l. Kepala Kepolisian Negara

Pengangkatan dan pemberhentian anggota tetap dan tidak tetap tersebut 
ditentukan dengan Keputusan Presiden. Sebutan jabatan-jabatan di atas, dite-
tapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 298 Tahun 1968, setiap kali dipandang 
perlu, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk dapat melaksanakan tugasnya, Dewan tenaga Atom dibantu oleh 
sebuah sekretariat yang diselenggarakan oleh Badan Tenaga Atom Nasional. 
Sekretariat Dewan dikepalai oleh Sekretaris BATAN.

13.13  BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
A.  Dasar Hukum
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 
1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

B.  Kedudukan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah suatu lembaga 
pemerintah non departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
langsung kepada Presiden. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
dipimpin oleh seorang Kepala.

C.  Tugas dan Wewenang
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas:

Mempersiapkan perumusan kebijakan pengawasan keuangan dan pem-1. 
bangunan.
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Menyelenggarakan pengawasan umum atas penguasaan dan pengurusan 2. 
keuangan.
Menyelenggarakan pengawasan pembangunan.3. 

D.  Fungsi
Dalam melaksanakn tugas pokok tersebut, BPKP mempunyai fungsi:

Merumuskan perencanaan dan program pelaksanaan pengawasan bagi 1. 
BPKP dan mempersiapkan perumusan perencanaan dan program pelaksa-
naan pengawasan bagi seluruh aparat pengawasan pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah.
Memberikan bimbingan dan pembinaan dibidang pengawasan.2. 
Memonitor pelaksanaan rencana pengawasan dan mengadakan analisa atas 3. 
hasil pengawasan seluruh aparat pengawasan pemerintah pusat dan peme-
rintah daerah.
Mempersiapkan pedoman pemeriksaan bagi seluruh aparat pengawasan 4. 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Melakukan koordinasi teknis mengenai pelaksanaan pengawasan yang 5. 
dilakukan oleh aparat pengawasan di Departemen dan instansi pemerintah 
lainnya, baik di pusat maupun di daerah.
Meningkatkan keterampilan teknis seluruh aparat pengawasan pemerintah 6. 
pusat dan pemerintah daerah.
Melakukan pengawasan terhadap semua penerimaan pemerintah pusat 7. 
dan pemerintah daerah, termasuk pengawasan atas pelaksanaan fasilitas 
pajak, bea dan cukai.
Melakukan pengawasan terhadap semua pengeluaran pemerintah pusat 8. 
dan pemerintah daerah.
Melakukan pengawasan terhadap pengurusan barang-barang bergerak dan 9. 
tidak bergerak milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Melakukan pengawasan terhadap semua badan urusan milik negara, BUMD 10. 
dan badan-badan usaha lainnya yang seluruh atau sebagian kekayaannya 
dimiliki pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Melakukan pengawasan terhadap badan-badan yang seluruh atau sebagian 11. 
keuangannya dibiayai oleh atau disubsidi atas beban APBN termasuk 
badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan lain dari pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah, karena pemberian hak atau wewenang 
hukum publik.
Melakukan pengawasan terhadap sistem administrasi pelaksanaan APBN, 12. 
APBD, BUMN dan BUMD, termasuk pembukaan rekening-rekening 
pemerintah pada Bank.
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Melakukan evaluasi terhadap tata kerja administrasi pemerintah yang telah 13. 
ditetapkan oleh masing-masing instansinya.
Melakukan pemeriksaan khusus terhadap kasus-kasus tidak lancarnya 14. 
pelaksanaan pembangunan dan kasus-kasus yang diperkirakan mengandung 
unsur-unsur penyimpangan yang merugikan pemerintah pusat dan peme-
rintah daerah, BUMN dan BUMD.
Melakukan pemeriksaan akuntan untuk memberikan pernyataan pendapat 15. 
akuntan terhadap BUMN, BUMD dan badan-badan lainnya yang anggap 
perlu.
Melakukan pengawasan kegiatan.16. 

E.  Struktur Organisasi
Kepala1. 
Deputi Bidang Administrasi2. 
Deputi Bidang Pengawasan Pengeluaran Pusat dan Daerah3. 
Deputi Bidang Pengawasan Penerimaan Pusat dan Daerah4. 
Deputi Bidang Pengawasan BUMN dan BUMD5. 
Deputi Bidang Pengawasan Perminyakan dan Gas Bumi6. 
Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa7. 
Deputi Bidang Pengawasan Khusus8. 
Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan9. 
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Pengawasan10. 
Perwakilan di Daerah dan di Luar Negeri11. 

13.14  BIRO PUSAT STATISTIK (BPS)
A.  Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960 tentang 1. 
Sensus.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1960 tanggal 26 September 1960 tentang 2. 
Statistik.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1980 tanggal 20 Pebruari 1980 3. 
tentang Status Organisasi Biro Pusat Statistik.

B.  Kedudukan
Biro Pusat Statistik (BPS) adalah suatu lembaga pemerintah non departemen 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPS 
dipimpin oleh seorang Kepala.

C.  Tugas dan Wewenang
BPS mempunyai tugas:
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Melakukan kegiatan statistik yang ditugaskan kepadanya oleh pemerintah, 1. 
antara lain dibidang pertanian, agraria, pertambangan, perindustrian, per-
hu bungan, perdagangan, kependudukan, sosial, perburuhan, keuangan, 
pendapatan nasional, pendidikan dan keagamaan.
Atas nama pemerintah melakukan koordinasi di lapangan kegiatan statistik 2. 
dari segenap instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah dengan 
tujuan mencegah dilakukannya pekerjaan yang serupa oleh dua atau lebih 
instansi, memajukan keseragaman dalam penggu-naan definisi, klasifikasi, 
ukuran-ukuran dan lain-lain.
Mengadakan daya upaya agas masyarakat menyadari akan tujuan dan 3. 
kegunaan statistik.

D.  Fungsi
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut BPS memiliki fungsi:

Menyajikan kepada pemerintah dan masyarakat, data dari hasil kegiatan 1. 
statistik yang menyeluruh tentang struktur dan perkembangan ekonomi 
dan sosial secara berkala baik dari hasil penelitian sendiri maupun sebagai 
data sekunder dari instansi pemerintah lainnya.
Membantu unit statistik departemen dan instansi lainnya dalam memper-2. 
kembangan macam-macam statistik yang diperlukan dalam penyusunan 
pola sasaran kerja dan laporan berkala.
Memperkembangkan dan memajukan keseragaman dalam penggunaan 3. 
teknik dan tata kerja yang tepat dibidang perstatistikan serta membina 
pegawai melalui pendidikan dan latihan.
Mengadakan kerja sama dengan badan-badan internasional dan negara-4. 
negara lainnya.

E.  Struktur Organisasi
Susunan organisasi BPS terdiri dari:

Kepala1. 
Wakil Kepala2. 
Sekretariat3. 
Deputi Perencanaan dan Analisis Statistik4. 
Deputi Pembinaan Statistik5. 
Pusat Pendidikan dan Latihan Statistik6. 
Perwakilan BPS di daerah-daerah7. 
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13.15  LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)
A.  Dasar Hukum

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 1968 tanggal 1. 
23 Agustus 1968 tentang Pembentukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tanggal 22 2. 
Januari 1970 tentang Penyerahan Lembaga Kanker dari LIPI Kepada 
Departemen Kesehatan.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1970 tanggal 22 3. 
Januari 1970 tentang Pembentukan Lembaga Oceanologi dalam Lingkungan 
LIPI, jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1985.

B.  Kedudukan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia merupakan suatu badan pusat yang 
menampung tugas-tugas dari peleburan Lembaga Research Nasional dan Majelis 
Ilmu Pengetahuan Indonesia seperti termaktub dalam Keputusan Pimpinan 
MPRS Nomor 18/B & 1967.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia adalah aparatur pemerintah yang 
bersifat membina dalam lapangan penelitian ilmiah dan teknologi yang 
berkedudukan langsung dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan LIPI didampingi oleh Dewan 
Riset Nasional yang anggota-anggotanya akan ditetapkan lebih lanjut dengan 
Keputusan Presiden.

C.  Tugas dan Wewenang
LIPI mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

Membimbing perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ber-1. 
akar di Indonesia agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan umat pada 
umumnya, rakyat Indonesia pada khususnya.
Mencari kebenaran ilmiah dimana kebebasan ilmiah, kebebasan penelitian 2. 
serta kebebasan mimbar dalam LIPI diakui dan dijamin, sepanjang tidak 
bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
Mempersiapkan pembentukan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.3. 

D.  Fungsi
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut LIPI mempunyai fungsi:

Memberi nasihat kepada pimpinan pemerintah dalam hal perumusan dan 1. 
penyusunan kebijaksanaan nasional dalam ilmu pengetahuan yang meru-
pa kan bagian daripada kebijaksanaan nasional seluruhnya.
Membimbing aparatur-aparatur penelitian ilmiah dan pengembangan 2. 
teknologi yang ada.
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Membina tenaga-tenaga penelitian agar memiliki rasa kesadaran dan 3. 
tanggung jawab yang tinggi untuk memungkinkan perkembangan yang 
pesat dari ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia.
Menanamkan, memupuk, mengembangkan dan membina kesadaran ilmiah 4. 
rakyat Indonesia.
Menyelenggarakan hubungan dan kerja sama dengan badan-badan 5. 
internasional dan badan-badan ilmiah negara lain sesuai dengan peraturan 
yang berlaku.
Menyusun klasifikasi pengamanan terhadap badan-badan dan kegiatan-6. 
kegiatan ilmiah.
Menyusun laporan tahunan tentang kegiatannya.7. 
Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang tidak menyimpang dari 8. 
tugas pokok dan tujuan.

E.  Struktur Organisasi
Susunan organisasi LIPI terdiri dari:
1)  Ketua
2)  Deputi Ketua Bidang Ilmu Pengetahuan Alam

a.  Lembaga Biologi Nasional
b.  Lembaga Geologi dan Pertambangan Nasional

3)  Deputi Ketua Bidang Teknologi
a.  Lembaga Kimia Nasional
b.  Lembaga Fisika Nasional
c.  Lembaga Metalurgi Nasional
d.  Lembaga Elektronika Nasional
e.  Lembaga Instrumen Ilmiah Nasional

4)  Deputi ketua Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan
a.  Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional
b.  Lembaga Research Kebudayaan Nasional

5)  Sekretariat
a.  Biro Koordinasi dan kebijaksanaan Ilmiah
b.  Biro Hubungan Internasional
c.  Biro Hubungan Masyarakat
d.  Biro Hukum dan Patent
e.  Biro Perbekalan
f.  Biro Keuangan
g.  Biro Pengawasan
h.  Biro Publikasi Ilmiah
i.  Biro Teknik dan Bangunan



184 dr. Rahman Mulyawan

j.  Biro Personalia
k.  Sekretariat Pimpinan

13.16  BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)
A.  Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tanggal 10 Januari 1967 tentang 1. 
Penanaman Modal Asing.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tanggal 3 Juli 1968 tentang 2. 
Penanaman Modal Dalam Negeri.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1981 tanggal 27 3. 
Juli 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1977 tanggal 3 4. 
Oktober 1977 tentang Ketentuan Pokok Tata Cara Penanaman Modal

B.  Kedudukan
Badan Koordinasi Penanaman Modal disingkat BKPM adalah suatu lembaga 
pemerintah non departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
langsung kepada Presiden. BKPM dipimpin oleh seorang Kepala.

C.  Tugas dan Wewenang
BKPM mempunyai tugas membantu Presiden dalam menetapkan kebijakan di 
bidang penanaman modal dan menyelesaikan persetujuan penanaman modal 
serta penilaian pelaksanaan dan pengembangannya.

D.  Fungsi
Dalam melaksanakan tugasnya BKPM mempunyai fungsi:

Melakukan koordinasi perencanaan penanaman modal baik sektoral maupun 1. 
regional serta mengadakan sinkronisasi rencana tersebut ke dalam suatu 
rencana terpadu dalam rangka Undang-undang No. 1 Tahun 1967 dan 
Undang-undang No. 6 Tahun 1968 maupun di luar undang-undang 
penanaman modal.
Merumuskan kebijaksanaan penanaman modal dan menyampaikannya 2. 
kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuannya.
Menyusun dan menerbitkan daftar skala prioritas penanaman modal secara 3. 
berkala bersama-sama dengan departemen atau lembaga pemerintah yang 
bersangkutan sebagai pedoman pembangunan sektor penanaman modal.
Mengarahkan penyebaran kegiatan penanaman modal di daerah-daerah 4. 
sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan.
Menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan penanaman modal yang telah 5. 
disetujui pemerintah dengan kerja sama departemen atau instansi yang 
membina penanaman modal.
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Menyele6. nggarakan pengolahan dan pengembangan proyek-proyek yang 
diprioritaskan.
Menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan bagi terlaksananya proyek-7. 
proyek penanaman modal.
Menyelenggarakan komunikasi, promosi dan penerangan efektif dengan 8. 
para penanam modal khususnya dan dunia usaha pada umumnya.
Meneliti atau menilai permohonan penanaman modal sesuai dengan 9. 
kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang berlaku.
Mengajukan hasil penelitian atau penilaian atas permohonan penanaman 10. 
modal asing kepada Presiden untuk memperoleh keputusan.
Memberikan persetujuan atas permohonan penanaman modal dalam 11. 
negeri atas nama pemerintah Republik Indonesia.
Atas nama Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang 12. 
bersangkutan, menerbitkan izin usaha baik yang bersifat sementara mau-
pun yang bersifat tetap, izin pengusahaan bahan baku, pemberian angka 
pengenal importir atau eksportir terbatas, izin pembelian dalam negeri 
yang terbatas, Hak Guna Usaha, izin kerja bagi tenaga asing yang akan 
bekerja dalam rangka penanaman modal dan izin usaha perdagangan hasil 
produksi barang/jasa dari penanaman modal.
Memberikan pelayanan yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan 13. 
penanaman modal.

E.  Struktur Organisasi
Susunan organisasi BKPM terdiri dari:

Ketua1. 
Wakil Ketua2. 
Deputi Bidang Perencanaan dan Pengendalian3. 
Deputi Bidang Pengembangan dan Promosi4. 
Deputi Bidang Penilaian dan Perizinan5. 
Sekretariat Badan6. 

13.17  BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL  (BKKBN)
A.  Dasar Hukum
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1978 tanggal 6 
Nopember 1978 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.

B.  Kedudukan
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional disingkat BKKBN adalah suatu 
lembaga pemerintah non departemen yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab langsung kepada Presiden. BKKBN dipimpin oleh seorang Kepala.
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C.  Tugas dan Wewenang
BKKBN mempunyai tugas pokok mempersiapkan kebijaksanaan umum dan 
mengkoordinasikan pelaksanaan program KB nasional dan kependudukan yang 
mendukungnya baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, serta 
mengkoordinasikan penyelenggaraannya di lapangan.

D.  Fungsi
BKKBN mempunyai fungsi:

Merumuskan kebijaksanaan program keluarga berencana nasional.1. 
Merumuskan kebijaksanaan yang mendukung program keluarga berencana 2. 
nasional secara menyeluruh dan terpadu.
Mengkoordinasikan perencanaan, mengadakan supervisi dan evaluasi 3. 
terhadap pelaksanaan program keluarga berencana nasional.
Mengkoordinir dan melakukan supervisi terhadap jenis daya, dana dan 4. 
sarana di dalam pelaksanaan program keluarga berencana nasional. Dan 
program kependudukan yang mendukungnya, baik yang berasal dari 
dalam negeri maupun luar negeri.
Membina kegiatan kerja sama dengan negara-negara asing dan badan-5. 
badan internasional dalam bidang keluarga berencana dan kependudukan 
yang mendukung program keluarga berencana nasional.
Menyelenggarakan pendidikan dan latihan tenaga di dalam program kelu-6. 
arga berencana nasional dan program kependudukan yang mendukungnya.

E.  Struktur Organisasi
Susunan organisasi BKKBN terdiri dari:
1)  Kepala
2)  Wakil Kepala
3)  Sekretariat
4)  Deputi Bidang Umum

a.  Biro Perencanaan
b.  Biro Keuangan
c.  Biro Perlengkapan dan Perbekalan
d.  Biro Hubungan Kerja dan Tatalaksana
e.  Biro Pelaporan dan Penilaian

5)  Deputi Bidang Keluarga Berencana
a.  Biro Penerangan dan motivasi
b.  Biro Kontrasepsi
Biro Pengendalian Lapangan

6)  Deputi Bidang Kependudukan
a.  Biro Data Penduduk
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b.  Biro Pengkajian dan Pengembangan Program
c.  Biro Koordinasi Pelaksanaan Program

7)  Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian
a.  Inspektorat Program dan Ketenagaan
b.  Inspektur Keuangan
c.  Inspektur Materiil

8)  Pusat Pendidikan dan Latihan
9)  Perwakilan BKKBN di Daerah
10)  Dewan Pembimbing:

a.  Menteri Negara Kesejahteraan Rakrat, Ketua merangkap anggota
b.  Menteri Dalam Negeri, Wakil Ketua I merangkap anggota
c.  Menteri Kesehatan, Wakil Ketua II merangkap anggota
d.  Menteri Penerangan, sebagai anggota
e.  Menteri Penddikan dan kebudayaan, sebagai anggota
f.   Menteri Agama, sebagai anggota
g.  Menteri Tenaga Kerja, sebagai anggota
h.  Menteri Transmigrasi dan Koperasi, sebagai anggota
i.   Menteri Sosial, sebagai anggota
j.   Menteri Negara Urusan Perencanaan dan Pembangunan/Ketua 

             BAPPENAS, sebagai anggota
k.  Menteri Keuangan, sebagai anggota
l.   Pejabat yang ditunjuk Menteri Pertahanan dan keamanan, sebagai anggota.

Ketua, Wakil Ketua dan para anggota Dewan pembimbing diangkat dan 
diberhentikan oleh Presiden. Ketua BKKBN bertindak sebagai Sekretaris Dewan 
Pembimbing. Sekretariat Dewan Pembimbing diselenggarakan oleh Sekretaris 
BKKBN.

13.18  BADAN KOORDINASI INTELIJEN NEGARA (BAKIN)
A.  Dasar Hukum

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1973 tanggal 1 1. 
Oktober 1973.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976 tanggal 16 2. 
Pebruari 1976.

B.  Kedudukan
Badan Koordinasi Intelijen Negara disingkat BAKIN adalah suatu lembaga 
pemerintah non departemen yang berkedudukan berada di bawah dan bertang-
gung jawab langsung kepada Presiden. BAKIN dipimpin oleh seorang Kepala.
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C.  Tugas dan Wewenang
Penyelidikan, pengamanan dan penggalangan, baik di dalam bentuk kegiatan-1. 
kegiatan maupun di dalam bentuk operasi-operasi intelijen, baik di dalam 
maupun di luar negeri.
Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan melakukan pembinaan teknis 2. 
terhadap seluruh kegiatan intelijen yang dilakukan oleh badan-badan di 
luar BAKIN, baik di dalam maupun di luar negeri, melalui rapat-rapat 
koordinasi.
Melakukan pengendalian dan atau pengawasan atas pelaksanaan tugas-3. 
tugas intelijen pada umumnya.
mempersiapkan dan merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum 4. 
pemerintah di bidang intelijen.

D.  Fungsi
Membantu Presiden dalam menentukan kebijaksanaan Pemerintah dibidang 
Intelijen, serta pengamanan pelaksanaannya.

E.  Struktur Organisasi
Susunan organisasi BAKIN terdiri dari:

Kepala1. 
Wakil Kepala2. 
Deputi Bidang Administrasi3. 
Deputi Bidang Penyelidikan Dalam Negeri4. 
Deputi Bidang Penyelidikan Luar Negeri5. 
Deputi Bidang Penggalangan6. 
Deputi Bidang Pengamanan7. 
Deputi Bidang Pengamanan Operasi Intelijen8. 

13.19  BADAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
A.  Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 83 Tahun 1958.1. 
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1963 tentang 2. 
Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional.

B.  Kedudukan
Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional bertugas untuk membantu Presiden 
di dalam menjalankan fungsinya sebagai pimpinan tertinggi dibidang Pener-
bangan dan Antariksa Nasional.
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C.  Tugas dan Wewenang
Tugas Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional adalah berupa pemberian 
pertimbangan, nasihat dan saran mengenai penentuan dan perumusan ke-
bijakan, perencanaan dan koordinasi agar dengan sumber atau kemampuan 
yang ada baik pelaksanaan tugas dibidang penerbangan dan antariksa maupun 
pembangunan segenap unsur-unsur kekuatan udara dan antariksa nasional 
dapat dijalankan dengan efisien, efektif dan terpimpin.

D.  Fungsi
Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional mempunyai fungsi sebagai pim-
pinan tertinggi dibidang Penerbangan dan Antariksa Nasional.

E.  Struktur Organisasi
Presiden/Perdana Menteri, sebagai Ketua1. 
Menteri/Panglima Angkatan Udara, sebagai anggota2. 
Menteri Perhubungan Udara, sebagai anggota3. 
Sekretaris Dewan4. 
Dewan Harian5. 

13.20  KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
A.  Dasar Hukum
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

B.  Kedudukan
Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan 
kekuasaan negara dibidang penuntutan. Kejaksaan adalah satu dan tidak 
terpisahpisah dalam melakukan penuntutan. Pelaksanaan kekuasaan negara 
sebagaimana yang dimaksud di atas, diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, 
Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

Kejaksaan Agung berkedudukan di Ibukota Negara RI dan daerah hukum-
nya meliputi wilayah kekuasaan Negara RI. Kejaksaan Tinggi berkedudukan di 
Ibukota propinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi. Kejaksaan 
negeri berkedudukan di Ibukota Kabupaten atau Kotamadya atau di Kota 
Administratif dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten atau Kota-
madya atau Kota Administratif.

C.  Tugas dan Wewenang
Dibidang Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

Melakukan penuntutan dalam perkara pidana1. 
Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan2. 
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat.3. 
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Melengkapi berkas perkara tertentu dan melakukan pemeriksaan tambahan 4. 
sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordi-
nasi kan dengan penyidik.

Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus 
dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama 
negara atau pemerintah.

Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menye-
lenggarakan kegiatan:

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat1. 
Pengamanan kebijakan penegakan hukum2. 
Pengamanan peredaran barang cetakan3. 
Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyara-kat 4. 
dan negara.
Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama5. 
Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik hukum.6. 

D.  Fungsi
Kejaksaan mempunyai fungsi:

kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-1. 
undang.
Kejaksaan membina hubungan dengan badan-badan penegak hukum dan 2. 
keadilan, serta badan negara atau instansi lainnya.
Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada 3. 
instansi pemerintah lainnya.

E.  Struktur Organisasi
Susunan Kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejak-
saan Negeri.

Susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan ditetapkan dengan Keputusan 
Presiden. Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dibentuk dengan Keputusan 
Presiden. Dalam daerah hukum Kejaksaan Negeri dapat dibentuk Cabang 
Kejaksaan Negeri. Cabang Kejaksaan Negeri dibentuk dengan Keputusan Jaksa 
Agung setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab dibidang 
pendayagunaan aparatur negara.

13.21  BANK INDONESIA (BI)
A.  Dasar Hukum
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia.
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B.  Kedudukan
Dengan nama Bank Indonesia didirikan Bank Sentral. Bank Indonesia adalah 
bank milik pemerintah atau negara dan merupakan badan hukum yang berhak 
melakukan tugas dan usaha berdasarkan undang-undang.

C.  Tugas dan Wewenang
Tugas pokoknya adalah membantu pemerintah dalam:

Mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai mata uang rupiah.1. 
Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas 2. 
kesempatan kerja guna meningkatkan tarap hidup rakyat.

Pelaksanaan tugas pokok tersebut harus berdasarkan kebijaksanaan yang 
ditetapkan oleh pemerintah. Walaupun demikian Kepala Bank Sentral diberi 
wewenang yang ditujukan ke arah pemeliharaan dan jaminan pelaksanaan 
moneter, sesuai dengan kebutuhan penjagaan kestabilan nilai satuan uang 
rupiah dan perkembangan produksi serta pembangunan.

Adapun wewenang Bank Indonesia meliputi:
Dibidang peredaran uang berwenang mengeluarkan uang kertas dan uang 1. 
logam.
Dibidang keuangan pemerintah Bank Indonesia dapat memberikan uang 2. 
muka atau kredit kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan APBN.
Dibidang perkreditan dapat memberikan kredit kepada bank-bank lainnya.3. 
Dibidang Devisa Bank Indonesia menjaga dan memelihara kestabilan nilai 4. 
uang terhadap valuta asing.
Dibidang teknis perbankan Bank Indonesia membina dan mengawasi semua 5. 
lembaga-lembaga perbankan baik dari sudut ekonomi perusahaan maupun 
dari sudut pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi moneter pemerintah.

D.  Fungsi
Bank Indonesia menjalankan tugas pokoknya berdasarkan kebijaksanaan 1. 
yang ditetapkan oleh pemerintah.
Dalam menetapkan kebijaksanaan tersebut pemerintah dibantu oleh suatu 2. 
Dewan Moneter.
Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah.3. 
Bank Indonesia menyelenggarakan pemindahan uang untuk pemerintah 4. 
di antara kantor-kantornya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Bank Indonesia membantu pemerintah dalam menempatkan surat-surat 5. 
hutang negara, penatausahaan serta pembayaran kupon dan pelunasan
Dalam melaksanakan ketentuan tersebut Bank Indonesia tidak memper-6. 
hitungkan biaya-biaya.
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E.  Struktur Organisasi
Bank Indonesia dipimpin oleh direksi yang terdiri atas seorang Gubernur 1. 
dan sekurang-kurangnya lima dan sebanyak-banyaknya tujuh orang Direktur.
Sebanyak-banyaknya dua orang Direktur ditunjuk oleh Presiden sebagai pem-2. 
bantu Gubernur untuk mewakili Gubernur apabila Gubernur berhalangan.
Gubernur dan Direktur diangkat oleh Presiden atas usul Dewan Moneter 3. 
untuk masa jabatan lima tahun, setelah waktu itu berakhir yang bersang-
kutan dapat diangkat kembali.
Dewan Moneter membantu pemerintah dalam merencanakan dan mene-4. 
tapkan kebijaksanaan moneter dengan mengajukan patokan-patokan dalam 
rangka usaha menjaga kestabilan moneter, keperluan kesempatan kerja 
dan peningkatan taraf hidup rakyat.
Dewan Moneter memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan 5. 
moneter yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Dewan Moneter diketuai oleh Menteri Keuangan.6. 
Anggota Dewan Moneter terdiri dari tiga orang Menteri yang mendampingi 7. 
keuangan dan perekonomian serta Gubernur Bank Indonesia.
Sekretariat Dewan Moneter diselenggarakan oleh Departemen Keuangan.8. 

13.22  BADAN TENAGA ATOM NASIONAL (BATAN)
A.  Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 tanggal 26 Nopember 1964 tentang 1. 
Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom.
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1965 tanggal 14 Oktober 1965 2. 
tentang Dewan Tenaga Atom dan Badan Tenaga Atom Nasional.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1980 tanggal 20 3. 
Pebruari 1980 tentang Badan Tenaga Atom Nasional.

B.  Kedudukan
Badan Tenaga Atom Nasional yang disingkat BATAN adalah suatu lembaga 
pemerintah non departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
langsung kepada Presiden. BATAN dipimpin oleh Direktur Jenderal.

C.  Tugas dan Wewenang
BATAN mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengatur dan mengawasi 
pene litian serta penggunaan tenaga atom bagi keselamatan, kesehatan dan 
kesejahteraan rakyat Indonesia.

D.  Fungsi
Dalam melaksanakan tugas pokoknya, BATAN berfungsi:
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Merumuskan kebijakan dan  program tenaga atom nasional.1. 
Melaksanakan koordinasi terhadap departemen dan badan atau lembaga 2. 
untuk menjamin keserasian perkembangan tenaga atom di Indonesia.
Melaksanakan hubungan dan kerja sama dengan badan internasional atau 3. 
badan-badan negara lain, sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Melaksanakan kegiatan lain dalam bidang tenaga atom yang tidak 4. 
menyimpang dari tugas pokok.

E.  Struktur Organisasi
Organisasi BATAN terdiri dari:

Direktur Jenderal1. 
Sekretariat2. 
Deputi Bidang Aplikasi dan Jasa Ilmiah3. 
Deputi Bidang Eksplorasi dan Teknologi4. 
Pusat Pendidikan dan Latihan5. 

13.23 BADAN KOORDINASI BANTUAN PEMANTAPAN STABILITAS 
               NASIONAL (BAKORSTANAS)
A.  Dasar Hukum

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 tentang 1. 
Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Komando Operasi Pemulihan 
Keamanan dan Ketertiban (KOPKAMTIB), kemudian diubah dengan 
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1978.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1988 tanggal 5 2. 
September 1978 tentang Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas 
Nasional.

B.  Kedudukan
Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional disingkat BAKORS-
TANAS, merupakan wadah koordinasi yang bersifat konstruktural yang berada 
di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

C.  Tugas dan Wewenang
BAKORSTANAS mempunyai tugas:

Mengkoordinasikan upaya departemen dan instansi dalam rangka pemu-1. 
lihan, pemeliharaan dan pemantapan stabilitas nasional dari berbagai 
hambatan, tantangan dan ancaman.
Menyampaikan kepada Presiden berupa usulan kebijakan dan saran.2. 
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Dalam hal pelaksanaan petunjuk atau perintah Pre3. siden oleh departemen 
atau instansi yang bersangkutan menemui hambatan dan untuk 
mengatasinya diperlukan dukungan ABRI, departemen atau instansi dapat 
diminta bantuan yang diperlukan kepada Pangab.

D.  Fungsi
BAKORSTANAS menyelenggarakan fungsi:

Mengumpulkan dan mengolah data informasi mengenai berbagai kemung-1. 
kinan timbulnya hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan.
Memantau pelaksanaan upaya departemen atau instansi dalam menye-2. 
lesaikan permasalahan yang dihadapi.
Memberikan petunjuk dan pengarahan dalam rangka penanganan dan pe-3. 
nyelesaian masalah tersebut.
Membina sistem dokumentasi yang berkaitan dengan setiap peristiwa yang 4. 
merupakan hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan.

E.  Struktur Organisasi
Susunan Organisasi BAKORSTANAS adalah:
1)  Ketua dijabat oleh Panglima ABRI.
2)  Sekretaris
3)  Anggota:

a.  Menteri Koordinator
b.  Wakil-wakil dari Mabes ABRI
c.  Wakil-wakil POLRI
d.  Wakil-wakil Kejaksaan Agung
e.  Wakil-wakil BAKIN

13.24  BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)
A.  Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-1. 
pokok Agraria.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan 2. 
di Daerah.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 tentang 3. 
Badan Pertanahan Nasional.

B.  Kedudukan
Badan Pertanahan Nasional yang disingkat BPN adalah suatu lembaga peme-
rintah non departemen yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung 
jawab langsung kepada Presiden. Badan Pertanahan Nasional dipimpin oleh 
seorang Kepala.
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Semua unsur di lingkungan BPN dalam melaksanakan tugasnya wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam ling-
kungan badan pertanahan sendiri maupun dalam hubungan antar instansi 
pemerintah untuk kesatuan gerak sesuai dengan tugasnya.

Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan tugasnya mendapat  
pembinaan dan pengarahan dari Menteri atau Menteri-menteri yang ditunjuk 
oleh Presiden.

C.  Tugas dan Wewenang
Membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi per-
tanahan, baik berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria maupun peraturan 
perundang-undangan lainnya yang meliputi pengaturan penggunaan, pemilikan 
dan pengurusan hak-hak tanah, pengukuran, pendaftaran dan lain-lain yang 
berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan 
oleh Presiden.

D.  Fungsi
Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi:

Merumuskan kebijakan dan perencanaan penguasaan dan penggunaan tana1. h.
Merumuskan kebijakan dan perencanaan pengaturan tanah dengan prinsip-2. 
prinsip bahwa tanah mempunyai fungsi sosial sebagaimana diatur dalam 
UUPA.
Melaksanakan pengukuran dan pemetaan, serta pendaftaran tanah dalam 3. 
upaya memberikan kepastian hak dibidang pertanahan.
Melaksanakan pengurusan hak-hak atas tanah dalam rangka memelihara 4. 
tertib administrasi dibidang pertanahan.
Melaksanakan penelitian dan pengembangan dibidang pertanahan serta 5. 
pen didikan dan latihan-latihan tenaga yang diperlukan dibidang adminis-
trasi pertanahan.

E.  Struktur Organisasi
Susunan organisasi Badan Pertanahan Nasional terdiri dari:

Kepala1. 
Deputi Bidang Umum2. 
Deputi Bidang Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Tanah3. 
Deputi Bidang Hak-hak Tanah4. 
Deputi Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah5. 
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Deputi Bidang Pengawasan6. 
Pusat Penelitian dan Pengembangan7. 
Pusat Pendidikan dan Latihan8. 
Staf Ahli9. 
Kantor-kantor Wilayah10. 
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14.1  PENDAHULUAN
Pada awal materi ini, kita akan berbicara terlebih dahulu mengenai pandangan 
secara umum tentang Pemerintahan di Daerah. Oleh karenanya, penulis akan 
mencoba untuk mengemukakan hal-hal yang berhubungan dengan Pemerintahan 
di Daerah, termasuk di dalamnya pengertian Pemerintahan di Daerah secara 
umum.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan , bahwa Negara 
Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Dengan istilah 
Negara Kesatuan itu dimaksud, bahwa susunan negaranya hanya terdiri dari 
satu negara saja dan tidak dikenal adanya negara di dalam negara seperti halnya 
pada suatu negara Federal.

Karena wilayah negara Republik Indonesia itu sangat luas yang meliputi 
banyak kepulauan besar dan kecil, maka tidak mungkinlah jika segala sesuatunya 
akan diurus seluruhnya oleh Pemerintah yang berkedudukan di Ibukota Negara. 
Untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara sampai kepada seluruh 
pelosok daerah negara, maka perlu dibentuk suatu pemerintahan Daerah. 
Pemerintahan Daerah ini sebenarnya menyelenggarakan pemerintahan yang 
secara langsung berhubungan dengan masyarakat.

Kedudukannya bertingkat-tingkat, ada yang tingkatannya di atas pemerin-
tahan daerah lainnya dan ada yang tingkatannya di bawahnya, sehingga suatu 
Pemerintahan Daerah dapat meliputi beberapa Pemerintahan Daerah bawahan. 
Antara Pemerintahan Daerah yang satu dengan yang lainnya terdapat pemba-
gian wilayah yang menentukan pula batas-batas wewenang masing-masing. 
Dengan demikian maka seluruh wilayah negara tersusun secara vertikal dan 
horizontal.

b a b  xIV
Tujuan Pemerintahan 

Di Daerah
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Pemerintah Daerah ini dikenal bentuknya dalam dua jenis yaitu:
Pemerintah Daerah Administratif1. 
Pemerintah Daerah Otonom2. 

Pemerintah daerah administratif dibentuk karena pemerintah pusat tidak 
mungkin dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan negara secara keselu-
ruhan dari pemerintah pusat sendiri. Untuk itu, maka perlu dibentuk pemerin-
tahan di daerah yang akan menyelenggarakan segala urusan pusat di daerah. 
Pemerintah daerah ini merupakan wakil dari pusat dan tugasnya menyeleng-
garakan pemerintahan di daerah atas perintah-perintah atau petunjuk-petunjuk 
pemerintah pusat. Oleh karena tugasnya hanya sebagai penyelenggara adminis-
tratif saja, maka pemerintah daerahnya disebut sebagai Pemerintah Daerah 
Administratif.

Pemerintah Daerah ini dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan yang 
berkedudukan sebagai pegawai Pemerintah Pusat yang ditempatkan di daerah 
administratif yang bersangkutan dan dibantu oleh pegawai-pegawai Pemerintah 
Pusat lainnya yang ditempatkan di kantor-kantor atau jawatan-jawatan pusat 
yang ditempatkan di daerah.

Jika sistem pemerintahan daerah administratif berdasarkan asas dekon-
sentrasi, maka sistem pemerintahan daerah otonom berdasarkan asas desen-
tralisasi. Asas ini sudah ada sejak diberlakukannya “desentralisatiewet” pada 
tahun 1903, bahkan sebelum itu sudah dikenal lembaga asli Indonesia yang 
mengurus rumah tangga sendiri di daerahnya seperti “Pemerintahan Desa” dan 
“Pemerintahan Swapraja”.

Desentralisatiewet tahun 1903 itu kemudian mengalami perobahan dengan 
berlakunya bestuurshervormingswet tahun 1922 (Stb. 1922 No. 216). Menurut 
kedua undang-undang itu urusan penyelenggaraan rumah tangga sendiri masih 
sangat sedikit, sehingga ia tidak begitu populer di kalangan masyarakat.

Adapun latar belakang politik pelaksanaan asas dekonsentrasi yang dila-
kukan oleh Pemerintah Belanda  sejak tahun 1903 menurut  Amrah Muslimin 
disebabkan “ethische politiek” yang dianut oleh Pemerintah Belanda terhadap 
rakyat Indonesia dengan maksud dan tujuan meninggikan tingkat kecerdasan 
dan kehidupan ekonominya. Daerah-daerah itu diberi wewenang untuk meng-
urus rumah tangga sendiri menurut hukum asli Indonesia yang kemudian 
dikenal sebagai “Daerah Swapraja”. Berbeda dengan daerah swapraja yang 
sekarang sudah dihapuskan, maka desa yang merupakan kesatuan masyarakat 
hukum yang terbawah yang menjalankan rumah tangga sendiri berdasarkan 
hukum asli Indonesia juga telah ada sebelum lahirnya “Undang-Undang 
Desentralisasi” Tahun 1903.
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Desa merupakan suatu kenyataan yang masih hidup sebagai daerah tingkat 
bawahan berdasarkan hukum asli Indonesia. Dahulu sebutan desa itu dikenal 
sebagai “Inlandsche Gemeente”.

Pemerintah desa dilakukan atas dasar asas demokrasi yang berpangkal 
pada pemufakatan dalam permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijak-
sanaan”. Ada beberapa ajaran yang menentukan pembagian penyelenggaraan 
pemerintahan negara dalam rangka sistem desentralisasi, yaitu:

Ajaran Rumah Tangga Materiil;1. 
Ajaran Rumah Tangga Formil;2. 
Ajaran Rumah Tangga Riil. 3. 

Menurut ajaran rumah tangga materiil, untuk mengetahui yang manakah 
urusan yang termasuk rumah tangga daerah atau pusat, orang harus melihat 
pada materi yang akan diurus oleh pemerintahan itu. Setiap pemerintahan, 
apakah itu pusat ataukah daerah hanya akan mampu menyelenggarakan urusan 
masing-masing dengan baik. Jadi pemerintah pusat tidak akan menyelenggarakan 
suatu urusan dengan baik, karena urusan itu termasuk materi yang hanya dapat 
dilakukan oleh pemerintah daerah saja atau sebaliknya, pemerintah daerah 
tidak akan mampu menyelenggarakan suatu urusan karena urusan itu termasuk 
materi yang harus diselenggarakan oleh pusat.

Dengan melihat kepada materinya, maka orang sudah dapat membedakan 
bahwa suatu urusan itu termasuk pemerintah daerah atau urusan pemerintah 
pusat. Inilah inti pokok ajaran rumah tangga materiil yang meletakkan titik 
beratnya pada macamnya urusan yang akan diselenggarakan oleh pemerintah 
negara masing-masing tergantung kepada kemampuannya (Kusnardi dan 
Harmaily, 1981:254).

Ajaran ini dapat dipertahankan sepanjang sifat pemerintahan daerah itu 
masih sederhana. Dalam menghadapi sifat pemerintahan yang sudah maju, kom-
pleks serta modern sukar bagi orang untuk menilai urusan mana yang sebaiknya 
diselenggarakan oleh pusat atau daerah. Dengan ukuran yang bersifat subjektif 
itu akhirnya orang akan mengalami kesulitan, karena pelaksanaannya bisa 
menimbulkan perselisihan satu sama lain.

Menurut ajaran rumah tangga formil bahwa dengan tegas diatur ketentuan-
ketentuan yang dapat membedakan antara urusan rumah tangga pemerintah 
pusat dan hal yang lain menjadi urusan rumah tangga daerah. Pengaturan itu 
berdasarkan kepada daya guna pemerintahan masing-masing dan jika suatu 
yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah akan mendatangkan manfaat 
yang besar sekali, maka terhadap hal tersebut sebaiknya diserahkan kepada 
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daerah untuk menjadi urusan rumah tangga daerah. Penyerahan itu dilakukan 
secara formil dengan peraturan Undang-Undang, sehingga kemudian hal-hal 
yang menjadi urusan rumah tangga daerah itu diperinci dengan tegas dalam 
peraturan Undang-Undang (Kusnardi dan Harmaily, 1981:255).

Dengan demikian dapat orang melihat, suatu urusan itu merupakan urusan 
rumah tangga pemerintah daerah, karena oleh pusat telah dilakukan penyerah-
annya dengan Undang-Undang. Ajaran rumah tangga ini disebut sebagai ajaran 
rumah tangga formil.

Istilah rumah tangga riil dapat dijumpai pada penjelasan Undang-Undang 
No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah. Juga dalam 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor: XXI/MPRS/ 
1966, terdapat istilah yang mana ditambah dengan kata-kata “seluas-luasnya”. 
Dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui apa sebenarnya yang dimaksud 
dengan urusan rumah tangga riil itu.

Urusan rumah tangga riil ialah urusan rumah tangga yang didasarkan 
kepada kebutuhan dan keadaan yang nyata. Yaitu bahwa pada suatu soal karena 
keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan untuk mencapai manfaatnya yang 
sebesar-besarnya, suatu urusan yang menjadi wewenang pemerintah daerah 
dikurangi, karena urusan itu menurut keadaan sekarang bersifat nasional  yang 
perlu diselenggarakan oleh pemerintah pusat.

Akan tetapi sebaliknya suatu urusan bisa dilimpahkan kepada daerah 
untuk menjadi suatu urusan rumah tangga daerah, mengingat manfaat dan 
hasilnya yang akan dicapai jika urusan itu tetap diselenggarakan oleh pusat 
akan menjadi berkurang. Tentu saja segala penambahan atau pengurangan 
suatu wewenang harus diatur dengan Undang-Undang atau peraturan-per-
aturan lainnya. Itulah yang disebut dengan ajaran rumah tangga riil.

Beberapa  pengertian pokok menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1974 
adalah sebagai berikut:

Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat 1. 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta 
pembantu-pembantunya;
Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah 2. 
atau Daerah tingkat atas kepada Daerah yang menjadi urusan rumah 
tangganya;
Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk 3. 
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku;
Tugas Pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksa-nakan 4. 
urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh 
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Pemerintah atau Pemerintah Daerah tingkat atas dengan kewajiban mem-
pertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya;
Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat 5. 
hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang 
dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam 
ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan per-
undang-undangan yang berlaku;
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah atau Kepala 6. 
Wilayah atau Kepala Instansi vertikal tingkat atas kepada pejabat-pejabatnya 
di daerah;
Wilayah Administratif, selanjutnya disebut Wilayah adalah lingkungan 7. 
kerja perangkat Pemerintah yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas 
pemerintahan umum di daerah;
Instansi vertikal adalah perangkat dari Departemen-departemen atau Lem-8. 
baga-lembaga Pemerintah bukan Departemen yang mempunyai lingkungan 
kerja di Wilayah yang bersangkutan;
Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mensahkan, 9. 
membatalkan dan menangguhkan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala 
Daerah, yaitu Menteri Dalam Negeri bagi Daerah Tingkat I dan Gubernur 
Kepala Daerah bagi Daerah Tingkat II sesuai peraturan perundang-undangan 
yang berlaku;
Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang meliputi 10. 
bidang-bidang ketentraman dan ketertiban politik, koordinasi pengawasan 
dan urusan pemerintahan  lainnya yang tidak termasuk urusan rumah 
tangga Daerah;
Polisi Pamong Praja adalah perangkat Wilayah yang bertugas membantu 11. 
Kepala Wilayah dalam menyelenggarakan pemerintahan, khususnya dalam 
melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban di bidang pemerintahan 
umum.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ini disebut “Undang-Undang tentang 
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah”, oleh karena dalam  Undang-undang ini 
diatur tentang pokok-pokok penyelenggaraan pemerin-tahan  yang menjadi 
tugas Pemerintah Pusat di daerah; yang berarti bahwa dalam Undang-Undang 
ini mengatur pokok-pokok penyeleng-garaan urusan pemerintahan berdasarkan 
asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan di daerah.

Sebagaimana yang telah diketahui, Pemerintah bersama-sama  dengan 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong telah mengajukan ketetapan yang 
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disetujui oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No: XXI/MPRS/1966 
tentang Pemberian Otonomi  yang seluas-luasnya kepada Daerah.

Sebagai pelaksanaan dari penugasan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Sementara tersebut, Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong telah berhasil mengeluarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1969 tentang 
Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang, antara lain Undang-Undang No. 18 Tahun 1965.

Di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1969 itu ditentukan bahwa Undang-
Undang No. 18 Tahun 1965 termasuk dalam Lampiran III, yaitu Undang-
Undang yang dinyatakan tidak berlaku tetapi pernyataan tidak berlakunya 
Undang-Undang yang bersangkutan ditetapkan pada saat Undang-Undang 
yang menggantikannya mulai berlaku.

Dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. V/MPR/1973 
tentang Peninjauan Produk-Produk yang berupa Ketetapan-ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia, Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXI/MPRS/1966 tentang Pemberian 
Otonomi Seluas-luasnya kepada Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi karena 
materinya sudah tertampung dalam  Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Di dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1973 
tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, telah digariskan prinsip-prinsip pokok 
tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah, yaitu: “Dalam rangka melancarkan 
pelaksanaan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok Negara dan dalam 
membina kestabilan politik serta kesatuan Bangsa, maka hubungan yang serasi 
antara Pemerintah Pusat dan Daerah atas dasar keutuhan Negara Kesatuan, 
diarahkan pada pelaksa-naan  Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab 
yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah dan dilaksana-
kan bersama-sama dengan dekonsentrasi”.

Garis-Garis Besar Haluan Negara dengan tegas telah memberikan pengaruh-
pengaruh yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Peng-
arahan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

Harus sesuai dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa;1. 
Harus dapat menjamin hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat  dan 2. 
Daerah atas dasar keutuhan Negara Kesatuan;
Harus dapat menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah.3. 
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14.2   TUJUAN  PEMERINTAHAN  DAERAH

a.  Otonomi Daerah
Sejalan dengan prinsip pembagian wilayah yang secara diametral berbeda 
dengan prinsip yang dianut oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 juga 
membawa perubahan-perubahan yang cukup prinsipil mengenai Otonomi 
Daerah. Di antara perubahan-perubahan tersebut yang terpenting adalah 
mengenai hal-hal sebagai berikut:

Prinsip Otonomi Daerah;1. 
Tingkatan Daerah Otonom;2. 
Sebutan Daerah Otonom;3. 
Perangkat Daerah Otonom;4. 
Penghapusan Daerah Otonom;5. 
Titik Berat Otonomi Daerah;6. 
Perubahan-perubahan.7. 

1. Prinsip Otonomi Daerah
Salah satu perubahan yang sangat menonjol dalam Undang-Undang No. 5 
Tahun  1974 adalah ditinggalkannya prinsip otonomi yang seluas-luasnya yang 
diganti dengan prinsip yang telah digariskan dalam Ketetapan Majelis Per-
musyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan 
Negara, yakni prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab.

Meskipun pada umumnya orang sudah mengetahui adanya perubahan 
prinsip otonomi yang riil dan seluas-luasnya menjadi otonomi yang nyata dan 
bertanggungjawab tersebut, akan tetapi nampaknya belum banyak yang menya-
dari konsekuensi pelaksanaan dari perubahan prinsip tersebut.

 Dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya berarti bahwa memperluas 
otonomi dari sesuatu Daerah adalah merupakan tujuan dan menjadi kewajiban 
Pemerintah untuk selalu menambah urusan-urusan yang harus diserahkan 
kepada Daerah Otonom.

Konsekuensi lain adalah bahwa sejauh mungkin harus diberikan  otonomi 
kepada setiap bagian dari wilayah Negara. Dengan demikian, maka setiap 
wilayah atau bagian wilayah  yang masih bersifat administratif hanya dipandang 
sebagai bentuk sementara untuk pada akhirnya “ditingkatkan” statusnya 
menjadi Daerah Otonom, sehingga seluruh wilayah Negara harus dibagi habis 
pula ke dalam Daerah-daerah Otonom yang lebih kecil.

Dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, pemberian 
otonomi kepada sesuatu Daerah tidak senantiasa harus selalu diperluas. Jika 
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dipandang perlu, otonomi dari sesuatu Daerah memang dapat diperluas akan 
tetapi dapat pula dipersempit atau bahkan dapat dihapuskan sama sekali. Semua-
nya ditinjau dari segi daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan 
di daerah.

Pengertian tentang Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung-jawab 
yang dianut oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 itu telah dijelaskan dalam 
Penjelasan Umum undang-undang tersebut yang esensinya adalah sebagai berikut:               
a.  Otonomi Daerah itu harus riil atau nyata, dalam arti bahwa pemberian 

otonomi kepada Daerah harus didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan-
perhitungan dan tindakan-tindakan atau kebijaksanaan yang benar-benar 
dapat menjamin Daerah yang bersangkutan secara nyata mampu mengurus 
urusan rumah tangganya sendiri.

b.  Otonomi Daerah itu merupakan otonomi yang bertanggungjawab, dalam 
arti bahwa pemberian otonomi itu harus benar-benar sejalan dengan tujuan-
nya, yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok 
Negara dan serasi atau tidak bertentangan dengan pengarahan-pengarahan 
yang telah diberikan di dalam GBHN, serasi dengan pembinaan politik 
dan kesatuan Bangsa, menjamin hubungan yang serasi antara Pemerintah 
Pusat dan Daerah atas dasar keutuhan Negara Kesatuan serta dapat men-
jamin perkembangan dan pemba-ngunan Daerah.

c.  Pemberian otonomi kepada Daerah mengutamakan aspek keserasian de-
ngan tujuan (doelmatigheid) di samping aspek pendemokrasian. Oleh karena 
itu, pemberian otonomi kepada Daerah tidak harus seluas-luasnya. Keluas-
annya ditentukan oleh pertimbangan daya guna dan hasil guna dalam 
penyelenggaraan pemerintahan di Daerah; jadi, dari waktu ke waktu tidak 
harus selalu diperluas akan tetapi dapat diperluas dan dapat pula dipersempit 
berdasarkan pertimbangan daya guna dan hasil guna tersebut. Bahkan 
otonomi itu dapat dicabut atau dihapus apabila Daerah itu benar-benar 
ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan, sehingga tidak mampu meng-
atur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

d.  Dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, asas dekon-
sentrasi bukan sekedar dianggap sebagai komplemen atau pelengkap ter-
hadap asas desentralisasi, akan tetapi sama pentingnya dalam penyeleng-
garaan pemerintahan di Daerah, dengan memberikan kemungkinan pula 
bagi pelaksanaan asas tugas pembantuan (medebewind).

e.  Pelaksanaan pemberian otonomi kepada Daerah harus dapat menunjang 
aspirasi perjuangan rakyat, yakni memperkokoh Negara Kesatuan dan mem-
pertinggi  tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya.
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Bahwa prinsip otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab yang 
dimaksud oleh Undang-Undang No. 5 tahun 1974 itu adalah  sama dengan 
prinsip otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung-jawab yang 
dikehendaki oleh GBHN dapat dibuktikan juga dari penjelasan umum undang-
undang tersebut, khususnya penjelasan tentang Dewan Pertimbangan Otonomi 
Daerah, yang antara lain menyebutkan bahwa “Urusan Otonomi Daerah 
tidaklah statis, tetapi berkembang dan berubah”.

Tidak statis adalah sama dengan dinamis. Dengan demikian tidaklah perlu 
diragukan bahwa apa yang dikehendaki oleh GBHN 1978 dengan rumusan 
Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung-jawab itu sepenuhnya 
sama dengan apa yang telah diatur secara lebih terperinci di dalam Undang-
Undang No. 5 Tahun 1974, oleh karena keduanya memang berasal dari satu 
pola pemikiran yang sama.

Ditinjau dari segi sistem otonomi atau paham rumah tangga Daerah, maka 
berbeda dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 dan Undang-Undang No. 
18 Tahun 1965 yang dengan tegas menyatakan menganut sistem otonomi riil 
yang dianggap sebagai sistem tersendiri di samping sistem otonomi materiil 
dan sistem otonomi formal yang telah dikenal sebelumnya.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tidak menyatakan  bahwa otonomi 
yang nyata dan bertanggungjawab itu sebagai sistem otonomi, tetapi sebagai 
suatu prinsip, yaitu merupakan salah satu dari 5 prinsip penyelenggaraan peme-
rintahan di daerah yang dianut oleh Undang-Undang tersebut, hal itu terserah 
kepada yang menilainya karena masalahnya hanya tentang klasifikasi dan 
penamaan belaka.

2.  Tingkatan  Daerah  Otonom
Sebagaimana yang kita ketahui, dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 ting-
katan Daerah Otonom diatur dalam pasal 3 yang terdiri dari dua ayat sebagai 
berikut:
(1)  Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun 

Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
(2)  Perkembangan  dan pengembangan otonomi selanjutnya didasarkan pada 

kondisi politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan 
Nasional.

Dari  ketentuan tersebut jelaslah bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 
1974 tidak mengenal adanya Daerah-daerah Tingkat III. Bahkan di seluruh 
batang tubuh dan penjelasan undang-undang tersebut tidak ada satu perkataan 
pun mengenai Daerah Tingkat III. Kenyataan ini adalah sangat menarik 
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mengingat bahwa masalah daerah Tingkat III adalah merupakan salah satu 
crucial point dalam pembicaraan-pembicaraan di DPR pada waktu proses pem-
buatan undang-undang tersebut.

Untuk lebih memahami konsepsi yang dianut oleh Undang-Undang No. 5 
Tahun 1974 mengenai tingkatan Daerah Otonom tersebut, kiranya perlu 
ditelaah lebih mendalam penjelasan pasal 3 ayat (2) undang-undang tersebut 
pada hakikatnya adalah merupakan gambaran dari pertemuan kompromistis 
antara berbagai pemikiran mengenai tingkatan Daerah Otonom, mulai dari 
yang menghendaki tetap adanya tiga tingkatan Daerah Otonom sampai pada 
pemikiran yang menghendaki adanya satu tingkatan Daerah Otonom saja. 
Penjelasan pasal 3 ayat (2) tersebut adalah sebagai berikut: “Yang dimaksud 
dengan perkembangan dan pengembangan selanjutnya ialah perkembangan dan 
pengembangan otonomi baik mengenai jumlah maupun tingkatnya dalam arti 
dapat berkembang ke samping, ke atas dan atau ke bawah”.

Dari penjelasan pasal 3 ayat (2) tersebut jelaslah bahwa bukan hanya 
jumlah  Daerah Otonom (baik di tingkat I maupun tingkat II) yang dimungkinkan 
untuk berkembang akan tetapi juga mengenai tingkatan Daerah Otonom pun 
dapat berkembang, baik ke atas (dalam arti menjadi lebih dari dua tingkat) 
maupun ke bawah (dalam arti menjadi kurang dari dua tingkat); dan dapat pula 
berkembang ke samping yang berarti sama dengan penambahan jumlah Daerah 
Otonom (Sujamto, 1988:24).

Sepanjang yang menyangkut  perkembangan dan pengembangan  tingkatan 
Daerah Otonom sebenarnya secara yuridis penjelasan tersebut tidak  mempunyai 
arti apa-apa karena perkembangan dan pengembangan tingkatan Daerah 
Otonom tersebut berarti mengubah ketentuan pasal 3 ayat (1) yang tentunya 
harus dilakukan dengan undang-undang atau dengan perkataan lain harus 
mengubah atau mencabut Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 itu sendiri.

Secara historis atau secara politis  penjelasan pasal 3 ayat (2) tersebut 
mempunyai arti yang sangat penting. Oleh karena penjelasan tersebut me-
nunjukkan adanya kesepakatan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam pem-
buatan undang-undang ini, bahwa dikemudian hari apabila kondisi politik, 
ekonomi sosial budaya serta pertahanan keamanan nasional menghendakinya, 
tingkatan Daerah Otonom itu dapat dikem-bangkan ke atas, misalnya dengan 
membentuk satu tingkatan Daerah Otonom lagi yakni Daerah Tingkat III dan 
sebaliknya dapat pula dikembangkan ke bawah (dikurangi tingkatannya) 
menjadi hanya satu tingkat saja. Hal tersebut tergantung dari perkembangan 
keadaan di kemudian hari. Akan tetapi, untuk menghapus sama sekali adalah 
tidak mungkin, karena hal itu berarti bertentangan dengan UUD 1945. 
Mengenai pengembangan ke samping, yang berarti pembentukan Daerah-
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daerah Otonom baru ataupun penghapusan Daerah Otonom yang telah ada, 
telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, yang 
realisasinya sepenuhnya tergantung dari kebijaksanaan Pemerintah dengan 
mempertimbangkan saran-saran dari Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

3.  Sebutan Daerah Otonom
Meskipun soal sebutan itu tidak merupakan sesuatu yang sangat prinsipil, akan 
tetapi akan merasa sangat perlu untuk membahasnya mengingat adanya per-
bedaan yang cukup besar mengenai hal ini antara Undang-Undang No. 5 Tahun 
1974 dengan Undang-Undang yang terdahulu.

Pada pokok bahasan tadi kita telah menerangkan bahwa Undang-Undang 
No. 5 Tahun 1974 hanya mengenal dua tingkatan Daerah Otonom, masing-
masing disebut  “Daerah Tingkat I” dan “Daerah Tingkat II”, jadi tidak ada lagi 
sebutan lain. Sedangkan sebutan “Propinsi, Kabupaten, Kotamadya, Kota Admi-
nistratif dan Kecamatan” dalam undang-undang tersebut adalah sebutan-
sebutan bagi Wilayah-Wilayah Administratif. Hal ini adalah lain sekali dengan 
peraturan di dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1965, dimana dalam pasal  
1 ayat (2) disebutkan bahwa:

Istilah-istilah “propinsi”, “kabupaten”, dan “kecamatan”, sebagaimana halnya 
dengan istilah-istilah “kotaraya”, “kotamadya” dan “kotapraja” adalah istilah-
istilah untuk nama jenis daerah, bukan merupakan penunjukkan sesuatu 
Wilayah  Administratif.

Hal ini diperkuat lagi dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) dari Undang-
Undang No. 5 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut: “Dalam menyeleng-
garakan pemerintahan, wilayah Negara Kesatuan Republik  Indonesia dibagi 
dalam Daerah-Daerah Otonom dan Wilayah-wilayah Administratif ”.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut terlihat jelas adanya perbedaan yang 
sangat fundamental. Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 membagi habis wila-
yah negara dalam Daerah-Daerah Otonom akan tetapi membaginya dalam 
Daerah-daerah Otonom dan Wilayah-wilayah Administratif.

Perbedaan lain ialah bahwa dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 
diadakan pembedaan nama atau sebutan antara Daerah-daerah yang sebagian 
besar wilayahnya bersifat pedesaan (rural area) dengan Daerah-daerah yang 
sebagian besar wilayahnya bersifat perkotaan (urban area).

Yang pertama adalah “propinsi”, “kabupaten” dan “kecamatan” dan yang 
kedua adalah “kotaraya”, “kotamadya”, dan “kotapraja”. Undang-undang No. 5 
Tahun 1974 tidak mengadakan pembedaan nama atau sebutan Daerah Otonom. 
Semuanya disebut Daerah Tingkat I atau Daerah Tingkat II tanpa membedakan 
sifat wilayahnya. Pembedaan tersebut hanya dikenal dalam hal Wilayah 
Administratif.
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4.   Perangkat Daerah Otonom
Ketentuan-ketentun mengenai perangkat Daerah Otonom di dalam Undang-
Undang No. 5 Tahun 1974 tidak banyak berbeda dengan ketentuan-ketentuan  
dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1965. Bahkan pengertian mengenai 
“Peme rintah Daerah” dalam  pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 
1974 adalah persis sama dengan pengertian dalam pasal 5 ayat (1) Undang-
Undang No. 18 Tahun 1965 yaitu kepada Kepala Daerah dan DPRD.

Perbedaan yang cukup menonjol ialah bahwa dalam Undang-Undang No. 
5 tahun 1974 tidak lagi dikenal adanya Badan Pemerintah Harian (BPH). 
Perangkat Daerah atau Pemerintah Daerah yang pokok telah disebutkan secara 
jelas dalam pasal 13 ayat (2), yaitu Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah. 
Mengenai Sekretariat Daerah juga terdapat sedikit perbedaan yaitu bahwa 
Sekretariat Daerah tidak lagi merangkap sebagai Sekretariat DPRD karena  
untuk itu dibentuk sebuah sekretariat tersendiri yaitu Sekretariat DPRD.

Sebagai “pengganti” Badan Pemerintah Harian, Undang-Undang No. 5 
tahun 1974 menetapkan adanya  Badan Pertimbangan Daerah yang fungsi dan 
tugasnya berlainan dengan Badan Pemerintah Harian (BPH). Sebagaimana kita 
ketahui, tugas dan kewajiban BPH diatur dalam pasal 57 Undang-Undang No. 
18 Tahun 1965 yang terdiri dari tiga ayat, yaitu:
(1) Anggota-anggota Badan Pemerintah Harian adalah pembantu-pembantu 

Kepala Daerah dalam urusan di bidang urusan otonomi dan di bidang tugas 
pembantuan dalam pemerintahan;

(3)  Anggota-anggota Badan Pemerintah Harian:
a.  memberikan pertimbangan kepada Kepala daerah, baik diminta 

maupun tidak;
b.  mendapat bidang pekerjaan tertentu dari Kepala daerah menurut 

pedoman yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri dan terhadap 
itu mereka bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

(3)  Apabila dipandang perlu, Kepala Daerah dapat menugaskan kepada seorang 
anggota badan Pemerintah Harian untuk atas namanya memberikan kete-
rangan dan bertanggungjawab bidang pekerjaannya di hadapan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dari ketentuan tersebut di atas jelaslah bahwa BPH adalah lebih banyak 
berfungsi sebagai unsur staf (pembantu Kepala Daerah), yang ikut aktif dalam 
pelaksanaan eksekutif Pemerintahan Daerah. Sedang Badan Pertimbangan 
Daerah sepenuhnya adalah berfungsi sebagai suatu badan pertimbangan dan 
tidak mencampuri secara langsung pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Untuk 
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jelasnya, perlu dicantumkan ketentuan mengenai Badan Pertimbangan Daerah 
tersebut yang tercantum dalam pasal 46 Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 
sebagai berikut:

Di daerah dibentuk Badan Pertimbangan Daerah yang keanggotaannya 1. 
terdiri dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan unsur  fraksi-
fraksi  yang belum terwakili dalam Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD);
Badan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini bertugas untuk memberikan 2. 
pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Daerah;
Pembentukan jumlah Anggota dan tata kerja Badan yang dimaksud dalam 3. 
ayat-ayat (1) dan (2) pasal ini diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Dari penjelasan pasal tersebut adalah sebagai berikut: “Badan Pertimbangan 
Daerah yang dimaksud dalam pasal ini ialah suatu Badan; yang diminta maupun 
tidak, bertugas untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala 
Daerah mengenai segala hal ikhwal tentang penyelenggaraan pemerintahan 
Daerah.

Agar Badan tersebut dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan yang 
bermanfaat bagi Kepala Daerah, maka Badan tersebut dapat senantiasa meng-
ikuti perkembangan pemerintahan Daerah, dalam arti tidak turut campur 
secara langsung dalam soal-soal pelaksanaan pemerintahan.

Kiranya cukup jelas bahwa Badan tersebut tidak mempunyai kedudukan 
dan wewenang seperti Badan Pemerintah Harian atau Dewan Pemerintah 
Daerah yang pernah ada.

Jadi, jelaslah bahwa sekalipun penulis menganggap Badan Pertimbangan 
Daerah adalah sebagai “pengganti” Badan Pemerintah Harian (BPH) akan 
tetapi dengan pengertian bahwa fungsi dan kedudukan  kedua Badan tersebut 
adalah sangat berbeda.

5.  Penghapusan Daerah Otonom
Salah satu perwujudan dari perombakan fundamental dalam pemikiran mengenai 
otonomi Daerah adalah dicantumkannya ketentuan tentang penghapusan 
Daerah di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, yaitu pasal 5 yang berbunyi 
sebagai berikut: “Dengan Undang-Undang, suatu Daerah dapat dihapus apabila 
ternyata syarat-syarat dimaksud  pasal 4 ayat (1) undang-undang ini sudah tidak 
terpenuhi lagi, sehingga tidak mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya 
sendiri”.

Dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 yang menganut prinsip 
otonomi yang seluas-luasnya dengan konsekuensi pembagian habis wilayah 
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negara ke dalam Daerah-daerah Otonom memang sama sekali tidak diperlukan 
adanya pasal tentang penghapusan Daerah karena penghapusan Daerah adalah 
merupakan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip yang dianut oleh undang-
undang itu sendiri.

Dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab yang berpangkal 
tolak dari pemikiran untuk kembali kepada pelaksanaan UUD 1945, kemung-
kinan adanya penghapusan Daerah adalah mutlak diperlukan, mengingat 
bahwa wilayah Negara sudah “terlanjur” dibagi habis dalam Daerah-Daerah 
Otonom Tingkat I yang masing-masing juga dibagi habis dalam Daerah-daerah 
Otonom Tingkat II, sehingga tidak sesuai lagi dengan makna dan jiwa pasal 18 
UUD 1945 beserta penjelasannya.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, maka Daerah 
Otonom harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam 
pasal 4 ayat (1) undang-undang tersebut dan juga harus sesuai dengan 5 prinsip 
penyelenggaraan pemerintahan di daerah seperti yang telah diuraikan terdahulu. 
Apabila syarat-syarat dan prinsip-prinsip tersebut tidak terpenuhi, maka 
Daerah tersebut dapat dihapus dengan undang-undang sesuai dengan ketentuan 
pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tersebut di atas.

Bahwa sampai sekarang belum ada pelaksanaan penghapusan  sesuatu 
Daerah, itu adalah soal kebijaksanaan Pemerintah dengan mempertimbangkan 
segala faktor yang ada. Tetapi cepat atau lambat hal itu perlu dilaksanakan, 
karena kenyataan menunjukkan bahwa diwaktu-waktu yang lalu pembentukan 
Daerah itu terutama (bahkan ada kalanya semata-mata) ditinjau dari segi politis 
saja, sehingga banyak diantaranya tidak mampu untuk mengatur dan mengurus 
rumah tangganya dan hanya banyak menggantungkan diri dari subsidi Peme-
rintah. Dibiarkannya Daerah-daerah semacam itu adalah kurang sesuai dengan 
prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab.

Mengingat bahwa penghapusan sesuatu Daerah Otonom itu mempunyai 
konsekuensi-konsekuensi yang berat baik dari segi psikologis dan politis mau-
pun dari segi-segi lainnya maka apabila pada hal ini pada saatnya nanti akan 
dilaksanakan kiranya perlu didahului dengan penelitian-penelitian dan dibahas 
secara mendalam di dalam forum Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

Bagaimanakah akibat juridis dari bekas Otonomi Daerah yang dihapus 
tersebut. Hal ini sepenuhnya tergantung dari kebijaksanaan atau kehendak 
Pemerintah.

Jadi jika suatu Propinsi Daerah Tingkat I dihapuskan otonominya, maka ia 
tetap dapat berdiri seutuhnya sebagai Wilayah Administratif, yaitu  Wilayah 
Propinsi. Umpanya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dihapus otonominya 
(berarti penghapusan Daerah Tingkat I Jawa Barat) maka tetap dipertahankan 
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seutuhnya sebagai Wilayah Propinsi Jawa Barat, yang pemerintahannya di-
pimpin oleh seorang Kepala Wilayah Propinsi yang menurut pasal 77 Undang-
Undang No. 5 Tahun 1974 disebut Gubernur. Jadi, sebutan lengkapnya adalah 
Gubernur Jawa Barat, bukan lagi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, 
karena Daerah Tingkat I Jawa Barat telah dihapuskan.

Untuk lebih jelasnya dapat kita ambil contoh lagi, misalnya Kotamadya 
Daerah Tingkat II Bandung dicabut otonominya, karena sesuai dengan per-
kembangan keadaan dianggap tidak mampu lagi mengatur dan mengurus 
urusan rumah tangganya. Ini berarti Daerah Tingkat II Bandung dihapus 
dengan undang-undang. Bekas wilayah dari Kotamadya Daerah Tingkat II 
Bandung dapat tetap dipertahankan sebagai Wilayah Administratif berupa 
Wilayah Kotamadya yang pemerintahannya dipimpin oleh Walikotamadya 
Bandung (bukan lagi sebagai Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II 
Bandung), yang bertanggunjawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I 
Jawa Barat.

Akan tetapi jika dipandang terlalu besar baginya, maka bekas Wilayah 
Kotamadya Daerah Tingkat II tersebut dapat digabungkan ke dalam Wilayah 
Kabupaten Sumedang dan diberi status sebagai Wilayah Administratif yang 
lebih rendah tingkatannya yaitu sebagai Wilayah Kota Administratif, dimana 
pemerintahannya dipimpin oleh seorang Walikota yang bertanggungjawab 
kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang (Sujamto, 1988:30).

6.  Titik Berat Otonomi Daerah
Seperti halnya masalah penghapusan Daerah, maka masalah titik berat Otonomi 
Daerah ini juga merupakan hal yang baru yang belum pernah diatur dalam 
undang-undang sebelumnya. Salah satu pemikiran yang sangat maju dan mem-
punyai pengaruh luas terhadap permasalahan ini adalah pemikiran yang di-
cetuskan oleh Drs. Mohammad Hatta yang kemudian dikenal dengan Konsepsi 
Hatta.

 Salah satu ciri yang sangat menonjol dari Konsepsi Hatta adalah pemikiran 
untuk meletakkan titik berat otonomi pada Daerah Tingkat II. Hal ini antara 
lain dapat diikuti dalam buku beliau yang berjudul Lampau dan Datang yang di 
dalamnya terkandung kalimat-kalimat sebagai berikut: “Apabila kita mau men-
de katkan demokrasi yang bertanggungjawab kepada rakyat, meletakkan cita-cita 
lama yang tertanam dalam pengertian ‘pemerintahan dari yang diperintah’, maka 
sebaiknyalah titik berat  pemerintahan sendiri diletakkan pada kabupaten”.

Dengan demikian tidaklah terlalu berlebihan apabila dikatakan bahwa 
kebijaksanaan Undang-Undang No.5 Tahun 1974 untuk meletakkan titik berat 
otonomi pada Daerah Tingkat II itu langsung atau tidak langsung dipengaruhi 
oleh Konsepsi Hatta. 
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Adapun mengenai propinsi, beliau berpendapat bahwa sebaiknya tidak 
mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat yang langsung dipilih oleh rakyat tetapi 
mempunyai dewan yang tersusun dari wakil-wakil yang diutus oleh tiap-tiap 
kabupaten dengan jumlah yang sama banyak. Jadi dalam hal ini tidak terlalu 
tegas apakah propinsi itu merupakan Daerah Otonom atau bukan.

Konsepsi Hatta itu kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh pemikir-
pemikir lainnya, dengan mengalami sedikit banyak modifikasi. Salah satu 
contoh dapat disebutkan oleh Soetardjo Kartohadikoesoemo yang bukan 
sekedar menyambut baik tetapi juga mengembangkan konsepsi Hatta tersebut 
dengan mempertegas bahwa propinsi itu hendaknya bersifat administratif 
belaka, oleh karena menurut penilaian beliau, propinsi itu adalah “semata-mata 
produk pemerintah negeri Belanda” yang dengan tidak berpikir panjang kita 
meneruskan saja produk tersebut.

Konsepsi yang sama sekali berlainan adalah yang dikemukakan oleh The 
Liang Gie yang pada garis besarnya meletakkan persoalannya bukan pada 
tingkatan daerah otonom tetapi pada  jenis daerah otonom itu. Dalam hubungan 
ini beliau berpendapat bahwa seperti halnya di negara-negara lain juga di 
Indonesia terdapat dua macam corak kehidupan masyarakat, yaitu masyarakat 
pedusunan dan masyarakat perkotaan. 

Oleh karena itu, dalam membentuk daerah-daerah otonom hendaknya 
disesuaikan dengan kedua jenis corak kehidupan masyarakat tersebut, dengan 
mengingat tipe ketiga  yang meliputi daerah yang cukup luas yang merangkum 
kedua jenis corak kehidupan masyarakat tersebut. Dengan jalan pemikiran itu 
beliau sampai pada konsepsi tentang tiga jenis (bukan tingkat) daerah otonom 
yang disebut dusunpraja, kota praja dan bumipraja (Sujamto, 1988:86) 

Dari penjelasan ini kiranya dapat dipahami maksud diadakannya titik 
berat otonomi pada Daerah Tingkat II; yaitu terutama agar pelayanan terhadap 
masyarakat dapat lebih ditingkatkan. Akan tetapi di kemudian hari adanya 
penitikberatan otonomi pada Daerah Tingkat II ini mungkin sekali akan dapat 
mempunyai makna yang lebih jauh jika kita kaitkan dengan penjelasan pasal 3 
ayat (2) tentang perkembangan dan pengembangan otonomi Daerah sebagai-
mana yang telah diuraikan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (2), pelaksanaan mengenai penitik-
beratan otonomi pada Daerah Tingkat II ini akan diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah yang dimaksud belum dikeluarkan; akan tetapi dapat 
kita perkirakan bahwa realisasi dari ketentuan tersebut tentunya antara lain 
akan berupa semakin banyaknya urusan-urusan yang harus diserahkan kepada 
Daerah Tingkat II, baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Daerah Tingkat I.
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7.  Perubahan-Perubahan Lain 
Disamping hal-hal tersebut di atas masih terdapat pula berbagai hal lainnya di 
dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1974 yang berbeda dengan ketentuan yang 
terdapat di dalam Undang-Undang No.18 Tahun 1965 ataupun berbagai Undang-
Undang yang mendahuluinya. Ini semua berkaitan erat dengan perubahan 
prinsip-prinsip pokok yang telah diuraikan terdahulu, terutama sebagai konse-
kuensi prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

 Beberapa di antara perubahan-perubahan tersebut yang perlu disebutkan 
di sini adalah: 
a.  Prosedur pemilihan calon Kepala Daerah yang terlebih dulu harus dise-

pakati bersama antara pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi-fraksi dengan 
Menteri Dalam Negeri bagi Kepala Daerah Tingkat I dan Gubernur bagi 
Kepala Daerah Tingkat II.

b.  Jabatan Wakil Kepala Daerah  yang tidak harus ada bagi semua Daerah 
akan tetapi  pengisian jabatan tersebut hanya dilakukan jika dipandang perlu 
bagi Daerah-daerah tertentu.

c.  Sekretaris Daerah tidak dipilih tetapi diangkat dengan memperhatikan 
per timbangan dari pimpinan DPRD.

d.  Kepala Daerah tidak bertanggung jawab kepada DPRD akan tetapi hanya 
diwajibkan memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD 
sedikitnya setahun sekali.

e.  Adanya kewajiban bagi semua Daerah (termasuk pula Daerah-daerah 
Tingkat II) untuk menerbitkan Lembaran Daerahnya sendiri-sendiri.

f.  Cara penandatanganan Peraturan Daerah, dimana Kepala Daerah tidak 
hanya ikut menandatangani serta (contra sign) akan tetapi justru sebaliknya 
yaitu Kepala Daerah yang menetapkan dan menanda-tangani Peraturan 
Daerah, serta Ketua DPRD ikut menandatangani.

g.  Perbedaan lain-lain yang kiranya tidak perlu disebutkan satu persatu da lam 
tulisan ini; dapat dikemukakan dengan mudah apabila kita memperban-
dingkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 dengan Undang-Undang 
No.18 Tahun 1974.

b.  Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi 
Tujuan pemberian otonomi kepada Daerah adalah untuk memungkinkan Daerah 
yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk 
meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam 
rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Untuk 
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dapat melaksanakan tujuan tersebut maka kepada Daerah perlu diberikan 
wewenang-wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan 
sebagai urusan rumah tangganya (Kansil, 1986:171).

Menurut Gabriel U.Iglesias berpendapat bahwa ada empat faktor yang 
dapat mempengaruhi pelaksanaan Otonomi Daerah adalah:

Manusia pelaksananya harus baik;1. 
Keuangan harus cukup dan baik;2. 
Peralatannya harus cukup dan baik;3. 
Organisasi dan Manajemen harus baik.4. 

Berikut akan diuraikan mengenai gambaran umum dari keempat faktor di 
atas, yakni:

Faktor pertama, yaitu manusia pelaksananya harus baik adalah faktor yang 
esesnsial dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Manusia merupakan 
subyek dalam setiap aktivitas pemerintahan sekaligus penggerak proses meka-
nisme dalam sistem pemerintahan. Oleh sebab itu agar mekanisme pemerintahan 
tersebut berjalan dengan sebaik-baiknya, yakni sesuai dengan tujuan yang 
diharapkan, maka manusia  atau subjek atau pelaksana harus baik pula.

Faktor kedua adalah keuangan yang baik. Istilah keuangan di sini me-
ngandung arti setiap hak yang berhubungan dengan masalah uang, antara lain 
berupa sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup dan pengelolaan keuangan 
yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan 
apa yang dikatakan oleh M. Manullang dalam bukunya “Beberapa Aspek Admi-
nistrasi Pemerintah Daerah” mengatakan bahwa: “Bagi kehidupan suatu Negara, 
masalah Keuangan Negara sangat penting. Makin baik Keuangan Negara, maka 
semakin stabil pula kedudukan Pemerintah dalam Negara itu. Sebaliknya, kalau 
Keuangan Negara itu kacau maka Pemerintah akan menghadapi berbagai kesulitan 
dan rintangan dalam menyelenggarakan segala kewajiban yang diberikan kepada-
nya. Demikian juga bagi suatu Pemerintah daerah, keuangan merupakan masalah 
penting bagiannya dalam mengatur dan mengurus”.

Selanjutnya mengenai pentingnya pengelolaan Keuangan Daerah, J.Wajong 
dengan mengutip pendapat D’Audiffret (J. Wajong, 1975:97) menyatakan:
a.  Bahwa pengendalian keuangan mempunyai pengaruh yang begitu besar 

pada penduduk daerah di hari kemudian, sehingga kebijak-sanaan yang 
ditempuh pada saat melakukan kegiatan itu dapat menyebabkan kemak-
muran atau kelemahan, kejayaan atau kejatuhan penduduk daerah itu;

b.  Bahwa kepandaian mengendalikan Daerah tidak akan memberikan hasil 
yang memuaskan dan abadi, tanpa cara pengendalian keuangan yang baik, 
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terlebih lagi tanpa kemampuan melihat ke muka dengan penuh kebijak-
sanaan, yang harus diarahkan untuk melindungi dan memperbesar harta 
Daerah, dengan mana semua kepentingan masyarakat Daerah sangat erat 
berhubungan;

c.  Bahwa anggaran adalah alat utama pada pengendalian keuangan Daerah, 
sehingga rencana anggaran yang diperhadapkan pada DPRD haruslah tepat 
dalam bentuk dan susunannya dengan memuat rancangan yang dibuat 
berdasarkan keahlian dengan pandangan ke muka yang bijaksana.

Faktor ketiga adalah peralatan yang cukup dan baik. Pengertian peralatan 
di sini adalah setiap benda atau alat yang dapat dipergunakan untuk mem-
perlancar pekerjaan atau kegiatan Pemerintah Daerah. Namun di pihak lain, 
peralatan yang baik tersebut tergantung pula pada kondisi keuangan yang 
dimiliki serta kecakapan manusia atau aparat yang menggunakannya

Faktor keempat adalah organisasi dan manajemen yang baik. Organisasi 
yang dimaksudkan adalah organisasi dalam arti struktur yang susunannya 
terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap pejabat, kekuasaan, tugas-
nya dan hubungannya satu sama lain, dalam rangka mencapai sesuatu tujuan 
tertentu. 

(1)  Faktor Manusia Pelaksana
Berhasil tidaknya pelaksanaan otonomi Daerah sebagian besar tergantung pada 
Pemerintah Daerah itu sendiri. Sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat (1) Undang-
Undang No. 5 Tahun 1974, maka yang dimaksudkan dengan Pemerintah daerah 
adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di samping itu 
dengan sendirinya masih terdapat aparatur atau lat-alat perlengkapan Daerah 
lainnya, yaitu para Pegawai Daerah itu sendiri. Dan tidak kalah pentingnya 
adalah partisipasi masyarakat Daerah yang bertindak srebagai subjek pemba-
ngunan, di samping itu merupakan objek dari pembangunan itu sendiri. 
Sehubungan dengan hal itu, maka akan mencakup keempat komponen tersebut, 
walaupun tidak secara mendalam. 

a.  Kepala Daerah
 Seperti yang telah dikatakan diatas, peranan Kepala Daerah  sangat besar 

sekali dalam pelaksanaan tugas-tugas daerah, khususnya tugas-tugas Oto-
nomi. Sehubungan dengan hal itu, maka seorang  sarjana mengatakan, 
berhasil tidaknya tugas-tugas Daerah sangat bergantung pada Kepala 
Daerah sebagai Manajer Daerah yang bersangkutan.

  Berhasil tidaknya seseorang yang menjabat suatu jabatan dalam 
menjalankan tugas-tugasnya tergantung kepada kualitas yang dimilikinya. 
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Demikian pula halnya Kepala Daerah; berhasil tidaknya ia menjalankan 
tugasnya tergantung kepada kualitas yang dimilikinya.

  Tugas Kepala daerah adalah sangat berat. Dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, Kepala Daerah di samping merupakan alat Daerah 
adalah juga alat Pemerintah Pusat. Sebagai alat Daerah, tugasnya adalah:
a)  Menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan Pemerintahan 

Daerah;
b)  Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan;
c)  Bersama-sama dengan DPRD membuat Anggaran Pendapatan dan    

belanja Daerah dan Peraturan Daerah.

  Sebagai alat Pemerintah Pusat, tugasnya adalah:
a)  Membina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya sesuai dengan 

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
b)  Melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang pembinaan kesa tuan 

Bangsa sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
c)  Menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan instansi vertikal dan an-

tara instansi vertikal dengan Dinas-dinas Daerah, baik dalam peren-
canaan maupun pelaksanaan untuk mencapai daya guna dan hasil 
guna yang sebesar-besarnya;

d)  Membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
e)  Mengusahakan secara terus menerus agar segala peraturan perundang-

undangan dan Peraturan Daerah dijalankan oleh instansi Pemerintah 
dan Pemeritah Daerah serta pejabat yang ditugaskan untuk itu serta 
mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin  
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;

f)  Melaksanakan segala tugas pemerintahan yang dengan atau berdasar-
kan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepadanya;

g)  Melaksanakan segala tugas Pemerintah yang tidak termasuk dalam 
tugas sesuatu instansi lain.

  Dari perumusan tersebut dapatlah kita lihat betapa beratnya tugas dan 
tanggungjawab yang harus dijalankan oleh seorang Kepala Daerah/
Wilayah. Oleh karena itu sangat menuntut persyaratan kualitas yang cukup 
tinggi. Dalam kaitannya dengan hal ini maka oleh Porter dan Olsen 
menyatakan bahwa akibat dari pelaksanaan desentralisasi maka seorang 
Kepala Daerah harus berkualitas sebagai seorang “generalist”; sebaliknya 
sebagai alat Pemerintah Pusat, maka ia akan diharapkan menjadi seorang 
“specialist”.
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b.  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, 
DPRD adalah salah satu alat Daerah di samping Kepala Daerah. Di dalam 
Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut diterangkan bahwa: “Konstruksi 
yang demikian ini menjamin adanya kerjasama yang serasi antara Kepala Daerah 
dengan DPRD untuk mencapai tertib Pemerintahan di Daerah. Dengan demikian, 
maka dalam penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah, ada pembagian tugas yang 
jelas dan dalam kedudukan yang sama tinggi antara Kepala Daerah dan DPRD 
yaitu Kepala Daerah memimpin bidang Eksekutif dan DPRD bergerak dalam 
bidang Legislatif ” (Kaho, 1988:70).

Dengan perkataan lain, tugas pokok DPRD adalah menetapkan kebijak-
sanaan Daerah. Kebijaksanaan itu diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah 
(PERDA) ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasal  
30 sub c Undang-Undang No.5 Tahun 1974 menyatakan bahwa  DPRD menyu-
sun APBD dan Peraturan Daerah.

Di samping itu masih ada lagi salah satu fungsi DPRD yang bersifat mandiri 
yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan kebijaksanaan Daerah yang 
dilakukan oleh Kepala Daerah. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan dalam 
pasal 22 ayat (3) dan pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1974.

Jadi secara ringkas, DPRD  mempunyai dua  fungsi, yakni:
Sebagai partner Kepala Daerah dalam merumuskan kebijaksanaan Daerah;1. 
Sebagai pengawas atas pelaksanaan kebijaksanaan Daerah yang dijalankan 2. 
oleh Kepala daerah.

Untuk dapat merealisasikan fungsinya dengan baik, dengan sendirinya mutu 
dan kualitas anggota DPRD sangat menentukan. Penyusunan  kebijaksanaan 
Daerah yang tepat sangat tergantung pada kecakapan anggota DPRD untuk 
me mecahkan masalah-masalah kehidupan yang dihadapi rakyat. Pengetahuan 
dan kecakapan itu diperoleh dengan melalui pendidikan dan pengalaman. 
Demikian juga dalam menjalankan fungsi pengawasan, maka diperlukan pula 
pendidikan dan pengalaman.

Pendidikan dan pengalaman itu sangat penting artinya, sebab:
Dapat memberikan pengetahuan yang luas dan mendalam tentang bidang 1. 
yang dipilih atau yang dipelajari seseorang;
Melatih manusia untuk berfikir secara rasional dan menggunakan kecer-2. 
dasan ke arah yang tepat, melatih manusia menggunakan akalnya dalam 
kehidupan sehari-hari baik dalam berfikir, menyatakan pendapat maupun 
bertindak;
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Memberikan kemampuan dan keterampilan kepada ma3. nusia untuk meru-
mus kan pikiran, pendapat yang hendak disampaikan kepada orang lain 
secara logis dan sistematis sehingga mudah dimengerti.

Ketiga hal tersebut akan dapat diperoleh anggota DPRD bila mereka mem-
peroleh pendidikan yang cukup. Ketiga hal tersebut sangat penting bagi mereka 
agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Erat hubungannya dengan pendidikan adalah pengalaman yang juga 
mem pengaruhi kemampuan seseorang. Pengalaman yang banyak sangat mem-
bantu seseorang dalam memecahkan masalah-masalah yang akan dihadapinya. 
Sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat Daerah, maka 
seyogianya mereka adalah orang-orang yang berpengalaman pula dalam bidang 
organisasi kemasyarakatan dan kenegaraan. Dengan pengalaman dalam bidang 
organisasi kemasyara-katan dan kenegaraan ini mereka akan mempunyai:

Bahan perbandingan sebagai pegangan dan pedoman untuk bertindak1. 
Bahan pertimbangan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh dan 2. 
dalam masyarakat, sehingga akan memberikan kemampuan kepadanya 
untuk memahami aspirasi rakyat yang terus berkembang;
Keterampilan untuk menyampaikan pandangan dan meyakinkan pihak, 3. 
yakni keterampilan berbicara;
Pengalaman dalam kegiatan organisasi tersebut melatih seseorang untuk 4. 
mengembangkan kecakapan dalam memecahkan pelbagai masalah kehi-
dupan masyarakat. Ia akan terlatih untuk mengembangkan keterampilan 
dalam mengemukakan pandangan dan meyakinkan pihak lain yang sangat 
diperlukan dalam penyusunan dan pengambilan keputusan.

c.  Kemampuan aparatur Pemerintah Daerah

Suatu Daerah disebut Daerah Otonom apabila memiliki atribut sebagai berikut:
Mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga Daerah; 1. 
urusan rumah tangga Daerah ini merupakan urusan yang diserahkan oleh 
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
Urusan rumah tangga Daerah diatur dan diurus atau diselenggarakan atas 2. 
inisiatif atau prakarsa dan kebijaksanaan Daerah itu sendiri;
Untuk mengatur dan mengurus rumah tangga Daerah tersebut, maka Daerah 3. 
memerlukan aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur Pemerintah Pusat, 
yang mampu untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerahnya;
Mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat menghasilkan pendapatan 4. 
yang cukup bagi Daerah, agar dapat membiayai segala kegiatan dalam 
rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga Daerahnya. (Kaho, 1988:80).
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Dari keempat atribut di atas, kemampuan aparatur Pemerintah Daerah 
merupakan satu faktor yang menentukan apakah suatu Daerah dapat atau 
mampu menyelenggarakan urusan rumah tangganya dengan baik atau tidak. 
Namun pada intinya pelaksanaan Otonomi Daerah akan sangat bergantung 
pada manusia sebagai pelaksananya atau aparatur Pemerintah itu sendiri.

d.  Partisipasi Masyarakat

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi Daerah juga tidak terlepas dari adanya 
partisipasi aktif anggota masyarakatnya. Masyarakat Daerah, baik sebagai kesa-
tuan sistem maupun sebagai idividu, merupakan bagian integral yang sangat 
penting dari sistem Pemerintahan Daerah, karena secara prinsip penyelenggaraan 
otonomi Daerah ditujukan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera di 
Daerah yang bersangkutan. Oleh sebab itu tanggung jawab penyelenggaraan 
pemerintahan Daerah tidak saja di tangan Kepala Daerah, DPRD dan aparat 
pelaksananya, namun juga di tangan masyarakat Daerah tersebut.

Salah satu wujud rasa tanggung jawab masyarakat di atas adalah adanya 
sikap mendukung terhadap penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang antara 
lain ditunjukkan melalui partisipasi aktif anggota masyarakat dalam penyeleng-
garaan otonomi Daerah.

Ditinjau dari segi organisasi, Pemerintahan Daerah merupakan organisasi 
yang bersistem terbuka (open system). Menurut Katz dan Kahn, organisasi 
seperti ini ditandai oleh adanya impor energi (importation of energy) dari ling-
kungannya agar dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Tanpa adanya impor 
energi, suatu organisasi dengan sistem terbuka tidak dapat menjalankan fungsi-
nya dengan sebaik-baiknya .

Adapun alternatif pemecahan dari permasalahan di dalam penanggulangan 
agar sistem impor energi tersebut dapat terlaksana yakni dengan melibatkan 
masyarakat ikut serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Otonomi 
Daerah. Dalam hal ini partisipasi masyarakat difungsikan sebagai substitusi 
energi Pusat dan sebagai sumber energi alternatif bagi Daerah, sehingga secara 
bertahap dapat melepaskan diri dari ketergantungan pada Pusat. Di samping 
itu, partisipasi masyarakat juga merupakan pemenuhan terhadap etika politik 
yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan.

Menurut W.M.F Hofsteedee yang mengatakan bahwa masyarakat sendiri 
dapat berpartisipasi pada beberapa tahap, terutama dalam pembangunan, yakni: 
pada tahap inisiasi, legitimasi dan eksekusi. Dengan kata lain, pada tahap decision 
making, implementation, benefit dan evaluation.
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Sebagaimana yang dirumuskan oleh Bintoro Tjokroamidjojo, yaitu: 
“Pertama keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut dapat berati 
keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan.

Kedua adalah keterlibatan dalam memikul hasil dan manfaat pembangunan 
secara berkeadilan”.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat 
dapat terjadi pada empat jenjang atau tahapan sebagai berikut:

Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan;1. 
Partisipasi dalam pelaksanaan;2. 
Partisipasi dalam pemanfaatan hasil;3. 
Partisipasi dalam evaluasi.4. 

Persoalan yang akan muncul adalah untuk dapat berpartisipasi, masyarakat 
harus mempunyai cukup kemampuan. Karena itu adalah menjadi kewajiban 
Pemerintah Daerah untuk mendorong meningkatkan kemampuan masyarakat, 
sehingga pada gilirannya mampu memberikan partisipasinya dalam penyeleng-
garaan Pemerintahan Daerah.

Hal penting yang juga harus diperhatikan adalah adanya partisipasi akan 
melahirkan efek ganda (multiplier-effect) dan interaksi yang harmonis saling 
mendukung antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat secara kumulatif 
akan membawa Daerah ke dalam kehidupan yang terus meningkat.

(2)  Faktor Keuangan Daerah
Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan Daerah 
dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan self-
supporting dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan 
merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan Daerah dalam 
melaksanakan otonominya.

Menurut Alfian Lains dalam bukunya “Pendapatan Daerah Dalam Ekonomi 
Orde Baru” menyatakan bahwa: untuk dapat memiliki keuangan yang memadai 
dengan sendirinya Daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup. 
Dalam hal ini Daerah dapat memperolehnya melalui beberapa cara, yakni:
a.  Ia dapat mengumpulkan dana dari pajak Daerah yang sudah direstuioleh 

Pemerintah Pusat;
b.  Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, pasar 

uang atau bank atau melaui Pemerintah Pusat;
c.  Ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak sentral yang dipungut Daerah;
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d.  Pemerintah Daerah dapat menambah tarif pajak sentral tertentu;
e.  Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan  atau subsidi  dari Pemerintah 

Pusat.

Pentingnya posisi keuangan Daerah dalam penyelenggaraan Otonomi 
Daerah sangat disadari oleh Pemerintah. Hal ini dapat ditelusuri dari Penjelasan 
Umum Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 sebagai berikut: “Agar Daerah dapat 
mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya 
perlu diberikan sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat tidak semua 
sumber pembiayaan dapat diberikan kepada Daerah, maka kepada Daerah 
diwajib kan untuk menggali segala sumber keuangan sendiri berdasarkan per-
aturan perundangan yang berlaku”.

Dalam hubungannya dengan keuangan Daerah ini, maka ketentuan yang 
mengaturnya adalah bagian XIII paragraf 1, pasal 55 Undang-Undang No. 5 
tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah, yang berbunyi 
sebagai berikut:

Sumber pendapatan daerah adalah:
a.  Pendapatan asli Daerah sendiri, yang terdiri dari:

hasil pajak Daerah;1. 
hasil retribusi Daerah;2. 
hasil perusahaan daerah;3. 
lain-lain hasil usaha Daerah yang sah.4. 

b.  Pendapatan berasal dari pemberian Pemerintah yang terdiri dari: 
sumbangan dari Pemerintah;1. 
sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan;2. 
lain-lain pendapatan yang sah.3. 

Dari ketentuan tersebut di atas, maka pendapatan daerah dapat dibedakan 
ke dalam  dua jenis yaitu:
a.  Pendapatan Asli Daerah;
b.  Pendapat Non-Asli Daerah.

Dalam menyusun Anggaran Keuangan Daerah, sepanjang mengenai pen-
da patan Daerah, harus diperhatikan pula peraturan perundangan tentang Perim-
bangan Keuangan antara Negara (pusat) dan Daerah yang berlaku, yaitu:
a.  Undang-Undang No. 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Negara dan Daerah;
b.  Peraturan  Pemerintah No.3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara 

kepada Daerah;
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c.  Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1957 tentang Pemberian Ganjaran, 
Subsidi dan Sumbangan kepada Daerah;

d.  Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Persentase dari beberapa Peneri-
maan Negara untuk Daerah yang tiap tahun dikeluarkan oleh Pemerintah;

e.  Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1997 tentang  Pajak Daerah;
f.  Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah. 

Sampai dengan saat ini, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:
a.  Pajak Daerah;
b.  Retribusi Daerah;
c.  Perusahaan Daerah;
d.  Dinas Daerah; dan
e.  Pendapatan Daerah lainnya.

a.  Pajak Daerah
 Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi Daerah-daerah di samping 

Retribusi Daerah. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat 
kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya 
digunakan untuk ‘public saving’ yang merupakan sumber utama untuk 
membiayai ‘public investment’.

  Sedangkan mengenai pengertian pajak Daerah menurut Siagian 
merumuskannya sebagai berikut, ”Pajak Negara yang diserahkan kepada 
Daerah dan dinyatakan sebagai pajak Daerah dengan Undang-undang”.

  Adapun ciri-ciri yang menyertai pajak Daerah dapat disimpulkan 
sebagai berikut:

Pajak Daerah berasal dari pajak Negara yang diserahkan kepada 1. 
Daerah sebagai pajak Daerah;
Penyerahan dilakukan berdasarkan Undang-Undang;2. 
Pajak Daerah dipungut oleh Daerah berdasarkan kekuatan undang-3. 
undang dan atau peraturan hukum yang lainnya; dan
Hasil pungutan pajak Daerah dipergunakan untuk membiayai penye-4. 
lenggaraan urusan-urusan rumah tangga Daerah atau untuk membiayai 
pengeluaran Daerah sebagai badan hukum publik (Kaho, 1988:130).

  Adapun landasan hukum pemungutan pajak oleh Pemerintah Daerah 
diatur dalam pasal 58 Undang-Undang No. 5 Tahun 1974. Sedangkan me-
nurut Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1997 yang masih merupakan 
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sumber pendapatan asli  Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II menjadi 
9 buah yakni antara lain:
1)   Daerah Tingkat I:

a.  Pajak Kendaraan Bermotor;
b.  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
c.  Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

2)   Daerah Tingkat II:
a.  Pajak Hotel dan Restoran;
b.  Pajak Hiburan;
c.  Pajak Reklame;
d.  Pajak Penerangan Jalan;
e.  Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan ‘C’;
f.   Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

b.  Retribusi Daerah
 Sumber pendapatan Daerah yang penting lainnya adalah Retribusi Daerah. 

Pengertian Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran 
pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik 
Daerah untuk kepentingan umum atau karena jasa yang diberi-kan oleh 
Daerah baik langsung maupun tidak langsung.

  Jadi dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pokok dari Retribusi Daerah 
adalah:

Retribusi dipungut oleh Daerah;1. 
Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan Daerah 2. 
yang langsung dapat ditunjuk;
Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau me-3. 
nge nyam jasa yang disediakan Daerah;

  Seperti halnya dengan Pajak Daerah, landasan hukum dari pungutan 
Retribusi Daerah adalah pasal 58 Undang-Undang No.5 Tahun 1974. 
Adapun menurut Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1997 tentang 
Pemungutan Retribusi Daerah, jenis-jenis retribusi yang dinyatakan atau 
diserahkan hanya kepada Daerah Tingkat I yakni;

Retribusi Jasa Umum;1. 
Retribusi Jasa Usaha;2. 
Retribusi Perizinan tertentu.3. 
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c.  Perusahaan Daerah
 Sumber Pendapatan Asli Daerah selanjutnya adalah Perusahaan Daerah. 

Dalam hal ini, laba Perusahaan Daerahlah yang diharapkan sebagai sumber 
pemasukan bagi Daerah.

  Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, pe-
nger tian Perusahaan Daerah dapat dirumuskan sebagai “suatu badan usaha 
yang dibentuk oleh Daerah untuk memperkembangkan perekonomian Daerah 
dan untuk menambah penghasilan Daerah”.

  Dari penjelasan tersebut tergambar dua fungsi pokok yakni sebagai 
dinamisator perekonomian Daerah dan sebagai penghasil pendapatan Dae-
rah. Ini berarti Perusahaan Daerah harus mampu memberikan rangsangan 
atau stimulasi bagi berkembangnya perekonomian Daerah. Hal ini berarti 
Perusahaan Daerah harus mampu memberikan manfaat ekonomis, se-
hingga terjadi keuntungan yang dapat disetorkan ke kas Daerah.

  Landasan pendirian Perusahaan Daerah adalah Undang-Undang No. 
5 Tahun 1962. Pada pasal 5 UU No. 5 Tahun 1962 menegaskan sifat 
Perusahaan Daerah sebagai berikut: Perusahaan Daerah adalah suatu 
kesatuan produksi yang bersifat:

Memberi jasa;1. 
Menyelenggarakan kemanfaatan umum; dan2. 
Memupuk pendapatan.     3. 

  Tujuan Perusahaan Daerah adalah untuk turut serta melaksanakan 
pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi Nasional 
umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan 
industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja dalam perusahaan 
menuju masyarakat adil dan makmur.

  Adapun sifat utama dari Perusahaan Daerah adalah memberikan jasa 
dan menyelenggarakan kemanfaatan umum.

  Walaupun demikian tidak berarti Perusahaan Daerah tidak dapat mem-
berikan kontribusi yang maksimal bagi ketangguhan keuangan Daerah. 
Pemenuhan fungsi sosial oleh Perusahaan Daerah dan keharusan untuk 
mendapat keuntungan yang memungkinkan Perusahaan Daerah dapat 
memberikan sumbangan bagi pendapatan Daerah.                       

d.  Dinas Daerah dan Pendapatan Lainnya
 Sumber pendapatan Daerah lainnya adalah Dinas-dinas Daerah serta pen-

da patan-pendapatan lainnya yang diperoleh secara sah oleh Pemerintah 
Daerah.
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  Dinas-dinas Daerah, sekalipun tugas dan fungsi utamanya adalah 
memberikan pelayanan terhadap masyarakat tanpa terlalu memperhitung-
kan untung rugi, tapi dalam batas batas-batas tertentu dapat didayagunakan 
dan bertindak sebagai organisasi ekonomi yang memberikan pelayanan 
jasa dengan imbalan. Dan dari sinilah Daerah dapat menambah pendapatan 
aslinya (PAD).

  Dalam pasal 49 UU No. 5 Tahun 1974 diatur mengenai Dinas-dinas 
Daerah sebagai berikut:

Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah;1. 
Pembentukan, susunan organisasi dan formasi Dinas Daerah ditetap-2. 
kan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetap-
kan oleh Menteri Dalam Negeri

  Lebih lanjut dalam penjelasan umum Undang-Undang No.5 Tahun 
1974  ini bahwa: “Urusan–urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Daerah 
ter sebut adalah urusan yang telah menjadi urusan rumah tangga Daerah. 
Pembentukan Dinas Daerah untuk melaksanakan urusan-urusan yang 
masih menjadi wewenang Pemerintah Pusat.”

  Dalam menjalankan tugasnya, Dinas-dinas Daerah itu berada sepe-
nuhnya di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

  Sekalipun Dinas-dinas Daerah telah ditempatkan sebagai salah satu 
sumber pendapatan asli Daerah, tapi tidak berarti sumbangan riil yang 
diberikan sektor ini cukup besar untuk menopang keuangan Daerah pada 
umumnya. Karena dalam kenyataannya, sektor ini hanya sedikit lebih baik 
dibandingkan dengan sektor Perusahaan Daerah dalam memberikan kontri-
businya bagi pendapatan asli Daerah dan pendapatan Daerah umumnya.
 

(3)   Faktor Peralatan
Faktor peralatan tergolong penting dalam pelaksanaan dan penye-lenggaraan 
pemerintahan Daerah yang dipergunakan untuk memper-lancar gerak aktivitas 
Pemerintahan Daerah. 

Untuk dapat memperlancar daya kerja Pemerintah Daerah, maka diper-
lukan adanya peralatan yang baik dalam arti cukup dalam jumlah, efisien, efektif, 
serta praktis dalam penggunaannya. 

Untuk mencapai kesesuaian antara alat-alat yang dimiliki dengan kemam-
puan personil dan metode yang dipergunakan, maka dapat ditempuh dua cara: 
a.  Pengadaan alat-alat yang disesuaikan dengan kemampuan personil  yang 

akan mempergunakannya. Ini berarti, kemampuan personil yang dimiliki 
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harus diidentifikasikan sebelum pengadaan dan pemilihan alat dilakukan 
serta disesuaikan dengan tenaga personil yang ada.

b.  Pengadaan peralatan disesuaikan dengan volume kerja dan metode yang 
dipergunakannya dalam pelaksanaan aktivitas, sedangkan orang-orang yang 
akan mempergunakan alat-alat tersebut dibuat mampu untuk memakainya.

(4)   Faktor Organisasi dan Manajemen 
Faktor keempat yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi di Daerah adalah 
faktor organisasi dan manajemen. Agar pelaksaan otonomi  Daerah dapat berjalan 
baik, dalam arti Daerah dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya 
sendiri, maka yang diperlukan adalah organisasi dan manajemen yang baik.

Unsur-unsur organisasi tersebut adalah:
a.  Adanya sekelompok orang yang mempunyai
b.  Tujuan bersama, yang hanya dapat diselenggarakan dengan cara
c.  Kerjasama atau usaha bersama antar anggota-anggota kelompok itu, 

supaya kerjasama berjalan dengan baik dan teratur, maka diadakanlah
d.  Pembagian kerja di bawah
e.  Suatu pimpinan.

Faktor penting lainnya yang mempengaruhi pelaksaanan otonomi Daerah 
adalah faktor manajemen. Ada lima hal yang harus diperhatikan:
a.  Perencanaan 
b.  Pengorganisasian 
c.  Penyusunan personalia 
d.  Pengarahan, dan
e.  Pengawasan.

Agar penyelenggaraan pemerintahan Daerah dapat berjalan dengan baik 
dan efektif haruslah memperhatikan dan menerapkan berbagai faktor yang telah 
disebutkan di atas. Tanpa adanya kemauan dan kemampuan untuk itu, sulit 
diharapkan penyelenggaraan otonomi Daerah yang benar-benar baik dan sehat.   
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15.1  ASAS PEMERINTAHAN DAERAH
Asas adalah dasar, pedoman atau sesuatu yang dianggap kebenaran yang men-
jadi tujuan berpikir dan prinsip yang menjadi pegangan. Untuk itu dalam 
membahas asas suatu pemerintahan, kita perlu melihat berbagai prinsip-
prinsip, pokok-pokok pikiran, tujuan, struktur organisasi, faktor-faktor kekuatan 
dan proses pembentukan suatu negara.

Tentang asas-asas pemerintahan yang berlaku secara umum, Taliziduhu 
Ndraha mengatakan sebagai berikut: “Pengertian asas dalam hubungan ini 
adalah dalam arti khusus. Secara umum dapat dikatakan bahwa asas-asas 
pemerintahan tercantum di dalam pedoman-pedoman, peraturan-peraturan dan 
jika diusut sampai ke tingkat tertinggi…..” (Ndraha, 1983).

Ada beberapa asas pemerintahan yang perlu diketahui, yaitu:
A.  Asas Aktif;
B.  Asas Vrij Bestuur; 
C.  Asas Freies Eremessen;
D.  Asas Historis;
E.  Asas Etis;
F.  Asas Otomatis;
G.  Asas Detournement de Paovir 

Berikut ini akan kita jelaskan secara singkat satu-persatu:

A.  Asas Aktif
Pemerintah memiliki sumber utama pembangunan, antara lain keahlian, dana, 
kewenangan, organisasi, dan lain-lain. Pemerintah harus mengurus pembangunan 
dan permasalahannya, serta selalu aktif di manapun berada.

b a b  xV
Asas dan Organisasi 

Pemerintahan di Daerah
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B.  Asas Vrij Bestuur
“Vrij“ berarti kosong, sedangkan “Bestuur“ berarti pemerintahan. Jadi Vrij 
Bestuur adalah kekosongan pemerintahan. Hal ini timbul karena melihat bahwa 
tidak seluruhnya penjabaran setiap departemen dan non departemen sampai 
ke Kecamatan-kecamatan.

C. Asas Freies Eremessen
Dalam asas ini pemerintah bebas mengurus dan menemukan inisiatif pekerjaan 
baru, sepanjang tidak ada pertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku ataupun ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan norma 
kebiasaan suatu tempat.    

 D. Asas Historis
Asas historis adalah asas yang dalam penyelenggaraan pemerintahan, bila 
terjadi sesuatu peristiwa pemerintahan, maka untuk menanggulanginya peme-
rintah berpedoman kepada penanggulangan dan pemecahan peristiwa yang 
lalu, yang sudah pernah terjadi.

E. Asas Etis
Asas etis adalah asas yang dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak terlepas 
memperhatikan kaidah moral. Oleh karenanya di Negara Indonesia, pelaksanaan 
Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P-4) senantiasa digalakkan.

F. Asas Otomatis
Asas otomatis adalah asas yang dengan sendirinya, yaitu bila ada suatu kegiatan 
baru yang di luar tanggung jawab suatu departemen atau non departemen, baik 
sifatnya rutin maupun sewaktu-waktu, maka dengan sendirinya pekerjaan itu 
dipimpin oleh aparat Departemen Dalam Negeri sebagai poros pemerintahan 
dalam negeri, walaupun dengan tetap memperlihatkan aparat lain.

G. Asas Detournement de Pauvoir
Asas ini adalah asas kesewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan peme-
rintahannya atau sebaliknya ketidakpedulian pemerintah terhadap masyarakat-
nya. Jadi asas ini merupakan pertentangan dari semua asas yang telah disam-
paikan di atas, karena pemerintah menyalahgunakan kekuasaan yang diperolehnya.
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15.2  ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

a.  asas Desentralisasi  
Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 yang dimaksud dengan asas 
desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah atau 
Daerah tingkat atasnya kepada Daerah menjadi urusan rumah tangganya.

Karena Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan sistem 
dua tingkat dalam Pemerintahan Daerah, maka yang dimaksud dengan ‘Daerah 
tingkat atasnya’ tidak bisa lain daripada Daerah Tingkat I. Penyerahan ataupun 
pemencaran kekuasaan, wewenang atau urusan pemerintahan bukan dari 
Pemerintah atau bukan dari Pemerintah Daerah Tingkat I menurut UU No. 5 
Tahun 1974 dan dibidang pemerintahan di Daerah tidaklah termasuk dalam 
pengertian desentralisasi.

Demikian juga yang menerima apa yang didesentralisasikan, hanyalah 
Daerah saja, dalam hal ini Daerah Tingkat I dan II. Ini merupakan unsur-unsur 
untuk pengertian desentralisasi menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 
dan merupakan perbedaan dengan pengertian desentralisasi secara umum.

Adapun urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah 
tergantung dari kemampuan dan kesediaan Daerah, serta dapat pula penam-
bahan urusan oleh Pemerintah. Tetapi sebagai tanggung jawabnya, bahwa jika 
kemudian Daerah tidak mampu mengurusnya, maka urusan tersebut dan juga 
yang sudah diberikan terlebih dahulu, dapat ditarik kembali oleh Pemerintah. 
Bahkan ketidakmampuan Daerah untuk mengurus rumah tangganya dapat 
mengakibatkan dihapusnya daerah itu.

Desentralisasi terbagi dalam dua macam:
1)  Desentralisasi Jabatan (ambtelijke decentralisatie), yaitu pemencaran 

kekuasaaan dari atasan kepada bawahan, sehubungan dengan kepegawaian 
atau jabatan (ambt) dengan maksud untuk meningkat-kan kelancaran 
kerja. Pengertian desentralisasi semacam ini disebut juga “dekonsentrasi“.

2)  Desentralisasi Kenegaraan (staaatkundige decentralisatie), yaitu penyerahan 
kekuasaan untuk mengatur Daerah dalam lingkungannya sebagai usaha 
untuk mewujudkan asas demokrasi dalam pemerin-tahan negara. Dalam 
desentralisasi ini rakyat secara langsung mempunyai kesempatan untuk 
turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. 

Desentralisasi kenegaraan dibedakan menjadi:
a)  Desentralisasi Teritorial (Territoriale Decentralisatie), yaitu penyerahan 

kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri  
(autonomie), batas pengaturan termaksud adalah Daerah;
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b)  Desentralisasi Fungsional (functionale decentralisatie), yaitu pelimpahan 
kekuasaan untuk mengatur dan mengurus fungsi tertentu. Batas pengaturan 
tersebut adalah jenis fungsi, misalnya: pendidikan dan lain sebagainya.

b.  asas Dekonsentrasi
Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, yang dimaksud dengan asas dekon-
sentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah atau Kepala Wilayah atau 
Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada Pejabat-pejabatnya di Daerah.

Dari perumusan tersebut, jelas terlihat bahwa bentuk pemencaran desen-
tralisasi adalah pelimpahan dan yang dilimpahkan bukanlah urusan pemerin-
tahan seperti halnya pada desentralisasi melainkan “wewenang“, yaitu wewenang 
untuk melaksanankan urusan pemerintahan.

Tidak semua urusan pemerintahan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, 
karena itu Pemerintah menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada 
Daerah. Urusan pemerintahan selebihnya dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah 
dalam hal ini oleh Pejabat-pejabatnya atau oleh Instansi Vertikal yang ada di 
Daerah. Urusan pemerintahan termasuk tidak diserahkan kepada Daerah, 
karena beberapa hal tertentu. Maka urusan pemerintahan demikian dilaksana-
kan oleh perangkat Pemerintah yang ada di Daerah. Urusan-urusan yang tidak 
diserahkan kepada Daerah dan dilaksanakan sendiri oleh Pejabat-pejabatnya 
atau Instansi Vertikal di Daerah dirangkum dalam satu istilah, yaitu: urusan 
pemerintahan umum. Jadi, urusan pemerintahan umum tidak mencakup urusan 
Daerah.

Urusan yang dilimpahkan tersebut tetap menjadi tanggung jawab Pemerin  
t  ah Pusat, baik mengenai perencanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaannya.

C.  asas Tugas Pembantuan 
Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, yang dimaksud dengan asas tugas 
pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan 
pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah 
atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya.

Dalam tugas pembantuan tersebut kewajiban yang harus dipenuhi adalah 
mempertanggungjawabkan segala pelaksanaan tugas tersebut kepada yang 
menugaskannya.

Jika disimpulkan tugas pembantuan pun merupakan suatu jenis desen-
tralisasi, karena mengandung hakekat desentralisasi, yaitu “pemencaran”. Tetapi 
bentuk pemencaran termaksud cenderung merupakan campuran antara 
desentralisasi dan dekonsentrasi.
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Yang dilaksanakan melalui tugas pembantuan adalah urusan pemerintahan 
umum yang tidak dilaksanakan oleh Pejabat Pemerintah yang ada di Daerah, 
melainkan oleh Pemerintah Daerah tingkat I atau tingkat II, demi untuk 
meningkatkan daya guna dan hasil guna, jika dalam pelaksanaan urusan 
pemerintahan tersebut Daerah diikutsertakan.

Urusan pemerintahan umum yang ditugasperbantukan tidak menjadi 
urusan rumah tangga Daerah dan tidak pula menjadi tanggung jawab daerah. 
Jadi beberapa urusan pemerintahan yang masih tetap merupakan urusan 
Pemerintah Pusat atau urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh Daerah 
berdasarkan asas tugas pembantuan.

Oleh karena adalah berat bagi Pemerintah Pusat untuk menyeleng-garakan 
seluruh urusan pemerintahan umum yang masih berada pada  tangan 
Pemerintah yang masih menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah 
atas dasar dekonsentrasi, mengingat dan dibandingkan dengan kemampuan 
perangkat Pemerintah di daerah. Serta ditinjau dari segi daya guna dan hasil 
guna adalah kurang tepat dipertanggung-jawabkan apabila urusan Pemerintah 
Pusat di daerah harus dilaksanakan sendiri oleh perangkatnya di daerah, 
berbagai urusan sulit untuk dapat dilaksanakan dengan baik tanpa diikutserta-
kannya Daerah yang bersangkutan.

Dengan demikian, maka urusan-urusan yang ditugas pemban-tukan 
tersebut tidak sama jumlahnya dan atau jenisnya antara daerah yang satu 
dengan di daerah lainnya. Hal tersebut karena disesuaikan dengan kebutuhan 
dari setiap daerah yang mendapat tugas pembantuan.

15.3  ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH

a.  Pengertian Organisasi
Pandangan klasik tentang organisasi dinyatakan oleh Max Weber dengan men-
demonstrasikan pendapatnya mengenai birokrasi. Weber membedakan suatu 
kelompok kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan. Menurut dia kelompok 
kerjasama adalah suatu tata hubungan  sosial yang dihubungkan dan dibatasi 
oleh aturan-aturan. Aturan-aturan ini sejauh mungkin dapat memaksa sese-
orang untuk melakukan kerja sebagai suatu fungsinya yang ajeg, baik dilakukan 
oleh pimpinan maupun oleh pegawai-pegawai administrasi lainnya. 

Aspek dari pengertian yang dikemukakan oleh Weber ini ialah bahwa suatu 
organisasi  atau kelompok kerjasama ini mempunyai unsur-unsur properties 
sebagai berikut:

Organisasi merupakan tata hubungan sosial. Dalam hal ini seseorang 
individu melakukan proses interaksi sesamanya di dalam organisasi tersebut;
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Organisasi mempunyai batasan-batasan tertentu (bounderies). Dengan 
demikian seorang yang melakukan hubungan interaksi dengan lainnya tidak 
didasarkan atas kemauan sendiri. Akan tetapi mereka dibatasi oleh peraturan-
peraturan tertentu;

Organisasi merupakan suatu kumpulan tata aturan, yang bisa membedakan 
suatu organisasi dengan kumpulan-kumpulan kemasya-rakatan. Tata aturan 
ini menyusun proses interaksi diantara orang-orang yang bekerja sama di 
dalamnya, sehingga interaksi tersebut tidak muncul begitu saja;

Oraganisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur yang 
di dalamnya berisi wewenang, tanggungjawab dan pembagian kerja untuk 
menjalankan sesuatu fungsi tertentu. Istilah lain dari unsur ini ialah terdapatnya 
hirarkhi (hierarchy). Konsekuensi dari adanya hirarkhi ini ialah bahwa di dalam 
organisasi ada pimpinan atau kepala dan bawahan atau staf untuk melaksanakan 
tugas-tugasnya.

Blake dan Mouton mencoba menjelaskan pengertian organisasi dengan 
mengenalkan adanya tujuh unsur yang melekat pada organisasi. Ketujuh unsur 
tersebut adalah sebagai berikut:

Organisasi senantiasa mempunyai 1. tujuan;
Organisasi mempunyai 2. kerangka (structure);
Organisasi mempunyai 3. sumber keuangan;
Organisasi mempunyai 4. cara yang memberikan kecakapan bagi anggotanya 
untuk melaksanakan kerja mencapai tujuan tersebut (know-how);
Di dalam organisasi terdapat 5. proses interaksi hubungan kerja antara orang-
orang yang bekerja sama mencapai tujuan tersebut;
Organisasi mempunyai 6. pola kebudayaan sebagai dasar cara hidupnya;
Organisasi mempunyai ha7. sil-hasil yang ingin dicapainya (Thoha, 1984:128).

Jika dikaitkan dengan Pemerintahan Daerah, maka beberapa pendapat 
yang telah dikemukakan tadi sangat berkaitan erat. Pemerintahan Daerah dapat 
juga disebut sebagai suatu organisasi besar yang sangat membutuhkan kerjasama 
dan loyalitas yang tinggi dengan berbagai aspek-aspek yang dapat dijadikan 
batasannya.

Sebagai suatu organisasi pemerintahan lokal pastilah akan memiliki 
perangkat organisasi sebagai pelaksana, baik teknis maupun administratif yakni 
antara lain:
a.  Kepala Daerah;
b.  Wakil Kepala Daerah;
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c.  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
d.  Sekretariat Daerah;
e.  Badan Pertimbangan Daerah;
f.  Dinas Daerah;
g.  Perusahaan Daerah.

a.  Kepala Daerah
 Kepala Daerah memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai Kepala Daerah 

Otonom yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan bertang-
gung jawab  sepenuhnya tentang jalannya Pemerintahan Daerah dan fungsi 
sebagai Kepala Wilayah yang memimpin penyelenggaraan urusan peme-
rintahan umum yang menjadi tugas Pemerintah Pusat di Daerah.

  Sejalan dengan konstruksi yang demikian itu, maka  Undang-Undang 
No. 5 Tahun 1974 menetapkan bahwa Kepala Daerah  menurut hirarkhi 
ber tanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Jika 
ditinjau dari segi prinsip-prinsip organisasi dan ketatalaksanaan adalah 
tepat sekali jika Kepala Daerah hanya mengenal satu garis pertanggung-
jawaban, oleh karena itu Kepala Daerah tidak bertanggungjawab kepada 
DPRD.

  Namun demikian, Kepala Daerah berkewajiban memberikan keterangan 
pertanggungjawaban kepada DPRD tentang pelaksanaan pemerintahan 
Daerah  yang dipimpinnya agar DPRD sebagai salah satu unsur Pemerintah 
Daerah dapat selalu mengikuti dan mengawasi jalannya Pemerintahan 
Daerah.

b.  Wakil Kepala Daerah
 Mengingat tugas-tugas yang dihadapi oleh Kepala Daerah baik dalam fung-

sinya sebagai Kepala Wilayah Administratif maupun sebagai Kepala Daerah 
Otonom, maka pada dasarnya dipandang perlu adanya jabatan Wakil 
Kepala Daerah.

  Mengingat kondisi Daerah yang berbeda, maka pelaksanaan pengisian 
jabatan Wakil Kepala Daerah tersabut akan diadakan menurut kebutuhan.

c.   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagai Wakil Rakyat, maka kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat diberikan hak-hak tertentu, yaitu:
anggaran;1. 
mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota; 2. 
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meminta keterangan;3. 
mengadakan perubahan; 4. 
mengajukan pernyataan pendapat; 5. 
prakarsa; 6. 
mengadakan penyelidikan.7. 

  Hak-hak yang dimaksud di atas adalah memungkinkan Dewan Perwa-
kilan Rakyat Daerah melaksanakan fungsinya. Untuk menghindarkan ke-
sim pangsiuran penafsiran, maka cara-cara penggunaan hak tersebut di 
atas diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD sesuai dengan pedoman 
yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

d.  Sekretariat Daerah 
 Sekretariat Daerah Tingkat I diintegrasikan dengan Sekretariat Wilayah 

Propinsi atau Ibukota Propinsi dan Sekretariat Daerah tingkat II diinte-
grasikan dengan Sekretariat Wilayah Kabupaten atau Kotamadya.

  Dengan demikian, maka sekretariat daerah adalah Sekretariat yang 
membantu Kepala Daerah dan Kepala Wilayah. Dengan pengintegrasian 
Sekretariat tersebut, dapatlah diharapkan daya guna dan hasil guna dalam 
penyelenggaraan pekerjaan dan dapat pula dicegah kesimpangsiuran yang 
tidak perlu.

  Sekretariat Daerah tidaklah dipilih, tetapi diangkat dari pegawai yang 
memenuhi syarat-syarat, serta setelah mendengar pertimbangan Pimpinan 
DPR. Yang dimaksud dengan “setelah mendengarkan pertimbangan Pim-
pinan DPRD ialah bahwa Pimpinan DPRD tersebut menyampaikan pertim-
bangannya kepada Kepala Daerah setelah mendengar atau meminta 
pendapat Fraksi-fraksi.

e.  Badan Pertimbangan Daerah
 Di Daerah dibentuk Badan Pertimbangan Daerah yang keanggotaannya 

terdiri dari Pimpinan DPRD dan unsur Fraksi-fraksi yang belum terwakili 
dalam Pimpinan DPRD.

  Badan yang dimaksud bertugas untuk memberikan pertimbangan-
pertimbangan, saran-saran, pendapat dan usul-usul kepada Kepala Daerah 
di dalam melaksanakan dan menyelenggarakan pemerintahannya di daerah.

f.  Dinas Daerah
 Dinas daerah adalah unsur pelaksanaan dari Pemerintah Daerah. Urusan-

urusan yang diselenggarakan oleh Dinas-dinas Daerah adalah urusan-
urusan yang telah menjadi urusan rumah tangga Daerah. Pembentukan 
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Dinas Daerah untuk melaksanakan urusan-urusan yang masih menjadi 
wewenang Pemerintah Pusat dan belum diserahkan kepada Daerah dengan 
sesuatu Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah menjadi urusan rumah 
tangganya adalah tidak dibenarkan, karena urusan tersebut belum dise-
rahkan kepada Daerah.

  Dalam menjalankan tugasnya, Dinas-dinas daerah itu berada sepenuh-
nya di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

g.  Perusahaan Daerah
 Perusahaan Daerah adalah suatu Badan Usaha yang dibentuk oleh Daerah 

untuk memperkembangkan perekonomian Daerah dan untuk menambah 
penghasilan Daerah. Berhubung dengan itu, maka Perusahaan Daerah 
harus didasarkan atas asas-asas ekonomi perusahaan yang sehat, atau 
dengan perkataan lain, Perusahaan Daerah harus melakukan kegiatannya 
secara berdaya guna dan berhasil guna.

  Dalam hal ini perlu dicegah adanya kecenderungan-kecenderungan ke 
arah serba negara (etatisme) dan monopoli sebagaimana telah digariskan 
oleh Garis-Garis Besar Haluan Negara.

b.  Pengawasan
Dalam setiap organisasi, terutama dalam organisasi pemerintahan, fungsi peng-
awasan adalah sangat penting, karena pengawasan itu adalah suatu usaha untuk 
menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintahan oleh 
Daerah-daerah, oleh Pemerintah Pusat dan untuk menjamin kelancaran penye-
lenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

a.   Pengawasan Umum
 Pengawasan Umum adalah suatu jenis pengawasan yang dilakukan oleh 

Pemerintah terhadap segala kegiatan Pemerintah Daerah untuk menjamin 
penyelenggaraan Daerah dengan baik.

  Pengawasan Umum terhadap Pemerintahan Daerah dilakukan oleh 
Menteri Dalam Negeri dan Gubernur atau Bupati atau Walikotamadya 
Kepala Daerah sebagai Wakil Pemerintahan Daerah yang bersangkutan.

b.   Pengawasan Preventif
1)  Pengawasan Preventif mengandung prinsip bahwa Peraturan Daerah dan 

Keputusan Kepala Daerah mengenai pokok tertentu baru berlaku sesudah 
ada pengesahan pejabat yang berwenang, yaitu:
(1)  Menteri Dalam Negeri bagi Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala 

Daerah Tingkat I;
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(2)  Gubernur Kepala Daerah bagi Peraturan Daerah dan Keputusan 
Kepala Daerah Tingkat II.

2)  Pada pokoknya Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah yang untuk 
berlakunya memerlukan pengesahan adalah yang:
(a)  Menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengikat Rakyat, ketentuan-

ketentuan yang mengandung perintah, larangan, keharusan untuk 
berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan lain-lain yang ditujukan 
langsung kepada Rakyat;

(b)  Mengadakan ancaman pidana berupa denda atau kurungan atas pe-
langgaran ketentuan tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

(c)  Memberikan beban kepada Rakyat;
(d)  Menentukan segala sesuatu yang perlu diketahui oleh umum, karena 

menyangkut kepentingan Rakyat, misalnya :
(e)  Mengadakan hutang-piutang, menanggung pinjaman, mengadakan 

Perusahaan Daerah, menetapkan dan mengubah Anggaran Penda-
patan dan Belanja Daerah, mengatur gaji pegawai dan lain-lain.

c. Pengawasan Represif
 Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pengawasan represif mempunyai 

tujuan sebagai berikut:
1)  Pengawasan Represif dilakukan terhadap semua Peraturan Daerah 

dan Keputusan Kepala Daerah.
2)  Pengawasan Represif berwujud penangguhan atau pembatalan Per-

aturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah yang bertentangan de-
ngan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi tingkatannya. Penangguhan atau pembatalan itu dilakukan 
oleh pejabat yang berwenang (Syafrudin, 1993:337).
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16.1  PENDAHULUAN

a.  asal Mula Desa
Untuk mempelajari asal mula Desa, mengapa dan bagaimana timbulmya Desa 
perlu dipelajari unsur fisik desa. Ada dua unsur fisik Desa, yaitu unsur penduduk 
dan unsur sekelilingnya. Hubungan antara kedua unsur tersebut sangat erat, 
sehingga jika seseorang meninggalkan Desa seakan-akan merasa kehilangan 
pe doman hidupnya. Hubungan ini mengakibatkan orang desa ‘kurung batok’, 
tidak mau ke luar desanya.

Tidak dapat diketahui dengan pasti kapan permulaan adanya ‘Desa’. Me-
nurut ilmu kemasyarakatan, manusia adalah mahluk sosial, mahluk yang hidup 
dalam hubungan dengan manusia lain. Sejak lahir sampai mati manusia berhu-
bungan dengan manusia lain. Di mana pun ia berada, ia berhubungan langsung 
atau tidak langsung dengan sesamanya. Secara sadar atau tidak sadar manusia 
senantiasa memelihara, membina dan mengembangkan hubungan antara 
manusia.

Dalam rangka usaha tersebut manusia bertempat tinggal bersama-sama di 
suatu tempat yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Unsur keadaan dan 
lingkungan mempengaruhi di mana tempat tinggal bersama diadakan. Di pantai, 
jauh ke pedalamaan, di kaki lereng gunung dan di puncak gunung,  bahkan di 
atas air seperti halnya Desa di atas air di Cilacap.

Menurut ilmu jiwa, manusia mempunyai beberapa dorongan kodrat, di 
antaranya yang disebut dorongan sosial, dorongan segregasit (segregation = me-
misahkan) dan dorongan integrasi (integration = penundukan diri).

Dorongan sosial mendorong manusia untuk hidup bersama dengan manusia 
lain dalam suatu golongan. Dorongan segregasi mendorong manusia untuk 

b a b  xVI
Tujuan Pembentukan

Pemerintahan Desa/Kelurahan
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membentuk golongan berdasarkan sifat atau kepentingan yang sama dan 
bersama. Golongan tersebut dapat didasarkan pada hubungan tempat pekerjaan, 
kesamaan tempat tinggal dan sebagainya. Oleh karena itu golongan mempunyai 
beraneka ragam fungsi dan mempunyai aspek tertentu dalam kehidupan 
masyarakat.

Dorongan integrasi adalah dorongan perorangan atau golongan untuk 
tunduk, taat dan berlindung kepada seseorang atau keseluruhan. Ketiga do-
rongan tersebut mengakibatkan terbentuknya lembaga sosial, yang pada per-
mu laannya, yaitu pada saat manusia masih hidup primitif, masih sangat 
sederhana. Terbentuknya lembaga sosial disertai dengan adanya seseorang atau 
beberapa orang yang memimpin, yang lambat laun berkembang menjadi 
lembaga pemerintahan, dilengkapi pula dengan kekuasaan untuk memelihara 
kehidupan yang tertib.

Berdasarkan dorongan kodrat di atas, maka orang atau golongan yang 
memimpin tersebut ditaati dengan tulus ikhlas oleh segenap yang dipimpin. 
Gambaran ini merupakan suatu ketaatan yang murni dan penuh kepercayaan 
yang timbal balik.

Alam sekeliling manusia mempengaruhi pula terbentuknya golongan ma-
nu sia yang bertempat tinggal bersama di tempat tertentu. Bahaya binatang 
buas, serangan musuh, keadaan tanah dan sebagainya, mendorong manusia 
untuk bertempat tinggal bersama, di mana makin lama jumlah manusianya 
makin bertambah.

Alam sekelilingnya lambat laun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 
dan keamanan hidup. Sebagian orang kemudian meninggalkan tempat tinggal 
bersama, mencari tempat baru di mana mereka bisa membentuk hidup baru di 
tempat baru ini. Di Jawa hal tersebut dinamakan “ngababakan” (membuat 
babakan, yaitu tempat tinggal baru).

Kemudian penduduknya tambah lagi, rumah-rumah makin banyak, ba-
bakan berkembang menjadi “lembur”. Beberapa lembur yang berdekatan men-
jadi “kampung”. Istilah-istilah yang dipergunakan untuk tempat tinggal bersama 
di masing-masing daerah adalah berlainan sesuai dengan adat. Hal mana akan 
di jelaskan dalam pasal berikut.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tempat tinggal bersama yang 
sekarang disebut “Desa” ditimbulkan oleh berbagai unsur, yaitu adanya:

Unsur kejiwaan1. 
Sifat manusia sebagai mahluk hidup2. 
Alam sekitar manusia3. 
Kepentingan yang sama4. 
Ba5. haya dari luar
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Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja 
(Lembaran Negara Nomor 84 Tahun 1965) di pandang tidak sesuai dengan 
perkembangan keadaan. Oleh karena itu berdasarkan Undang-undang Nomor 
6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-undang 
(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
2901), dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 5 Juli 1969 (pasal 1), yaitu saat 
pengesahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tersebut, namun dengan 
ketentuan bahwa pernyataan tidak berlakunya Undang-undang itu ditetapkan 
pada saat Undang-undang yang menggantikannya mulai berlaku (pasal 2).

Sekarang, Undang-undang yang menggantikan Undang-undang Nomor 
19 Tahun 1965 itu sudah ada, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 
tentang Pemerintahan Desa. Boleh dikatakan, Pemerintahan Desa sejak 5 Juli 
1969 sampai tanggal 30 Nopember 1979, berjalan tanpa kepastian hukum 
secara nasional.

Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberi ketentuan khusus tentang Desa, 
pasal 18 berbunyi: “Daerah Indonesia dibagi atas daerah besar dan kecil dengan 
mengingat hak-hak asal-usul atas Daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan 
di Daerah juga tidak memuat ketentuan-ketentuan terperinci mengenai peme-
rintahan desa. Dalam pasal 88 hanya disebut: “Pengaturan tentang Pemerintahan 
Desa ditetapkan dengan Undang-undang”. Dengan dikeluarkannya undang-
undang tersebut maka:

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menjadi terarah dan mempunyai 1. 
dasar serta kepastian Hukum.
Dasar-dasar Administrasi Desa (Administrasi Pemerintahan Desa) di 2. 
letakkan.
Program Pembangunan Desa terdukung oleh Pemerintah Desa yang di-3. 
harapkan efektif dan berjalan efisien.
Pembangunan Desa harus terarah dan terpadu. Agar dapat terarah dan ter-4. 
padu, pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan atau menurut 
ketentuan, aturan, standar-standar, atau pedoman-pedoman tertentu, 
ketentuan-ketentuan dan sebagainya yang disebut Tata Desa.

Tata Desa meliputi Tata Ruang Fisik, Tata Masyarakat dan Tata Pemerin-
tahan Desa. Suatu Undang-undang mengenai Pemerintahan Desa pada hake-
katnya adalah satu bentuk Tata Desa, yaitu Tata Pemerintahan Desa. Pembuatan 
Tata Desa adalah salah satu program Departemen Dalam Negeri.

Program itu dilaksanakan oleh proyek penelitian Tata Desa. Menurut 
rencana, Pola Tata Desa harus sudah selesai di buat pada akhir Pelita kedua, 
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sehingga pada tahun pertama Pelita ketiga, pola Tata Desa yang dimaksud 
sudah dapat mulai digunakan di seluruh Indonesia oleh setiap instansi yang 
bersangkutan. 

b.  Timbulnya Istilah  Desa
Apakah “Desa dan bagaimana timbulnya Desa ?”

Pertanyaan ini cukup untuk membangkitkan perdebatan yang sengit atau 
uraian yang panjang. Dalam pasal-pasal terdahulu diterangkan bahwa manusia 
mempunyai tempat tinggal bersama, hidup bersama mendirikan rumah dalam 
kelompok besar dan kecil. Kelompok rumah demikian tidak saja terdapat di 
Indonesia, tetapi juga di negara lain, misalnya di Inggris di mana tempat tinggal 
bersama itu disebut “Parish”, di Negara Belanda disebutnya “Waterschap”, di 
Amerika Serikat dinamakan “Borough”.

Demikian pula di Indonesia terdapat beraneka nama untuk kelompok 
rumah-rumah misalnya Kampung (Jawa Barat), Gampong (Aceh), Huta atau 
Kuta (Tapanuli), Marga (Sumatera Selatan), Negorij (Maluku), Negeri (Minang-
kabau), Dusun (Lampung), Wanua (Minahasa) dan sebagainya.

Burger (Burger, 1949:389 ), merangkan sebagai berikut:
“Di dalam kehidupan masyarakat Jawa pada jaman dahulu dapat dibedakan 

empat tahap, yaitu: (1) Raja-raja; (2) Kepala-kepala Propinsi (sekarang adalah 
para Bupati); (3) Kepala-kepala Desa; (4) Massa yang terdiri dari rakyat 
kampung”.

“Singkatnya orang-orang Eropa telah berhubungan dengan raja-raja, pada 
permulaan abad ke-17, dan kira-kira tahun 1800 dengan Bupati-bupati dan 
dalam pertengahan abad yang lalu dengan kepala-kepala kampung dan dalam 
abad sekarang dengan masyarakat kampung”.

Keterangan singkat tadi menunjukkan bahwa rakyat Indonesia telah 
berkembang, dilihat dari segi ketatanegaraan, jauh sebelum kedatangan bangsa 
Eropa telah terdapat lembaga-lembaga Pemerintahan yang pada dasarnya ada 
tiga tingkat, yaitu:

Nasional,1. 
Kabupaten,2. 
Desa.3. 

Hidup bersama melahirkan tata hidup yang berkembang menjadi adat, 
yang ditaati tanpa syarat oleh segenap anggota masyarakat. Adat adalah tidak 
lain dari Hukum yang tidak tertulis, turun-temurun sejak adanya nenek-moyang. 
Hukuman bagi yang melanggarnya berupa sikap tindakan dari keseluruhan 
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golongan. Oleh karena itu masyarakatnya disebut Masyarakat Hukum dan 
daerahnya disebut Daerah Hukum.

Dengan demikian, maka tiap Daerah mempunyai adat istiadat masing-
masing, mengatur dan mengurus hidup bersama. Istilah mengatur yang lebih 
mengandung pembinaan adalah “mengemong” dan orang atau lembaganya 
disebut pengemong atau pamong. Dengan demikian pengatur atau pemerintah 
kampung yang disebut “Desa” dinamakan Pamong Desa.

Adanya berbagai istilah untuk kelompok tempat tinggal bersama itu 
menunjukkan bahwa apa yang disebut Desa sekarang ini telah ada di Indonesia 
jauh sebelum orang Eropa ataupun bangsa lainnya datang. Betapapun seder-
hananya Desa pada waktu itu, Desa tidaklah berasal dari luar Indonesia, tetapi 
asli dan murni dari Indonesia.

Di dalam sejarah ataupun cerita-cerita rakyat, sering didengar nama-nama 
jabatan pemerintahan, misalnya Bupati, patih, petinggi, ngabehi, Lurah, wedana 
dan sebagainya, itu semua merupakan bukti telah adanya pemerintahan di 
Daerah yang terorganisir cukup baik.

Nama-nama jabatan tersebut sampai sekarang masih hidup dan diterapkan, 
karena oleh penjajah diperkenankan untuk dipakainya istilah-istilah adat seperti 
Bupati, Patih, Wedana, Camat dan beraneka ragam lainnya, untuk Kepala Desa 
seperti Kuwu, Lurah dan lain-lain.

Sekitar abad ke-4 M, Indonesia mulai didatangi orang asing, mereka mem-
bawa budaya dan agamanya masing-masing. Hubungan antara orang asing dan 
orang pribumi menimbulkan perkembangan agama dan budaya di Indonesia. 
Bahasa asing antara lain Sansakerta dipergunakan untuk hal-hal tertentu, 
meskipun tidak merupakan bahasa sehari-hari dari rakyat, tetapi banyak diper-
gunakan oleh kalangan tertentu, umpamanya kalangan tempat ibadah, kalangan 
pemerintahan dan sebagainya.

Dari abad ke-4 tersebut ditemukan beberapa piagam pertama dan kare-
nanya tahun 400M dapat dikatakan sebagai permulaan sejarah Indonesia. 
Sebelum tahun 400M disebut jaman Pra-Sejarah, karena sejarah dimulai sejak 
adanya berita-berita tertulis.

Ulasan sejarah di atas adalah sebagai bukti bahwa bahasa Sansakerta sering 
dijumpai untuk menamakan berbagai kata kerja atau barang, antara lain Desa 
adalah sebutan untuk tempat tinggal, kelompok-kelompok rumah rakyat. 
Bahasa Sansakerta dipergunakan secara menyeluruh di pulau Jawa, oleh kare-
nanya kalangan pemerintahan yang berkuasa waktu memakai istilah “Desa” 
dipakai menyeluruh di Jawa dan Madura.

Keadaan Desa pada saat sekarang, mempunyai sifat-sifat yang seolah-olah 
diturunkan oleh desa sebelumnya. Meskipun desa pada jaman nenek moyang 
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kita, memang agak sedikit berbeda. Namun perubahan atau perkembangan 
tersebut merupakan suatu hal yang biasa, karena pada umumnya manusia meng-
inginkan bahwa hari esok harus lebih baik dari hari kemarin atau hari ini.

C.  Kehidupan di Desa 
Berbicara tentang kehidupan di Desa, ada baiknya jika sepintas mempelajari 
apa yang dikemukakan oleh F. Tonnies (dalam Mr.J. Bierens de haan sociologie, 
1950). Dalam abad ke-19 dalam bukunya “Gemeinschaft” und “Gesellschaft”, ia 
memandang kehidupan itu dari segi sosiologi dan membedakan dua tipe 
hubungan yang terdapat dalam masyarakat.

Pengertian dalam Gemeinschaft adalah berlawanan dengan Gesellschaft. 
Hubungan antara manusia dapat dimengerti sebagai kehidupan yang riil dan 
organis ini tiada lain dari pada hakekat Gemeinschaft (paguyuban) atau sebagai 
kehidupan idiil rasional hakekat dari Gesellschaft (patembayan atau perorangan).

Gemeinschaft bersifat murni dan kekal, merupakan organisme yang hidup. 
Hubungan kemasyarakatan berakar pada kehidupan yang asli, dalam kelahiran 
dan keturunan, berbentuk hubungan kekeluargaan dan paguyuban meluas 
kepada tempat tinggal dan pemilikan bersama, kerja bersama dan tingkah laku 
bersama.

Berlainan halnya dengan Gesellschaft, masyarakat Gesellschaft terdiri atas 
orang-orang yang pada hakekatnya terpisah satu sama lain dan mereka tetap 
berpisah meskipun ada alat pengikat. Sebaliknya pada Gemeinschaft, orang-
orang tetap guyub meskipun ada alat pemisah. Setiap orang untuk berdiri 
sendiri, batas hak dan kekuasaan adalah tegas. Tidak ada yang berbuat sesuatu 
untuk orang lain, kecuali untuk perbuatan itu ada pamrihnya, barang dan jasa 
juga dihargakan. Setiap orang mengejar keuntungannya dan hanya berhubungan 
dengan orang lain jika ia akan memperoleh keuntungan. Hubungan jenis 
Gesellschaft adalah hubungan antara penjual dan pembeli, hubungan yang 
hanya ada pada waktu jual beli dan dipengaruhi oleh dorongan keuntungan.

Sebagai contoh Gemeinschaft ialah Desa. Masyarakat desa adalah masya-
rakat paguyuban, persekutuan dan kerukunan. Hubungan antar manusia ber-
sifat pribadi, kenal-mengenal dengan akrab, sepahit-semanis, seduka-sesuka 
dan disertai saling percaya-mempercayai.

Hubungan demikian berakar pada hubungan kesatuan keturunan dan 
kesatuan keluarga. Masyarakat mempunyai kesatuan adat dan kepercayaan, 
bahkan kerja dan pemilikan tanah bersifat guyub. Segala sesuatu dilakukan 
bersama secara gotong-royong, seperti mendirikan rumah, membuat jalan, 
jembatan dan lain-lain. Kesemuanya menjadi ciri dan sifat pribadi dan kepri-
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badian orang desa, sebagai perorangan maupun dalam keseluruhan masyarakat. 
Tiap orang merupakan bagian yang tidak terpisah dari keseluruhan.

Sebaliknya sebagai contoh masyarakat Gesellschaft adalah masyarakat 
kota, terutama di kota yang besar. Di sini setiap orang hidup sendiri-sendiri, 
acuh satu sama lain, hubungan antar manusia penuh dengan pamrih dan 
bersifat “Zakelijk“, bahkan disertai curiga-mencurigai.

Dari segi ilmu jiwa, masyarakat desa adalah kebalikan dari masya-rakat 
kota. Masyarakat desa adalah masyarakat yang konkrit dan riil, sedangkan ma-
syarakat kota adalah masyarakat abstrak dan fiktip. Masyarakat desa diibaratkan 
suatu batu yang besar dan padat dan masyarakat kota seperti tumpukkan batu 
kerikil. Meskipun tumpukkan batu kerikil itu sama dengan batu yang padat di 
atas, tetapi tidak disebut orang sebagai satu batu melainkan tetap satu tumpukkan 
kerikil yang terpisah satu sama lain dan tidak padat.

Oleh karena itu menurut ilmu jiwa, masyarakat kota adalah abstrak, orang-
orang berkumpul di kota, hidup dan bertempat tinggal di kota, tetapi tidak ada 
hubungan satu sama lain, pada hakekatnya tidak merupakan masyarakat tetapi 
suatu masyarakat semu.

Sebagai contoh sifat-sifat peguyuban masyarakat Desa antara lain: adanya 
guci air di depan rumah yang ada di pinggir jalan, suatu persediaan air untuk 
orang-orang yang lewat dan kehausan. Ia dapat minum dari air guci tersebut 
tanpa memberitahu kepada pemilik rumah.

Membuat rumah di desa dilakukan secara gotong-royong, demikian pula 
bercocok tanam di sawah dan panen dilakukan dengan gotong-royong. Jika ada 
yang sakit dan perlu diangkut dapat dilakukan secara gotong- royong oleh 
rakyat desa yang dilewati. Di dalam mendapat keprihatinan, bahaya alam dan 
sebagainya dihadapi bersama-sama, bantuan diberikan secara suka rela dan 
keikhlasan.

Bagaimana keadaan desa sebelum ada penjajah Belanda? Marilah kita 
pelajari tentang masyarakat desa yang terkenal, yaitu masyarakat Baduy, yang 
sampai sekarang masih tinggal di Cibeo, Kanekes dan Cikeusik, di sebelah 
selatan Keresidenan Banten Propinsi Jawa Barat.

Dalam mempelajari masyarakat tersebut, akan kita tinjau dari segi peme-
rin tahan di daerah. Wilayah Baduy seolah-olah merupakan musium hidup di 
mana setiap pengunjung diperbolehkan untuk melihat keadaan masyarakat 
desa pada jayanya Masyarakat Padjadjaran. Meskipun kehidupan masyarakat 
Baduy lebih sederhana dari yang sebenarnya, dikarenakan wilayah masyarakat 
Baduy adalah suatu tempat pemunduran atau tempat pengungsian nenek 
moyangnya pada waktu mereka terdesak oleh pasukan Sultan Banten ketika 
penyebaran agama islam.
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Salah satu pantangan utama dari masyarakat Baduy ialah tidak di per-
kenankannya mempergunakan apa saja yang berasal dari luar, misalnya mem-
pergunakan alat-alat, pakaian, merokok sigaret bahkan menulis. Dengan 
demikian daerah Baduy merupakan desa yang statis benar-benar, segala sesuatu 
masih tetap utuh seperti pada masa kerajaan Padjadjaran.

Adat kebiasaan, kebudayaan, upacara-upacara, cara bercocok tanam, 
berpakaian, bahkan bahasa masih asli dan murni. Perkawinan hanya antara 
orang Baduy, sehingga desanya hanya berpenduduk orang-orang keturunan 
Baduy. Oleh karena itu Desa orang Baduy adalah Desa Geneologis.

Masyarakat Baduy dapat dibedakan antara orang Baduy dalam dan orang 
Baduy luar yang dapat dilihat dari warna pakaiannya, orang Baduy dalam 
berpakaian serba warna putih, orang Baduy luar berpakaian serba warna hitam. 
Mungkin pakaian serba putih itu suatu tanda bahwa mereka itu masih suci dan 
murni, dalam arti belum pernah melakukan sesuatu pelanggaran terhadap adat 
kebiasaan mereka.

Orang Baduy luar kadang-kadang suka terlihat di luar wilayah Baduy atau 
melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh warga Baduy dalam. Masyarakat 
Baduy dipimpin oleh seorang kepala, yang disebut Puun. Puun ini tidak dapat 
berhubungan dengan masyarakat luar dan untuk berhubungan dengan orang 
luar ditunjuk apa yang disebut dengan Jaro, yaitu Kepala Desa yang tiada lain 
hanya seorang penghubung saja, karena tidak “wasa” untuk memutuskan 
sesuatu. Ia hanya sekedar penyambung puun, menyampaikan kepada, dari dan 
untuk puun.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah desa sejak 
jaman nenek moyang, orang Indonesia sudah cukup teratur dan memenuhi 
kebutuhan masyarakat. Terlihat dari adanya citra demokrasi dan otonomi serta 
sifat gotong-royong pada masyarakat. Bahkan sampai sekarang fungsi-fungsi 
pada Desa Baduy adalah sama dengan yang terdapat di luar Desa Baduy, bahkan 
hakekat pada Pemerintahan Daerah.

D.  bentuk Desa
Ada dua bentuk desa, pertama yang disebut “Desa Genealogis”; adalah desa 
yang penduduknya mempunyai hubungan kekeluargaan dan berasal dari ke-
turunan yang sama. Contoh: Desa Genealogis adalah Desa Kanekes, Cibeo dan 
Cikeusik yang didiami oleh masyarakat Baduy di Banten Selatan Jawa Barat. 
Desa-desa tersebut masih mempunyai kehidupan tata adat maupun susunan 
Pemerintahan Desa sebelum penjajahan Belanda, yaitu pada masanya kejayaan 
Padjadjaran.
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Kedua adalah “Desa Teritorial”. Warga desanya tidak mempunyai hubungan 
keturunan satu sama lain. Dasar desa teritorial adalah bahwa penduduk ber-
tempat tinggal di daerah yang sama, dikarenakan masyarakat mempunyai 
kepentingan yang sama. Pada umumnya desa-desa yang sekarang ada adalah 
contoh-contoh bentuk desa teritorial, yaitu suatu daerah yang mempunyai 
batas-batas tertentu.

16.2  TUJUAN PEMERINTAHAN DESA
a.  Pengertian Desa
Pengertian Desa secara resmi dapat dibaca antara lain di dalam Surat Edaran 
Menteri Dalam Negeri tanggal 29 April 1969 Nomor: 5/1/29 yang berbunyi 
sebagai berikut: “Desa dan Daerah yang setingkatnya ialah kesatuan Masyarakat 
Hukum baik genealogis maupun teritorial yang secara hirarki pemerintahannya 
berada langsung di bawah Kecamatan”.

Dalam pasal 1 ayat a Instruksi Presiden (INPRES) Nomor: 5 Tahun 1976 
tentang Bantuan Pembangunan Desa, disebutkan bahwa: “Desa dan Masyarakat 
Hukum yang setingkat dengan nama asli lainnya dalam pengertian teritorial 
administratif langsung di bawah Kecamatan”.

Dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 17 Tahun 1977 
tentang penetapan Jumlah Desa di seluruh Indonesia dinyatakan bahwa: “Desa 
ialah kesatuan organisasi pemerintahan yang terendah, mempunyai batas 
wilayah tertentu, langsung di bawah Kecamatan dan merupakan kesatuan 
Masyarakat Hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya”.

Istilah Desa dalam Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1979, yaitu Desa 
(dalam pengertian luas) meliputi Desa (dalam arti sempit) dan Kelurahan. 
Menurut pasal 1 Undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan Desa ialah 
suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan 
Masyarakat Hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung 
dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam 
ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b.  Pemerintahan Desa Menurut I.G.O
Inlandsche Gemeente Ordonnantie disingkat I.G.O adalah salah satu peraturan 
jaman penjajahan yang umurnya panjang, artinya bahwa berlakunya peraturan 
tersebut jauh memasuki jaman Republik Indonesia. Peraturan lain yang masih 
berlaku atau belum diganti ialah Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
(K.U.H.P) dan yang ada sangkut paut dengan isi buku ini ialah Herziene Inlandse 
Reglement disingkat H.I.R (Reglemen Bumiputera yang di perbaharui).
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I.G.O. sengaja diuraikan meskipun secara singkat, karena yang dijumpai 
sampai sekarang di Desa dalam kenyataan adalah menurut I.G.O dengan per-
ubahan sekedarnya sebagai penyesuaian dengan keadaan dan perkembangan 
negara pada umumnya. Dikatakan oleh Kleintjes bahwa

“Desa dibiarkan mempunyai wewenang untuk mengurus rumah tangga 
menurut kehendaknya, dibidang kepolisian mampu mengatur tetapi dalam 
penyelenggaraannya Desa tidaklah bebas sepenuhnya. Desa diberi otonomi 
dengan memperhatikan peraturan yang dibuat oleh Gubernur Jendral, Kepala 
Wilayah atau Pemerintah dari kesatuan masyarakat yang berdiri-sendiri, yang 
ditunjuk dengan ordonansi”.

Pendapat tersebut membuktikan bahwa Desa telah ada dan berjalan baik, 
dengan organisasi pemerintahan yang berwibawa, mempunyai otonomi dan mem-
praktekkan demokrasi jauh sebelum kedatangan bangsa Belanda di Indonesia.

Rapat desa yang berfungsi sebagai badan Legislatif memiliki kekuasaan 
tertinggi dan Kepala Desa yang dipilih adalah ciri dari demokrasi desa, karena-
nya I.G.O hanya berupa pengakuan dan pemberian dasar hukum terhadap 
Desa. Desa secara resmi menjadi badan hukum di dalam bidang yang bukan 
adat, tindak-tanduk desa mempunyai kekuatan dan berdasarkan hukum.

Sebaliknya I.G.O mengekang kegiatan Desa, tingkah lakunya tidak sebebas 
seperti sebelum adanya I.G.O selanjutnya J.J Schrieke sebagai berikut: “Kepala 
Haminte Pribumi (Desa) dijamin dua hak, yang pertama ialah  pemilihan 
Kepala Desa dan Pamong Desa, dengan persetujuan pemerintahan “Gewest” 
(wilayah), Gubernur Jenderal diperintahkan untuk mempertahankan hal 
tersebut terhadap segala macam pelanggarannya. Yang kedua adalah wewenang 
untuk mengatur urusan rumah tangganya, dengan memperhatikan peraturan 
yang di buat oleh Gubernur Jenderal dan pemerintahan “Gewest”, artinya dari 
ordonansi atau reglemen dan aturan residen maupun peraturan lokal.

Kedua hak hanya diakui, selama hak tersebut sesuai dengan lembaga-
lembaga masyarakat atau hak yang telah diperoleh Reglemen Pemerintah (R.R). 
Dengan demikian tidak berkeinginan untuk menciptakan sesuatu yang baru, 
tetapi hanya mempertahankan yang sudah ada.

Yang dikemukakan oleh Schrieke di atas, juga menunjukkan telah adanya 
Otonomi dan Demokrasi di Indonesia sebelum penjajahan. Otonomi dan 
Demokrasi adalah asli Indonesia betapapun sederhananya.

Dengan dikeluarkannya I.G.O seolah-olah otonomi itu diberikan oleh 
pemerintah kolonial seperti dikatakan oleh Kleintjes: “Desa“ diberi otonomi 
dengan memperhatikan peraturan yang dibuat oleh Gubernur Jendral dan 
sebagainya. Jelaslah bahwa dalam kenyataan Otonomi Desa telah ada sebelum 
adanya IGO. Tetapi dengan akibat dari salah satu tafsir di atas, dikatakan dengan 
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adanya I.G.O, maka telah dilaksanakan apa yang disebut dengan Desentralisasi. 
Desa menyelenggarakan Pemerintah Desa menurut Asas Desentalisasi. Di 
samping menjalankan tugas menurut asas desentralisasi, desa menyelenggarakan 
pula tugas pembantuan (mede-bewind/swatantra). Misalnya penarikan pajak 
dan berbagai pelaksanaan peraturan di Kadipaten.

Tugas-tugas menurut asas dekonsentrasi terlihat dalam penyeleng-garaan 
tugas dibidang kepolisian (H.I.R). Desa yang terletak di seluruh atau sebagian 
dalam suatu kota di mana ada DPRD nya, maka bagian yang masuk kota itu, 
dihapuskan sebagai Desa dan hak otonominya dicabut. Setiap tempat tinggal 
bersama, menurut Undang-undang dapat dijadikan Desa yang tentunya ada 
beberapa syarat, yaitu luas daerah, banyaknya penduduk, letak daerah, tingkat 
kehidupan (niaga, Industri), kemampuan untuk mengolah rumah tangga dan 
sebagainya. Timbulnya desa-desa baru disebabkan oleh pemecahan atau peng-
gabungan Desa yang ada. Pasal 128 tidak mengandung dasar-dasar untuk 
pembentukkan, penghapusan dan perobahan Desa.

Semula Desa diragukan sebagai Badan Hukum. Tetapi dengan lahirnya 
I.G.O keragu-raguan tersebut menjadi hilang. Dengan demikian bisa melakukan 
berbagai kegiatan antara lain memiliki kekayaan, mempunyai harta benda, 
bangunan, menyewa, membeli, menjual sesuatu bahkan dapat menuntut dan 
dituntut.

I.G.O sebagai pelaksanaan pasal 71 R.R dan kemudian pasal 128 I.S, 
mengalami beberapa perubahan antara lain dalam penjelasan Byblad (TLN) 
No. 6576, No. 7525 dan sebagainya.

Ada tiga unsur desa pada pemerintahan Desa, pertama Kepala Desa, kedua 
Pamong Desa dan ketiga Rapat Desa.

C.  Otonomi di Desa
Apakah yang dimaksud dengan Otonomi? Otonomi atau autonomy (Inggris) 
atau autonomie (Belanda) terdiri dari 2 suku kata yaitu auto= sendiri dan 
nomoi=Undang-undang atau aturan. Dengan demikian otonomi berarti mengatur 
sendiri. Di dalam bidang pemerintahan, otonomi diartikan mengatur dan 
mengurus rumah tangga sendiri.

Soetardjo mengatakan: “Pengertian tentang kewenangan suatu daerah 
hukum yang dilukiskan dengan istilah asing Otonomi dalam bahasa Indonesia 
adalah hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, dalam Hukum 
Adat sebenarnya tidak dikenal oleh bangsa Indonesia. Pengertian tentang 
Otonomi Desa itu adalah ciptaan bangsa Belanda, waktu mereka masih me-
megang kekuasaan di sini”.
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Selanjutnya dikatakan: “Adapun hak otonomi atau hak mengatur dan 
mengurus rumah tangga Desa sebagai Daerah Hukum yang diatur dalam 
Hukum Adat, adalah kewenangan dan kewajiban tidak hanya yang bersangkutan 
dengan kepentingan keduniawian, akan tetapi juga yang bersangkutan dengan 
kepentingan kerohanian. Tidak hanya yang berkenaan dengan kepentingan 
Pemerintah (kenegaraan), akan tetapi juga yang berkenaan dengan kepentingan 
penduduk perseorangan. Teranglah bahwa isi otonomi Desa menurut Hukum 
Adat adalah sangat Luas“.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
Ada dua pengertian Otonomi yang pertama menurut Hukum Barat, yaitu 1. 
Otonomi (sempit) yang hanya mencakup urusan rumah tangga sendiri, 
dan hanya mengenai keduniawian saja. Kedua, menurut Hukum Adat yang 
luas dan mencakup keduniawian maupun kerohanian. 
Bangsa Indonesia tidak mengenal Otonomi yang isinya mengatur dan 2. 
mengurus rumah tangga sendiri, pengertian mana adalah ciptaan bangsa 
Belanda.

Di dalam prakteknya Desa mempunyai otonomi dalam arti luas, tetapi 
dengan isi yang terbatas. Pembatasan tersebut adalah hal yang logis dan 
termasuk salah satu akibat dari sistem penjajahan. Otonomi adalah istilah asing 
yang paling dekat pengertiannya kepada swatantra, mungkin tidak sinonim 
tetapi seperti telah diterangkan hakekatnya adalah sama. Perlu ditambahkan 
bahwa di samping pembatasan pengaturan rumah tangga sendiri, Desa dibebani 
tugas-tugas baru, yaitu tugas pemerintahan untuk kepentingan pemerintah, 
misalnya pemeliharaan berbagai data statistik dan laporan-laporan.

I.G.O. sendiri tidak mempergunakan istilah “Otonomie” melainkan 
“Huishourdelijke Belangen” (Kepentingan Rumah Tangga). Judul I.G.O. adalah 
“Desa Ofgemeente, Bestuur” (Pemerintahan Desa atau Haminte).

Demikian pula di dalam Regelings Reglemen (R.R) pasal 71 maupun 
Indische Staatsregeling (I.S) pasal 128 (3) tidak dipergunakan istilah otonomi 
melainkan dalam bentuk uraian sebagai berikut: “Aan De Gemeent Wordt de 
regeling en Hate Bestuurvan hare huishouding gelaten met in achtneming van de 
verordening, uitgegaanvan de Gouverneur-General, van het gewestelijk gezag of 
van de bestuuren der bijalgemene verordening aangewezen zelfstandinge gemeen-
schappen”. (Kepala Desa diserahkan pengaturan dan pengurusan rumah tangga-
nya dengan memperlihatkan veroredening yang dikeluarkan oleh Gubernur 
Jendral, oleh pemerintah wilayah atau pemerintah kesatuan hukum yang sendiri 
dengan veroredening).
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Kata ‘diserahkan‘ bukan diberikan melainkan ‘terserah atau diberikan 
kepada’. Dengan kata lain rumah tangga Desa terserah kepada Desa bagaimana 
mengatur dan mengurusnya. Bunyi pasal di atas berarti pula bahwa otonomi 
Desa tidak diberikan oleh pemerintah Belanda kepada Desa, melainkan pasal 
tersebut mengakui adanya, bahkan telah adanya Otonomi Desa dalam penger-
tian luas.

Dalam pengertian hukum adat seperti dikemukakan oleh Soetardjo, 
berarti bahwa bangsa Indonesia telah mengenal dan menerapkan otonomi sejak 
jaman nenek moyangnya, sejak adanya Desa, jauh sebelum kedatangan orang 
asing di Indonesia. Bukti lain dari pengenalan tersebut adalah goresan pada 
Prasasti Walandit yang isi singkatnya adalah Walandit bukanlah tanah perdikan 
melainkan mempunyai kedudukan swatantra Sang Hyang Prasasti Raja 
menentukan keswatantraan Sang Hyang Kabuyutan yang menguasai lembah 
dan bukit masuk lingkaran Desa Walandit.

Dari prasasti di atas jelas bahwa istilah swatantra (swa = sendiri dan tantra 
= memerintah) telah dikenal oleh bangsa Indonesia dan dilaksanakan sebagai 
sistem pemerintahan di Daerah. Luasnya keswatantraan tersebut semula adalah 
maksimal meliputi keduniawian maupun kerokhanian dan dibatasi oleh batas-
batas Desa atau dalam daerah hukum Desa Walandit.

Di dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1974 istilah ekonomi dipergu-
nakan dalam suatu kombinasi: “Daerah Otonom” dan “Otonomi Daerah”, yang 
dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang  No. 5 Tahun 1974, yaitu: “Otonomi 
Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah untuk mengatur Rumah 
Tangganya sendiri sesuai dengan pengaturan perundang-undangan yang berlaku; 
Daerah Otonom, selanjutnya di sebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan 
berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam ikatan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku”.

Perumusan ini sekali-kali tidak bertentangan dengan Otonomi menurut 
Hukum Adat, meskipun terbatas oleh peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, tetapi jelas meliputi keduniawian maupun kerohanian, bahkan lebih 
dari itu asalkan merupakan kepentingan masyarakat dan Desa tetapi tidak 
bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan kepentingan umum. Batas ini 
dapat dimengerti karena Desa adalah bagian terkecil dari negara.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa swatantra dan otonomi 
pada hakekatnya adalah sama. Perbedaan baru timbul jika yang dilihat luasnya 
atau sedikit banyaknya hal yang diatur dan diurus atau dimasukkan dalam 
modal “rumah tangga”. Swatantra atau Otonomi hakekatnya adalah mengatur 
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sendiri. Perbedaan dikarenakan adanya apa yang akan diatur sendiri dan bukan 
hakeketnya.

Ada beberapa jenis Otonomi, yaitu sebagai berikut:
1)  Otonomi Materiil. Dalam otonomi ini materi ataupun yang diberikan dan 

menjadi urusan rumah tangga lembaga pemerintahan yang menerima 
urusan tersebut diperinci dengan tegas serta ditetapkan dalam Undang-
undang.

2)  Otonomi Formil, apa yang menjadi rumah tangga tidak diperinci dan tidak 
dibatasi. Daerah mempunyai kebebasan untuk mengatur rumah tangga, 
Daerah dapat berbuat segala sesuatu yang dipandang olehnya sebagai 
kepentingannya untuk kemajuan dan pengembangan Daerah.

3)  Otonomi Riil. Otonomi ini merupakan campuran dari otonomi materil 
dan Formil. Pemerintah Pusat menentukan urusan-urusan yang diberikan 
kepada Daerah untuk diurus dan menjadi rumah tangga Daerah. Tetapi 
urusan tersebut dapat ditambah jika daerah dipandang dan berkeinginan 
untuk mengurusnya.

Pengaturan tentang pemerintahan Desa ditetapkan dengan Undang-undang. 
Adapun suatu kepastian bahwa Daerah mempunyai dasar hukum. Demikian 
pula otonomi Daerah berlandaskan hukum. Meskipun Desa mempunyai Otonomi 
atau ada Otonomi Desa, namun desa tidak mampu menjadi Daerah Otonomi, 
Karena sesuai dengan pasal 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1974, hanya ada 2 
tingkat Daerah Otonomi, yaitu Daerah Tingkat I dan II seperti telah diterangkan 
di muka. Selain dari pada itu Otonomi Desa telah berlangsung sepanjang 
sejarah, maka Otonomi Desa pada dewasa ini hendaknya searah dan setujuan 
dengan Otonomi Daerah, tetapi dengan ruang lingkup yang lebih kecil.

D.  Program Pemerintahan dan Pembangunan Desa
Pengendalian Pelaksanaan dan Penyusunan Perencanaan Program masuk Desa, 
terdiri dari:
1)  Dasar:

a)  Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 4 Tahun 1981 tentang 
Mekanisme Pengendalian Pelaksanaan Program Masuk Desa.

b)  Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/189/Bangda Perihal 
Persiapan Penyusunan Usul Rencana Program/Proyek Anggaran 
Tahun 1982/1983

c)  Surat Edaran Menteri Penertiban Aparatur Negara No. 1779/WK/9/81 
tentang Pengusulan Proyek/Kegiatan Tahun Anggaran 1982/1983
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2)   Proses Perencanaan dari Bawah (Bottom up Planning):
a)  Usul rencana disusun oleh LKMD dan disampaikan oleh Kepala Desa 

kepada Camat. Usul rencana tersebut tidak hanya terbatas pada pro-
yek bantuan Pembangunan Desa dengan Swadaya gotong royong 
masyarakat, tetapi meliputi seluruh proyek di tingkat Desa/Kelurahan 
yang dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang di-
ha dapi di pedesaan dan atau yang bertujuan untuk meningkatkan 
potensi Pedesaan dimaksud.

b)  Di tingkat Kecamatan usul-usul yang diterima dari Desa diolah, di-
susun atau diseleksi menjadi usul Kecamatan dalam Forum Temu 
Karya LKMD dan atau Diskusi UDKP yang berarti bahwa usul rencana 
terpadu ditingkat Kecamatan tidak hanya disusun atau diajukan oleh 
Kecamatan UDKP saja, tetapi oleh seluruh Kecamatan. Dalam hal 
Kecamatan telah menjadi Kecamatan UDKP, maka diskusi UDKP 
disatukan dengan Temu Karya LKMD.

c)  Perlu ditambahkan bahwa usul-usul rencana tersebut, pembiayaannya 
dimaksudkan berasal dari APBN/APBD/INPRES.

d)  Pada Tingkat Kabupaten/Kotamadya usul rencana dari tingkat Keca-
matan tersebut diolah selanjutnya oleh BAPPEDA, Bagian Pemba-
ngunan dan Kantor Pembangunan Desa Tingkat Kabupaten/Kota-
madya.

Dalam hubungan ini, maka data-data yang dikonsultasikan ditingkat Desa 
dan Kecamatan masing-masing, yaitu data potensi Desa dan hasil diskusi UDKP 
diolah sedemikian rupa, sehingga dapat berfungsi sebagai bahan perencanaan. 
Dalam hal ini Kepada Urusan Pembangunan Desa Kecamatan harus mampu 
menguasai data-data yang terdapat di wilayah kerjanya.

Perencanaan Kecamatan dan Desa dimaksud yang dituangkan dalam prio-
ritas, sasaran, target dan Repelita Nasional dan Daerah yang bersangkutan.

Dalam pengendalian Program Masuk Desa, agar Pembangunan dan 
Pemerintahan dapat dilaksanakan sesuai dengan sasaran Repelita Nasional dan 
Daerah yang bersangkutan, maka Camat sebagai Kepala Wilayah wajib memiliki 
kemampuan dalam:

Mengembangkan semua potensi alam maupun potensi manusianya.1. 
Mengembangkan wilayahnya yang sinkron dengan pengembangan wilayah 2. 
Kabupaten atau Kotamadya.

Mengkoordinasikan berbagai kegiatan Instansi teknik Departemen dan 
Lembaga Non Departemen, sebagai penanggung jawab teknis menurut bidang-
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nya. Di samping itu wajib menguasai proyek-proyek yang ada di wilayahnya, 
terutama hal yang mengenai:

Jenis lokasi proyek, dan1. 
Biaya yang disediakan2. 

Dalam menetapkan prioritas perencanaan di tingkat Desa atau Kelurahan 
dan dalam rangka pengendalian program masuk Desa, kriteria-kriteria yang 
dipergunakan sebagai pedoman adalah:

Bahwa setiap program harus dapat menyelesaikan ketimpangan-ketimpang-1. 
an yang timbul antara pedesaan dan kota dalam berbagai segi.
Bahwa setiap program harus berorientasi pada kebutuhan asasi masyarakat, 2. 
yaitu pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan 
asasi lainnya (kebutuhan asasi sifatnya lebih luas dari kebutuhan pokok, 
seperti garam, ikan dan sebagainya).
Bahwa setiap program harus jelas dan tajam prioritas wilayahnya dan ke-3. 
lompok yang akan menjadi sasarannya.
Bahwa setiap program harus berorientasi kepada perluasan lapangan kerja 4. 
dibidang non pertanian.
Bahwa setiap program harus mencerminkan keterlibatan partisipasi masya-5. 
rakat (aspirasi masyarakat banyak) dalam perencanaan, dalam menanggung 
beban pembangunan, terutama manfaat dari program dan atau proyek itu 
sendiri.
Bahwa setiap program harus membangkitkan kesadaran masyarakat ter-6. 
hadap usaha-usaha pembangunan yang bersinambungan yang dilakukan 
oleh Pemerintah.

E.  Tipologi dan Tingkat Perkembangan Desa
Pengertian:
a)  Tipologi Desa adalah teknik untuk mengenal Desa-desa yang banyak 

jumlah dan ragamnya, sehingga dapat diketahui permasalahannya secara 
konkrit.

b)  Tingkat Perkembangan Desa ditentukan oleh:
(1)  Imbang daya unsur dari dalam Desa itu sendiri;
(2)  Pengaruh unsur-unsur dari luar lingkungan Desa;
(3)  Intensitas pengaruh luar yang ditentukan oleh posisi desa terhadap 

pusat-pusat unit wilayahnya yang lebih besar dan pusat-pusat fasilitas.
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Di samping dapat dilihat dari faktor-faktor tersebut diatas, tingkat pertum-
buhan desa dapat dilihat pula dari komposisi jenis dan karakteristik kegiatan 
ekonominya yaitu primair, sekundair dan tertiair.

Titik Berat Penyusunan Tipologi Desa dimulai dari faktor-faktor utama, 
yaitu: faktor penduduk dan alam, sedangkan faktor lainnya merupakan peni-
laian atau ukuran untuk pertumbuhan dan perkembangan Desa atau Kelurahan, 
yang sampai saat ini masih terus dipergunakan, sambil menunggu hasil penye-
rasian tipologi dan tingkat perkembangan Desa yang baru, yang sampai saat ini 
masih terus diusahakan secara interdisipliner, intersektoral dan berdasarkan 
hal-hal yang bersifat empiris.

F.  Potensi Desa
Potensi Desa merupakan kemampuan yang mungkin dapat dikembangkan dalam 
pemerintahan atau pembangunan, mencakup alam dan manusianya, serta hasil 
kerja manusia itu sendiri. Komponen Desa itu meliputi unsur-unsur:
1)  Alami, yaitu:

a)  Lokasi atau Letak Suatu Desa (Orbitasi);
b)  Luas Desa;
c)  Keadaan Tanah;
d)  Keadaan Air;
e)  Keadaan Alam Nabati dan Hewani.

2)  Manusia meliputi:
a)  Jumlah Penduduk;
b)  Penyebaran (density);
c)  Karakteristiknya, seperti: susunan umur, susunan kelamin.

3) Kegiatan Sosial Budaya meliputi:
Organisasi, inisiatif, pendidikan, agama dan sebagainya.

4)  Kegiatan Ekonomi atau Pertanian (dalam arti luas) yang meliputi:
Pertanian, perikanan, peternakan, pengumpulan hasil hutan dsb.

5)  Prasarana yang meliputi:
Prasarana perhubungan, Produksi, Pemasaran dan Sosial.

Perkembangan Desa sejak dahulu hingga sekarang dipengaruhi oleh faktor-
faktor, baik dari dalam maupun dari luar Desa, yang merupakan Potensi Desa 
yang meliputi faktor-faktor penduduk, alam, letak (orbitasi) Desa, ekonomi, 
sosial budaya serta keamanan dan ketertiban umum.

Hubungan faktor penduduk dengan faktor alam secara timbal balik me-
wujudkan ekosistem daerah pedesaan yang perkembangannya beraneka ragam, 



254 dr. Rahman Mulyawan

serta menghasilkan desa-desa padat penduduk dan desa-desa jarang penduduk. 
Hal ini menimbulkan adanya ekosistem Desa yang tidak seimbang.

Hubungan antara faktor penduduk dengan faktor sosial budaya dan penga-
ruh perkembangan teknologi, akan menghasilkan sosial sistem yang beraneka 
ragam, serta menghasilkan desa-desa maju dan terbelakang atau tradisional.

Dapat ditambahkan bahwa Tipe Desa ditentukan oleh potensi manusia, 
alam dan letak Desa (orbitasi) terhadap pusat-pusat fasilitas kekotaan, yang 
mempengaruhi perkembangan atau pertumbuhan Desa dan ditentukan pula 
oleh hasil karya manusia.

Secara matematis Tipe Desa dirumuskan dengan simbol: D, N, O  sedang-
kan tingkat perkembangannya ditentukan oleh 7 (tujuh) faktor pengembangan 
dengan simbol: E, Y, A, Pd, Gr, L, dan P.

Adapun penjelasan simbol-simbol tersebut adalah sebagai berikut :
D = Density/Kepadatan Penduduk Pd = Pendidikan 
N = Nature/alam    Gr = Gotong Royong
O = Orbitasi/Letak   L = Kelembagaan Desa
E = Mata Pencaharian Pokok  P  = Prasarana
Y = Yield/Output Desa   A = Adat Istiadat

Dengan melihat uraian di atas, Pemerintahan Desa yang baik akan tercipta 
sesuai dengan perkembangan setiap Desa, apakah pada tingkat Desa Swadaya, 
Desa Swakarya atau Desa Swasembada yang setiap tahun perkembangannya 
akan ditinjau dan diketahui.
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17.1  KEDUDUKAN ATAU ASAS PEMERINTAHAN DESA

a.  Landasan Idiil Pancasila dan Konstitusional

1)  Landasan Idiil Pancasila:
Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 
1945, merupakan dasar falsafah dan pandangan hidup bangsa yang mencer-
minkan aspirasi nasional dan melandasi usaha-usaha dalam rangka mening-
katkan taraf hidup rakyat, khususnya di Desa atau Kelurahan menuju kepada 
perwujudan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

2)  Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sasaran keinginan rakyat, yang me-
landasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berintikan antara lain:
a.  Pengayoman dalam arti yang seluas-luasnya.
b.  Kesejahteraan bagi rakyat yang berarti suatu penghidupan yang lebih baik.
c.  Hari depan yang semakin meningkat dan mengandung harapan, baik da-

lam segi kehidupan spirituil maupun materiil, dalam kondisi stabilitas 
nasional yang serasi dan dinamis.

b.  Pembangunan Desa Dalam GbHN
Pembangunan Daerah, Desa dan kota sebagai bagian dari pembangunan nasional 
merupakan satu kesatuan pembangunan yang integral. Desa merupakan tempat 
bermukim sebagian besar masyarakat Indonesia, oleh karena itu pembangunan 
Desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan 
yang berlandaskan Trilogi Pembangunan, yaitu:

b a b  xVII
Kedudukan dan Organisasi 
Pemerintahan Desa/Kelurahan
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Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya 1. 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat;
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi;2. 
Stabilitas Nasional yang sehat dan Dinamis.3. 

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara telah ditegaskan, bahwa “Perhatian 
sebesar-besarnya justru diberikan pada peningkatan pemba-ngunan pedesaan 
terutama melalui peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat Desa, serta 
memanfaatkan secara maksimal dana-dana yang langsung di peruntukkan bagi 
Pembangunan Desa, agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berparti-
sipasi dalam pembangunan”.

Pola dan strategi pelaksanaan pembangunan Desa meliputi:
1)  Prinsip-prinsip Pembangunan Desa:

a.  Imbangan kewajiban yang serasi antara pemerintah dengan masyarakat
b.  Dinamis dan berkelanjutan
c.  Menyeluruh, terpadu dan terkoordinasikan.

2)  Pokok-pokok kebijaksanaan Pelaksanaan Pembangunan Desa:
a.  Pemanfaatan sumber daya manusia dan potensi alam
b.  Pembangunan kebutuhan esensiil masyarakat
c.  Peningkatan Prakarsa dan swadaya masyarakat
d.  Pengembangan tata Desa yang teratur dan serasi
e.  Peningkatan kehidupan ekonomi yang kooperatif

C.  Tanggung Jawab Penyelenggaraan dan Koordinasi
Secara fungsional tanggung jawab penyelenggaraan Pemerintahan Desa ada 
pada Departemen Dalam Negeri dan secara operasional menjadi kewajiban 
dan tanggung jawab Departemen atau Lembaga Non Departemen.

Secara garis besar tanggung jawab penyelenggaraan Pembangunan dan 
Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:
1)  Di Tingkat Pusat
 Ditingkat Pusat tugas Pembangunan Desa adalah menjadi tanggung jawab 

Menteri Dalam Negeri. Tanggung jawab ditingkat Pusat adalah mengadakan 
kerjasama antara Departemen-departemen dan Lembaga Non Departemen 
untuk mengkoordinasikan rencana, menentukan Desa serta menentukan 
pedoman Dasar dalam segala hal mengenai Pembangunan Desa. Dalam 
hubungan ini tugas pokok Direktorat Jenderal Pembangunan Desa adalah 
membantu Menteri Dalam Negeri dalam merencanakan dan melaksanakan 
kebijaksanaan di bidang Pembangunan dan Pemerintahan Desa.
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2)  Di Tingkat Daerah 
 Di tingkat Daerah tugas Pembangunan Desa merupakan tanggung jawab 

Gubernur Kepala Daerah, Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah, Camat 
dan Kepala Desa/Kelurahan sesuai dengan kedudukannya selaku Kepala 
Wilayah berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan Desa. Sedang Direktorat Pembangunan Desa di 
Propinsi dan Kantor Pembangunan Desa di tingkat Kabupaten/Kotamadya 
berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 1978, 
kedudukannya berada langsung di bawah Kepala Daerah yang melakukan 
fungsi staf dan pelaksana dibidang Pembangunan Desa. Demikian pula 
halnya dengan Kepala Urusan Pembangunan Desa pada tingkat Kecamatan 
terhadap Camat.

Di dalam melaksanakan fungsi staf tersebut, Direktorat Pembangunan 
Desa tidak terlepas kaitannya dengan satuan-satuan staf lainya dari Sekretariat 
Wilayah atau Sekretariat Daerah. Pelaksanaan Pembangunan Desa meliputi ber-
bagai sektor dan program yang dilaksanakan oleh berbagai aparat Depar temen, 
Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Oleh karena itu dalam pelaksanaan Pembangunan Desa perlu ada koor-
dinasi yang sebaik-baiknya, mulai dari tingkat Pusat sebagai perumus kebijak-
sanaan yang disesuaikan dengan kondisi Daerah, Kabupaten sebagai perumus 
kebijaksanaan pelaksanaan, sampai pada Kecamatan dan Desa sebagai tempat 
pelaksanaan pembangunan. Hal tersebut agar keseluruhan program dapat 
saling kait-mengkait, serta saling menunjang, sehingga dengan demikian dapat 
dicapai manfaat yang sebesar-besarnya dari berbagai kegiatan pembangunan 
dan pemerintahan yang ada di Desa /Kelurahan.

Untuk terselenggaranya koordinasi yang sebaik-baiknya, diperlukan suatu 
pola mekanisme kerja antara berbagai aparat mulai dari tingkat Pusat sampai 
ke tingkat Desa.

Secara Vertikal dan Horizontal Mekanisme Kerja tersebut dapat diuraikan 
sebagai berikut:

Pada Tingkat Pusat, Koordinasi Pembangunan Desa dilaksanakan melalui 
pertemuan antara Biro-biro Perencanaan Departemen serta unsur-unsur Bina 
Program, untuk merumuskan kebijaksanaan pelaksanaan secara terpadu yang  
selanjutnya disampaikan kepada Daerah melalui jalur-jalur kelembagaan yang ada.

Pada Tingkat Daerah Tingkat I, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
(Bappeda) Tingkat I atas nama Gubernur menjabarkan kebijak-sanaan yang 
berasal dari Pusat dan melalui rapat interen, antar Dinas dan Instansi Vertikal 
di rumuskan pelaksanaan kebijaksanaan yang selanjutnya apabila dipandang 
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perlu, maka dibentuk team kerja yang beranggotakan pimpinan proyek yang 
menangani sesuatu masalah.

Pada Daerah Tingkat II, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 
Tingkat II atas nama Bupati merumuskan rencana kerja pelaksanaan melalui 
rapat yang dihadapi oleh pimpinan pelaksanaan proyek di Daerah Tingkat II, 
serta Dinas-dinas Daerah Tingkat II, untuk menyusun rencana-rencana kerja 
yang sesuai dengan kondisi setempat.

Pada Tingkat Kecamatan, Camat memadukan keseluruhan kegiatan Program 
Pemerintahan Dalam Pembangunan dengan partisipasi masya-rakat, Camat 
menyelenggarakan koordinasi kegiatan Instansi Vertikal dan Dinas-dinas yang 
ada di Kecamatan serta para petugas yang ada di wilayahnya dan Kepala Desa 
serta Pemuka Masyarakat melalui sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan 
(UDKP), agar program-program pemerintah benar-benar mencapai sasarannya. 
Daerah-daerah minus, terbelakang dan padat penduduk akan diprioritaskan.

Pada Tingkat Desa, pelaksanaan serta pelayanan pembangunan lebih 
banyak memanfaatkan tenaga yang berasal dari Desa, khususnya para Pemuka 
Desa dengan mendapatkan bimbingan dari masing-masing aparatur serta 
Petugas Lapangan sesuai dengan bidang tugas masing-masing dalam koordinasi 
Kepala Desa yang meliputi:

Kegiatan yang ada kaitannya dengan peningkatan keterampilan penduduk, 1. 
pengembangan sosial budaya, kesejahteraan keluarga, kesehatan yang 
dikoordinasikan oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), 
melalui seksi-seksi yang bersangkutan.
Kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan pembangunan ekonomi 2. 
Desa, seperti pertanian pengembangan industri dan kerajinan rakyat Desa 
yang dikoordinasikan oleh Seksi Ekonomi LKMD dan melalui Koperasi 
Unit Desa (KUD) yang akan memberikan pelayanan dalam permodalan, 
bimbingan teknis dan pemasaran hasil-hasilnya.
Kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan pemeliharaan prasarana 3. 
Desa, seperi jalan Desa, pengairan Desa, bangunan Desa serta hal-hal yang 
berhubungan dengan keamanan Desa yang dikoordinasikan oleh Peme-
rintah Desa dengan membentuk kelompok-kelompok kerja melalui Lem-
baga Ketahanan Masyarakat Desa dengan swadaya gotong royong masya-
rakat Desa, yang diatur dalam Keputusan Desa atas dasar rembug dan 
musyawarah Desa dan disahkan oleh Bupati atau Walikotamadya Kepala 
Daerah Tingkat II.
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17.2  ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

a.  Pengertian
Agar pengertian tentang Pemerintahan Desa itu lebih mudah dihayati  di bawah 
ini dilakukan perbandingan dengan pengertian-pengertian lainnya.

Dalam pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) disebut berturut-turut bahwa: 1. 
Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang 
Dasar dan bahwa juga Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-
undang dengan persetujuan DPR. Hal ini berarti, bahwa Pemerintahan 
Negara RI adalah Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara.
Pasal 1 IGO menyatakan bahwa pengelolaan Haminte Indonesia (Desa) 2. 
dilakukan oleh Kepala Desa dibantu oleh beberapa orang yang ditunjuk 
untuk itu; semuanya itu merupakan Pemerintah Desa.
Pasal 1 dan pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 3. 
Tahun 1973 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Pemerintah Wilayah Kecamatan menyatakan berturut-turut, bahwa:

 Pemerintah Wilayah Kecamatan adalah perangkat pemerintah yang lang-
sung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota-
madya Kepala Daerah Tingkat II.

b.  Unsur-Unsur Organisasi Institusional
Dalam Pasal 3 dan pasal 23 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang 
Pemerintahan Desa berturut-turut dinyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah 
Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Sedangkan Pemerintah 
Kelurahan adalah Kepala Kelurahan (Lurah) dan Perangkat Kelurahan.

Selanjutnya ditetapkan bahwa Pemerintah Desa dalam melakukan tugasnya 
dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa dan Kepala-
kepala Dusun. Sekretariat Desa meliputi Sekretaris Desa dan Kepala-kepala 
Urusan. Perangkat Kelurahan terdiri atas Sekretariat Kelurahan dan Kepala-
kepala lingkungan. Sekretariat Kelurahan terdiri atas Sekretaris Kelurahan dan 
Kepala-kepala Urusan. Secara institusional hal tersebut dapat digambarkan 
sebagai berikut:

Dari dan atau melalui Kepala Desa terbentang jalur-jalur kepemimpinan 
dan managemen ke beberapa arah, yaitu:
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Jalur ke atas: jalur Pemer1. intah dan laporan dari dan ke Kecamatan.
Jalur ke luar: jalur konsultasi dan kerjasama dengan Desa-desa lain.2. 
Jalur ke samping: jalur koordinasi dengan organisasi-organisasi masyarakat, 3. 
di tengah-tengah mana Kepala Desa memegang peranan koordinatif.
Jalur ke bawah: jalur pelayanan terhadap masyarakat Desanya.4. 
Jalur ke dalam : jalur perintah dan laporan kepada dan dari unsur staf dan 5. 
pelaksana (intern organisasi)

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang 
Pemerintahan Desa pada Bab II Bagian Ketiga mengenai Kepala Desa paragrap 
satu; Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian.
Pasal  4, yaitu:
Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa warga negara 
Indonesia yang:

Yang bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;1. 
Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ; 2. 
Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;3. 
Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam sesuatu kegiatan 4. 
yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G.30.S/PKI dan atau 
kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya;

ORGaNISaSI INSTITUSIONaL PEMERINTaH DESa
MENURUT UNSUR-UNSURNYa
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Tidak sedang d5. icabut hak dipilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan 
yang mempunyai kekuatan pasti;
Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan kepu-6. 
tusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, karena tindak 
pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (Lima) tahun;
Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang ber-7. 
sangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak 
terputus-putus, kecuali bagi putera Desa yang berada di luar Desa yang 
ber sangkutan;
Sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan se-8. 
tinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
Sehat jasmani dan rohani;9. 
Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau yang 10. 
berpengetahuan dan berpengalaman yang sederajat dengan itu.

Pasal 5, yaitu:
Kepala Desa dipilih secara langsung, umum, bebas, rahasia oleh penduduk 1. 
Desa warga negara Indonesia yang berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh 
belas) tahun atau telah/pernah menikah.
Syarat-syarat lain mengenai pemilih serta tata cara pencalonan dan 2. 
pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah, sesuai dengan 
pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (2), baru berlaku sesudah ada 3. 
pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 6 adalah: Kepala Desa diangkat oleh Bupati\Walikotamadya Kepala Daerah 
Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dari calon yang 
terpilih.

Pasal 7 adalah: Masa jabatan Kepala Desa adalah 8 (delapan) tahun terhitung 
sejak tanggal pelantikannya dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa 
jabatan berikutnya.

Pasal 8 adalah:
1.  Sebelum memangku Jabatannya Kepala Desa bersumpah menurut agama-

nya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dan dilantik oleh pejabat yang 
berwenang mengangkat atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

2.  Susunan kata-kata sumpah atau janji yang dimaksud ayat (1) adalah 
sebagai berikut:
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 “Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya untuk diangkat menjadi Kepala 
Desa, langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalil apapun, tidak 
memberikan atau menjanjikan atau akan memberikan sesuatu kepada sia-
papun juga.

 Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya untuk melakukan atau tidak mela-
kukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung 
atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.

 Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya 
sebagai kepala Desa dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya, bahwa 
saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar dan 
ideologi negara, bahwa saya senantiasa akan menegakkan Undang-Undang 
Dasar 1945 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi 
Negara Republik Indonesia.

 Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu 
yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.

 Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau 
pekerjaan saya, senantiasa akan lebih mengutamakan kepentingan Negara, 
Daerah dan Desa daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau 
sesuatu golongan dan akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, 
Pemerintah, Daerah dan Desa.

 Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga mem-
bantu memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masya-
rakat Desa pada khususnya, akan setia kepada bangsa dan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia;

3.  Tatacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikkan Kepala Desa sebagai-
mana dimaksud ayat I diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan 
pedoman yang di tetapkan oleh Menteri dalam Negeri.

Pasal 9 adalah: Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang 
berwenang mengangkat karena:

Meninggal dunia;1. 
Atas permintaan sendiri;2. 
Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa yang baru;3. 
Tidak lagi memenuhi syarat yang dimaksud pada pasal 4  Undang-Undang ini;4. 
Melanggar sumpah/janji yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) Undang-5. 
undang ini;
Sebab-sebab lain.6. 



263

Paragrap Dua: Hak, Wewenang dan Kewajiban

Pasal 10 adalah:
1.  Kepala Desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan Peme-

rintahan Desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan meru-
pakan penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang peme rin tah, 
pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan Desa, urusan pemerintahan umum termasuk pem binaan 
ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dan menumbuhkan serta mengem-bangkan jiwa gotong-
royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan Desa.

2.  Dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan Pemerintah 
Desa yang dimaksud dalam ayat (1), Kepala Desa:
a.  Bertanggung jawab kepada pejabat yang berwenang mengangkat me-

lalui camat;
b.  Memberikan keterangan pertanggungjawaban tersebut kepada Lem-

baga Musyawarah Desa.

Pasal 11 mengatakan bahwa:
Kedudukan dan kedudukan keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-1. 
kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun diatur dengan Peraturan Daerah 
sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (1) baru berlaku sesudah ada 2. 
pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 12 mengatakan bahwa:
Kepala Desa mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan.1. 
Apabila dipandang perlu Kepala Desa dapat menunjuk seorang kuasa atau 2. 
lebih untuk mewakilinya.

Pasal 13 mengatakan bahwa:
Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan 
yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, 
Pemerintah Daerah dan masyarakat Desa.

Bagian Keempat Sekretaris Desa 

Pasal 14 mengatakan bahwa:
Sekretaris Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa Dalam 
menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan Pemerintahan Desa.
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Pasal 15 mengatakan bahwa:
1.  Sekretariat Desa terdiri atas:

a.  Sekretaris Desa;
b.  Kepala-kepala Urusan

2.  Sekretaris Desa diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikotamadya 
Kepala Daerah Tingkat II setelah mendengar pertimbangan Lembaga Mu-
syawarah Desa.

3.  Apabila Kepala Desa berhalangan, maka Sekretaris Desa menjalankan Tugas 
dan Wewenang Kepala Desa sehari-hari.

4.  Kepala-kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas nama 
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atas usul kepala Desa.

5.  Syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Desa dan Kepala-
kepala Urusan diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman 
yang ditetapkam oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kelima mengenai Dusun adalah :
Pasal 16 menyatakan bahwa:

Untuk memperlancar jalannya pemerintahan Desa dalam Desa dibentuk 1. 
Dusun yang dikepalai oleh Kepala Dusun sesuai dengan pedoman yang 
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Kepala Dusun adalah unsur pelaksana tugas Kepala Desa dengan wilayah 2. 
kerja tertentu.
Kepala Dusun diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati/3. 
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atas usul Kepala Desa.
Syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dusun diatur dalam 4. 
Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri 
Dalam Negeri.

Bagian Ke enam mengenai Lembaga Musyawarah Desa:

Pasal 17 mengenai:
Lembaga Musyawarah Desa adalah Lembaga Permusyawaratan Pemufa-1. 
katan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-kepala Dusun, pimpinan 
Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-pemuka Masyarakat di 
Desa yang bersangkutan.
Kepala Desa karena jabatannya menjadi Ketua Lembaga Musyawarah Desa.2. 
Sekretaris Desa karena Jabatannya menjadi Sekretaris Lembaga Musyawarah 3. 
Desa.
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Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Musyawarah Desa ditetapkan 4. 
dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh 
Menteri Dalam Negeri.
Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (4), baru berlaku sesudah ada 5. 
pengesahan dari pejabat yang berwenang. 

Dalam membuat Peraturan Desa, Kepala Desa harus meminta pendapat 
desa atau masyarakat dalam Rapat Desa, khususnya mengenai urusan yang me-
nyangkut desa dan urusan yang sangat penting. Kepala Desa wajib berunding 
dengan rakyat yang berhak memilih Kepala Desa dan orang yang dipandang 
sesepuh dan yang menurut adat dipandang terkemuka.

Semua urusan desa hanya terbatas kepada urusan rumah tangga Desa misal-
nya pembagian tanah desa, dinas desa, pemeliharaan mesjid, jalan desa dan 
pekerjaan umum lainnya. Pembuatan peraturan yang bersangkutan di lakukan 
sesuai hukum adat sering kali tidak tertulis dan kadang-kadang merupakan 
bagian dari hukum agama atau lembaga lain.

Kepala Desa mewakili desa di dalam dan di luar hukum. Ia dapat melakukan 
tuntutan dan dapat pula dituntut.

Kepala Desa bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan rumah 
tangga dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan pemerintahan desa, kecuali 
urusan tersebut diserahkan kepada pihak lain, maka tanggung jawabnya ada 
pada pihak tersebut.

Kepala Desa membangun dan memelihara pekerjaan umum desa seperti 
jembatan, dam, jalan, saluran air, got, mesjid, lapangan olah raga, pengangonan, 
taman dan sebagainya. Ia wajib mengurusnya agar pekerjaan umum tersebut 
dapat dipergunakan dengan baik oleh masyarakat.

Meskipun tidak tercantum dalam I.G.O sebenarnya Kepala Desa wajib 
meningkatkan taraf hidup rakyat, meningkatkan kemakmuran, kebahagiaan 
dan kesejahteraan, rohaniah maupun badaniyah.

Tugas lain dalam pemerintahan dapat kiranya di rangkum dalam istilah 
“Bestuurs-Zong” (urusan pemerintahan) yang bersangkutan tidak saja dengan 
pemerintahan tetapi juga dengan kemakmuran, kebahagiaan dan kesejahteraan 
penduduk Desa, lahir maupun bathin. Misalnya mengurus bidang pertanian, 
membangun sekolah dasar, mendirikan langgar dan sebagainya.

Kepala Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan bagi 
desa. Di samping mempunyai wewenang untuk memperoleh hukum, juga 
mempunyai wewenang untuk melaksanakan hukum, perbuatan-perbuatan 
hukum oleh Desa antara lain:
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Meminjam uang;1. 
Mengadakan perjanjian yang ada keuntungannya untuk kedua belah  pihak;2. 
Mengadakan tuntutan hukum3. 
Menerima tuntutan pihak lain terhadap Desa.4. 
Jabatan Kepala Desa tidak bersifat keturunan5. 

17.3  PEMBIAYAAN

a.  Keuangan Desa
Perkembangan keuangan umumnya mempengaruhi pula keuangan Desa, mem-
pe ngaruhi kebijaksanaan serta kegiatan Pemerintah Desa, dalam rangka mena-
ik kan taraf hidup masyarakat Desa. Oleh karena itu mempelajari keuangan 
secara umum perlu diketahui meskipun sangat terbatas.

Apakah Keuangan Desa? Untuk menjawab pertanyaan tersebut marilah 
seje nak mengikuti ceritera pendek di bawah ini.

Pemerintah Desa mengadakan pungutan dengan menambahkan sejumlah 
uang pada harga setiap butir kelapa yang diangkut ke luar wilayah Desa. Besar-
nya tambahan harga (pungutan) adalah sama dengan besarnya harga, sehingga 
harga penjualan tiap butir kelapa naik. Pungutan tersebut dimaksudkan untuk 
memperbaiki jembatan Desa agar dapat dilalui truk, yang tidak saja mengangkut 
kelapa tetapi juga hasil bumi lainnya ke luar wilayah Desa.

Jika kita mempelajari pungutan di atas maka kita berada dalam lapangan 
keuangan Desa, tetapi jika kita mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi 
harga kelapa, kita berada dalam ilmu ekonomi, khususnya teori harga. Demikian 
pula jika mempelajari kenaikkan harga kelapa disebabkan misalnya oleh adanya 
pajak kelapa yang dikenakan oleh pemerintah, maka kita mempelajari ekonomi 
mengenai kebijaksanaan pemerintah dalam perpajakan.

Masalahnya akan menjadi lebih rumit, jika memperhatikan contoh sebagai 
berikut:

Pernah dimuat dalam surat kabar bahwa petani kol di Desa-desa Pangalengan 
dan Lembang (Kabupaten Bandung), membiarkan kolnya membusuk atau di-
potong dan dimasukkan ke dalam tanah supaya menjadi pupuk bagi tanaman 
berikutnya. Diterangkan selanjutnya bahwa kejadian tersebut disebabkan oleh 
karena sangat turunnya harga kol, yang jauh lebih rendah dari biaya produksi. 
Biaya produksi kol ialah sekitar Rp. 30/Kilo gram (sampai kol di pinggir jalan), 
sedangkan harga di pasar merosot sampai Rp. 10/Kilo gram.

Jika peristiwa ini terjadi diseluruh RI, maka peristiwanya akan bersifat 
Nasional. Apakah yang menyebabkan merosotnya harga kol? Pemerintah mung-
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kin meminta bantuan ahli ekonomi agar mengadakan penyelidikan. Kemudian 
ahli ekonomi turun tangan untuk mempelajari merosotnya harga kol dan 
kerugian yang tidak sedikit yang mengancam petani kol.

Hasil penyelidikannya dapat berbentuk kemungkinan, misalnya dikare-
nakan pada musim yang berlangsung, terlampau banyak orang yang menanam 
kol dan semuanya berhasil karena pemupukan yang modern dan alam mem-
bantu petani kol. Dapat pula dikarenakan perubahan moneter atau karena 
permintaan akan kol sangat menurun. Jika sebab menurunnya harga kol telah 
diketemukan, para ahli ekonomi akan mengemukakan pendapat dan sarannya 
untuk menanggulangi masalah harga kol. Pada contoh terakhir batas antara 
bidang keuangan Desa dan bidang lain, misalnya teori harga menjadi kabur.

Dari Uraian di atas dapat kiranya keuangan Desa dirumuskan sebagai pene-
muan dan penilaian pengaruh yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan Pemerintah 
Desa dalam bidang keuangan. Ada dua faktor yang mempengaruhi suksesnya 
kebijaksanaan tersebut.

Pertama. Faktor yang bersifat pribadi, yaitu yang berada pada diri Peme-
rintah Desa sendiri (seni mengadakan pendekatan pada masyarakat Desa, 
keterampilan menetapkan pungutan Desa dan melaksanakan pungutan, penye-
lenggaraan Administrasi keuangan, kelincahan Pemerintahan Desa dalam bi-
dang keuangan tersebut).

Kedua. Ialah yang berada di luar diri dan di luar kemampuan Pemerintah 
Desa (inflasi, perobahan moneter, perkembangan ekonomi, peraturan perundang-
undangan dan sebagainya).

Keuangan Desa menentukan sukses atau tidaknya pemerintah Desa dalam 
menjalankan pemerintahan maupun pembangunan. Keuangan Desa merupakan 
urat nadi Desa. Keuangan Desa adalah cermin perkembangan pemerintah Desa, 
Desa dan masyarakat Desa.

b.  Peranan Keuangan Desa
Salah satu faktor yang mempengaruhi, bahkan yang menentukan berhasil atau 
gagalnya kegiatan Pemerintah Desa ialah Keuangan Desa. Pemerintah Desa 
telah berkembang, betapapun lambat laju perkembangannya. Masalah-masalah 
perkembangan di Desa bertambah banyak dan kompleks, serta cenderung untuk 
melampaui urusan-urusan tradisional, yang pemecahannya terpaksa harus 
bersifat “Zakelijk Financicel”.

Gejala ini nampaknya cukup dan sudah tiba saatnya untuk mendapat 
perhatian, khususnya dalam rangka pembangunan di Desa. Banyak kegiatan di 
Desa, yang terpaksa dilaksanakan melalui bentuk uang, misalnya pembuatan 
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dam, jembatan dan jalan yang semula dapat dikerjakan dengan bantuan berupa 
bahan dan tenaga dari masyarakat.

Jenis kegiatan Pemerintah Desa kian hari kian bertambah, demikian pula 
aneka ragamnya, dikarenakan kebutuhan masyarakat yang selalu bertambah 
tanpa akhir. Semua ini memaksa Desa untuk memiliki Pamong Desa yang 
cakap dan terampil, mengenai apa, siapa dan bagaimana melaksanakan tugas 
Desa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pemerintah Desa harus mampu mengelola keuangan Desa, harus mampu 
mengadakan analisa keuangan yang menjadi dasar rasionil untuk menentukan 
kebijaksanaan yang peraktis dan dapat dilaksanakan. Pemerintah Desa perlu 
mempelajari dan mengerti administrasi keuangan yang mencakup prosedur 
anggaran statistik dan lain-lain yang bersangkutan dengan keuangan.

Prinsip-prinsip Administrasi Keuangan Desa betapapun sederhana-nya, 
sesuai dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan Pamong Desa, diterapkan 
untuk memperoleh pembuatan keputusan yang tepat dan cepat. Tujuan utama 
keuangan Desa ialah adanya keseimbangan neraca antara penggunaan sumber 
keuangan dan pembagian keuangan, yang dapat memberi hasil sebesar mungkin 
dalam realisasi rencana di Desa.

Pemerintahan Desa harus lebih terampil dan mempunyai seni menggali 
segala potensi keuangan Desa agar selalu dapat menutup biaya yang diperlukan. 
Harus pula mempunyai seni mempergunakan uang saeutik mahi loba nyesa 
(sedikit tapi cukup, banyak ada sisa), meskipun kebutuhan selalu bertambah, 
sedangkan penerimaan uang ada batasnya. Bagaimana pun, selalu bertambahnya 
kebutuhan adalah ciri bahwa desa itu tidak statis, bahwa di desa ada pemba-
ngunan, di Desa ada perkembangan.

C.  anggaran belanja Desa
Betapapun sederhananya rumah tangga Desa, tetapi harus diselenggarakan de-
ngan suatu Anggaran Belanja. Menjelang habis tahun, biasanya bulan Oktober, 
Desa menyusun rencana kerja untuk tahun yang akan datang. Biaya yang 
diperkirakan untuk pemeliharaan jalan, pembuatan jembatan, perbaikan bangun-
an, pembuatan langgar dan lain-lain, disusun dalam bentuk pos-pos pengeluaran.

Jumlah pengeluaran ini diimbangi dengan rencana penerimaan. Jumlah 
pengeluaran dikurangi oleh penerimaan-penerimaan yang dapat dikatakan 
pasti, misalnya sewaan tanah dan bangunan Desa, hasil bengkok, keuntungan 
dari perusahaan Desa dan sebagainya, selisih atau kekurangan diusahakan dari 
seluruh penduduk Desa yang berhak memilih Kepala Desa, dalam bentuk iuran 
atau urunan yang disebut pancen.
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Urunan bersifat tradisionil dan sampai sekarang masih dipenuhi oleh 
penduduk Desa dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, meskipun urunan 
itu tidak disertai ancaman seperti halnya pajak.

Hakekat urunan adalah: gotong royong, meskipun IGO maupun Undang-
undang Nomor 19 Tahun 1965 membuka kesempatan kepada Desa untuk me-
mungut pajak dan retribusi. Kedua pungutan terakhir ini belum bisa dilaksa-
nakan oleh Desa-desa pada umumnya, bahkan pajak tidak pernah dapat 
di terapkan, dikarenakan istilah pajak secara psikologis kurang simpatik bagi 
masyarakat Desa yang sederhana dan berjiwa gotong-royong.

Selain dari pada itu telah cukup banyak jenis pajak yang dibebankan ke-
pada penduduk malahan menjadi apatis terhadap pembayaran pajak, sehingga 
tujuan untuk menambah penerimaan uang mengakibatkan keadaan sebaliknya, 
yaitu mengurangi pendapatan. Pajak mempunyai kebaikan dan kekurangannya 
bagi Desa.

Kebaikannya ialah dengan pajak, maka pemasukan uang lebih terjamin, 
karena pajak mewajibkan pembayaran dan menyiapkan hukuman bagi orang 
yang tidak mau membayar. Kekurangannya ialah telah cukup banyak jenis 
pajak yang dibebankan, sehingga penambahan pajak untuk Desa dikhawatirkan 
akan dirasakan penduduk sebagai penambahan Beban.

Selain dari pada itu penduduk lebih menyukai pemungutan secara sukarela 
yang menimbulkan perasaan kepuasan hati dan rasa berjasa dalam membantu 
pemerintah. Dalam kenyataannya urusan Desa pada umumnya masih dipenuhi 
dengan baik oleh penduduk Desa. Urunan dibagi merata tapi seimbang menurut 
kemampuan, kekayaan atau dasar penetapan lain, misalnya luas tanah, ipeda, 
besarnya rumah atau bangunan yang dimiliki penduduk. Semua itu sesuai 
dengan keadaan lingkungan dan adat setempat. Pada akhir tahun berikutnya 
diadakan pertanggungan jawab mengenai penerimaan dan pengeluaran ter-
maksud dihadapan penduduk yang berhak memilih Kepala Desa.

Sesuai dengan keadaan dan kemampuan Kepala Desa, nampaknya ang-
garan belum dipandang sebagai pedoman kerja dan belum dipakai cermin 
kegiatan Pemerintah Desa pada tahun lalu dan titik tolak bagi kegiatan tahun 
yang akan datang. Bahkan ada gejala-gejala yang kelihatan-nya menganggap 
Anggaran Belanja Desa seolah-olah sekedar sebagai pelengkap, sebagai suatu 
keharusan adanya anggaran belanja tiap tahun.

Hal ini disebabkan karena dalam kenyataan, Desa tidak berpedoman ke-
pada anggaran dan dana-dana yang dianggarkan tidak pernah masuk, umpa-
manya beberapa Desa di Kabupaten Bogor. Berlainan di Kabupaten Bandung 
antara lain Desa Lembang, di mana kebijaksanaan keuangan Desa justru terikat 
ketat oleh Anggaran Belanja Desa. Demikian pula pada umumnya belum terlihat 
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adanya pengamanan anggaran, hal mana besar kemungkinan dikarenakan 
kegiatan dan pembangunan di Desa.

D.  Pemerintahan Desa di Masa Depan
Jika dalam dasa warsa 80-an perhatian sementara kalangan ditujukan pada isi 
balance of power fungsi kenegaraan dan kontrol ketat terhadap PELITA V sebagai 
mata rantai, teramat vital menjelang rencana panjang (25 tahun) kedua, 
diperkirakan yang menjadi isu sentral dalam dasa warsa 90-an dan seterusnya 
adalah realisasi pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Tiap-tiap warga 
negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian”.

Ini adalah salah satu jabaran bagian terakhir alinea keempat Pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945 dan konsekuensinya hakikat pembangunan 
nasional yang telah ditetapkan oleh MPR dalam GBHN. Harus diingat bahwa 
Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan “tiap-tiap”, bukan “pada umumnya”, 
juga bukan “rata-rata” atau “sebagian besar”, atau ungkapan lain yang lazim 
dalam dunia statistik di alam pembangunan abstraktif.

Upaya peningkatan dan pemeratan kemampuan Pemerintahan Desa pada 
desa-desa di seluruh Indonesia mutlak diperlukan dan di jalankan sekarang 
juga.

Pertama, srategi pembangunan nasional hendaknya sedemikian rupa 
sehingga terbuka peluang yang semakin besar bagi pembangunan masyarakat 
atau pembangunan sosial sebagai prasarat pembangunan Pemerintahan Desa.

Kedua, desentralisasi pembangunan sampai ke Desa. G. Shabbir Cheema 
dan Dennis A.Rondinelli (eds) dalam “Decentralization and Development” 
(1983:7) menyatakan bahwa: ”... as societies become more complex and govern-
ment activities expand, it is increasingly difficult to plan and administer all 
development activities effectively and efficiently from the centre”.

Maka dalam desentralisasi pembangunan terletak pada fungsinya sebagai 
alat untuk membangkitkan partisipasi aktif masyarakat menurut kondisi dan 
aspirasi masyarakat yang bersangkutan. Desentralisasi pemba-ngunan adalah 
alat untuk mewujudkan demokrasi. Dengan desentralisasi, konsep “Bhinneka” 
dalam lambang negara menjadi jelas. Asas desentralisasi pembangunan mengisi 
konsep rumah tangga Desa. Ketiga, pentingnya empowerment. Jika Cheema 
dan Rondinelli dapat digunakan menyoroti hubungan antara Pemerintah 
dengan Pemerintah Desa, hubungan antara Pemerintah dengan masyarakat 
atau Kepala Desa dengan Masyarakat Desa dapat dianalisis melalui ungkapan 
Coralie Bryant dan Louise G. White dalam menangin Development in the third 
wordl (1982:10).
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Keempat, pembinaan masyarakat diarahkan tidak lagi semata-mata dalam 
arti politik, tetapi juga dibidang ekonomi, khususnya lapangan kerja atau karier.

Kelima, sebagai operasionalisasi asas desentralisasi pembangunan dalam 
rangka mengisi hak, kewenangan dan kewajiban menyelenggarakan rumah 
tangga Desa, basic needs digunakan sebagai sasaran awal Pembanguna Desa.

Keenam, sumber pembiayan Pemerintah Desa.
Ketujuh, viabilitas pengurusan rumah tangga Desa dalam Perencanan 

Pembangunan Nasional.
Kedelapan, konsep pemeratan perlu ditinjau kembali.
Kesembilan, struktur pemerintahan Desa diperkuat.
Kesepuluh, Administrasi Desa perlu distandardisasikan dan dirasiona-

lisasikan.
Sejauh ini, penulis seakan-akan memusatkan perhatian pada Pemerintah 

Desa. Sesungguhnya uraian di atas berlaku juga bagi Kelurahan, mutatis mutandis.
Obsesi tulisan ini adalah karena kepincangan, perbedaan dan kesenjangan 

itu paling kelihatan di tingkat Desa dan Kelurahan, maka di samping upaya 
untuk memperkuat Desa dan Kelurahan agar mampu berfungsi sebagai alat 
untuk merekam kepincangan, kesenjangan dan perbedaan tersebut, juga mampu 
berfungsi sebagai alat untuk mengurangi dan jikalau mungkin melenyapkan.

Dengan demikian, jika pada suatu saat MPR menetapkan GBHN baru di 
sana tercantum kalimat: “… memperkuat Pemerintahan Desa, agar makin 
mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan, 
menyelenggarakan Administrasi Desa yang makin meluas dan efektif dan men-
jadi alat ditangan rakyat guna memeratakan dan mempercepat pembangunan 
kemampuan setiap orang warga negara Indonesia”.
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